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KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Teori Sosiologi Hukum”, dengan
semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan
informasi dan dengan memahami visi tradisi ilmiah dalam sosiologi hukum dan nilai-nilai yang
dapat dipelajari, pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif
terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat serta nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya.

Visi tradisi ilmiah dalam sosiologi hukum mengacu pada pendekatan ilmiah dalam
memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan
penggunaan metodologi ilmiah, analisis sistematis, penekanan pada bukti empiris, dan
pengembangan teori untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial dan
struktur sosial. Dengan visi tradisi ilmiah ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan
hubungan antara hukum dan masyarakat secara sistematis dan teruji secara empiris. Ini
membantu dalam pengembangan pemahaman yang mendalam tentang peran hukum dalam
masyarakat serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.

Buku ini dibagi dalam 10 bab. Bab 1 akan membahas tradisi intelektual hukum yang
berasal dari Pencerahan dan membantu membuka jalan bagi perkembangan ilmu-ilmu social.
Berikutnya Bab 2 dan 3 dalam buku ini dikhususkan untuk karya-karya yang relevan dan
pengaruh dari kedua pakar pemikiran sosiologi tersebut. Mengingat diskusi Weber yang
terkenal dan panjang lebar mengenai hukum serta sambutan yang baik atas karyanya, maka
sentralitas Weber dalam sosiologi hukum menjadi jelas. Bab 4 akan fokus pada pergerakan
intelektual menuju sosiologi hukum seperti yang terjadi di Eropa di kalangan pemikir hukum
dan sosiolog hukum yang cenderung sosiologis. Dalam Bab 5, ada aliran intelektual lain yang
berkembang menuju sosiologi hukum modern, yang lebih berakar pada ilmu hukum
dibandingkan sosiologi.

Dalam Bab 6, aliran teori utama sosiologi hukum modern dieksplorasi berdasarkan tiga
garis pemisah utama. Pertama, sebagai kebalikan dari pemikiran konsensual dalam
fungsionalisme struktural, muncullah perspektif konflik-teoretis dalam sosiologi yang juga
berpengaruh dalam bidang khusus sosiologi hukum. Kedua, teori-teori modern dalam
sosiologi hukum terbagi, karena adanya hubungan khusus antara hukum dan moralitas,
mengenai kemungkinan dan keinginan akan sosiologi hukum normatif atau pendekatan ilmiah
yang pasti, dan ketiga, yang menentang fokus teori makro fungsionalisme struktural adalah
berbagai perspektif yang analisisnya terletak pada tataran interaksi social

Dalam Bab 7 hal hubungan antar hukum dan ekonomi, perhatian akan tertuju pada
penelitian sosiologis mengenai saling ketergantungan antara kehidupan hukum dan ekonomi,
khususnya dalam konteks masyarakat pasar. Bab 8 akan membahas hubungan ini secara
khusus dalam kaitannya dengan perbedaan perspektif teoritis mengenai hukum dan
demokrasi, termasuk implikasinya terhadap kemungkinan-kemungkinan sosiologi hukum
ilmiah, berdasarkan konfrontasi teori-teori dari para ahli. Pada bab 9 dan 10, membahas
mengenai hubungan antara hukum dan budaya akan berfungsi sebagai wahana sentral diskusi
sosiologis tentang hubungan antara nilai dan norma. Setelah membuat sketsa perlakuan



terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam sosiologi dari Durkheim dan seterusnya,
perhatian khusus diarahkan pada munculnya perspektif postmodern dan teori dekonstruksi
sebagai perspektif alternatif yang radikal. Diskusi teoritis ini akan digunakan sebagai kerangka
untuk meninjau karya terbaru dalam sosiologi hukum mengenai relevansi kelas, gender, dan
ras dan etnis. Setelah meninjau penelitian mengenai semakin beragamnya nilai-nilai budaya
dalam masyarakat modern, maka pembahasan akan beralih pada individualisme budaya
modern yang menjadi akarnya. Bab 11 akan memperluas perhatian sosiologis terhadap hukum
agar berpusat pada mekanisme kontrol sosial yang menyertai sistem hukum.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami
informasi dan juga mendapatkan wawasan yang dapat diperoleh dari buku ini adalah bahwa
sosiologi hukum menawarkan sesuatu yang unik dan berharga di antara berbagai bidang
spesialisasi dalam disiplin ilmu tersebut dan di samping perspektif ilmu sosial hukum lainnya.
Terima Kasih.

Semarang, Februari 2024
Tim Penulis

Dr.Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM
Dr. Methodius Kossay, S.H, M.Hum.
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BAGIAN | Landasan Teori Sosiologi Hukum

BAB 1
HUKUM DAN KEBANGKITAN ILMU-ILMU SOSIAL

Pemikiran tentang hukum sama tuanya dengan hukum itu sendiri, karena wacana
hukum selalu menjadi bagian dari hukum. Namun bahkan di luar batas-batas hukum, sulit
untuk membuat permulaan yang jelas dalam wacana hukum. Pemikiran tentang peran sosial
hukum juga menjadi bagian dari wacana ini, namun tidak semua pemikiran yang berhubungan
dengan masyarakat bersifat sosiologis. Pada saat yang sama, sosiologi bermula dari evolusi
filsafat, humaniora, dan perkembangan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, lebih dari
sekedar keingintahuan intelektual untuk meninjau kembali mazhab hukum intelektual pada
abad kesembilan belas yang berasal dari Pencerahan untuk secara bertahap membuka jalan
bagi pelembagaan berbagai ilmu sosial dan pembentukan sosiologi.

Karena bersifat selektif, tinjauan ini pertama-tama akan membahas para pemikir pra-
sosiologis yang memberikan perhatian khusus pada hukum dalam pemikiran mereka dan
kategori yang tidak selalu tumpang tindih dari mereka yang karyanya berpengaruh terhadap
perkembangan sosiologi hukum modern. Di antara kategori terakhir yang paling menonjol
adalah filsafat sosial Karl Marx, sedangkan kategori pertama mencakup karya-karya pemikir
klasik seperti Baron de Montesquieu, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Alexis de Tocqueville,
dan Henry Maine. Dalam bab ini juga dikaji karya-karya para sosiolog awal yang
pembahasannya mengenai hukum hanya sedikit mempengaruhi perkembangan selanjutnya
dalam pelembagaan bidang hukum tertentu. Di antara kontribusi klasik yang relatif terabaikan
ini adalah karya Herbert Spencer, William Graham Sumner, Georg Simmel, dan Ferdinand To"
nnies.

1.1 AWAL MULA ILMU-ILMU SOSIAL

Terlalu banyak sarjana di luar bidang keilmuan dan pendidikan hukum yang membahas
peran hukum dalam masyarakat. Sekalipun dibatasi pada cikal bakal asal usul sosiologi pada
abad ke-19, tinjauan ini hanya dapat menggambarkan beberapa episode pada masa pra-
sosiologis pemikiran sosial mengenai hukum. Penjelasan yang berguna mengenai asal usul
pemikiran sosial awal mengenai hukum berasal dari kritik terhadap konsepsi hukum kodrat,
yang merupakan kebalikan paling ekstrem bahkan dari bentuk pemikiran sosial dan sosiologis
yang paling dasar sekalipun. Hukum alam adalah gagasan bahwa hukum tidak ada
hubungannya dengan cara kerja masyarakat yang sebenarnya, melainkan merupakan
cerminan konsep universal tentang kebenaran dan keadilan yang begitu mendalam dan
mendasar bagi keberadaan sehingga hukum dianggap berasal dari alam itu sendiri. Dengan
demikian, teori hukum kodrat menghalangi esensi pemikiran sosial mengenai asal usul,
kondisi, dan akibat hukum sebagai realitas sosial. Kembali ke konsepsi hukum Aristotelian di
Yunani kuno dan disebarkan ke masyarakat Barat melalui pemikiran abad pertengahan,
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seperti filsafat St. Thomas Aquinas, teori hukum kodrat mendominasi pemikiran hukum di
Eropa untuk waktu yang lama. Hanya berdasarkan analisis dan kritik terhadap prinsip-prinsip
keadilan dan ketertiban yang konon terkandung dalam hukum kodrat, maka pemikiran sosial
tentang hukum dapat berkembang.

Terobosan Pencerahan sejak abad kedelapan belas dan seterusnya akan membuka
dunia hukum terhadap refleksi pemikiran analitis kritis. Pencerahan mengacu pada periode
dan pergerakan dalam filsafat (Eropa), yang mencakup tidak hanya etika tetapi juga seni dan
pengetahuan, yang menempatkan kemampuan manusia untuk berpikir dan mengkritik
sebagai pusat kehidupan intelektual. Jika diringkas dengan baik dalam kata-kata filsuf Jerman
abad kedelapan belas, Immanuel Kant, Pencerahan didefinisikan sebagai penggunaan akal
budi oleh masyarakat berdasarkan kemampuan berpikir. Pemikiran pencerahan sangat
penting dalam mengungkap kondisi sosial dan sejarah yang bergantung pada institusi sosial
yang ada seperti politik dan hukum. Daripada hanya berasumsi bahwa hukum mencerminkan
kondisi alam yang tidak dapat diubah, hukum dapat menjadi objek untuk dipelajari
berdasarkan konstitusi masyarakat pada periode dan masyarakat tertentu. Dengan demikian,
pemikiran Pencerahan tidak hanya menghilangkan asumsi stabilitas hukum, namun juga dapat
memberikan saran tentang bagaimana hukum dapat diorganisasikan agar dapat memenuhi
tujuannya dengan lebih baik mengingat kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Perpecahan penting pertama terhadap hukum alam dikemukakan dalam tulisan filsuf
politik Perancis Baron de Montesquieu (1689-1755). De Montesquieu berpendapat bahwa
hukum berkaitan dengan budaya masyarakat dan ditentukan oleh berbagai keadaan
eksternal, termasuk kondisi sosial dan alam. serta pendahulu sejarah. Hukum tidak berarti baik
atau buruk secara absolut, namun dapat dievaluasi berdasarkan tingkat keadilan dan
moralitasnya. Dari konsepsi ini, de Montesquieu melangkah lebih jauh dan, sebagai kritikus
monarki absolut Perancis, merupakan salah satu filsuf pertama yang mendukung konstitusi
hukum yang demokratis. Untuk memastikan bahwa undang-undang mencerminkan keinginan
masyarakat, de Montesquieu secara khusus berpendapat bahwa ada dua prinsip penting yang
perlu dijamin. Pertama, berdasarkan asas pembagian kekuasaan, maka letak kekuasaan tidak
boleh terlalu terpusat, melainkan harus tersebar ke seluruh pusat kekuasaan (raja) dan badan-
badan perwakilan perantara, seperti parlemen, lembaga sukarela. kelompok, dan gereja.
Kedua, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan harus
dispesialisasikan secara fungsional ke dalam tiga cabang pemerintahan:

(1) cabang legislatif untuk mengesahkan undang-undang;

(2) cabang eksekutif untuk menegakkan dan mengatur hukum; dan

(3) lembaga peradilan untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang.
Filsafat De Montesquieu secara historis berpengaruh pada banyak bentuk pemerintahan
demokratis, dan juga menjadi dasar prinsip otonomi hukum yang memandu sebagian besar
cara kerja hukum dan status profesional hukum. Namun dalam konteks tinjauan sejarah ini,
yang lebih penting ditekankan dalam pemikiran de Montesquieu adalah bahwa pemikiran
tersebut membuka kemungkinan pemikiran yang tidak terkekang mengenai dimensi sosial
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hukum dan pada akhirnya akan membuka jalan bagi analisis yang nyata, dengan cara-cara
ilmiah, hukum sebagai institusi sosial.

Demikian pula dengan argumentasi menentang ekses-ekses yang ditimbulkan oleh
kekuasaan absolut, Mazhab Hukum Klasik dan, khususnya, hukum pidana penting untuk
dibahas dalam konteks ini karena gagasan-gagasannya menunjukkan bagaimana pembenaran
hak dan hukum bergeser dari kekuasaan pusat yaitu monarki dan hukum. aristokrasi kepada
kelas borjuasi yang semakin berkuasa. Menunjukkan bagaimana perkembangan pemikiran
sosial itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang menjadi perhatiannya, Aliran Klasik
muncul bersamaan dengan bangkitnya kapitalisme. Pengaruh kapitalisme dapat dilihat
dengan jelas dalam gagasan fundamental Mazhab Klasik bahwa perilaku manusia dipandu
oleh prinsip rasionalitas ekonomi yang dipahami sebagai hasil dari penimbangan perkiraan
biaya dan manfaat dari alternatif tindakan. Konsepsi ini juga disertai dengan gagasan bahwa
manusia itu bebas dan oleh karena itu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam
kondisi seperti ini, undang-undang harus menekankan persyaratan proses yang adil untuk
menetapkan bersalah atau tidak, dengan campur tangan pemerintah yang minimal dan fungsi
pencegah utama yang diberikan pada hukuman.

Di antara pendukung utama Sekolah Klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy
Bentham. Meskipun saat ini sebagian besar dikenal di kalangan sarjana kriminologi karena
teori kejahatan dan peradilan pidananya, kedua pemikir tersebut mengembangkan teori
hukum vyang lebih komprehensif yang merupakan bagian dari kemajuan menuju
pengembangan ilmu hukum sosial yang otentik. Filsuf politik Italia Cesare Beccaria (1738—
1794) terkenal karena pamfletnya yang diterbitkan pada tahun 1764, Dei Delitti e delle Pene,
yang di dalamnya ia mengutuk hukuman mati. Beccaria menentang hukuman mati dengan
alasan bahwa negara tidak dapat secara sah mengklaim hak atas hukuman mati. mengambil
nyawa dan karena hukuman mati tidak diperlukan dan tidak berguna. Alasan di balik argumen
ini adalah anggapan Beccaria bahwa hukuman mati tidak mempunyai efek jera terhadap
pelaku kejahatan lainnya, baik potensial maupun aktual, karena bukan beratnya hukuman
namun kepastian hukumanlah yang menentukan dampak jeranya.

Usulan reformasi hukum lain yang disarankan oleh Beccaria yang mengisyaratkan
sistem yang lebih manusiawi seperti proporsionalitas hukuman dibandingkan dengan
kejahatan yang dilakukan dan proses hukum yang bersifat publik juga diilhami, bukan oleh
cita-cita humanistik itu sendiri, tetapi oleh orientasi utilitarian yang memandang sifat perilaku
manusia pada dasarnya berakar pada pencarian kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk
menghindari kondisi kekerasan yang meluas, warga negara melakukan kontrak timbal balik
dimana mereka setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasannya demi menjamin hidup
berdampingan secara damai. Dipengaruhi oleh gagasan tatanan sosial sebagai sebuah
kontrak, Beccaria membela gagasan bahwa fungsi utama negara adalah menegakkan hukum
yang membatasi upaya mengejar kepentingan pribadi tanpa batas. Agar undang-undang
tersebut efektif, undang-undang tersebut perlu dipublikasikan sehingga diketahui secara luas
dan melibatkan bentuk hukuman yang cepat dan tertentu yang meningkatkan kerugian relatif
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yang terkait dengan pelanggaran hukum, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan kontrak sosial.

Menawarkan formulasi kerangka utilitarian yang lebih sistematis, filsuf Inggris Jeremy
Bentham (1748-1832) mengembangkan filsafat politik dan hukum berdasarkan prinsip
rasionalitas ekonomi bahwa perilaku manusia dipandu oleh pencarian kesenangan dan
penghindaran. kesakitan. Bentham awalnya dilatih sebagai pengacara dan diterima di
pengadilan, namun ia menjadi kritikus utama terhadap sistem hukum Inggris yang ada dan
berupaya mereformasi hukum berdasarkan filosofi utilitariannya. Dalam karyanya, Bentham
menerapkan filosofi utilitariannya pada hukum dengan menyatakan bahwa sistem hukum
harus didasarkan pada prinsip untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada
sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, melengkapi teori perilaku manusia yang dipandu
oleh perhitungan hedonis untuk memaksimalkan utilitas dari sudut pandang individu adalah
teori masyarakat berdasarkan perhitungan sosial untuk memaksimalkan utilitas dari sudut
pandang agregat. Untuk menjamin masyarakat egaliter, menurut Bentham, hukum harus
diterapkan secara adil dan setara bagi semua orang, persyaratan proses harus dipatuhi
sebelum seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, dan bukti harus diselidiki. Selain itu,
diskresi peradilan harus diminimalkan dengan membatasi kekuasaan hakim hanya pada
penentuan bersalah dan tidak bersalah, sedangkan hukuman harus didasarkan pada
perhitungan kesenangan, penderitaan, dan keadaan meringankan yang terkait dengan
pelanggaran hukum dan hukumannya. Dalam kepeduliannya terhadap dampak hukum, peran
hukum yang sebenarnya dimainkan dan dapat dimainkan dalam masyarakat, dan fungsi
hukum sebagai aspek kebijakan dan instrumen rekayasa sosial, karya Bentham menunjukkan
peralihan ke arah ilmu sosial hukum, atau menuju apa yang Bentham (1792) sebut sebagai
“hukum sebagaimana adanya.”

Kritik yang semakin meningkat terhadap sistem politik absolut Eropa terus
diungkapkan oleh para filsuf dan pemikir sepanjang abad kesembilan belas. Dalam
kebanyakan kasus, karya-karya ini ditandai dengan orientasi normatif yang berbeda, namun
juga mengandung arahan yang lebih empiris dan teoritis. Dengan demikian, karya-karya ini
membuka jalan bagi perkembangan filsafat politik dan penerapannya pada pengembangan
sistem pemerintahan modern, di satu sisi, serta penjabaran ilmu-ilmu sosial, di sisi lain. Karya-
karya Alexis de Tocqueville dan Henry Maine penting untuk dibahas dalam konteks ini karena
mereka memberikan jembatan penting antara pemikiran klasik dan modern dan juga
memberikan perhatian eksplisit pada peran hukum.

Sejarawan politik Perancis Alexis de Tocqueville (1805-1859) pernah menjadi
mahasiswa hukum dan bekerja sebagai hakim pengganti sebelum ia menjadi wakil terpilih dan
sempat menjabat sebagai menteri luar negeri Perancis. Pada tahun 1831, ia mengunjungi
Amerika Serikat pada atas nama pemerintah Perancis untuk mempelajari sistem penjara AS.
Dari banyak buku catatan yang disimpan de Tocqueville selama sembilan bulan perjalanannya,
dia akan menulis karyanya yang sekarang terkenal, Democracy in America (Tocqueville
1835/1840). Kekaguman De Tocqueville terhadap demokrasi berakar pada gagasan bahwa
hanya demokrasi yang dapat memberikan keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan,
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sebuah gagasan yang serupa dengan prinsip kontrak sosial. De Tocqueville memberikan
perhatian khusus terhadap peran hukum dan, khususnya, kedudukan hakim dalam sistem
demokrasi AS. Saat meneliti otoritas peradilan di Amerika Serikat, de Tocqueville secara
khusus mencatat kewenangan hakim untuk menolak menerapkan undang-undang yang
mereka anggap inkonstitusional. Oleh karena itu, hakim mempunyai kekuatan politik dalam
mempengaruhi dampak efektif dari proses legislasi. Melalui partisipasi dalam proses pemilu
(yang relatif terbatas) dan sistem juri, partisipasi masyarakat dalam sistem legislatif dan
peradilan pada tingkat tertentu juga dapat dipastikan. De Tocqueville secara khusus memuiji
kualitas sistem juri dalam memberikan pendidikan hukum dan menciptakan rasa tanggung
jawab sipil dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah.

Karya De Tocqueville mengenai sistem demokrasi Amerika Serikat terutama
dimaksudkan untuk merumuskan pedoman normatif menuju reformasi rezim politik Perancis.
Namun karena orientasinya yang komparatif, ia juga memberikan landasan penting bagi kajian
hukum di masyarakat. Yang lebih menonjol dalam manfaat ilmiahnya untuk studi hukum dari
sudut pandang sejarah komparatif adalah karya Henry Maine (1822-1888). Maine awalnya
dilatih sebagai pengacara dan mempraktikkan serta mengajar hukum dalam sistem Inggris.
Berdasarkan ceramahnya, ia menulis Ancient Law (1861) yang di dalamnya ia menelusuri
hubungan antara yurisprudensi Romawi dan sistem hukum Inggris. Pada studi sejarah ini dia
menambahkan wawasan komparatif yang penting, dibantu dengan tinggal selama beberapa
tahun di India, yang pada akhirnya memungkinkan dia untuk mengajar yurisprudensi sejarah
dan komparatif di Universitas Oxford. Meskipun tujuan dari karya-karya historis dan
komparatif Maine adalah untuk memperoleh wawasan mengenai sistem hukum Inggris,
implikasinya menawarkan jalan menuju studi hukum yang lebih sistematis. Karena dalam
upayanya untuk memunculkan kualitas-kualitas hukum yang berpotensi melakukan reformasi
sebagai instrumen perubahan sosial, Maine mempelajari hukum sebagaimana hukum
tersebut benar-benar dipraktikkan oleh para profesional dan dialami oleh masyarakat awam.

Dalam karya sejarahnya, Maine berpendapat bahwa masyarakat dari zaman sejarah
yang berbeda akan memiliki karakteristik yang sama dalam sistem hukumnya jika mereka juga
memiliki kondisi masyarakat yang sama. Jadi, misalnya, feodalisme Romawi dan, bertahun-
tahun kemudian, feodalisme Inggris memiliki karakteristik dasar yang sama dalam sistem
hukum mereka. Menurut Maine, pola yang stabil dapat diamati dalam evolusi hukum antar
masyarakat, khususnya dalam bentuk tiga tahap dari perkembangan masyarakat primitif atas
feodal hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat primitif, hukum tidak diformalkan
tetapi sepenuhnya didasarkan pada struktur kekerabatan, yang biasanya bersifat patrilineal
dan dibenarkan atas dasar ilham dan hak ilahi. Pada perkembangan tahap kedua, hak otokratis
pemimpin patriarki menjadi tunduk pada tuntutan pemimpin lainnya berdasarkan adat
istiadat yang berlaku di masyarakat. Tahap ketiga perkembangan hukum dimulai ketika, di
bawah pengaruh penyebaran literasi dan tulisan, hukum diwujudkan secara lebih permanen
dalam kode-kode tertulis. Kodifikasi undang-undang memungkinkan keputusan-keputusan
hukum untuk dibandingkan, relatif satu sama lain dan relatif terhadap kode hukum yang
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berlaku, dan disusun secara rasional menjadi seperangkat undang-undang yang koheren
dalam rangka membangun kebijakan hukum yang efisien.

Ketika bentuk undang-undangnya berubah, Maine menyarankan, sub-subnya pun ikut
berubah. Pendirian sepanjang sejarah, ketergantungan keluarga berangsur-angsur berkurang
dan digantikan dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban individu, sebagaimana
diwujudkan dalam semakin relevannya praktik kontrak dan menurunnya peraturan sosial
berdasarkan status. Meskipun status berasal dan ditentukan oleh hubungan dengan keluarga
seseorang dan, oleh karena itu, stabil sejak lahir dan seterusnya, kontrak merupakan contoh
hasil negosiasi antara individu yang bebas dan mandiri berdasarkan posisi dan kualitas yang
mereka capai. Oleh karena itu, kontrak, dalam arti Maine menggunakan istilah tersebut, tidak
harus merupakan suatu dokumen tertentu secara tertulis yang menetapkan kewajiban-
kewajiban tertentu di antara para pihak, namun suatu gagasan yang lebih umum mengenai
kesepakatan di antara individu-individu bebas yang, dalam konteks suatu masyarakat, terlibat
dalam berbagai jenis hubungan sosial.

Apa yang sama-sama dimiliki oleh kaum utilitarian dan para sarjana hukum komparatif
historis adalah perhatian terhadap studi hukum yang sebagian besar bertujuan praktis untuk
melakukan reformasi, yang, bagaimanapun, dilakukan sedemikian rupa sehingga juga memicu
asal-usul dan perkembangan studi sistematis. hukum dari sudut pandang yang lebih analitis
danilmiah. Oleh karena itu, meskipun utilitarianisme dan mazhab sejarah menawarkan filsafat
politik dan hukum yang memiliki kualitas normatif yang kuat, keduanya juga memuat
pengamatan empiris terhadap cara kerja hukum yang sebenarnya, terlebih lagi, dalam konteks
sejarah komparatif dari berbagai masyarakat dan zaman yang berbeda. Benih-benih refleksi
antropologis dan sejarah yang belum sempurna ini nantinya akan matang sepenuhnya
menjadi disiplin akademis yang terspesialisasi. Sosiologi awal juga akan mengambil manfaat
dari akar ilmu sosial abad kesembilan belas dan terutama mewarisi perspektif evolusioner dari
para pendahulunya. Karakteristik ini mungkin tercermin paling baik dalam tulisan Karl Marx,
yang karyanya mungkin dianggap sebagai momen puncak penggabungan aspirasi normatif
dan sistematis-analitis. Secara historis, evolusi sosiologi modern sedemikian rupa sehingga
perhatian khusus harus diberikan pada karya Marx, meskipun nilai karyanya bagi sosiologi
masih diperdebatkan dan, seperti akan dijelaskan pada bagian berikutnya, kontribusi
sebenarnya dari Marx yang dilakukan untuk mempelajari hukum sangat minim. Namun, sifat
komprehensif karya Marx dan dampaknya terhadap pemikiran sosial kontemporer layak
untuk dibahas secara terpisah.

1.2 PERSPEKTIF MATERIALISME SEJARAH

Filsuf kelahiran Jerman Karl Marx (1818-1883) meninggalkan warisan intelektual yang
sangat luas dan kompleks. Untuk keperluan buku ini, akan berguna untuk memperkenalkan
gagasan-gagasan Marx tentang hukum dalam kerangka perspektif materialisme historis.
Evolusi dalam pemikiran Marx, yang dengan sendirinya menimbulkan kontroversi intelektual,
tidak akan menjadi masalah. dibahas dalam eksposisi ini demi penjelasan perspektif teoretis
umum Marx tentang masyarakat dan hukum. Pada tingkat yang paling umum, materialisme
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sejarah mengacu pada studi tentang masyarakat dari sudut pandang yang memandang
sejarah sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Marx kemudian memutuskan
hubungan dengan gagasan linear yang lebih konvensional mengenai sejarah yang melibatkan
kemajuan yang stabil berdasarkan variabel budaya, ekonomi, atau sosial, dan mendukung
gagasan yang lebih konfliktual tentang sejarah dalam kaitannya dengan kekuatan-kekuatan
masyarakat yang saling mempengaruhi justru karena mereka berada dalam oposisi. Marx
meminjam apa yang disebut konsepsi sejarah dialektis dari filsuf Jerman Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, namun, berbeda dengan perspektif idealis Hegel, Marx mentransplantasikan
metode tersebut untuk diterapkan pada teori masyarakat materialis. Dengan demikian,
kondisi politik, budaya, dan sosio-historis suatu masyarakat dijelaskan sebagai hasil (sintesis)
kekuatan-kekuatan yang berlawanan (tesis dan antitesis) yang bersifat ekonomi. Selain
menjelaskan kondisi material masyarakat secara historis, Marx mempertahankan pandangan
bahwa, berdasarkan analisis dialektis, segala sesuatu yang ada harus dikritik agar dapat
berkontribusi dalam mengungkap ketidakadilan yang ada dalam masyarakat dan berupaya
memperbaiki masyarakat. Filsafat harus mempunyai tujuan praktis dan dipandu oleh motif
politik yang jelas. Teori dan praksis harus bersatu untuk menjelaskan dan mengubah dunia.
Marx menerapkan perspektif materialisme historis untuk menyelidiki dan mengkritik
masyarakat pada zamannya, yaitu masyarakat industri abad kesembilan belas yang sedang
mengalami transformasi pesat di bawah pengaruh ekspansi kapitalisme. Marx berpendapat
bahwa esensi masyarakat modern terletak pada transformasi ekonomi dari feodalisme ke
kapitalisme. Jika masyarakat feodal didominasi oleh masyarakat agraris dan berpusat pada
kekuasaan pemilik tanah atas budak, maka kapitalisme berkembang dari pemusatan bertahap
alat-alat produksi di pabrik-pabrik yang berteknologi maju. Pemilik alat-alat ini jumlahnya
relatif sedikit tetapi sangat berkuasa karena mampu mengendalikan tenaga kerja dari
sejumlah besar pekerja dan menentukan upah mereka. Kelas pemilik, menurut Marx, dapat
menciptakan kekayaan dalam jumlah besar, yang tidak harus dibagikan kepada kelas pekerja
dalam jumlah besar yang tidak berdaya dan teralienasi. Keterasingan pekerja di bawah
kapitalisme setidaknya mempunyai empat bentuk:

(1) keterasingan dari hasil kerja seseorang karena produk tersebut bukan milik pekerja;

(2) keterasingan dari kerja itu sendiri karena kerja, dalam kondisi pembagian kerja, hanya

merupakan suatu bagian dari proses produksi;
(3) keterasingan dari hubungan sosial karena dinilai hanya berdasarkan kondisi pasar;
(4) keterasingan terhadap diri sendiri karena seluruh eksistensinya didominasi oleh
tuntutan kapitalisme.

Teori Marx tidak boleh dipahami hanya sebagai teori ekonomi, karena analisisnya mengenai
kapitalisme dimaksudkan untuk memberikan dasar analisis terhadap masyarakat. Organisasi
ekonomi suatu masyarakat merupakan inti material yang menjadi tempat menjelaskan semua
perkembangan sosial lainnya dalam bidang politik, budaya, dan hukum. Hal ini terangkum
dalam diktum Marx yang terkenal bahwa infrastruktur suatu masyarakat menentukan
suprastrukturnya. Dengan demikian, pembagian antara kelas ekonomi pemilik dan non-
pemilik muncul di tingkat masyarakat sebagai antagonisme kelas antara kaum borjuis yang
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relatif kecil namun kuat dan proletariat yang relatif besar namun tidak berdaya. Kaum borjuasi
juga dapat mengartikulasikan kekuatan ekonominya pada tingkat politik, budaya, dan hukum
karena kendalinya atas semua institusi penting dalam masyarakat, seperti pemerintahan,
sistem hukum, seni, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kepentingan
ekonomi kaum borjuis juga diartikulasikan di tingkat masyarakat sebagai kepentingan
dominan yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena konflik mendasar dalam
suatu masyarakat selalu bersifat ekonomi, menurut Marx, hanya penghancuran kapitalisme
yang mendukung cara produksi komunis, dimana para pekerja secara kolektif memiliki dan
mengendalikan alat-alat produksi, yang akan menjamin keberhasilan revolusi masyarakat
menjadi sebuah negara. lebih sekedar tatanan sosial.

Marx tidak mengembangkan perspektif hukum yang komprehensif dan gagasannya
tentang hukum tersebar di seluruh tulisannya, terutama di beberapa karya sebelumnya. Teori
negara Marx memberikan masukan yang paling berguna dalam perspektifnya mengenai
hukum. Sejalan dengan perspektif materialisnya, Marx menegaskan bahwa kondisi ekonomi
masyarakat menentukan jenis negara apa yang akan berkembang, yang dalam masyarakat
kapitalis menyiratkan bahwa negara akan berkembang. dikendalikan oleh kaum borjuis
sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak ekonomi dan memoderasi konflik kelas.
“Eksekutif negara modern,” tulis Marx (1848: 475), “hanyalah sebuah komite yang mengatur
urusan-urusan umum seluruh borjuasi.” Dengan demikian, negara kapitalis mewakili dan
mengamankan kekuasaan kelas ekonomi dominan yang kini juga menjadi kelas dominan
secara politik. Menariknya, Marx berpendapat bahwa republik demokratis, bukan bentuk
pemerintahan yang lebih egaliter dibandingkan rezim otokratis yang tersentralisasi, adalah
bentuk negara kapitalis yang paling maju, karena republik ini sama sekali mengabaikan
perbedaan kepemilikan yang muncul di bawah kapitalisme.

Mirip dengan gagasan Marx tentang negara, perspektifnya terhadap hukum bersifat
instrumentalis dan memandang sistem hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol yang
melayani kepentingan borjuis. Daripada mematuhi prinsip supremasi hukum yang
menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara merata dan adil bagi semua orang, Marx
berpendapat bahwa hukum kapitalis justru memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang
menjadi ciri masyarakat kapitalis. Secara khusus, Marx berpendapat bahwa sistem hukum
kapitalis berkontribusi dan melegitimasi kesenjangan yang muncul akibat kondisi ekonomi
kapitalis. Dalam praktik hukum, terungkap bahwa sistem hukum berkontribusi terhadap
ketimpangan karena hukum kapitalis menetapkan dan menerapkan hak kebebasan individual,
yang menguntungkan mereka yang memiliki dan merugikan mereka yang tidak memiliki
properti. Kesetaraan formal yang diberikan dalam hukum dengan memperlakukan berbagai
pihak yang terikat kontrak satu sama lain atau dengan negara secara setara turut menopang
dan mengembangkan kesenjangan ekonomi yang ada di antara subyek hukum. Terlebih lagi,
doktrin hukum membenarkan praktik hukum kapitalis berdasarkan gagasan keadilan yang
diklaim berlaku secara universal namun pada kenyataannya hanya melayani kepentingan
kelas ekonomi dominan. Dengan demikian, hukum mengambil bentuk ideologi borjuis.
Terlebih lagi, dalam kejayaannya, ideologi hukum kapitalis diterima secara luas, bahkan di
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kalangan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan dengan demikian juga
menjadi sasaran kesenjangan yang disebabkan oleh sistem hukum.

Hakikat teori materialisme historis menyiratkan bahwa Marx tidak mencurahkan
banyak perhatian khusus pada hukum sebagai salah satu elemen suprastruktur masyarakat
kapitalis. “Tidak ada sejarah politik, hukum, ilmu pengetahuan, dan sebagainya,” tulis Marx
dalam The German Ideology (Marx 1846). Namun, dalam beberapa kesempatan Marx
memang menulis tentang aspek-aspek hukum, meskipun hanya secara singkat dan jelas dalam
kerangka materialis yang mengutamakan kondisi ekonomi yang mendasari konstitusi hukum.
Misalnya, dalam serangkaian esai yang diterbitkan di Rheinische Zeitung, sebuah surat kabar
yang diedit oleh Marx selama beberapa tahun, Marx (1842) mengkritik undang-undang baru
tentang pencurian kayu yang telah diumumkan di Prusia pada tahun 1842. Undang-undang
tersebut melarang pengumpulan kayu di hutan Rhenish meskipun sudah menjadi kebiasaan
bagi petani untuk memungut dan menggunakan kayu apa pun yang jatuh ke tanah untuk
kepentingan mereka sendiri. Dasar resmi dari undang-undang ini adalah bahwa undang-
undang tersebut akan melindungi hutan dan memungkinkan terjadinya regenerasi alami.
Marx membantah cerita resmi ini dan mendukung analisis materialis yang dimulai dari
pengamatan bahwa kayu telah menjadi komoditas penting dalam perkembangan kapitalisme
karena kayu digunakan untuk pembuatan kapal, untuk pengembangan jalur kereta api, dan
untuk konstruksi mesin. Dengan demikian berkembanglah kebutuhan untuk mengendalikan
produksi kayu dan menjadikan pengumpulan kayu di hutan ilegal. Undang-undang ini juga
menguntungkan kelas borjuis secara langsung karena pemilik hutan menerima denda yang
dipungut oleh polisi khusus kehutanan dari mereka yang melanggar hukum.

Dalam esai singkat mengenai hak waris, Marx (1869) juga menggunakan analisis
kondisi ekonomi untuk mengkritik reformasi yang telah diusulkan mengenai undang-undang
waris dimana harta benda dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Beberapa reformis sosialis telah menyarankan untuk menghapuskan hak ini karena hak ini
memusatkan kekayaan, namun Marx berpendapat bahwa usulan tersebut bersifat utopis
karena tidak mungkin mengubah kondisi perekonomian yang ada. Sebaliknya, menurut Marx,
setiap usulan yang benar-benar revolusioner dalam konteks masyarakat kapitalis harus
dimulai dengan perubahan kondisi ekonomi. “Apa yang harus kita hadapi,” tulis Marx, “adalah
sebab dan bukan akibat — landasan ekonomi, bukan suprastruktur yuridis” (Marx 1869).

1.3 PARA SOSIOLOG AWAL

Karya Marx tidak serta merta berpengaruh dalam perkembangan sosiologi hukum
karena tidak ada jalur sejarah langsung yang mengarahkan pemikirannya ke aliran pemikiran
sosiologi berikutnya. Namun, karya Marx kemudian digunakan oleh para sosiolog kritis yang
berusaha untuk mematahkan pemikiran konsensus yang mereka rasa menjadi ciri sosiologi
arus utama pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Il. Bahkan lebih banyak lagi ambivalensi
yang terlihat dalam sejarah sosiologi mengingat fakta bahwa apropriasi selektif yang dilakukan
oleh para pemikir awal sosiologi kadang-kadang juga menyiratkan bahwa beberapa ilmuwan
sosial awal yang mengembangkan perspektif sosiologi secara eksplisit dan  yang
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menerapkannya dalam studi hukum telah dilupakan dalam sosiologi modern dan
kontemporer, termasuk sosiologi hukum. Tinjauan terhadap beberapa sosiologi klasik yang
terlupakan ini adalah untuk setidaknya menyoroti kontribusi mereka terhadap sosiologi dan
sosiologi hukum karena alasan keingintahuan intelektual.

Pemikiran sejarah, yang sering kali bersifat evolusioner, sedang digemari di sebagian
besar sosiologi dan filsafat sosial sepanjang abad kesembilan belas. Hal ini mungkin paling baik
diilustrasikan dalam karya sosiolog Inggris Herbert Spencer (1820-1903). Sering digambarkan
sebagai Darwinisme sosial, pemikiran evolusioner Spencer pada kenyataannya sebagian besar
ditulis secara independen dan sebelum pemikiran temannya, Charles Darwin. Spencer jugalah
yang menciptakan ungkapan “survival of the fittest” dan menerapkannya pada evolusi
masyarakat. Spencer berpendapat bahwa prinsip seleksi alam dan survival of the fittest dapat
menjelaskan bagaimana masyarakat manusia berkembang dari kesederhanaan dan
homogenitas yang relatif menjadi semakin kompleks dan heterogen. Berkembang dari
masyarakat primitif atau militan yang dicirikan oleh perang dan status sebagai mekanisme
pengaturan utama, masyarakat modern atau industri terutama dipandu oleh negosiasi damai
dan kewajiban kontrak yang disepakati secara sukarela di antara warga negara bebas. Dalam
fase modern pembangunan manusia, menurut Spencer, pengaruh kontrol pemerintah
menurun dan mendukung kebebasan individu dan kewajiban kontrak yang dinegosiasikan
yang disepakati secara bebas di antara subyek individu.

Sebagai seorang utilitarian evolusioner, Spencer menentang pengaruh pemerintah dan
program publik yang bertujuan untuk meringankan permasalahan sosial, seperti kelaparan,
kemiskinan, dan penyakit, dan lebih memilih peraturan pemerintah yang minimal dimana
kebijakan dan hukum terutama berfungsi untuk menjamin kebebasan warga negara. dan
menegakkan hubungan formal yang mereka jalani. Satu-satunya batasan alami terhadap
kebebasan individu adalah pengakuan kebebasan orang lain. Berdasarkan sudut pandang
individualis liberal ini, Spencer menyatakan bahwa tindakan pemerintah dan hukum dalam
masyarakat modern terutama harus melindungi kebebasan manusia. Spencer merumuskan
perspektif ini berdasarkan teori evolusi hukum dari masyarakat primitif ke masyarakat
modern. Yang paling penting, hukum bertransformasi dari pengaturan kesenjangan status di
antara masyarakat menjadi perlakuan yang sama terhadap warga negara melalui kerja sama
sukarela satu sama lain. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern, Spencer menganjurkan
kebijakan liberalisme laissez faire yang ekstrem, yang menyatakan bahwa semua hukum harus
dikutuk kecuali hukum tersebut merupakan ekspresi dari konsensus kepentingan individu dan
dengan demikian dimaksudkan untuk memajukan dan menjaga kebebasan individu. Spencer
menentang upaya legislatif yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat miskin dan lemah
dan, oleh karena itu, juga mengutuk segala gangguan hukum terhadap perdagangan bebas.
Satu-satunya tujuan hukum yang sah adalah penyelenggaraan peradilan yang berupaya
menjaga dan melindungi hak-hak individu. Dalam hal ini, pemikiran Spencer bertentangan
dengan pemikiran kaum utilitarian abad kedelapan belas yang menyukai konsepsi hukum
sebagai rekayasa sosial.
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Pemikiran evolusioner liberal Spencer mempengaruhi beberapa sosiolog Amerika
awal, terutama William Graham Sumner (1840-1910). Sumner pada awalnya dididik dalam
sejarah dan teologi dan selama beberapa tahun menjadi pendeta di gereja Episkopal. la
tertarik pada sosiologi setelah membaca esai Spencer, yang berdasarkan esai tersebut ia mulai
mengembangkan pemikiran sosiologisnya berdasarkan konsepsi evolusioner tentang sejarah
manusia. Pada tahun 1872, Sumner menjadi profesor ilmu politik dan sosial di Universitas Yale
dan mulai mengajar mata kuliah sosiologi sejak tahun 1875 dan seterusnya. Dalam tulisannya,
Sumner menganjurkan perspektif evolusi masyarakat yang, seperti pandangan Spencer,
membatasi fungsi negara hanya pada mengelola kontrak yang disepakati bersama dan bebas
oleh individu. Sebagai pembela kapitalisme yang gigih, atau apa yang disebutnya “liberalisme
perdagangan bebas,” Sumner menentang segala upaya melalui tindakan pemerintah dan
kebijakan hukum untuk mendorong kesetaraan sosial karena hal tersebut bertentangan
dengan kondisi evolusi masyarakat yang hanya mendukung kelangsungan hidup masyarakat.
elemen masyarakat yang paling kuat. Yang penting, pemikiran Sumner, berdasarkan
ambisinya sendiri, tidak didasarkan pada spekulasi filosofis namun pada orientasi ilmiah untuk
mengungkap pola dasar dan penyebab sejarah manusia dan perkembangan masyarakat. Oleh
karena itu Sumner mengalihkan upayanya ke penyelidikan sejarah komparatif untuk
mengungkap hukum masyarakat.

Sumner meninggal sebelum dia menyelesaikan buku yang direncanakan tentang
sistematika sosiologi, tetapi bukunya tahun 1906, Folkways, berisi wawasan yang signifikan
tentang teori hukumnya. Yang dimaksud dengan “folkways” Sumner adalah kebiasaan
individu dan adat istiadat masyarakat yang timbul dari upaya pemuasan kebutuhan tertentu.
Folkways berubah menjadi adat istiadat ketika adat istiadat yang berkaitan dengan fungsi dan
institusi masyarakat yang lebih penting menjadi lebih bersifat memaksa dan dikenakan sanksi.
Yang tertanam dalam adat istiadat adalah hak, yang dipahami sebagai konsep keadilan etis.
Dari adat istiadat pulalah berkembang undang-undang, walaupun undang-undang tidak
pernah sepenuhnya menyatakan hak. Seiring dengan transformasi masyarakat, sifat hukum
pun ikut berubah. Dalam masyarakat pra-modern, pengaturan kehidupan bermasyarakat
tidak berpedoman pada undang-undang yang ditetapkan secara formal. Oleh karena itu,
hukum pra-modern bersifat lazim dan biasanya tidak dikodifikasi. Sebaliknya, dalam
masyarakat modern, hukum secara formal ditetapkan oleh pemerintah dan dituliskan.
Terlepas dari tahap perkembangan masyarakat, menurut Sumner, hukum harus
mencerminkan adat istiadat masyarakat agar dapat menjadi pengatur perilaku manusia yang
efektif. Sebagai instrumen perubahan sosial, hukum dapat memenuhi perannya yang
semestinya hanya jika hukum tersebut sesuai dengan adat istiadat suatu masyarakat atau
salah satu sub-kelompok masyarakat di mana hukum diterapkan. Beralih ke beberapa praktisi
sosiologi paling awal di Jerman akan mengungkapkan karakteristik tambahan dari studi hukum
pada masa berdirinya disiplin ini. Sosiologi Georg Simmel (1858—1918) umumnya dikenal
karena kontribusinya terhadap studi formal masyarakat dan pengamatannya terhadap
perkembangan budaya modern. Sebagai bagian dari sosiologi formalnya, Simmel
mencurahkan perhatiannya pada peran hukum.

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



12

Khusus dalam kajiannya tentang aspek kuantitatif kehidupan kelompok, dengan fokus
pada pengaruh jumlah individu yang berhubungan satu sama lain terhadap bentuk kehidupan
sosial, Simmel memperkenalkan konseptualisasi hukum dalam kaitannya dengan adat dan
moralitas. Adat istiadat dipahami sebagai tatanan normatif yang tidak dapat dibedakan yang
mencakup aturan, prinsip agama, dan konvensi yang lebih spesifik. Baik moralitas maupun
hukum berbeda dari adat istiadat. Moralitas mengacu pada kapasitas individu untuk
menghadapi diri mereka sendiri dengan prinsip-prinsip normatif. Ini adalah konfrontasi
pribadi antara perilaku seseorang dengan aturan adat sosial. Hukum secara formal
diberlakukan pada tingkat kelompok atau masyarakat melalui badan-badan khusus yang
menentukan isinya dan mengawasi penegakannya. Hukum diperuntukkan bagi hal-hal yang
dianggap sangat diperlukan bagi berfungsinya masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya
urusan pribadi. Hukum bersifat memaksa bagi seluruh masyarakat yang menerapkannya,
sedangkan moralitas hanya berlaku bagi individu. Adat istiadat berdiri di antara moralitas dan
hukum sebagai dua kutub sebuah kontinum yang berkisar dari individualitas bebas hingga
paksaan masyarakat. Pergerakan antara adat, hukum, dan moralitas berkaitan dengan aspek
kuantitatif kelompok, menurut Simmel, karena masyarakat kecil atau kelompok kecil dalam
masyarakat yang lebih besar terutama dipandu oleh adat, sedangkan perluasan masyarakat
yang bersatu mendukung transisi dari adat istiadat menjadi hukum.

Simmel tidak menyelidiki dimensi empiris hukum yang konkrit dalam masyarakat,
namun selain konseptualisasi hukumnya, ia kadang-kadang merinci peran hukum dalam
beberapa penelitian teoretisnya yang lain. Dalam karyanya tentang bentuk-bentuk
subordinasi dan superordinasi sosial, misalnya, ia membahas berbagai macam subordinasi,
seperti subordinasi pada individu, pluralitas, dan prinsip. Bentuk subordinasi yang terakhir ini,
menurut Simmel, merupakan jenis subordinasi yang paling dominan dalam masyarakat
modern, dan hal ini terutama terlihat dalam subordinasi terhadap hukum. Daripada tunduk
pada pemimpin atau pluralitas, dalam masyarakat modern, masyarakat tunduk pada hukum
obyektif sebagai bentuk subordinasi yang tidak dipersonifikasikan. Ketundukan terhadap
hukum juga diwujudkan dalam kesadaran individu, namun kekuatan kewajiban berasal dari
validitas hukum yang bersifat super-pribadi, yang kini muncul sebagai sebuah objek.

Karya rekan senegaranya Simmel, Ferdinand Tonnies (1855-1936) patut mendapat
perhatian khusus dalam ikhtisar karya klasik yang relatif terabaikan ini dan bukan hanya
karena alasan sejarah. Bagi tulisan-tulisan teoritis dan empiris Tonnies dalam bidang sosiologi
tidak hanya sangat luas dan sistematis sebagai bagian dari visi sosiologi yang komprehensif;
Tonnies juga mengembangkan teori evolusi yang berbeda dimana hukum memainkan peran
sentral.

Perspektif Tonnies mengenai masyarakat berpusat pada konseptualisasi dua tipe
masyarakat yang berbeda, yaitu Gemeinschaft (komunitas) dan Gesellschaft (masyarakat).
Yang penting, Gemeinschaft dan Gesellschaft adalah konsep yang mewakili tipe ideal dengan
karakter analitis yang ketat. Semua masyarakat, menurut Tonnies, muncul dari kehendak
manusia, yang bisa bersifat esensial karena didasarkan pada watak dan karakter, atau
sewenang-wenang dalam kemampuan membedakan cara-cara untuk mencapai tujuan
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tertentu. Tonnies memahami masyarakat Gemeinschaft sebagai ekspresi dari keinginan
esensial, yang diorganisir secara organik di sekitar keluarga, desa atau kota, sedangkan
masyarakat Gesellschaft didasarkan pada orientasi keinginan sewenang-wenang yang
terstruktur secara mekanis yang diorganisir di kota metropolitan dan negara bagian. Peralihan
dari pertanian ke industri dan kebangkitan perdagangan bebas, negara modern, dan ilmu
pengetahuan Tonnies mempertimbangkan ciri-ciri penting dari transformasi bertahap dari
Gemeinschaft ke Gesellschaft. Tonnies tidak memahami evolusi historis masyarakat dalam
istilah unilinear yang melibatkan pergeseran dari Gemeinschaft ke Gesellschaft, namun
berpendapat bahwa setiap formasi sosial akan selalu mencerminkan karakteristik kedua jenis
tersebut, namun dalam tingkat yang berbeda-beda.

Sosiologi hukum Tonnies merupakan komponen penting dari perspektif teoretisnya
(juga menjadi jembatan bagi karya teoritis dan empirisnya yang rumit mengenai kejahatan)
dan dikembangkan berdasarkan teori norma sosial yang lebih umum. Tonnies mengartikan
norma sosial sebagai perintah dan larangan yang mempunyai keabsahan bagi individu suatu
entitas sosial dan dibedakan menjadi tiga kelas:

(1) Tatanan: keseluruhan norma yang paling umum yang memberikan kesatuan pada
kehidupan sosial;
(2) Hukum: keseluruhan peraturan yang proklamasi dan penegakannya merupakan fungsi
pengadilan formal; dan
(3) Moralitas: larangan dan perintah yang lebih tinggi yang muncul dari gagasan tentang
kehidupan yang indah dan mulia.
Ketertiban, hukum, dan moralitas diungkapkan secara berbeda dalam kondisi Gemeinschaft
dan Gesellschaft. Dalam Gemeinschaft, norma sosial yang dimaksud adalah:
(a) kesamaan pemahaman tentang kerukunan;
(b) norma-norma adat yang bersifat perintah dan wajib, dan
(c) tatanan supranatural agama.
Pada tipe Gesellschaft, norma sosialnya adalah:
(a) norma konvensional yang mengatur perdagangan, kelas, perdagangan, dan
individualisme;
(b) peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara; dan
(c) opini publik yang mengungkapkan sentimen masyarakat.
Mengingat sifat ideal-tipikal dari skema konseptual Tonnies, kategori ketertiban, hukum, dan
moralitas selalu, namun dalam tingkat yang berbeda-beda, didasarkan pada kerukunan dan
konvensi, adat dan perundang-undangan, serta agama dan opini publik.

Tonnies mengabdikan sebagian besar karyanya tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft
pada bidang hukum dan menyarankan transformasi hukum alam dari hukum umum atau
hukum adat menjadi hukum kontrak atau undang-undang. Tonnies berargumentasi bahwa
evolusi hukum mengungkapkan bahwa meskipun semua hukum bersifat alami dan buatan,
unsur buatan dalam hukum telah menjadi dominan sepanjang sejarah, yang melibatkan
evolusi bertahap dari hukum umum menjadi hukum undang-undang. Elemen terpenting dari
common law adalah bahwa ia telah melepaskan kapasitas untuk berdagang dan menjalin
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hubungan dalam kebebasan. Setelah itu, hukum berangsur-angsur diformalkan menjadi
dielaborasi, diuniversalkan, disistematisasikan, dan dikodifikasikan karena rasionalisasi
yurisprudensi dalam hal efisiensi dan liberalisasi dan karena menurunnya organisasi dan
kebiasaan keluarga. Jika hukum kebiasaan (Gewohnheitsrecht) merupakan fungsi dari adat,
hukum perundang-undangan modern (Gesetzesrecht) disetujui karena tujuannya di luar dan
bahkan mungkin bertentangan dengan tradisi. Hasil evolusi hukum dalam masyarakat tipe
Gesellschaft modern, menurut Tonnies, bukanlah hukum modern yang hanya berbentuk
keseluruhan hukum yang diumumkan dan ditegakkan oleh negara. Tonnies menekankan fakta
bahwa peraturan perundang-undangan telah dimonopoli oleh negara, namun juga
mendukung otonomi relatif hukum dalam kaitannya dengan sisa-sisa jenis hukum (adat)
lainnya dan institusi sosial politik dan ekonomi. Bagian relatif dari peraturan perundang-
undangan negara yang mirip Gesellschaft dibandingkan dengan jenis hukum Gemeinschaft
lainnya dalam konstelasi hukum suatu masyarakat menurut Tonnies merupakan suatu hal
yang empiris.

14 KESIMPULAN

Meninjau sejarah pemikiran hukum pra-sosiologis, kita dapat melihat perkembangan
dalam perkembangan pemikiran dari Mazhab Klasik dan kaum utilitarian atas yurisprudensi
sejarah ke materialisme sejarah Karl Marx. Mengkhianati perjuangan atas isu-isu serupa yang
memiliki kepentingan sosial dan intelektual, aspirasi normatif dan niat ilmiah saling terkait
dalam berbagai cara. Sementara kaum utilitarian berorientasi pada perspektif rekayasa sosial
yang berupaya mereformasi politik dan kebijakan hukum berdasarkan asumsi teoritis
mengenai utilitas dibandingkan analisis kondisi perilaku manusia, maka orientasi historis lebih
bersifat analitis dalam perspektifnya, dan rekomendasi kebijakan sosial lebih bersifat praktis
yang dirumuskan berdasarkan investigasi konkrit. Berdasarkan hal ini saja, merupakan sebuah
keadaan yang aneh dalam perkembangan sosiologi modern selanjutnya dimana karya Karl
Marx, yang memperkenalkan kembali orientasi normatif dalam pemikiran sosial, akan menjadi
perspektif paling berpengaruh yang dibahas di sini. Karya Marx secara teoritis tidak jelas
berhubungan dengan aspirasi sosiologi, namun secara historis tulisan-tulisan Marx telah
memberikan informasi kepada banyak tulisan sosiologi hingga saat ini.

Hal yang unik dalam sejarah sosiologi, termasuk sosiologi hukum, adalah bahwa
beberapa penulis sosiologi abad ke-19 kecuali Max Weber dan Emile Durkheim, tentu saja
hanya sedikit mempengaruhi perkembangan sosiologi di kemudian hari dan mempunyai
pengaruh yang kecil terhadap perkembangan sosiologi. telah dilupakan oleh para sosiolog saat
ini, meskipun mereka mengembangkan perspektif yang komprehensif dan terlibat dalam
analisis substansial terhadap kondisi dan institusi masyarakat, termasuk hukum. Oleh karena
itu, situasi perkembangan sosiologi yang aneh adalah bahwa meskipun karya-karya seperti
Spencer, Sumner, Simmel, dan Tonnies secara eksplisit bersifat sosiologis tidak kalah dengan
karya-karya Weber dan Durkheim, jika mungkin tidak sehebat seperti Selain memiliki
informasi teoritis dan berorientasi empiris, hal-hal tersebut merupakan bagian dari masa lalu
sosiologi namun bukan sejarahnya sebagai salah satu landasan perkembangan modern. Hal
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yang sama-sama dimiliki oleh sebagian besar karya sosiologi awal mengenai hukum dan juga
dengan para pemikir pra-sosiologis yang lebih cenderung historis adalah fokus pada
transformasi dari hukum pra-modern ke hukum modern (yang dipahami secara berbeda-beda
tetapi biasanya diciptakan dalam skema evolusioner) dan , terkait dengan hal tersebut, suatu
perhatian konseptual terhadap hubungan antara hukum sebagai keseluruhan peraturan yang
ditetapkan secara formal, di satu sisi, dan pandangan yang lebih komprehensif tentang hukum
sebagai keseluruhan praktik sosial yang terkait dengan peraturan tersebut, di sisi lain
(Vandekerckhove 1996). Karakteristik pemikiran tentang hukum dalam satu atau lain bentuk
baik atau buruk adalah landasan penting sosiologi modern seperti yang kita kenal sekarang.

Perkembangan awal sosiologi hukum dengan baik menggambarkan bahwa sejarah dan
sistematika sosiologi hanya dapat dibedakan secara analitis (Alexander 1987). Hal ini
berkenaan dengan gerakan pra-sosiologis menuju sosiologi hukum dan juga
perkembangannya di kemudian hari. Filosofi pendahulu sosiologi hukum berfungsi sebagai
syarat-syarat yang diperlukan namun tidak mencukupi bagi sosiologi hukum yang sejati.
Sebab, merenungkan hukum dalam realitas keberadaannya dalam masyarakat atau bahkan
mempertanyakan konstitusi sosial hukum tidak bisa disamakan dengan kajian sosiologi hukum
yang sistematis. Selain itu, tinjauan dalam bab ini menunjukkan bahwa beberapa penulis yang
memberikan kontribusi dalam karyanya dengan cara sosiologis yang lebih berbeda
dibandingkan yang lain namun secara historis memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap
perkembangan sosiologi hukum dibandingkan beberapa sarjana yang kurang memberikan
perhatian pada sosiologi hukum. studi sosiologi hukum atau studi hukum dari sudut pandang
apa pun. Dalam kasus terakhir, karya Marx adalah yang paling patut dicontoh. Yang pasti, Marx
memberikan kontribusi terhadap ilmu sosial dengan mengemukakan teori hukum
instrumentalis dalam berkontribusi dan membenarkan kesenjangan sosial. Namun Marx tidak
sendirian, dan para sarjana lain yang memiliki komitmen sosiologis yang lebih kuat
mempelajari hukum dengan lebih mendalam, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman
yang baik dalam ingatan kolektif kita. Sosiologi hukum Ferdinand Tonnies, misalnya, hampir
tidak dikenal saat ini meskipun ia menyajikan skema pemikiran yang rumit dan sistematis yang
konsisten dengan orientasi sosiologisnya yang lebih luas.

Bab-bab berikutnya akan membahas kontribusi Max Weber dan Emile Durkheim. Di
antara tiga karya klasik yang kini dianggap penting bagi sosiologi modern, jelas bahwa Marx
tidak berfokus pada hukum sampai tingkat kepuasan intelektual apa pun, sedangkan
kontribusi sosiologis Weber dan Durkheim tidak hanya berpengaruh tetapi juga menjadi
landasan bagi sosiologi hukum. Mengingat diskusi Weber yang panjang mengenai hukum dan
sambutan yang baik atas karyanya, pentingnya Weber dalam pengembangan sosiologi hukum
tidak memerlukan banyak argumen. Meskipun agak kurang dibahas di kalangan sosiolog
hukum kontemporer, karya Durkheim, akan terlihat, sama pentingnya dengan karya Weber,
terutama dalam hal orientasi sosiologi hukum pada dimensi-dimensi kunci dari isu-isu sosial
yang melibatkan baik faktual maupun normatif.
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BAB 2
MAX WEBER TENTANG RASIONALISASI HUKUM

Di antara sosiologi klasik, Max Weber secara luas dianggap sebagai bapak pendiri
sosiologi hukum modern. Ketika Weber mengamati bahwa kehidupan sosial di era modern
semakin dirasionalisasikan dalam arti purposive-rasional, ia tidak hanya merenungkan peran
sentral ekonomi, negara, dan birokrasi, namun bersamaan dengan itu juga membahas peran
hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan. dasar otoritas politik modern. Weber secara
khusus menguraikan ciri-ciri sistem hukum yang dirasionalisasikan secara formal yang
terutama berpedoman pada penerapan prosedur. Namun karya Weber tidak hanya
menawarkan presentasi rinci tentang ciri-ciri unik hukum modern. Analisisnya terhadap
hukum merupakan bagian intrinsik dari sosiologinya, baik dari segi perspektifnya terhadap
studi masyarakat maupun proposisi teoritisnya mengenai kondisi masyarakat modern.

Weber mengembangkan perspektifnya tentang hukum sebagai bagian dari sosiologi
yang lebih umum, yang konturnya harus dijelaskan terlebih dahulu agar dapat memahami
sepenuhnya teori hukumnya. Dalam sifat sistematis dan cakupan kontribusinya yang
komprehensif, analisis Weber hanya dapat disaingi oleh analisis Emile Durkheim, yang
sosiologi hukumnya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari perspektif sosiologi dan teori
masyarakat yang lebih mendasar. Oleh karena itu, dalam bab ini akan berguna untuk
menempatkan sosiologi hukum Weber dalam konteks pendekatan sosiologis dan teori
masyarakatnya, tidak hanya untuk memahami sepenuhnya kontribusi Weber terhadap studi
hukum, namun juga untuk dapat membedakannya secara bermanfaat. di bab berikutnya
dengan pemikiran Durkheim sebagai dua kontribusi paling mendasar bagi sosiologi hukum.

2.1 SOSIOLOGI INTERPRETATIF

Putra dari seorang ayah yang otoriter dan ibu yang taat Calvinis, Max Weber (1864—
1920) adalah seorang mahasiswa yang banyak membaca, yang kuliah di Universitas
Heidelberg dan, setelah menyelesaikan dinas militernya, Universitas Berlin. Setelah
menyelesaikan studinya di bidang hukum, ekonomi, dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya,
Weber sempat menjadi pengacara dan kemudian mulai mengajar. Setelah sempat mengajar
hukum, pada tahun 1894 ia melanjutkan mengajar ekonomi di Universitas Freiburg dan, tiga
tahun kemudian, di Universitas Heidelberg. Menderita penyakit saraf, Weber secara bertahap
mengurangi aktivitas mengajarnya dan, pada tahun 1899, berhenti mengajar sama sekali.
Setelah beberapa tahun beristirahat dan bepergian, ia melanjutkan kehidupan aktif dalam
menulis dan berbagai keterlibatan dalam urusan politik dan sosial. Weber kembali mengambil
posisi mengajar formal pada tahun 1918, ketika ia menjadi profesor di Wina dan Munich. Pada
tahun 1920, dia meninggal pada usia 58 tahun.
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Setiap orientasi sosiologi yang mempunyai karakter yang sangat sistematis dan
cakupannya yang komprehensif bertumpu secara kritis pada pemahaman ontologis dasar
tentang hakikat masyarakat. Sosiologi Max Weber pada dasarnya bertumpu pada perspektif
masyarakat yang terdiri dari hubungan sosial atau interaksi manusia. Interaksi terjadi antara
dua aktor atau lebih dan dipandu oleh motivasi dan niat dari para aktor yang terlibat. Berbeda
dengan perilaku, yang tidak bermakna tetapi ditentukan secara kausal, (inter-)tindakan
manusia pada hakikatnya bersifat (inter-)subjektif dan bermakna. Mengingat hubungan sosial
melibatkan interaksi timbal balik antara dua individu atau lebih, makna semua aktor mungkin
tidak identik atau terkait secara harmonis satu sama lain, namun semua interaksi dipandu oleh
motif. Tugas sosiologi, menurut Weber, adalah memahami perilaku manusia sejauh perilaku
tersebut bermakna. Prosedur yang berkaitan dengan mengungkap motif tindakan disebut
sebagai pemahaman (Verstehen).

Meskipun penekanannya pada pemahaman tindakan manusia, Weber juga tertarik
pada perumusan prinsip-prinsip umum tindakan sosial. Pemahaman subjektif tidak
menghalangi penjelasan, karena Weber berpendapat bahwa dengan mencapai pemahaman
tentang tindakan manusia, sosiologi juga dapat menjelaskan arah dan konsekuensi tindakan
tersebut. Metode pemahamannya tidak subjektif karena berkaitan dengan motivasi dan niat
berbagai aktor yang terlibat. Meskipun pemahaman tentang motif dan makna harus
berangkat dari sikap empati, teknik sosiologis untuk memahami makna dapat ditiru dan
diverifikasi berdasarkan standar metodologi yang telah ditetapkan. Teknik-teknik ini
mencakup pengamatan langsung terhadap tindakan dan pemahaman emosi dengan cara
mengidentifikasi hubungan motivasi antara makna dan tindakan. Perspektif sosiologi yang
berorientasi pada mengungkap motif interaksi manusia disebut dengan sosiologi interpretatif.

Penekanan Weber terhadap sifat obyektif sosiologi interpretatif berkaitan dengan
doktrinnya yang terkenal tentang kebebasan nilai. Adanya pembedaan subjek (tindakan) dan
objek (perilaku) serta pembedaan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam tidak berarti
bahwa ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena intersubjektif tidak dapat objektif dalam
analisisnya. . limu-ilmu sosial tidak dapat berusaha untuk menetapkan cita-cita atau prinsip-
prinsip normatif perilaku manusia, namun mereka dapat, berdasarkan pembedaan cara-cara
dan tujuan-tujuan tindakan, membuat penilaian ilmiah mengenai rasionalitas cara-cara untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, sosiolog juga dapat menentukan prinsip-
prinsip yang mendasari sikap dan tindakan tertentu. Jadi, sosiologi bisa bebas nilai. Tentu saja,
karena sosiologi merupakan aktivitas manusia yang juga berkaitan dengan interaksi subjektif,
maka sosiologi mempunyai hubungan khusus dengan nilai-nilai (Wertbeziehung). Weber
berpendapat bahwa semua aktivitas ilmiah bertumpu pada cita-cita atau sudut pandang
tertentu yang tidak dapat dibenarkan secara ilmiah, misalnya pemilihan fakta yang relevan
dari kenyataan. Identifikasi peristiwa-peristiwa dari serangkaian peristiwa dan sebab serta
akibat-akibatnya tentu didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Meskipun demikian,
meskipun identifikasi ini bersifat selektif, identifikasi ini juga harus dapat diverifikasi oleh pihak
lain dan oleh karena itu dilakukan berdasarkan metode yang sistematis. Dengan memberikan
contoh cita-cita kebebasan nilai (Wertfreiheit), Weber berpendapat bahwa sosiolog tidak
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dapat membawa nilai-nilai pribadi mereka ke dalam temuan dan penilaian yang mereka
peroleh dalam melakukan penelitian, meskipun pilihan awal mereka terhadap pokok
bahasannya mungkin berpengaruh. dibimbing oleh nilai-nilai pribadi.

2.2  AFINITAS TIPE IDEAL DAN ELEKTIF

Untuk memastikan bahwa sosiologi yang berorientasi pada pencapaian pemahaman
tidak akan menjadi korban reduksionisme psikologis dan tidak menghasilkan apa-apa selain
kekacauan temuan tingkat individu yang jumlahnya tak ada habisnya, Weber
mengembangkan perspektif tipe ideal. Sosiologi penafsiran berbeda dari penafsiran subyektif
belaka melalui identifikasi motif perilaku tertentu dalam kerangka normativitas yang lebih
luas. Artinya, agar setiap tindakan manusia dapat diinterpretasikan secara sosiologis, tindakan
tersebut harus menunjukkan motif yang masuk akal bagi pelakunya sebagai anggota
masyarakat atau bagian dari masyarakat, dalam budaya, struktur, norma, dan budayanya yang
berbeda. harapan. Misalnya, masuk akal secara sosiologis jika seseorang berdoa pada saat
terjadi tragedi pribadi, bukan karena psikologi orang tersebut, namun karena etika yang
terkait dengan berdoa dalam konteks latar belakang agama tertentu. Dengan demikian,
tindakan berdoa secara sosiologis dapat dijelaskan sebagai perilaku keagamaan dan
dibedakan dari tindakan manusia lainnya berdasarkan tatanan normatif yang berbeda, seperti
ilmu pengetahuan dan hukum.

Tipe ideal dibangun dengan mengabstraksi dan menggabungkan sejumlah elemen dari
realitas untuk membuka kekacauan peristiwa empiris untuk dideskripsikan dan dipahami.
Tujuan dari tipe ideal sepenuhnya bersifat analitis, dan hanya melalui penerapan tipe ideal
dapat diketahui berguna atau tidak. Dalam bentuknya yang paling mendasar, tipe ideal
mengacu pada definisi fenomena yang dapat diamati, seperti hukum, budaya, dan
masyarakat. Pada tingkat analisis yang lebih tinggi, tipe ideal dikonstruksikan berdasarkan
karakteristik fenomena yang spesifik untuk menjelaskan kondisi historis dan kontemporer
yang menjelaskan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sebagai contoh metodologi tipe ideal, Weber membedakan empat jenis interaksi
manusia:

(1) tindakan tradisional dilakukan di bawah pengaruh adat atau kebiasaan;
(2) tindakan afektif dipandu oleh emosi;
(3) tindakan nilai-rasional dipandu oleh keyakinan pada nilai intrinsik dari cara berperilaku
tertentu, terlepas dari konsekuensinya;
(4) tindakan yang bertujuan-rasional didasarkan pada perhitungan secara sadar atas cara-
cara untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam menentukan konstruksi tindakan manusia yang ideal-tipikal ini, Weber berusaha
menunjukkan rasionalitas berbagai jenis perilaku, tidak ada satupun yang lebih unggul dari
yang lain. Yang lebih penting bagi pengembangan teori masyarakat Weber, konstruksi
tindakan tipikal-idealnya juga menjadi landasan pengamatan penting terhadap jalannya
masyarakat modern, dengan menunjukkan bahwa masyarakat modern ditandai dengan
meningkatnya pengaruh pemikiran rasional-purposif. tindakan dan hilangnya relatif tindakan
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tradisional. Weber mengamati bahwa semakin banyak aspek masyarakat modern, baik politik,
ekonomi, atau budaya, yang ditandai dengan ketergantungan yang dominan pada
pertimbangan yang dapat diperhitungkan untuk menggunakan cara yang paling efisien untuk
mencapai tujuan tertentu.

Weber berpendapat bahwa pengaruh progresif pemikiran rasional-purposif di seluruh
institusi sosial menunjukkan perlunya terobosan model penjelasan materialis dan idealis
untuk menunjukkan afinitas elektif (Wahlverwandtschaft) yang ada di antara kondisi
masyarakat. Oleh karena itu, teori stratifikasi sosial Weber tidak hanya membedakan kelas
berdasarkan kepemilikan ekonomi, tetapi juga antara kelas, status, dan partai. Sebuah kelas
didefinisikan oleh Weber dalam kaitannya dengan kepentingan (ekonomi) bersama
berdasarkan harta benda dan pendapatan, sementara kelompok status (secara budaya)
ditentukan oleh penilaian kehormatan dan prestise yang diakui, dan partai-partai
dipersatukan dalam hal kekuasaan (politik). dan dominasi. Oleh karena itu, tidak seperti Marx,
Weber tidak memandang kondisi ekonomi sebagai hal yang lebih mendasar dibandingkan
kekuatan masyarakat lainnya, dan ia juga tidak setuju dengan teori kebalikan dari idealisme
budaya yang menyatakan bahwa nilai menentukan kekuatan material dalam masyarakat.
Weber malah berpendapat bahwa berbagai proses dan kondisi masyarakat mungkin memiliki
karakteristik dan perkembangan yang sama dan saling mempengaruhi dan memperkuat satu
sama lain. Teori Weber dengan demikian dapat digambarkan sebagai teori multidimensi.
Pemaparan teori masyarakat Weber akan menjelaskan lebih jauh makna dan nilai sudut
pandang Weber.

2.3 RASIONALISASI MASYARAKAT: EKONOMI, POLITIK, DAN BIROKRASI

Weber berpendapat bahwa masyarakat modern pada dasarnya ditandai dengan
rasionalisasi bertujuan yang tinggi. Rasionalisasi yang bersifat purposif disebut juga dengan
rasionalisasi formal karena modus atau bentuk perilaku pada tataran sarana lebih penting
dibandingkan substansi atau tujuan tindakan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan tidak lebih
penting daripada bagaimana hal itu dilakukan. Di semakin banyak bidang kehidupan sosial,
perhitungan yang efisien dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori Weber berlaku
pada banyak institusi sosial yang penting, termasuk sains, politik, budaya, dan hukum, namun
berguna untuk memperluas idenya dengan mengacu pada kapitalisme pasar bebas, yang
dikembangkan Weber dalam studinya yang terkenal tentang etika Protestan (Weber 1920) .
Menurut Weber, terdapat kesamaan elektif antara etika Calvinisme dan cara perilaku kapitalis
dalam menggunakan cara yang paling efisien untuk mengumpulkan kekayaan. Dalam
kepercayaan Calvinis, hanya sejumlah kecil orang yang dipilih atau ditakdirkan untuk
menerima rahmat ilahi. Untuk memastikan diri sendiri dan orang lain termasuk orang-orang
terpilih, seseorang harus mengerahkan diri untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya
sekaligus menghindari kesenangan. Berdasarkan doktrin Calvinis, bekerja di dunia material
menjadi sikap etis positif yang paling tinggi. Setelah kapitalisme terbentuk secara historis,
menurut Weber, inti keagamaannya tidak lagi relevan dan perilaku hidup yang rasional secara
ekonomi menjadi kekuatan yang mandiri. Gagasan Calvinis tentang panggilan tersebut
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merupakan dukungan terhadap kapitalisme yang pada akhirnya tidak diperlukan lagi. Setelah
menunjukkan adanya pengaruh keagamaan terhadap kapitalisme, Weber berpendapat bahwa
penjelasan yang lebih lengkap mengenai arah dan hasil kapitalisme juga harus “menyelidiki
bagaimana Asketisisme Protestan pada gilirannya dipengaruhi dalam perkembangan dan
karakternya oleh totalitas kondisi sosial, khususnya kondisi ekonomi” (Weber 1920: 183).

Dalam konteks masyarakat modern di Barat, Weber menerapkan model rasionalisasi
ke banyak dimensi masyarakat lainnya. Diskusi Weber mengenai rasionalisasi politik patut
mendapat perhatian khusus dalam buku ini karena diskusi tersebut menjadi jembatan menuju
sosiologi hukumnya. Pada tingkat yang paling umum, idealnya Weber membedakan tiga jenis
kekuasaan politik berdasarkan jenis legitimasi yang dimilikinya:

(1) otoritas tradisional didasarkan pada kepercayaan pada sumber kekuasaan tradisional;
(2) otoritas karismatik didasarkan pada keyakinan akan kualitas luar biasa yang dimiliki
seorang pemimpin politik;
(3) dominasi hukum rasional yang didasarkan pada sistem hukum dan merupakan bentuk
legitimasi yang khas dalam konteks negara modern.
Weber mendefinisikan negara sebagai komunitas politik yang, dalam wilayah tertentu,
berhasil mengklaim monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah. Definisi Weber
dengan demikian merupakan definisi instrumental, yang mendefinisikan negara bukan
berdasarkan tujuan apa pun, namun semata-mata mengacu pada sarana yang dimilikinya.
Selain memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah sebagai alat dominasi, suatu negara
juga menjalankan otoritas politik di wilayah tertentu melalui penyelenggaraan perlindungan
bersenjata terhadap serangan luar (oleh militer), perlindungan hak-hak pribadi (administrasi
peradilan).), pembinaan kepentingan budaya (dalam pemerintahan), penegakan hukum
(melalui peraturan perundang-undangan), dan perlindungan keselamatan pribadi dan
ketertiban umum (kepolisian).

Untuk menunjukkan kembali relevansi rasionalisasi purposif, Weber berpendapat
bahwa penyelenggaraan berbagai fungsi negara diserahkan kepada lembaga atau birokrasi
khusus yang dirancang khusus untuk melaksanakan kebijakan negara yang relevan. Birokrasi
bagi Weber adalah salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat rasional modern
karena birokrasi menunjukkan sejauh mana dunia telah dapat diperhitungkan dalam hal
pertimbangan efisiensi dan sejauh mana misteri dunia yang terkandung dalam kehidupan etis
tradisionalistik telah menjadi kenyataan. demistifikasi demi kalkulus rasional. Birokrasi
melaksanakan tugas-tugas administratif untuk menjamin berfungsinya negara secara efisien
(dan ekonomi pasar, yang juga dikelola secara birokratis). Logika purposif-rasional bentuk
organisasi birokrasi dapat dilihat dari ciri-ciri utamanya:

(1) birokrasi tunduk pada prinsip wilayah yurisdiksi tetap;

(2) mereka tertata secara tegas dalam hierarki jabatan;

(3) pekerjaan birokrasi didasarkan pada dokumen atau berkas tertulis;
(4) jabatan eksekutif dipisahkan dari rumah tangga;

(5) jabatan birokrasi memerlukan pelatihan khusus;

(6) kegiatan birokrasi bersifat pekerjaan penuh waktu; dan
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(7) pengelolaan perkantoran berpedoman pada aturan-aturan umum vyang dapat
dipelajari.
Hanya dalam konteks masyarakat kapitalis modern, Weber berpendapat, birokrasi mengambil
bentuk khusus ini karena, di bawah pengaruh pembagian kerja dalam masyarakat, birokrasi
ditandai dengan tingkat spesialisasi yang tinggi dan disertai konsentrasi pada pertimbangan
efisiensi.

Dalam perkembangan lebih lanjut dari bentuk birokrasi, Weber mengamati bahwa
birokrasi biasanya stabil dan beroperasi secara eksklusif berdasarkan “impersonalitas
formalistik” dan disiplin metodologis dari pelaksanaan perintah yang diterima secara rasional
dan konsisten (Weber 1922a: 128). Dalam kondisi birokratisasi yang semakin meningkat, para
ahli birokrasi tidak hanya dapat mengambil kendali atas implementasi namun juga arah
agenda politik. Kemudian, menurut Weber, ahli politik mungkin mendapati dirinya berada
dalam posisi “seorang penggila melawan ahli profesional” (Weber 1922a: 572).

2.4 RASIONALITAS HUKUM MODERN

Teori negara Weber berkaitan erat dengan sosiologi hukumnya, terutama karena
dominasi dalam negara modern dilegitimasi oleh legalitas. Politik dan hukum semakin terkait
karena legalitas dominasi rasional terekspresikan paling murni dalam birokrasi, yang diatur
oleh prosedur formal dan sistem hukum. Namun, sosiologi hukum Weber juga berdiri sendiri
dan harus diperlakukan sesuai dengan karakternya yang sistematis dan karena pengaruhnya
terhadap perkembangan sosiologi modern selanjutnya. Ketertarikan khusus Weber pada
hukum tidak mengherankan mengingat ia pernah menjadi mahasiswa ilmu hukum, menulis
disertasi doktoral dan Habilitationsschrift disertasi kedua yang ditulis untuk menerima posisi
mengajar di universitas — tentang aspek hukum abad pertengahan dan Romawi, dan pernah
bekerja sebentar. sebagai seorang pengacara. Karena bersifat selektif mengingat beragamnya
tulisan Weber tentang hukum, tinjauan ini akan menyoroti kontur dasar sosiologi hukum
Weber, khususnya mengingat penerimaannya dalam sosiologi kontemporer.

Seperti halnya dengan para sarjana klasik Jerman lainnya, seperti Simmel dan Tonnies,
perspektif Weber tentang hukum bertumpu pada tipologi konseptual dasar. Weber
membedakan hukum dari adat istiadat dan konvensi. Adat diartikan sebagai suatu praktek
yang sah karena kemudahan praktisnya. Keabsahan konvensi diperoleh melalui jaminan
eksternal, namun jaminan ini hanya bersifat informal melalui ketidaksetujuan masyarakat.

Keabsahan hukum, pada akhirnya, dijamin secara eksternal melalui staf khusus yang
secara tegas bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan hukum dan penegakan
pelanggaran. “Suatu perintah akan disebut hukum,” tulis Weber, “jika hal tersebut dijamin
secara eksternal oleh kemungkinan bahwa pemaksaan (fisik atau psikologis), untuk
mewujudkan kepatuhan atau membalas pelanggaran, akan diterapkan oleh sekelompok
orang yang secara khusus siap untuk melakukan hal tersebut. tujuan itu” (Weber 1922c: 5).
Dengan demikian, definisi hukum Weber bersifat sosiologis dalam merinci kondisi hukum yang
sebenarnya dalam masyarakat, tanpa secara normatif terlibat dalam perdebatan yuridis
mengenai validitas intrinsik hukum. Satu-satunya validitas hukum yang menjadi perhatian
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sosiolog, menurut Weber, adalah validitas hukum yang berasal dari pertimbangan subjektif
anggota suatu komunitas. Namun, kepercayaan terhadap keabsahan peraturan hukum tidak
harus dimiliki oleh seluruh atau bahkan sebagian besar anggota masyarakat. Sebaliknya, agar
ada hukum, harus ada jaminan eksternal atas pemaksaan hukum melalui aparat penegak
hukum yang khusus.

Untuk menjelaskan bentuk rasionalisasi hukum dalam masyarakat modern, Weber
membedakan berbagai jenis rasionalisasi yang dapat mempengaruhi hukum. Secara khusus,
ia membedakan rasionalisasi substantif dan formal. Secara umum, rasionalisasi substantif
didasarkan pada nilai dan konsep keadilan tertentu, sedangkan rasionalisasi formal bertumpu
pada aturan dan prosedur umum. Dalam bidang politik, misalnya, rasionalisasi substantif
membedakan otokrasi dari demokrasi karena rasionalisasi didasarkan pada kehendak Tuhan
sang penguasa dan bukan pada kehendak rakyat. Pada tataran rasionalisasi formal, otokrasi
dan demokrasi dibedakan berdasarkan karisma dan legalitas.

Weber menetapkan tipe ideal rasionalitas formal dan substantif dalam hal pembuatan
undang-undang (legislasi) dan pencarian hukum (adjudikasi) sebagai dua aspek sentral hukum.
Dari sudut pandang substantif, Weber berpendapat, pembuatan undang-undang dan
penemuan hukum adalah rasional ketika mencerminkan norma-norma umum yang ada di luar
kontur prinsip-prinsip hukum dan generalisasi logis dari hukum itu sendiri, seperti keharusan
etis, keyakinan ideologis dan agama, dan prinsip-prinsip politik (hukum alam). ). Hukum
dikatakan irasional secara substantif apabila keputusan hukum dipengaruhi oleh faktor konkrit
suatu perkara atas dasar pertimbangan etika, emosional, atau politik, bukan berdasarkan
aturan umum (hukum adat). Sebagai contoh, Weber menyebutkan kasus hukum tradisional
Tiongkok, yang mana para pejabat hukum dapat mengambil keputusan secara bebas dari satu
kasus ke kasus lainnya, dan hanya terikat oleh kepercayaan umum pada tradisi suci. Demikian
pula, Weber menganggap apa yang disebut “keadilan khadi” (yang diambil dari nama hakim
di pengadilan Muslim) sebagai contoh hukum yang secara substansial tidak rasional karena
yurisprudensinya tidak mempertimbangkan aturan-aturan umum dan secara eksklusif
didasarkan pada hukum yang unik dan sah. serta di luar hukum, keadaan masing-masing
kasus. Sehubungan dengan rasionalitas formal, Weber berpendapat bahwa hukum menjadi
tidak rasional ketika keputusan hukum didasarkan pada cara-cara yang tidak dapat dikontrol
secara intelektual, seperti dalam kasus ramalan dan cobaan berat. Oracles melibatkan
proklamasi hukum yang dinilai ilahi atau sakral karena otoritas sumbernya, biasanya seorang
imam besar. Dalam persidangan demi cobaan, terdakwa dikenakan tugas yang menyakitkan,
yang penyelesaiannya menentukan bersalah atau tidak. Karena dalam hal demikian tidak ada
standar umum dalam pengambilan keputusan hukum, maka hukum yang secara formal tidak
rasional tidak dapat diprediksi (hukum karismatik). Sebaliknya, hukum dikatakan rasional
secara formal jika hanya didasarkan pada sifat-sifat umum yang berkaitan dengan fakta-fakta
yang ada (hukum positif).

Menurut Weber, rasionalisasi hukum modern dalam masyarakat Barat mengambil
bentuk spesifik dari rasionalisasi formal. Hukum yang dirasionalisasi bersifat formal dan
abstrak, yang menunjukkan kekecewaan dunia modern. Pada tingkat yang paling umum,
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kuantitas hukum meningkat seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas masyarakat,
karena terdapat peningkatan kebutuhan akan aturan-aturan hukum tertentu dalam
masyarakat yang semakin anonim dan beragam. Berbagai anggota masyarakat berskala besar
tidak mengetahui apa yang sah dan apa yang tidak, sehingga hukum harus ditingkatkan dalam
hal aturan-aturan yang terkandung di dalamnya dan tingkat penjelasan dari aturan-aturan
tersebut.

Seiring dengan peningkatan kuantitas hukum, terjadi pula peningkatan kualitas formal
hukum. Rasionalisasi formal hukum menyiratkan bahwa hukum dikodifikasi, tidak memihak,
dan impersonal. Kodifikasi hukum mengacu pada fakta bahwa hukum itu tertulis.
Ketidakberpihakan hukum modern terlihat dari aspirasinya untuk diterapkan secara setara
dan adil bagi semua orang. Hukum modern bersifat impersonal karena diterapkan tanpa
memandang karakteristik pribadi orang yang terlibat. Hanya karakteristik umum yang jelas
dari fakta-fakta kasus yang diperhitungkan.

Dengan memberikan contoh rasionalisasi hukum formal, Weber membahas
perpindahan historis dari kontrak status ke kontrak yang bertujuan. Kontrak status
memungkinkan perubahan posisi pihak-pihak yang terlibat, misalnya menjadi kerabat atau
mendapatkan budak, biasanya dengan menggunakan kekuatan magis atau ilahi. Kontrak yang
bertujuan tidak mempengaruhi status pihak-pihak yang terlibat tetapi hanya bertujuan untuk
mencapai beberapa hasil atau kinerja tertentu, seperti perolehan suatu barang dengan
imbalan uang. Rasionalisasi formal dalam kasus kontrak yang bertujuan, menurut Weber,
meningkatkan kebebasan karena memungkinkan orang membuat perhitungan untuk
memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Namun kebebasan yang diberikan
oleh hukum rasional formal tetap merupakan hal yang formal, karena kesenjangan yang ada,
misalnya dalam hal kedudukan ekonomi atau hak politik, tidak diperhitungkan. Kebebasan
formal yang dijamin secara hukum bagi semua orang dengan demikian menghambat
kemungkinan-kemungkinan nyata untuk memenuhi nilai-nilai dan kebutuhan banyak orang.

Weber mengamati bahwa hukum rasional formal merupakan ciri khas masyarakat
kapitalis, namun ia berpendapat bahwa hubungan antara hukum modern dan kapitalisme
sangatlah kompleks. Hukum rasional formal dan kapitalisme cenderung berjalan beriringan,
namun hubungannya tidak satu arah. Dengan memberikan contoh perspektifnya tentang
afinitas elektif, Weber menyatakan bahwa rasionalisasi formal hukum terjadi di bawah
pengaruh campuran kondisi ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Secara ekonomi,
penyebaran kapitalisme berkontribusi pada berkembangnya rasionalisasi hukum formal.
Misalnya, meningkatnya sentralitas hukum kontrak privat merupakan salah satu fungsi dari
semakin matangnya kapitalisme. Pada saat yang sama, Weber berpendapat bahwa hukum
modern telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perilaku ekonomi.
Sistem peradilan yang ketat, misalnya, menguntungkan perkembangan pasar ekonomi.
Namun, kapitalisme modern juga dapat berkembang dalam sistem hukum yang kurang
dirasionalisasikan secara formal. Pada tingkat budaya, sekularisasi hukum menyebabkan
hilangnya irasionalitas substantif dan karisma agama serta misteri hukum, sementara, secara
politis, perluasan pemerintahan birokrasi, karena kepentingannya pada kejelasan dan
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ketertiban, juga menguntungkan rasionalisasi hukum formal. Yang paling penting, menurut
Weber, rasionalisasi hukum formal dipercepat karena orang awam yang profesional mulai
memainkan peran yang semakin penting di pengadilan. Weber berpendapat pentingnya
profesionalisasi dalam perkembangan ini karena ia menganggap pelatihan pengacara
profesional sebagai faktor paling penting menuju rasionalisasi hukum formal. Rasionalisasi
formal terutama didorong oleh perkembangan pendidikan hukum dalam gaya hukum
akademis kontinental Eropa, dimana hukum diperlakukan sebagai ilmu untuk membangun
dan mempelajari sistem norma-norma abstrak yang logis dan rasional. Dengan demikian,
penggerak utama hukum, khususnya yang mengarah ke arah formalisasi hukum yang lebih
besar, adalah mereka yang bersifat legal (intrajuristik).

Pergeseran menuju rasionalisasi hukum formal tidak stabil sepanjang waktu dan tidak
terjadi secara merata di masyarakat modern. Dari sudut pandang komparatif, Weber
mencatat bahwa rasionalisasi hukum formal lebih banyak dicapai dalam sistem Eropa, yang
sebagian besar didasarkan pada hukum yang dikodifikasi. Sebaliknya, sistem hukum Anglo-
Amerika lebih mengandalkan keputusan dan preseden pengadilan, dimana hakim masih
mempertahankan unsur karisma (lihat Bab 9). Secara historis, Weber mengamati bahwa
formalisme hukum juga ditantang oleh kebangkitan hukum sosial, yang didasarkan pada
postulat etika yang diwarnai secara emosional seperti keadilan dan martabat manusia.
Dengan demikian terdapat ketegangan antara rasionalisasi formal dan substantif. Mesin
hukum modern yang secara teknis rasional meningkatkan irasionalitas substantif hukum
modern karena keadilan formal melanggar cita-cita keadilan substantif. Namun, kebangkitan
irasionalisme nilai juga ditentang, menurut pengamatan Weber, dengan upaya untuk
menetapkan kembali standar hukum yang obyektif dan memandang hukum sebagai alat
teknis.

2.5 WARISAN WEBER

Relevansi dan pengaruh karya Weber dalam sosiologi modern tidak dapat dibatasi dan
diukur dengan jelas, karena tidak ada sosiologi modern yang setidaknya tidak menempatkan
dirinya dalam kaitannya dengan teori-teori Weber dan, hampir sama seringnya, dipengaruhi
oleh banyak gagasan utama. dalam pekerjaannya. Dalam sosiologi hukum, lebih khusus lagi,
tulisan-tulisan Weber juga merupakan realitas yang ada di mana-mana, sebagai landasan
teori, model analisis yang patut dicontoh, atau paling tidak, sebagai sumber kritik. Di antara
komponen pemikiran Weber untuk memiliki dampak jangka panjang yang dapat mencakup:
gagasan tentang ketertarikan elektif dan tipe ideal serta konseptualisasi terkait otoritas,
ekonomi, budaya, dan hukum; pemisahan sudut pandang sosiologis dan yuridis dalam studi
hukum dan pendirian terkait (dan ketidaksepakatan mengenai) kebebasan nilai dalam
penyelidikan sosiologis; dan perhatian terhadap bentuk dan konsekuensi rasionalisasi
modern. Pandangan yang lebih tajam mengenai sifat dan ruang lingkup warisan karya Weber
di bidang sosiologi hukum dapat diperoleh dengan melihat sekilas literatur sekunder yang
secara eksplisit membahas kelebihan dan kekurangan pendekatan Weber terhadap hukum
baik dari segi teoretis maupun empiris.
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Dari sudut pandang penelitian empiris, tesis Weber tentang rasionalisasi formal hukum
modern di Barat dan konsepsi hubungan antara rasionalitas formal dan substantif (ir)
mendapat perhatian paling besar. Pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait ini menyentuh
inti validitas empiris upaya Weberian untuk mengungkap dan menjelaskan keunikan
rasionalisasi dan modernitas Barat. Teori-teori Weber dalam hal ini memuat sekaligus
komponen komparatif dan historis, yang menempatkan hukum Barat relatif terhadap sistem
hukum lain dan menelusuri perkembangan sejarah menuju sistem hukum modern.
Sehubungan dengan dimensi komparatif dalam sosiologi hukum Weber, perhatian telah
dicurahkan pada interpretasi Weber terhadap sistem hukum non-Barat. Robert Marsh (2000),
misalnya, secara kritis menerima kategorisasi Weber mengenai sistem hukum tradisional
Tiongkok pada Dinasti Ch'ing, yang berlaku dari tahun 1644 hingga 1912, sebagai sistem yang
secara substansial tidak rasional dan melibatkan keputusan hukum yang bervariasi secara
bebas. kasus per kasus.

Marsh berargumentasi bahwa kewenangan pejabat hukum Tiongkok untuk mengambil
keputusan sebenarnya jauh lebih terbatas, bukan karena pengaruh agama tradisional, namun
karena kewajiban hukum untuk mematuhi hukum tertulis, khususnya sub-undang-undang
yang bersifat sekuler yang telah ditetapkan. diumumkan secara resmi di samping undang-
undang hukum Tiongkok yang didasarkan pada kesucian. Keputusan pengadilan, seperti dalam
hal menjatuhkan hukuman, juga harus disertai dengan kutipan pada (sub-) undang-undang
yang relevan dari kode Ch’ing. Lebih jauh lagi, kode ini didasarkan pada sistem ideologi ekstra-
hukum, khususnya nilai-nilai Konfusianisme tentang solidaritas dan hierarki sosial serta
konsepsi legalis untuk mematuhi aturan. Marsh menyimpulkan bahwa sistem hukum Dinasti
Ch’ing sebaiknya dikategorikan sebagai jenis hukum rasional substantif, berpedoman pada
sistem ideologi selain hukum itu sendiri.

Sejalan dengan observasi mengenai penafsiran hukum Tiongkok yang tepat, terdapat
juga diskusi mengenai analisis Weber mengenai hukum Islam atau keadilan khadi. Ada
pendapat yang mengatakan bahwa keadilan khadi harus ditafsirkan sebagai rasional secara
substantif karena didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang mencakup semua hal
(Marsh 2000). Namun, ada juga pendapat bahwa Al-Quran tidak berfungsi sebagai dasar
hukum khadi, namun para ahli hukum menggunakan penilaian dan spekulasi independen
mereka sendiri untuk menafsirkan ajaran etika Islam serta perkataan dan perbuatan Nabi
(Turner). 1974). Sistem hukum khadi tidak stabil dan cair karena konteks patrimonial di mana
hukum tersebut dijalankan. Dalam penyelenggaraan peradilan, hukum Islam lebih memihak
kelompok masyarakat tertentu dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, terutama mereka
yang bergerak di bidang perdagangan, tepatnya dengan memandang semua orang, kecuali
budak, sebagai subjek hukum yang setara. Pada saat yang sama, hukum Islam terikat oleh
tradisi agama. Oleh karena itu, Patricia Crone (1999) menyatakan bahwa elemen teoritis
kuncinya mungkin bukanlah rasionalisasi, melainkan diferensiasi tujuan-tujuan
kemasyarakatan dan lembaga-lembaga terkait, termasuk pemisahan tatanan politik (negara),
dunia keagamaan (gereja), dan tatanan masyarakat. produksi dan konsumsi (ekonomi), dan
organisasi pengetahuan (sains). Di Eropa, sistem hukum berkembang seiring kemajuan negara
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dan mengambil alih fungsi legislatif. Dengan menjadikan negara sebagai motor utama
pembangunan hukum yang khas di Eropa, hukum Islam sebaliknya ditarik dari kendali negara
dan malah mewujudkan nilai-nilai agama Islam.

Sehubungan dengan tren historis menuju rasionalisasi hukum formal, diskusi
mengenai validitas dan nilai karya Weber khususnya berkaitan dengan proses rasionalisasi di
bidang hukum pidana. Joachim Savelsberg (1992), misalnya, menunjukkan bahwa tren historis
dalam reformasi hukum pidana modern selama abad ke-20, khususnya di Amerika Serikat,
melibatkan proses pembuktian yang menyiratkan komitmen terhadap nilai-nilai yang
berkaitan dengan reformasi sosial, terapi, dan rehabilitasi. Asas non-hukum yang berkaitan
dengan keadilan kemudian memunculkan kecenderungan ke arah hukum sosial dalam bidang
peradilan pidana. Namun baru-baru ini, proses pembuktian ini mendapat tentangan, terutama
karena adanya kesenjangan dalam hasil hukuman dan kurangnya proses hukum, dan upaya
telah dilakukan untuk memperkenalkan kembali prinsip-prinsip hukum formal-rasional dalam
bentuk pedoman hukuman. Meskipun Weber menyadari bahwa tuntutan terhadap hukum
sosial bertentangan dengan rasionalitas formal dalam hukum, ia juga berasumsi bahwa seruan
terhadap hukum sebagai teknik pada akhirnya akan menang. Savelsberg menunjukkan bahwa
hal terakhir ini tidak selalu memungkinkan karena kondisi sosio-struktural yang menghasilkan
substantif hukum masih ada dan menghalangi kembalinya rasionalisasi formal.

Sarjana lain bahkan melangkah lebih jauh dengan mengubah pandangan Weber dan
menyatakan bahwa bidang hukum pidana pada dasarnya ditandai dengan irasionalisasi
(Anspach dan Monsen 1989; Stangl 1992). Terlihat bahwa sistem hukum pidana modern,
seperti di Jerman dan Amerika, memungkinkan adanya keleluasaan yang besar atau, dalam
istilah Weber, kebebasan pengambilan keputusan dari kasus ke kasus. Meskipun jaksa dan
hakim beroperasi dalam lingkungan hukum, mereka memiliki keleluasaan untuk memilih
tuntutan pidana mana yang akan diajukan terhadap seseorang dan memilih hukuman yang
ada. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh prinsip-prinsip mendasar yang bertentangan yang
menandai sistem hukum pidana modern, seperti penekanan klasik pada pencegahan, di satu
sisi, dan gagasan intervensionis mengenai rehabilitasi, di sisi lain.

Hal serupa yang menunjukkan permasalahan pada dasar empiris teori Weber adalah
argumen Ronen Shamir (1993a) yang menyatakan bahwa konsepsi Weber tentang evolusi
menuju rasionalitas formal terlalu terbatas karena ketergantungannya pada kasus hukum
Jerman (pada awal abad ke-20). Shamir mengkualifikasikan teori Weber tentang dasar
rasionalisasi formal dalam undang-undang dengan menyatakan bahwa preseden dan
keputusan hukum dalam kasus Amerika Serikat dipahami sebagai dasar rasionalisasi yang
bertentangan dengan hukum vyang dikodifikasi, yang dipandang sebagai perwujudan
rasionalitas substantif. hukum. Pada awal tahun 1800-an, misalnya, para hakim dan pengacara
Amerika menentang upaya kodifikasi sistem hukum secara kaku karena dianggap
melemahkan kapasitas otonom hukum untuk secara metodis memutuskan bentuk-bentuk
hukum yang tepat. Pergeseran terjadi pada era New Deal pada tahun 1930-an ketika reformasi
sosial memandu upaya-upaya legislasi baru di tingkat federal, menetapkan proses yang
kemudian mengarah pada pembuktian hukum pidana dan, lagi-lagi, memperbarui upaya
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rasionalisasi formal. . Maka yang disarankan dalam pola ini adalah nilai perspektif siklus
rasionalisasi formal dan substantif.

Terkait dengan beberapa tema empiris yang dibahas, para sosiolog hukum juga secara
teoritis telah membahas beberapa gagasan utama dalam karya Weber. Ekskursi teoretis ini
berisi interpretasi dan komentar mengenai nilai karya Weber bagi studi sosiologi hukum dan
dengan demikian mengantisipasi beberapa garis kesalahan teoretis yang muncul dalam
perkembangan sosiologi hukum sejak masa klasik (lihat Bagian Il). Di antara tema yang paling
banyak dibicarakan adalah konsepsi Weberian tentang hubungan antara hukum yang
dirasionalisasikan secara formal dan perkembangan kapitalisme. Secara umum, Weber
menentang penafsiran hukum Marxis (sebagai instrumen kapitalisme), namun alih-alih
membela teori idealis anti-Marxian, Weber menyarankan, sejalan dengan pendekatan
multidimensi tentang afinitas elektif, bahwa rasionalisasi hukum formal, karena
ketergantungannya pada perhitungan, merupakan faktor yang berkontribusi terhadap
kebangkitan kapitalisme. Yang lebih rumit lagi adalah Weber harus mengakui berdasarkan
bukti sejarah bahwa hubungan antara hukum yang dirasionalisasikan secara formal dan
kapitalisme tidak selalu ada. Khususnya, dalam kasus pembangunan hukum dan ekonomi
Inggris, Weber mengamati bahwa pembangunan kapitalis telah berjalan tanpa adanya
rasionalisasi hukum formal yang tinggi.

Literatur teoritis memberikan jawaban yang berbeda terhadap apa yang disebut
“masalah Inggris” dalam karya Weber. David Trubek (1972) menunjukkan bahwa Weber
sendiri tidak konsisten dalam mengemukakan tiga argumen yang saling bertentangan:
pertama, bahwa hukum Inggris, meskipun tidak memiliki rasionalitas formal, tetap
mendorong perkembangan kapitalisme; kedua, hukum Inggris ditandai dengan tingkat
prediktabilitas meskipun sifatnya non-undang-undang; dan ketiga, kasus di Inggris merupakan
pengecualian terhadap aturan tersebut. Kronman (1983) juga menunjukkan adanya
kontradiksi dalam pemikiran Weber yang menyiratkan argumen yang mendukung
perkembangan kapitalisme di Inggris meskipun dan karena sifat hukum Inggris.

Para pakar lain telah berupaya menganalisis kasus Inggris dengan lebih tepat agar
dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan mengabaikan teori Weber. Sally
Ewing (1987), misalnya, berargumentasi bahwa Weber tidak pernah menghubungkan antara
rasionalisasi ekonomi dan konsepsi pemikiran hukum yang rasional-formal (tentang apa itu
hukum), namun dengan cara administrasi peradilan yang rasional-formal (tentang bagaimana
hukum itu ada). hukum diterapkan). Dengan demikian, rasionalitas formal dapat diterapkan
pada sistem aturan yang logis dan tanpa celah yang menjadi ciri negara-negara yang
menganut sistem civil law (seperti Jerman) dan pada jaminan hak yang dijamin secara hukum
dan dapat ditegakkan yang menjadi ciri negara-negara yang menganut sistem common law
(seperti Inggris). Assaf Likhovski (1999) membela argumen serupa bahwa tidak ada masalah di
Inggris karena pengaruh Protestan terhadap hukum Inggris selama abad ketujuh belas
mencakup tuntutan rasionalisasi hukum dan peningkatan ukuran prediktabilitas dalam
hukum. Crone (1999) menafsirkan hubungan antara kapitalisme dan hukum secara berbeda
untuk menyatakan bahwa hukum Inggris memihak kaum borjuis dan dengan demikian bersifat
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formalistik bagi kaum kaya, namun secara substansial tidak rasional bagi kaum miskin,
sehingga mendorong berkembangnya kapitalisme meskipun tidak rasional secara formal.

Dalam karya Weber, sebagian besar perkembangan hukum dikatakan demikian
disebabkan oleh kondisi intra-hukum, sedangkan pengaruh dari dan terhadap kondisi lain,
terutama kondisi ekonomi dan politik, biasanya bersifat tidak langsung atau variabel empiris.
Dengan demikian, pendekatan Weber mencontohkan “agnostisisme kausal” (Kronman 1983:
119) dalam istilah “jaringan faktor penyebab yang kompleks” (Feldman 1991: 222),
“konvergensi faktor” (Walton 1976: 7), atau “konvergensi faktor” (Walton 1976: 7), atau
“konvergensi faktor” keterhubungan” (Brand 1982: 96) yang terjadi di antara kekuatan
ekonomi, politik, budaya, dan hukum (lihat juga Treiber 1985). Orientasi yang tidak dapat
ditentukan secara kausal dalam pemikiran Weber merupakan contoh gagasannya tentang
multidimensi (afinitas elektif), namun hal ini juga membuat karyanya terbuka terhadap
tuduhan keragu-raguan teoritis dan ambiguitas konseptual (Sterling dan Moore 1987). Dalam
kasus apa pun, perspektif Weber menegaskan adanya ketegangan antara rasionalitas formal
dan substantif dalam hukum dan, sehubungan dengan itu, potensi konflik hubungan antara
rasionalitas hukum dan ekonomi, yang mungkin meningkat seiring dengan berkembangnya
kapitalisme (Turkel 1981), sehingga memerlukan penyelidikan sosiologis untuk
mengungkapnya. istilah yang tepat dimensi penting dari hubungan kompleks antara hukum
dan ekonomi.

Diskusi mengenai masalah Inggris yang dikemukakan Weber lebih dari sekadar
signifikansi historis, karena diskusi tersebut berkaitan dengan pertimbangan teoritis penting
mengenai kekuatan penjelas dan keterkaitan antara ekonomi, politik, hukum, dan komponen-
komponen masyarakat yang berbeda lainnya. Perspektif Weber tentang multidimensi telah
ditafsirkan secara bervariasi seiring dengan perkembangan teori sosiologi. Meskipun pakar
seperti Kronman (1983) berpendapat bahwa terdapat kesatuan tematik yang mendasari karya
Weber meskipun padat dan kurang homogenitas (Andrini 2004), sifat terputus-putus dari
tulisan-tulisan Weber tentang hukum (yang berasal dari koleksi anumerta) sebagai serta
hubungan yang tidak selalu dirumuskan secara tajam antara sosiologi hukumnya dan karya-
karyanya yang lain, terutama sosiologi politiknya (Spencer 1970), tidak mendapat penafsiran
yang jelas. Mengantisipasi beberapa pentingnya perkembangan ini bagi sosiologi hukum,
karya Weber mengenai hubungan sebab-akibat dalam masalah hukum dan masyarakat
mendapat tanggapan yang sangat berbeda, mulai dari perampasan teori konflik atas
pemikiran Weber yang saling melengkapi dengan teori hukum. Marx (Albrow 1975; Zeitlin
1985) terhadap kritik Marxis (Walton 1976) dan interpretasi anti-Marxis yang menekankan
nilai konsepsi Weber tentang otonomi relatif hukum (Turner 1974).

Yang erat kaitannya dengan penerimaan gagasan Weber tentang kausalitas adalah
diskusi tentang seruan kebebasan nilai dalam karyanya. Perspektif sosiologi yang
dikemukakan oleh Weber berorientasi pada sikap tidak berkomitmen, sedangkan
yurisprudensi secara definisi dipandu oleh dogma hukum yang berkaitan dengan keprihatinan
praktis para profesional hukum (Kronman 1983). Sosiolog tidak dipandu oleh nilai-nilai, di luar
nilai-nilai intrinsik dalam penyelidikan akademis, namun pada saat yang sama menganggap
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nilai-nilai secara serius sejauh nilai-nilai tersebut relevan dengan tindakan sosial dan institusi
sosial. Ada pendapat bahwa ketegangan dalam perspektif ini menimbulkan kesulitan
metodologis (Andreski 1981; Trubek 1986). Secara khusus, meskipun Weber secara eksplisit
menganjurkan perspektif pemahaman interpretatif, sebagian besar karyanya melibatkan
strategi penelitian lain, terutama historis dan komparatif. Terlebih lagi, beberapa pakar telah
menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat prinsip-prinsip filosofis yang kuat dalam karya
Weber (Beirne 1979; Brand 1982; Cain 1980; Campbell 1986; Vandenberghe 2005). Weber
menyadari adanya implikasi ambivalen dari rasionalisasi hukum modern, yang mana
peningkatan perhitungan juga dipandang berdampak pada meningkatnya kekecewaan,
namun ia juga menganjurkan kepemimpinan yang kuat dan kejelasan dalam urusan politik dan
hukum sebagai teknik.

2.6 KESIMPULAN

Sosiologi Max Weber termasuk di antara pencapaian besar dalam pemikiran sosial dan
merupakan dasar sosiologi modern. Orientasi metodologis Weber membuka jalan bagi
pengembangan serangkaian orientasi dalam sosiologi interpretatif, dan perspektif
multidimensinya mengenai masyarakat juga telah mengilhami banyak generasi sosiolog.
Dalam berbagai bidang khusus pemikiran sosiologi, khususnya sosiologi politik dan ekonomi,
pengaruh Weber tidak dapat diukur. Perhatian yang kurang menonjol dalam sosiologi modern
terhadap karya Weber mengenai hukum, dibandingkan dengan kontribusinya yang lain
terhadap studi modernitas, merupakan fungsi dari tingkat relatif kurangnya perhatian umum
yang diberikan oleh para sosiolog terhadap hukum dan, sehubungan dengan itu, lambatnya
perkembangan sosiologi. hukum sebagai bidang spesialisasi akademis, tetapi bukan tempat
hukum dalam karya Weber. Baik dalam pengungkapan intelektual pemikiran Weber maupun
dalam konstruksi teori modernitas yang komprehensif, hukum mengambil peran sentral yang
setara dengan studinya mengenai ekonomi dan politik.

Bagi sosiologi hukum, karya Weber sangat diperlukan. Teorinya tentang rasionalisasi
hukum dan fungsi hukum dalam kaitannya dengan regulasi melalui prosedur telah
menawarkan orientasi tematik yang penting terhadap sosiologi hukum (apa yang relevan
untuk dipelajari). Yang paling penting khususnya adalah fokus pada pengaturan interaksi
dalam bentuk rasionalisasi melalui prosedur standar dan pengambilan keputusan dalam
pembuatan undang-undang dan pencarian hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum. Dalam
hal pendekatannya (bagaimana mempelajari hukum secara sosiologis), apa yang dicontohkan
oleh karya Weber dengan cara yang mencolok adalah relevansi waktu historis dalam kaitannya
dengan konsepsi masyarakat multidimensi. Weber juga menaruh perhatian pada pola-pola
yang bervariasi dari perkembangan ini di berbagai masyarakat, seperti dalam diskusinya
mengenai perbedaan antara tradisi hukum preseden di AS dan penekanan benua Eropa pada
hukum tertulis. Dengan demikian, Weber menawarkan landasan sosiologi hukum komparatif-
historis yang berpusat pada dualitas hukum di era modern. Meskipun telah dicatat bahwa
sosiologi hukum Weber secara konseptual berhutang budi pada ilmu hukum (Turner dan
Factor 1994), merupakan pencapaian yang luar biasa bahwa karya Weber memberikan contoh
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transisi dari pemikiran hukum ke pemikiran sosiologis dalam kurun waktu seumur hidup,
bahkan meskipun transisi ini memerlukan waktu beberapa dekade untuk diselesaikan pada
tingkat kelembagaan.

Munculnya hukum rasionalisasi modern Weber berkaitan dengan faktor ekonomi dan
politik. Hukum yang dirasionalisasi dijalankan dalam aparat birokrasi negara namun juga
melayani perekonomian pasar bebas. Di bidang ekonomi, kebebasan kontrak yang dijamin
secara hukum ironisnya mengarah pada penggunaan sumber daya secara bebas tanpa batasan
hukum. Undang-undang yang mengatur pasar sebagai zona bebas perdagangan dan industri
dengan demikian menyiratkan pengurangan relatif terhadap paksaan yang timbul dari norma-
norma larangan. Tema mengenai kondisi hubungan antara hukum modern dan tatanan
ekonomi kapitalis yang khusus, bukan deterministik ekonomi, inilah yang mendapat perlakuan
berbeda, namun juga bersifat sosiologis dalam karya Durkheim.
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BAB 3
EMILE DURKHEIM TENTANG HUKUM DAN SOLIDARITAS SOSIAL

Ini adalah pencapaian paling menonjol dari Emile Durkheim bahwa ia bekerja secara
konsisten dan berhasil menuju pelembagaan sosiologi sebagai suatu disiplin akademis.
Durkheim tidak ada tandingannya dalam ketajaman perumusan materi pelajaran sosiologi
yang material dan formal, inovasi metodologinya, dan kemampuannya membangun aliran
pemikiran sosiologi. Merupakan keberuntungan bagi sosiologi hukum untuk dapat
mengandalkan tidak hanya pada proyek sosiologi Durkheim secara umum, namun juga pada
kontribusinya terhadap studi sosiologi hukum pada khususnya.

Analisis Durkheim tentang hukum dalam studi sosiologisnya tentang landasan moral
pembagian kerja sudah dikenal luas di kalangan sosiolog. Untuk mengkaji secara empiris
transformasi masyarakat dari tipe mekanis ke tipe organik, Durkheim beralih ke evolusi hukum
sebagai indikator perubahan landasan moral masyarakat. Perhatian utama Durkheim, untuk
menunjukkan bahwa masyarakat modern dicirikan oleh solidaritas yang menjaga
individualisme, masih tetap berharga hingga saat ini. Nilai dari pendekatan ini tidak hanya
terbatas pada referensi terhadap kecukupan empiris tesis Durkheim tentang hukum, misalnya
mengenai evolusi dari hukum represif ke hukum restitutif. Karena selain membuat sketsa
model empiris hukum dalam masyarakat, sosiologi hukum Durkheim juga mencakup
pendekatan inovatif terhadap studi hukum. Pendekatan ini berpusat pada pengakuan bahwa
dimensi normatif masyarakat memungkinkan adanya perspektif evaluatif dan ilmiah.
Merupakan tugas dasar sosiologi untuk memikirkan masyarakat dalam kerangka analitis yang
tegas. Karena hukum selalu berhubungan erat dengan norma-norma sosial dan pemahaman
moral suatu masyarakat, maka hanya sedikit wawasan yang lebih penting dalam sosiologi
hukum daripada hubungan hukum dengan fungsi integrasi sosial. Meninjau kontribusi
Durkheim terhadap sosiologi hukum, bab ini, serupa dengan bab tentang Weber, akan
memperkenalkan elemen-elemen kunci dari pendekatan Durkheim terhadap sosiologi dan
teori-teorinya tentang masyarakat dan juga memasukkan penilaian terhadap nilai dan
validitas perspektif hukum Durkheimian.

3.1 ILMU MASYARAKAT

Putra seorang rabi, Emile Durkheim (1858-1917) adalah seorang siswa luar biasa, yang
bersekolah di Ecole Normale Supe’rieure yang bergengsi sebelum ia mulai mengajar filsafat
pada tahun 1882. Lima tahun kemudian, ia menjadi profesor pedagogi dan ilmu sosial di
Bordeaux , di mana dia tinggal sampai tahun 1902 ketika dia mengambil jabatan profesor di
bidang pendidikan dan sosiologi di Sorbonne di Paris. Durkheim terlibat secara sentral dalam
pengembangan dan pelembagaan sosiologi sebagai suatu disiplin akademis, namun ia juga
merefleksikan kondisi politik dan sosial masyarakatnya. Pada tahun 1898, Durkheim
mendirikan Anne’e Sociologique, jurnal sosiologi pertama di Perancis. Menderita kesehatan
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yang buruk, terlalu banyak bekerja dan, yang paling tragis, kematian putranya dalam Perang
Dunia I, Durkheim meninggal pada usia 59 tahun.

Dipengaruhi oleh karya Auguste Comte, yang pada tahun 1830-an pertama kali
menciptakan istilah sosiologi untuk menunjukkan ilmu positif masyarakat, dan tradisi statistik
moral Jerman, sebuah ilmu sosial awal yang dikhususkan untuk studi deskriptif tentang
karakteristik negara, Durkheim memahami sosiologi sebagai studi ilmiah tentang fakta sosial.1
Didefinisikan sebagai cara hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan berada di luar
individu, fakta sosial mencakup representasi ideal, seperti budaya dan hukum, serta keadaan
dan tindakan material, seperti demografi. dan kondisi perekonomian. Fakta sosial bersifat
memaksa terhadap individu karena kondisi mereka tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi.
Dalam kasus representasi ideal, sanksi merupakan indikasi kekuatan paksaan dari fakta-fakta
sosial, seperti ketika hukuman dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum atau ketika
ketidaksetujuan masyarakat diungkapkan atas pelanggaran norma. Dari segi kondisi material,
fakta sosial mempunyai kekuatan koersif yang relatif mekanistik karena menentukan peluang
individu untuk terlibat dalam aktivitas tertentu. Kondisi ekonomi yang buruk, misalnya, akan
mempengaruhi kemungkinan lapangan kerja pada kasus-kasus tertentu.

Kekuatan koersif dari fakta-fakta sosial, menurut Durkheim, memungkinkan
dilakukannya identifikasi dan pengkajian fakta-fakta tersebut, terutama dalam hal
representasi ideal seperti norma-norma sosial, karena sanksi yang dapat diamati berfungsi
sebagai indikator fakta-fakta sosial. Karena fakta-fakta sosial berada di luar individu, maka
fakta-fakta tersebut tidak dapat direduksi menjadi manifestasi individualnya, yang selalu
sebagian bersifat sosial dan sebagian lagi unik bagi individu. Fakta-fakta sosial juga tidak
dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam derajat yang sama. Dengan demikian, menurut
Durkheim, fakta-fakta sosial hanya dapat menjadikan masyarakat sebagai substratumnya, dan
masyarakatlah, sebagai sebuah realitas sui generis (dari jenisnya sendiri), yang menjadi objek
sosiologi. Karena masyarakat tidak dapat direduksi menjadi cara bertindak pada tingkat
individu, maka sosiologi tidak dapat direduksi menjadi psikologi.

Dari segi metodologinya, sosiologi Durkheim didasarkan pada pepatah bahwa fakta
sosial harus dianggap sebagai benda. Prinsip dasar ini menyiratkan bahwa sosiolog harus
membuang semua prasangka tentang masyarakat. Berbeda dengan orientasi normatif filsafat
sosial, sosiologi harus dijalankan dari kerangka bebas nilai agar dapat mengkaji masyarakat
sebagai tatanan moral secara objektif.

Selain itu, sosiolog harus mendefinisikan pokok bahasan berdasarkan karakteristik
eksternalnya yang umum dan tanpa mengecualikan fenomena apa pun yang relevan. Aturan
ini penting karena banyak mata pelajaran dalam sosiologi, seperti keluarga, agama, dan
hukum, juga merupakan bagian dari jenis pengetahuan lain pada tingkat pribadi dan sosial,
seperti moralitas, agama, dan politik, dan terkait dengan penggunaan terminologis. dalam
bahasa sehari-hari yang mungkin tidak sesuai secara sosiologis. Definisi sosiologis atas fakta-
fakta sosial diperoleh berdasarkan dimensi-dimensi yang dapat diamati dari fenomena yang
diselidiki. Kejahatan, misalnya, tergolong perilaku yang mendapat hukuman. Terakhir,
sosiolog harus mengisolasi fakta-fakta sosial dari manifestasi individualnya sehingga fakta-
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fakta tersebut dapat dipelajari secara objektif tanpa terlalu banyak variasi dari satu kasus ke
kasus berikutnya.

Kajian empiris atas fakta-fakta sosial dalam model Durkheim berangkat dari deskripsi
tipe-tipe masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat kompleksitas hingga penjelasannya
dalam kaitannya dengan sebab dan fungsi. Fungsi fakta sosial mengacu pada tujuan yang
dipenuhinya, sedangkan penyebab fakta sosial harus ditempatkan secara historis pada faktor
yang mendahuluinya.

Fungsi dan sebab-sebab sosiologis selalu bersifat sosial dan tidak dapat diperoleh
kembali dalam jiwa individu. Setelah sebab dan fungsinya teridentifikasi, metode pembuktian
sosiologis melalui perbandingan dapat dilakukan. Dalam metode komparatif, kasus-kasus
dibandingkan ketika dua fakta sosial tidak ada atau ada secara bersamaan, sehingga variasi
yang ditampilkan dalam kombinasi ini dapat ditemukan untuk memberikan bukti bahwa suatu
fakta (sebab) mengarah pada fakta (akibat) yang lain. Metode ini berpedoman pada aturan
dasar bahwa satu sebab menimbulkan satu akibat. Durkheim menyadari bahwa metode
seperti itu sebenarnya tidak dapat membuktikan sebab dan akibat, namun dapat
menimbulkan falsifikasi. Selain itu, stabilitas temuan dari sejumlah besar kasus menambah
nilai pada kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat dan pola fungsional.

3.2 PEMBAGIAN KERJA SOSIAL

Durkheim menerapkan metodologi sosiologinya untuk mempelajari beberapa fakta
sosial yang penting, yang paling terkenal adalah studinya tentang bunuh diri, agama, dan
pembagian kerja sosial. Karya Durkheim tentang pembagian kerja, pertama kali diterbitkan
pada tahun 1893 dan awalnya ditulis sebagai disertasi doktoralnya, memuat teori dasarnya
tentang evolusi dan hakikat masyarakat, termasuk transformasi hukum. Tujuan utama dari
karya Durkheim adalah untuk membangun ilmu masyarakat sebagai tatanan moral dan untuk
menemukan secara empiris bagaimana solidaritas sosial dipertahankan dalam masyarakat
modern meskipun otonomi individu semakin meningkat akibat pembagian kerja. Bagi
Durkheim, yang terpenting, pembagian kerja bukan hanya dan bahkan bukan merupakan
realitas ekonomi, namun merupakan fenomena kemasyarakatan yang lebih luas. Oleh karena
itu Durkheim berbicara tentang pembagian kerja sosial dan bukan ekonomi.

Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja merupakan hasil evolusi yang lebih
menyeluruh dari masyarakat mekanis ke masyarakat organik. Masyarakat mekanis terdiri dari
bagian-bagian yang serupa, seperti keluarga, gerombolan, dan klan. Dalam masyarakat seperti
itu, hati nurani kolektif atau kesadaran kolektif, yang didefinisikan sebagai “totalitas keyakinan
dan sentimen yang umum dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat” (Durkheim 1893b: 38—
39), mencerminkan jenis solidaritas yang dicapai melalui kesamaan, karena praktik dan
keyakinan kolektif kelompok-kelompok dalam masyarakat mekanis dimiliki oleh semua
anggotanya. Karena sistem kepercayaan umum kuat dan hampir tidak ada pembedaan
individu, setiap pelanggaran terhadap kesadaran kolektif, bahkan ketika pelanggaran tersebut
hanya dilakukan oleh satu anggota kelompok, dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh
tatanan sosial.
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Sepanjang sejarah, Durkheim berpendapat bahwa masyarakat mekanis secara
bertahap berevolusi menjadi masyarakat organik yang terdiri dari organ-organ yang berbeda
secara fungsional, yang masing-masing menjalankan peran khusus. Ketika ikatan tradisi dan
keluarga dilonggarkan, individu memperoleh status khusus baik dari segi hak maupun
tanggung jawab. Sifat kesadaran kolektif dalam masyarakat organik sedemikian rupa sehingga
pengaruhnya terhadap individu didasarkan pada peran dan kontribusi mereka yang berbeda.
Solidaritas sosial, dengan kata lain, dicapai melalui diferensiasi. Masyarakat organik ditandai
oleh pluralitas sistem nilai dan kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, pelanggaran
terhadap kesadaran kolektif akan dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan individu
terhadap individu. Durkheim dengan demikian menunjukkan bahwa meskipun solidaritas saat
ini berbeda dalam masyarakat modern, solidaritas tersebut tidak kalah sosial dan kuatnya
dibandingkan dengan ikatan solidaritas di masa lalu.

Teori Durkheim tentang penyebab evolusi dari masyarakat mekanis ke masyarakat
organik, seperti perspektifnya tentang esensi pembagian kerja, menghadirkan alternatif
radikal terhadap materialisme historis. Durkheim berpendapat bahwa ada dua kondisi yang
harus dipenuhi untuk memungkinkan terjadinya transformasi dari masyarakat mekanis ke
masyarakat organik. Pertama, perkembangan material tertentu harus terjadi pada tingkat
demografis. Harus ada pengumpulan individu-individu dan peningkatan pertukaran aktif di
antara mereka. Durkheim menyebut hal ini sebagai peningkatan dinamika atau kepadatan
moral masyarakat. Volume sosial, yaitu jumlah penduduk suatu masyarakat, juga harus
meningkat. Masyarakat yang lebih padat dan lebih padat penduduknya memerlukan
pembagian kerja karena perjuangan untuk bertahan hidup menjadi lebih berat. Tingkat
persaingan di antara orang-orang yang bersatu semakin meningkat, sehingga menyebabkan
terjadinya migrasi. Namun begitu batasan-batasan tertentu dipenuhi, migrasi tidak mungkin
lagi dilakukan dan masyarakat akan mulai mengalami diferensiasi internal sedemikian rupa
sehingga anggota-anggotanya menjadi saling bergantung. Perkembangan material ini
diperlukan namun tidak cukup untuk melakukan transisi menuju masyarakat organik. Kedua,
perkembangan ideal tertentu harus dipenuhi, termasuk melemahnya pengaruh tradisi dan
meningkatnya individualisme dalam sistem kepercayaan. Hilangnya pengaruh tradisi secara
relatif terjadi karena dalam masyarakat modern masyarakat tidak lagi terikat pada tempat
asalnya tetapi dapat menyebar ke wilayah yang relatif luas. Independensi individu yang lebih
besar dalam hubungannya dengan kelompok ditunjukkan oleh fakta bahwa kesadaran kolektif
menjadi semakin tidak dapat ditentukan dan abstrak.

Seiring dengan pembagian kerja, terdapat kecenderungan umum bahwa kehidupan
sosial diatur sedemikian rupa sehingga menjamin variasi individu dan solidaritas sosial.
Durkheim berpendapat bahwa hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa pembagian kerja
tidak menghasilkan solidaritas organik, baik karena terjadi dalam kondisi tidak adanya aturan
yang mengatur hubungan sosial (anomie) atau karena dipaksakan dalam kondisi kesenjangan
ekonomi-material. Hanya dalam keadaan luar biasa seperti ini, konsekuensi patologis, seperti
tingkat bunuh diri yang sangat tinggi, dapat diperkirakan terjadi. Kehidupan ekonomi seperti
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itu tidak normal atau patologis, menurut Durkheim, regulasi atau ketiadaan regulasi itulah
yang menentukan konsekuensinya.

3.3 HUKUM DAN EVOLUSI MASYARAKAT

Para sosiolog hukum beruntung karena dapat mengandalkan wawasan eksplisit
mengenai hukum yang dikembangkan oleh Durkheim dalam studinya tentang pembagian
kerja serta dalam beberapa penelitian selanjutnya. Alasan ketertarikan khusus ini adalah
karena Durkheim memahami hukum sebagai manifestasi paling penting yang dapat diamati
dari kesadaran kolektif dan transformasinya. Karena kesadaran kolektif adalah “suatu
fenomena moral yang sepenuhnya tidak dapat diamati secara pasti dan khususnya tidak dapat
diukur” (Durkheim 1893b: 24), Durkheim mempelajari hukum sebagai simbol solidaritas sosial
yang terlihat. la mengklasifikasikan hukum bukan berdasarkan konsepsi yuridis (seperti
pembedaan antara hukum privat dan publik), namun secara sosiologis berdasarkan jenis
sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran aturan hukum. Perhatian yang diberikan
Durkheim terhadap hukum terutama bersifat metodologis: hukum berfungsi sebagai indikator
solidaritas sosial dan, khususnya, perkembangan solidaritas mekanis menjadi solidaritas
organik, yang menurut Durkheim dapat diamati dalam evolusi hukum dari sistem represif
menjadi sistem restitutif.

Karakteristik penting dari hukum represif dalam masyarakat mekanis adalah bahwa
hukum tersebut mewakili kesatuan kuat yang ada dalam masyarakat di antara anggota unit
yang sangat kohesif dan sederhana seperti klan atau gerombolan. Hukum yang represif
biasanya bersifat religius. Keyakinan moral dan pembenaran yang mendasari hukum dan
hukuman yang represif seringkali tidak disebutkan secara eksplisit karena sudah diketahui
secara luas di kalangan anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan sistem hukum yang
represif akan dikenakan hukuman yang segera dan berat karena mengancam eksistensi
kolektivitas secara keseluruhan. Pengusiran dari masyarakat melalui pengusiran atau
kematian adalah bentuk hukuman yang umum dalam masyarakat mekanis.

Dalam masyarakat organik, terdapat pembedaan antara hukum restitutif dan represif.
Karena individu semakin terdiferensiasi satu sama lain, maka peraturan hukum bersifat lebih
abstrak dan umum sehingga dapat berlaku secara universal bagi semua individu dengan tidak
meratakan perbedaan yang ada di antara mereka. Elaborasi hukum kontrak, misalnya,
memungkinkan adanya spesifikasi hubungan antar individu, dimana negara hanya bertindak
untuk mengawasi kewajiban bersama. Dalam masyarakat organik, hukum bersifat sekularisasi
dan sangat terkodifikasi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum restitutif
berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antar individu, seperti dalam kasus kompensasi
moneter, atau antara individu dan masyarakat, seperti dalam kasus hukuman penjara yang
memungkinkan pembebasan kembali ke dalam penjara. masyarakat. Dalam masyarakat
organik, hukum pidana masih menjalankan fungsi represif, namun pertumbuhan hukum
perdata menunjukkan dengan jelas munculnya hukum restitutif. Meningkatnya relevansi
bentuk-bentuk hukum restitutif yang menyertai perkembangan pembagian kerja, menurut
Durkheim, memastikan bahwa pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi dan di tempat lain,
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dalam kondisi normal, tidak menimbulkan masalah atau kekacauan sosial. Menentang Marx,
Durkheim berpendapat bahwa fungsi penting dari pembagian kerja adalah untuk
mengintegrasikan masyarakat. Namun, agar solidaritas sosial dalam masyarakat organik
berhasil tercapai, pembagian kerja harus disertai dengan aturan-aturan tertentu yang
mengatur kerja sama di antara berbagai fungsi dan peran khusus. Durkheim berpendapat
bahwa lembaga perantara, khususnya kelompok profesional, dapat membantu fungsi ini
berdasarkan penempatannya di antara negara dan individu.

3.4 HUKUM DAN HAK

Dalam serangkaian ceramah tentang moralitas dan hukum yang disampaikan pada
dekade terakhir abad kesembilan belas dan beberapa kali setelahnya, Durkheim (1900a,
1900b) memberikan perhatian khusus pada peran negara dalam penciptaan hak. Utamanya
dalam bidang sosiologi politik, kajian ini mencakup pembahasan mengenai etika profesi,
khususnya peran kelompok profesi, fungsi dan bentuk negara, khususnya negara demokrasi,
serta berbagai aturan dan hak yang dijamin oleh negara. Bagian terakhir berisi wawasan
tambahan Durkheim tentang hukum.

Seperti dalam De la Division du Travail Social (1893a), Durkheim beralih ke studi fakta
moral dan yuridis sebagai ekspresi moral dan hak yang dapat diamati. Durkheim berangkat
dari sudut pandang bahwa pembunuhan dan pencurian adalah tindakan yang paling tidak
bermoral, lebih serius daripada pelanggaran moral profesional dan sipil, karena peraturan
mengenai kejahatan terhadap orang dan harta benda begitu umum sehingga melampaui
batas-batas masyarakat tertentu. Secara historis, hal ini tidak selalu terjadi, karena kejahatan
terhadap kelompok secara keseluruhan, seperti kejahatan agama, biasanya dihukum lebih
berat. Namun, dalam masyarakat (organik) kontemporer, kejahatan terhadap pribadi dan
harta benda pribadi menimbulkan kebencian terbesar dan mendapat sanksi terberat karena
melanggar moralitas yang menempatkan kualitas individu di atas segalanya.

Dalam diskusi singkat mengenai pembunuhan, Durkheim terutama terlibat dalam
analisis kriminologis mengenai tingkat pembunuhan, namun diskusinya tentang sifat hak milik
membentuk dasar teori sosiologi kontrak dan hukum. Menurut Durkheim, sifat properti secara
historis telah berubah seiring dengan perubahan hak-hak yang melekat padanya. Secara
hukum, hak atas harta benda terbagi menjadi tiga macam: ius utendi, ius fruendi, dan ius
abutendi. lus utendi (hak untuk menggunakan) mengacu pada hak untuk memanfaatkan
sesuatu, seperti hak untuk tinggal di properti sewaan dan hak untuk berjalan di taman umum,
sedangkan ius fruendi (hak untuk menikmati) adalah hak terhadap produk properti, seperti
hak atas sewa rumah dan bunga pinjaman. Tidak ada hak yang mencakup hak untuk
mengubah properti yang melekat pada hak tersebut. Akan tetapi, dalam ius abutendi (hak
pakai), harta yang dimiliki dapat diubah atau bahkan dimusnahkan, meskipun dengan syarat-
syarat tertentu. Tipologi hukum ini, menurut Durkheim, tidak dapat mengarah pada spesifikasi
esensi properti, karena yang membedakan properti (pribadi) adalah bahwa kekuasaan yang
melekat padanya, tidak peduli seberapa luas atau terbatasnya, selalu eksklusif bagi
pemiliknya. . Milik pribadi adalah hak kepemilikan yang bersifat eksklusif, paling tidak
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terhadap individu lain, karena dalam keadaan tertentu negara masih dapat menuntut hak-hak
tertentu.

Apa dasar hak milik pribadi menurut Durkheim? Agar bisa eksis, kepemilikan pribadi
harus dihormati. Mencerminkan teorinya tentang evolusi agama, Durkheim berargumentasi
bahwa bukan benda yang dimiliki atau berkah suci atau ilahi yang diterimanya, namun
masyarakatlah yang memberikan hak eksklusif pada properti. Hal ini dapat dilihat dari kajian
terhadap kontrak sebagai sarana utama (selain warisan) yang melaluinya harta benda dapat
dialihkan. Inovasi dalam bidang hukum diperlukan seiring dengan berkembangnya kontrak
dari apa yang disebut sebagai kontrak nyata, yang mana kontrak tersebut terjadi hanya ketika
sesuatu benar-benar dialihkan, menjadi kontrak persetujuan konsensual yang di dalamnya
terdapat sumpah atau permohonan kepada Tuhan. Dari kontrak konsensual melalui ritual
yang khidmat berkembang menjadi kontrak konsensual murni dimana pernyataan wasiat saja
sudah cukup menjadi dasar untuk mengikat sifat perjanjian. Kekuatan transfer kemudian
sepenuhnya bersifat mental: “karena fakta bahwa hal itu bersifat suka sama suka, kontrak
dilindungi oleh sanksi” (Durkheim 1900b: 203). Satu-satunya syarat yang melekat pada
persetujuan adalah persetujuan itu harus diberikan secara cuma-cuma. Pada tahap akhir
pengembangan, kontrak juga harus adil dalam kaitannya dengan konsekuensi obyektif
kontrak. Agar adil, kontrak harus adil secara obyektif.

3.5 HUKUM DAN HUKUMAN

Selain karya utamanya tentang hukum dalam pembagian kerja dan ceramahnya
tentang hukum dan moralitas, Durkheim menyumbangkan sejumlah esai kecil dan artikel
ulasan di bidang hukum dan kejahatan ke jurnal Anne’e Sociologique. Di antara artikel-artikel
tersebut terdapat penelitian mengenai perubahan kuantitatif dan kualitatif tertentu dalam
hukuman, yang menurut Durkheim terjadi selama transisi dari masyarakat primitif ke
masyarakat modern (Durkheim 1901a, 1901b). Sehubungan dengan gagasannya tentang
evolusi masyarakat mekanis ke masyarakat organik, Durkheim secara khusus mengajukan dua
tesis tentang evolusi hukuman. Tesis pertama menyatakan bahwa hukuman tidak terlalu berat
di masyarakat yang lebih maju dimana kekuasaan pusatnya tidak bersifat absolut. Hukum yang
represif dalam masyarakat mekanis mengatur hubungan sosial secara sepihak dengan cara
yang menyerahkan seluruh kekuasaan dan hak kepada satu pihak. Prototipikal adalah
hubungan tuan-budak. Pembenaran atas undang-undang tersebut biasanya bersifat
keagamaan dan peraturannya disetujui atas dasar supernatural. Hukumannya sangat berat
dan mencakup hukuman fisik, seperti cambuk terhadap budak, dan simbolis dari kejahatan
yang dilakukan, seperti potong tangan dalam kasus pencurian. Hukuman mati ada dalam
bentuk praktik penyiksaan di depan umum dimana kematian pelakunya merupakan hasil akhir
namun hampir bersifat insidentil.

Beralih ke masyarakat modern, Durkheim memperkenalkan kualifikasi yang belum
pernah ia gunakan dalam karyanya mengenai pembagian kerja. Durkheim mengakui bahwa
masyarakat modern masih bisa bersifat absolut, seperti dalam kasus monarki otokratis dan
kediktatoran, sembari dimodernisasi dalam hal lain seperti dalam bidang ekonomi. Dalam
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kasus masyarakat absolutis kontemporer, hukuman bisa tetap keras dan melibatkan metode
seperti eksekusi di depan umum. Durkheim menganggap kasus masyarakat modern yang
absolutis tidak bertentangan dengan teorinya tentang transisi dari masyarakat mekanis ke
masyarakat organik, karena rezim absolutis di zaman modern dalam pandangan Durkheim
merupakan perkembangan yang patologis dan bukan perkembangan yang normal. Oleh
karena itu, tingginya tingkat represifitas hukuman dalam masyarakat seperti ini tidak bersifat
mendasar, melainkan merupakan fungsi dari keadaan historis tertentu. Dalam kondisi normal
perkembangan sosio-historis, masyarakat modern bersifat demokratis, dan hukumannya tidak
terlalu berat. Sebabnya, hukum dalam masyarakat organik demokratis mengatur hubungan
secara bilateral sebagai suatu kontrak antara dua pihak atau lebih, yang kesemuanya dianggap
setara di hadapan hukum. Aturan sistem hukum semacam itu juga bersifat sekuler dan
disetujui dalam kaitannya dengan hubungan batiniah. Pelanggaran apa pun merupakan
pelanggaran terhadap manusia lain dan, karena orientasinya yang bersifat duniawi, tidak
menimbulkan kemarahan yang sama seperti pelanggaran terhadap hukum agama.

Untuk tesis keduanya tentang evolusi hukuman, Durkheim sekali lagi mengandalkan
perbedaan antara masyarakat mekanis dan organik untuk berpendapat bahwa hukuman
dalam masyarakat modern biasanya merupakan perampasan kebebasan. Dengan kata lain,
dalam masyarakat organik, sistem penjara menjadi bentuk hukuman yang dominan.
Alasannya adalah bahwa penjara tidak hanya memberikan bentuk hukuman individual tetapi
juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat dan
memulihkan hubungan sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat mekanis, pemenjaraan tidak
dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena pelanggaran hukum dianggap sebagai ancaman
terhadap kolektivitas secara keseluruhan dan oleh karena itu tidak dapat menoleransi
reintegrasi apa pun.

3.6 WARISAN DURKHEIM

Seperti halnya Max Weber, pengaruh tulisan Durkheim dalam sosiologi modern begitu
besar sehingga mustahil memahami sosiologi tanpa kontribusinya. Desakan Durkheim
mengenai perlunya studi sistematis tentang masyarakat sebagai sebuah realitas yang tidak
dapat direduksi menjadi keadaan psikologis merupakan salah satu wawasan metodologisnya
yang paling signifikan. Dalam kaitannya dengan teori masyarakat, karya Durkheim
berkontribusi pada pengembangan perspektif sosiologis yang berfokus pada konstitusi
masyarakat dalam kehidupan sosial dalam istilah non-materialis yaitu tatanan moral yang
berpusat pada kekuatan integratif dari kesadaran kolektif. Dengan mempelajari kapasitas
integratif masyarakat dalam kaitannya dengan transisi dari masyarakat mekanis ke
masyarakat organik, Durkheim beralih ke studi hukum sebagai indikator moralitas yang dapat
diamati. Pilihan metodologi Durkheim jelas merupakan sebuah kebetulan bagi sosiologi
hukum karena telah memberikan pendekatan baru terhadap studi sosiologi hukum dan teori
tentang evolusi hukum. Selain itu, dalam beberapa karyanya selanjutnya, Durkheim juga
mempelajari sejarah transformasi negara, hak, dan hukuman.
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Dibatasi pada literatur sekunder yang secara eksplisit membahas manfaat dan
keterbatasan sosiologi hukum Durkheim, kritik empiris dan teoritis telah diajukan. Dalam
kaitannya dengan elemen empiris dalam sosiologi hukum Durkheim, beberapa penelitian
telah dilakukan yang menimbulkan keraguan tentang perkembangan unilinear yang
digambarkan Durkheim dari hukum represif ke hukum restitutif dan perubahan terkait dalam
hukuman (Lukes dan Scull 1983). Kelemahan empiris dalam karya Durkheim mengenai
pembagian kerja pertama kali dikemukakan oleh Robert Merton (1934), yang berpendapat
bahwa Durkheim mengandalkan data etnografi yang kurang dan tidak memberikan dasar bagi
hubungan yang ia buat antara jenis hukum dan solidaritas sosial. Merton berpendapat bahwa
penelitian dari berbagai studi lapangan telah menunjukkan bahwa masyarakat primitif, yang
ditandai dengan rendahnya tingkat pembagian kerja, memiliki hukum restitutif, yang
Durkheim peruntukkan bagi masyarakat organik. Demikian pula, masyarakat maju juga
memperlihatkan unsur-unsur penting dari kepentingan komunal yang kuat.

Sejalan dengan kritik Merton, kajian sistematis mengenai evolusi hukum telah
dilakukan oleh Richard Schwartz dan James Miller (1964) yang berimplikasi pada aspek
sosiologi hukum Durkheim. Berdasarkan informasi dari lima puluh satu masyarakat, Schwarz
dan Miller secara khusus berfokus pada tiga aspek pengembangan hukum: penasihat hukum,
yang didefinisikan sebagai penggunaan advokat yang bukan kerabat dalam penyelesaian
perselisihan; mediasi, atau penggunaan pihak ketiga yang bukan kerabat untuk melakukan
intervensi dalam penyelesaian perselisihan; dan polisi, yang dipahami sebagai angkatan
bersenjata khusus yang dibentuk untuk menegakkan hukum. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa fungsi polisi dikaitkan dengan pembangunan sosial, bertentangan dengan teori
Durkheim. Alasan kelemahan pemikiran Durkheim, menurut Schwartz dan Miller, mungkin
karena Durkheim menggunakan kriteria yang berbeda dalam mengukur sistem hukum pidana
dan non-penal. Demi eksistensi hukum yang represif, Durkheim berpendapat bahwa
organisasi yang diperlukan relatif sedikit, sedangkan hukum restitutif dikatakan hanya ada jika
sistem hakim, pengacara, dan pengadilan yang rumit telah berkembang. Jadi, menurut
Schwartz dan Miller, Durkheim memastikan pembuktian teorinya, bukan berdasarkan fakta,
namun sebagai akibat dari ambiguitas konseptual. Evolusi dari hukum represif ke hukum
restitutif tampaknya tidak berhubungan dengan pembagian kerja.

Meskipun keprihatinan metodologis dapat dikemukakan sehubungan dengan
kesimpulan kesimpulan historis berdasarkan data komparatif (Schwartz 1965; Turkel 1979;
Udy 1965), implikasi terhadap teori studi komparatif Durkheim serupa dengan teori Schwartz
dan Miller telah dibahas oleh sejumlah sarjana. . Howard Wimberley (1973), misalnya,
melakukan studi perbandingan perkembangan hukum yang menunjukkan relevansi pengaruh
kekuatan sistem otoritas masyarakat, sebuah variabel politik yang tidak dipertimbangkan
Durkheim dalam karya aslinya tentang pembagian kerja. Berdasarkan temuan tersebut,
Uprenda Baxi (1974) menyarankan bahwa karya Durkheim dapat disempurnakan. Misalnya,
Baxi menyatakan bahwa tidak adanya polisi, sebagaimana didefinisikan dan diukur dalam studi
Schwartz dan Miller, mungkin masih menyiratkan bahwa sistem penegakan hukum lain masih
ada di masyarakat yang diteliti. Penciptaan, penerapan, dan sifat otoritatif dari proses
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pengambilan keputusan itu sendiri dapat memenuhi fungsi penegakan hukum. Mengenai
adanya hukum restitutif dalam masyarakat sederhana, Baxi berpendapat bahwa Durkheim
tidak berpendapat bahwa hukum restitutif tidak ada dalam masyarakat dengan tingkat
pembagian kerja yang rendah, namun hukum tersebut mempunyai kedudukan yang lebih
rendah.

Menjawab kekhawatiran Baxi, Schwartz (1974) berpendapat bahwa studinya tentang
evolusi hukum pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menyangkal
Durkheim. Ujian sesungguhnya terhadap Durkheim harus bergantung pada formulasi teori
Durkheim yang jelas ke dalam hipotesis yang dapat diuji untuk membandingkan tingkat relatif
sanksi represif dan restitutif pada sejumlah masyarakat yang berbeda dalam tingkat
pembagian kerja. Analisis ulang yang dilakukan Schwartz berdasarkan kritik Baxi terhadap
konseptualisasi kepolisian dan penegakan hukum menghasilkan temuan yang bertentangan
dengan teori Durkheim. Sarjana lain juga berpendapat bahwa perkembangan hukum
sebenarnya merupakan kebalikan dari teori Durkheim (Sheleff 1975). Studi antropologi
menunjukkan bahwa masyarakat primitif membedakan antara hukum agama dan sekuler dan
juga menunjukkan sistem hukum yang mengandung kewajiban timbal balik. Demikian pula
analisis komparatif dan historis menunjukkan bahwa sistem hukum modern mengandung
banyak aspek represif, tidak hanya dalam bidang hukum pidana tradisional, namun juga dalam
bidang perilaku pribadi dan etika keagamaan di mana logika represif telah menyusup.

Karya Durkheim tentang evolusi hukuman juga menunjukkan hal yang sama telah
diteliti. Dalam studi sistematis terhadap empat puluh delapan masyarakat, Steven Spitzer
(1975) menemukan bahwa, bertentangan dengan teori Durkheim, intensitas hukuman
berbanding terbalik dengan kompleksitas masyarakat, meskipun absolutisme politik terlihat
berbeda dengan arah hukuman yang ditentukan Durkheim. Definisi kolektif mengenai
penyimpangan tidak hilang ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, namun, dengan
menegaskan pandangan Durkheim, pelanggaran terhadap objek kolektif akan dihukum lebih
berat. Namun asosiasi ini berlaku untuk masyarakat mekanis dan organik. Berbeda dengan
Durkheim, masyarakat sederhana cenderung akan menghukum pelanggaran individu dengan
lebih berat, sementara masyarakat organik cenderung memberikan hukuman yang lebih berat
terhadap kejahatan yang melawan kolektivitas. Yang terakhir, meskipun Durkheim dengan
tepat mengamati bahwa perampasan kebebasan dalam bentuk penjara telah menjadi bentuk
hukuman yang paling banyak diterapkan dalam masyarakat modern, ia mengabaikan bahwa
bentuk-bentuk pengucilan lain selain penjara, seperti pengusiran, adalah hal yang biasa terjadi
pada masyarakat primitif.

Dalam hal implikasi teoretisnya, studi empiris mengenai evolusi hukum dan pidana
telah menimbulkan kritik bahwa Durkheim memandang hukum dan hukuman terlalu eksklusif
sebagai cerminan sistem nilai masyarakat dan dalam kaitannya dengan kebutuhan fungsional
untuk integrasi normatif, sambil mengabaikan dimensi organisasi dari hukum dan pidana.
hukum sebagai sistem aturan yang diberlakukan oleh otoritas politik sebagai bagian dari
perangkat instrumental sistem dominasi (Cartwright dan Schwartz 1973; Spitzer 1975). Maka
menjadi penting untuk mempelajari dinamika kekuasaan yang ada dalam penciptaan dan
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penyelenggaraan sistem hukum (Calavita et al. 1991). Sehubungan dengan itu, penekanan
Durkheimian pada fungsi hukuman untuk mengekspresikan dan memperkuat solidaritas sosial
mungkin juga mendapat manfaat dari analisis yang lebih cermat terhadap sebab-sebab yang
ditentukan secara historis dan konsekuensi obyektif serta fungsi hukuman dalam berbagai
bentuknya.

Model teoritis hukum dan hukuman yang kritis terhadap beberapa argumen Durkheim
masih dapat menilai pendekatan Durkheimian karena kemampuannya menganalisis hukum
dan hukuman, bukan sebagai sejarah ide yang abstrak, namun dalam kaitannya erat dengan
karakteristik struktural masyarakat. Penafsiran yang lebih radikal, tentu saja, berargumentasi
bahwa permasalahan dalam sketsa evolusioner Durkheim pasti mempunyai “efek domino
pada karyanya secara umum” (Sheleff 1975: 19), yang membenarkan penolakan terhadap
sosiologi Durkheim atau setidaknya mengarah pada penafsiran ulang yang ekstrem. karyanya
(Pearce 1989). Dalam penerimaan kritis terhadap teori hukuman Durkheim, David Garland
(1983) membuat pengamatan yang cerdik bahwa kritik terhadap Durkheim hanya didasarkan
pada pemeriksaan empiris terhadap hipotesis yang berasal dari karyanya (yang tidak selalu
jelas terkait dengan Durkheim; lihat misalnya, Lanza-Kaduce dkk, 1979) harus tetap bersikap
sederhana mengenai implikasi teoretisnya terhadap penilaian sosiologi Durkheim. Perbedaan
tidak hanya terdapat antara konsep yang digunakan dalam karya Durkheim dan indikator yang
digunakan dalam studi empiris (Baxi 1974; Cotterrell 1977), model teoretis yang berbeda
mungkin mendasari model proposisional yang dibangun untuk memenuhi kriteria kecukupan
empiris (Gibbs 2003 ). Terlepas dari kritik terhadap tesis spesifik yang ditawarkan oleh
Durkheim, oleh karena itu, elemen pendekatan sosiologis Durkheim dapat diterapkan dalam
penelitian kontemporer, misalnya dalam pengembangan sosiologi budaya hukuman (Garland
1991b, 2006; Smith 2003) .

Sejalan dengan penekanan pada teori sebagai pendekatan, beragam penafsiran yang
berbeda dari sosiologi hukum Durkheim telah ditawarkan, seperti dalam kasus penerimaan
tulisan-tulisan Weber, mengantisipasi beberapa diferensiasi teoretis yang muncul seiring
dengan perkembangan hukum. sosiologi hukum modern. Terlebih lagi dibandingkan kasus
Weber, karya Durkheim sering kali ditinjau secara selektif, biasanya berkonsentrasi pada
bukunya mengenai pembagian kerja, namun tidak memasukkan karya-karyanya yang
kemudian mengenai hukum, hak, dan hukuman (yang tidak tersedia secara luas). , terutama
dalam terjemahan bahasa Inggris, hingga saat ini). Yang juga diabaikan adalah kontribusi dari
beberapa spesialis hukum dan profesor hukum yang terkait dengan Anne’e Sociologique dan
pengaruh mereka terhadap dan dari Durkheim (Chazel 1991; Cochez 2004; Cotterrell 2005;
Vogt 1983). Dengan mengingat kualifikasi ini, beberapa teka-teki teoretis telah diidentifikasi
dalam karya Durkheim di bidang hukum.

Di antara elemen teoritis yang paling banyak dibicarakan dalam sosiologi hukum
Durkheim adalah konseptualisasi hukum dan negara sebagai refleksi (indeks) kesadaran
kolektif, sebagai manifestasi terukur dari sistem nilai suatu masyarakat. Durkheim mengakui
bahwa negara (melalui fungsi legislatifnya) dan sistem hukum (dalam penyelenggaraan
peradilan) juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif. Namun konsepsi
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mengenai negara dan hukum ini dalam peran gandanya, reflektif dan kreatif, dalam kaitannya
dengan nilai-nilai sosial masih berada dalam ketegangan yang belum jelas dalam karya
Durkheim (Clarke 1976; Clifford-Vaughan dan Scotford-Morton 1967). Roger Cotterrell (1977)
dalam hal ini menyatakan bahwa sifat hukum yang reflektif hanya berlaku pada tipe hukum
yang represif, yang dapat mengungkapkan sifat kolektif yang kuat dari masyarakat mekanis,
namun tidak pada tipe restitutif yang khas pada masyarakat organik karena dalam hal ini
hukum bersifat reflektif. dalam masyarakat, tidak ada nilai-nilai yang dipegang secara kolektif
untuk diungkapkan. Namun interpretasi ini mengabaikan konsep Durkheim tentang sifat
reflektif hukum yang berlaku pada struktur, bukan pada isi kesadaran kolektif. Dalam
masyarakat mekanis, hukum mengungkapkan kesatuan, dan dalam masyarakat organik,
hukum mengungkapkan keberagaman. Dalam kondisi masyarakat organik, hukum tidak hanya
menjadi lebih terorganisir, namun juga memerlukan justifikasi untuk mempertahankan
legitimasi (Gould 1993).

Ketegangan konseptual dalam karya Durkheim menunjukkan dua kualitas bermasalah,
yang relevansinya akan menjadi lebih menonjol seiring dengan berkembangnya sosiologi
hukum. Pertama, Durkheim tidak menarik perbedaan yang cukup antara nilai dan norma dan
berasumsi bahwa sistem nilai menghasilkan pola normatif yang berbeda dengan cara yang
tidak bermasalah. Sehubungan dengan konsep moralitas yang tidak dapat dibedakan ini,
Durkheim memahami hukum hanya berdasarkan tingkat pengorganisasiannya yang lebih
tinggi, khususnya melalui penyelenggaraan peradilan di pengadilan. Kedua, dengan
memahami negara dan hukum sebagai cerminan sistem nilai masyarakat atau kesadaran
kolektif, Durkheim tidak selalu cukup membedakan dan menguraikan hubungan antara negara
dan sistem hukum. Terkait dengan kritik ini, beberapa pakar berpendapat bahwa Durkheim
mengabaikan dimensi kekuasaan dalam penciptaan sistem hukum, terutama dalam
masyarakat yang dicirikan oleh perkembangan negara yang kuat (Lukes dan Scull 1983; Spitzer
1985). Namun, pihak lain menentang penilaian negatif ini karena didasarkan pada teori yang
bukan teori Durkheim, melainkan teori yang berasal dari tradisi teori konflik yang, seperti akan
dibahas di Bab 6, berasal dari Marx. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap
sosiologi hukum Durkheim, khususnya berdasarkan pandangannya mengenai fungsi
pengaturan kelompok profesional (Cotterrell 1999; Didry 2000). Maksud dasar karya
Durkheim mengenai pembagian kerja bukanlah untuk membangun sosiologi hukum,
melainkan untuk membangun teori integrasi yang lebih luas, yang bertentangan dengan Marx,
yang menyiratkan bahwa yang dimaksud bukanlah tatanan ekonomi melainkan tatanan
kolektif. kesadaran yang menyertai pembangunan ekonomi yang menentukan derajat kohesi
masyarakat. Dalam kasus masyarakat organik, Durkheim berpendapat, integrasi tidak selalu
tercapai karena kondisi anomic yang lemah atau tidak memadainya regulasi. Oleh karena itu,
lembaga perantara, khususnya kelompok profesional, harus ditempatkan di antara negara dan
individu untuk menjamin regulasi yang memadai. Durkheim sangat menyadari bahwa negara
bisa menjadi regulator yang kurang efisien dan bahwa undang-undang yang dibuat oleh
negara tidak selalu berfungsi untuk menjaga solidaritas sosial, oleh karena itu ia menyarankan
untuk mengalihkan kekuasaan regulasi yang diperlukan kepada kelompok profesional.
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Persoalan apakah hukum harus dipandang erat kaitannya dengan sistem politik pada
dasarnya bukan merupakan persoalan empiris, namun merupakan persoalan teoretis, yang
telah menjadi perhatian sosiologi hukum sepanjang perkembangannya seiring dengan
berkembangnya aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda. Jika kita mencermati karya
Durkheim dalam konteksnya sendiri, penting untuk dicatat bahwa tujuan utama sosiologi
hukum Durkheim adalah untuk menunjukkan bahwa struktur masyarakat mempunyai
pengaruh terhadap bentuk dan substansi hukum. Kajian Durkheim tentang hukum pada
dasarnya tidak dimaksudkan untuk membangun perspektif evolusioner mengenai perubahan
hukum dari waktu ke waktu, namun untuk mengatur karakteristik empiris hukum dalam
perspektif teoritis masyarakat (Cotterrell 1977, 1991). Tujuan teoretis dari karya Durkheim
berfungsi untuk mengatur manifestasi empiris hukum. Dalam hal ini, dapat juga dikemukakan
bahwa tujuan teoretis Durkheim terutama berkaitan dengan kondisi sosial dan perubahan
yang terjadi dalam masyarakat (organik) pada zamannya. Oleh karena itu, teorinya tidak dapat
dipahami sebagai teori perkembangan hukum di semua masyarakat (Turkel 1979).
Konsekuensinya, mungkin lebih tepat untuk memahami konsep Durkheim tentang masyarakat
mekanis dan organik serta gagasan pendampingnya mengenai hukum represif dan restitutif,
bukan sebagai kategori tipologi masyarakat dan hukum, namun sebagai tipe ideal yang dapat
berfungsi sebagai perangkat heuristik untuk membingkai perkembangan sejarah dan analisis
komparatif (Merton 1934).

Akhirnya, perlu dicatat bahwa bahkan para sarjana yang sangat kritis terhadap
beberapa kontribusi Durkheim terhadap sosiologi hukum mengakui bahwa karyanya memiliki
nilai yang sangat penting dalam potensi analitisnya untuk menghubungkan hukum sebagai
fakta sosial dengan fakta di luar hukum. dimensi organisasi masyarakat. Posisi analitis hukum
dalam masyarakat merupakan komponen paling mendasar dari sosiologi hukum mana pun.
Dengan mengadopsi perspektif analitis seperti itu, karya Durkheim juga menghasilkan banyak
temuan yang kontra-intuitif mengingat pemahaman hukum dan kebijaksanaan akal sehat
mengenai hakikat hukum. Meskipun jelas bahwa Durkheim memandang hukum sebagai
ekspresi dari struktur moralitas dan secara umum mengabaikan potensi politisasi sebagai
instrumen kekuasaan (Cotterrell 1999), namun pemahaman Durkheim akan terlalu berat
sebelah jika kita menyimpulkan bahwa dia tidak memperhatikan kekuasaan dan konflik. Yang
paling patut diperhatikan adalah konsepsi Durkheim tentang anomie dan perspektifnya
mengenai peran kelompok profesional, yang berkaitan erat dengan studinya tentang integrasi
sosial dan hukum.

3.7 KESIMPULAN

Sosiologi Emile Durkheim merupakan landasan sosiologi dengan cara yang setara
dengan karya Max Weber. Orientasi metodologis Durkheim membuka jalan bagi
pengembangan sosiologi struktural yang terlibat dalam analisis kausal dan fungsional dan
mengarah pada pembatasan studi sosiologi masyarakat sebagai aktivitas unik yang tidak dapat
direduksi menjadi kegiatan akademis lainnya. Demikian pula, perspektifnya tentang
masyarakat sebagai tatanan sosial moral dengan fungsi integratif telah menjadi sumber
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inspirasi (dan kritik) yang penting di kalangan sosiolog modern. Meskipun kajian hukum dalam
karya Durkheim sama pentingnya dengan kajian Weber (Schluchter 2003), karya Durkheim
secara umum kurang mendapat perhatian dalam sosiologi hukum modern dibandingkan karya
Weber. Penerimaan yang berbeda ini berkaitan dengan fakta bahwa Weber lebih konsisten
dan ahli terlibat dalam studi hukum, terutama karena latar belakang teknisnya di bidang
hukum, dibandingkan Durkheim yang menganggap kontur studi sosiologis masyarakat lebih
penting. Selain itu, penekanan Durkheimian pada kapasitas integratif hukum belum diterima
dengan baik dalam sosiologi modern terutama selama dekade ketika sosiologi hukum menjadi
lebih terlembagakan seperti halnya perspektif rasionalisasi multidimensi Weber. Namun,
sangat mengejutkan bahwa program teoritis Durkheim tampaknya telah mempengaruhi dan
menstimulasi lebih banyak studi empiris dibandingkan karya Weber.

Seperti yang akan ditunjukkan pada bab-bab selanjutnya, Durkheim dan Weber adalah
yang terbaik dua pengaruh mendasar utama pada berbagai aliran pemikiran yang berbeda.
Untuk mengantisipasi teka-teki teoretis ini dan implikasi substantifnya, akan berguna jika kita
menyimpulkan bagian ini dengan tinjauan komparatif singkat terhadap kontribusi Weber dan
Durkheim. Pada tingkat metodologis, Weber menganjurkan sosiologi interpretatif yang
terlibat dalam mengungkap motivasi yang mendorong tindakan sosial, sedangkan Durkheim
menganjurkan analisis fakta sosial pada tingkat struktural dalam kaitannya dengan analisis
kausal dan fungsional. Menganalisis struktur dasar dan proses masyarakat, Weber
mengembangkan teori multidimensi yang berfokus pada interaksi antara campuran kekuatan
politik, ekonomi, budaya, dan kekuatan masyarakat lainnya, sedangkan Durkheim membela
teori sosiologis yang mengutamakan pengaruh budaya dan konsep material. kondisi sebagai
faktor yang diperlukan namun tidak cukup. Model sosiologis yang berbeda ini membuat
Weber menekankan proses rasionalisasi berdasarkan standar efisiensi, sementara Durkheim
mengutamakan sifat kesadaran kolektif yang semakin individualis. Oleh karena itu, Weber
memahami hukum dalam kaitannya dengan proses rasionalisasinya, khususnya semakin
bergantungnya hukum modern pada prosedur, sedangkan Durkheim terutama berfokus pada
kapasitas integratif hukum dalam kaitannya dengan perubahan sistem nilai masyarakat.
Seperti yang akan diungkapkan dalam bab-bab selanjutnya, dengan merinci tujuan dan
metode penyelidikan sosiologi, Weber dan Durkheim telah memberikan wawasan teoretis,
metodologis, dan substantif paling mendasar mengenai masyarakat yang masih menjadi
perhatian dalam sosiologi, termasuk sosiologi hukum. sampai hari ini. Namun yang luar biasa
adalah bahwa garis kemajuan intelektual dari sosiologi hukum klasik ke sosiologi hukum
modern tidak bersifat langsung, melainkan berjalan melalui perkembangan yang terjadi dari
dalam hukum.
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BAGIAN Il Perkembangan dan variasi sosiologi hukum

BAB 4
PERGERAKAN TEORITIS MENUJU STUDI SOSIOLOGIS HUKUM

Sosiologi klasik telah membekali disiplin ilmu kita dengan berbagai alat analisis yang
masih berguna hingga saat ini. Namun, peran para pendiri sosiologi dalam pengembangan
sosiologi hukum yang independen masih bersifat ambivalen. Ironisnya, kualifikasi ini paling
tidak berlaku pada tulisan-tulisan Marx, yang karyanya sangat berpengaruh dalam sosiologi
hukum meskipun ia mengabaikan studi hukum. Kasus Weber lebih rumit. Penelusuran Weber
mengenai hukum begitu rinci dan kaya dari sudut pandang teknis sehingga mungkin secara
tidak sengaja menghalangi pemahaman sosiologis yang tepat dan penerimaan yang memadai
oleh sosiolog generasi selanjutnya. Dalam kasus Durkheim, hukum pada awal karyanya
merupakan sebuah kepentingan sentral namun terutama bersifat metodologis yang muncul
kembali hanya sebentar-sebentar dalam karyanya selanjutnya. Permasalahan sentral
sosiologis hukum, seperti bentuk hukum dalam kondisi rasionalisasi yang semakin meningkat
dan kapasitas integratif hukum dalam konteks meningkatnya individualisme, selalu hadir
dalam karya-karya Weber dan Durkheim, sehingga tidak selalu dibahas. tersendiri dalam
bentuk bidang spesialisasi yang ditetapkan dengan jelas. Selain itu, peminatan subbidang
dalam sosiologi merupakan perkembangan yang berbeda dengan sosiologi modern.

Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak selalu adanya batasan yang jelas mengenai
perlakuan terhadap hukum dalam pemikiran klasik sehingga sosiologi modern secara
bertahap mampu menyatakan minatnya yang besar terhadap studi hukum. Namun yang lebih
penting lagi, perkembangan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu diperlambat oleh
monopoli studi hukum dalam bidang keilmuan hukum dan perkembangan, terlepas dari
sosiologi, pemikiran hukum seiring dengan perkembangan profesi tersebut. Sampai saat ini,
masih terdapat perjuangan untuk menjadikan sosiologi hukum diterima sebagai suatu bidang
yang berbeda dan valid oleh para sarjana hukum dan profesional hukum lainnya. Simbol dari
kesalahpahaman ini adalah pembatasan hukum sebagai keseluruhan norma hukum dan kajian
sistematiknya demi konsistensi dan, dengan demikian, ketidakmampuan untuk mengakui
hukum sebagai persoalan sosial yang harus dikaji secara sosiologis. Ironisnya namun
merupakan sebuah realitas yang konsekuensial dalam kajian sosiologi hukum bahwa
perkembangannya terhambat oleh perlawanan keras kepala dari kekuatan-kekuatan yang
datang dari dalam pokok bahasannya.

Perkembangan pemikiran sosiologi di satu sisi dan monopoli pemikiran hukum oleh
profesi hukum di sisi lain merupakan kekuatan esensial yang secara analitis dapat digunakan
untuk membingkai pematangan sosiologi hukum sebagai suatu spesialisasi yang terlembaga.
Mengingat beberapa kesulitan yang dihadapi pelembagaan sosiologi hukum pada paruh
kedua abad kedua puluh, sungguh luar biasa bahwa pada tahun-tahun sebelum dan segera
setelah Perang Dunia Il, prospek sosiologi hukum tidaklah buruk. Paruh pertama abad ke-20
sebenarnya merupakan masa produktif dalam perkembangan sosiologi hukum. Yang patut
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diperhatikan secara khusus adalah tulisan beberapa sarjana hukum dan sosiolog hukum yang
berpikiran sosiologis, khususnya Leon Petrazycki dan para sarjana yang berasal dari ajarannya,
Nicholas Timasheff, Georges Gurvitch, dan Pitirim Sorokin, serta sarjana Eropa lainnya, seperti
Eugen. Ehrlich dan Theodor Geiger. Orientasi ilmiah dan sosiologis terhadap hukum dalam
karya-karya para sarjana ini, akan ditunjukkan, memberikan jembatan intelektual yang
penting antara sosiologi hukum klasik dan modern.

4.1 DARI YURISPRUDENSI ILMIAH HINGGA SOSIOLOGI HUKUM

Di antara pelopor sosiologi hukum modern di Eropa, sarjana hukum Leon Petrazycki
(1867—1931) menonjol karena ambisi ilmiah dan sifat sistematis pemikirannya serta pengaruh
mendasar karyanya terhadap sejumlah sarjana di kemudian hari. dalam sosiologi hukum. Lahir
di keluarga kaya keturunan Polandia, Petrazycki tumbuh di wilayah Rusia yang telah dianeksasi
dari Polandia. la lulus dari sekolah hukum di Kiev, Rusia, dan menghabiskan beberapa tahun
untuk mendapatkan beasiswa di Berlin, Jerman, di mana ia telah menulis sebagian besar teori
hukumnya yang kemudian dikembangkan secara lebih rumit. Pada tahun 1898, Petrazycki
menjadi profesor filsafat hukum di St. Petersburg, Rusia, dan juga menjabat sebagai anggota
badan legislatif dan Mahkamah Agung ketika Rusia mengalami masa demokrasi yang singkat.
Setelah Revolusi Bolshevik, dia meninggalkan Rusia dan pergi ke Warsawa, di mana dia
menduduki kursi pertama sosiologi.

Petrazycki tidak seperti sarjana Eropa lainnya pada masa itu yang terlibat dalam
sistematisasi teori hukum ilmiah, lebih khusus lagi teori hukum psikologis-realistis. Dengan
demikian, Perazycki juga akan berkontribusi, terutama melalui karya beberapa muridnya,
terhadap pengembangan tradisi sosiologis yang lebih jelas. Teori Perazycki berangkat dari
premis dasar bahwa teori hukum perlu didasarkan pada perspektif normatif atau realistis.
Menurut Petrazycki ([1905-1907] 1955: 9), teori normatif tentang norma selalu merupakan
teori cita-cita, tentang “fantasi” atau “hantu”, dan karena itu tidak bisa bersifat ilmiah. Dengan
menggunakan perspektif realistis, Petrazycki menganggap realitas hukum dapat ditemukan
dalam pengalaman faktual hukum yang dilakukan manusia. Fenomena hukum, yang dianggap
demikian, adalah “proses psikis” (1955: 8). Proses psikis atau mental meliputi kategori
kemauan aktif, kognisi pasif, emosi pasif, dan impuls bilateral. Impuls bersifat bilateral karena
merujuk pada pengalaman pasif terhadap sesuatu yang ditanggapi secara aktif oleh suatu
dorongan. Impuls mendorong perilaku, terutama jika impuls tersebut kuat. Kebanyakan
impuls dalam kehidupan sehari-hari relatif lemah dan tidak disadari, namun kondisi seperti
penangkal impuls dan provokasinya akan memperkuat impuls tersebut.

Beberapa impuls, seperti rasa lapar dan takut, mengarah pada jenis perilaku tertentu,
sedangkan impuls lainnya, seperti perintah, dapat menghasilkan jenis perilaku berbeda
tergantung pada isinya. Di antara jenis yang terakhir ini, dorongan atas kewajiban sangat
relevan dengan teori hukum Petrazycki. Dorongan untuk melakukan tugas terjadi sebagai
respons terhadap gagasan perilaku yang dievaluasi secara normatif. Gagasan tersebut
mungkin merujuk pada sesuatu yang dinilai salah dan dengan demikian mengarah pada
pengalaman kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, atau mungkin merujuk pada sesuatu
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yang benar, sehingga menciptakan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan itu. Kategori
terakhir, yang terdiri dari apa yang disebut impuls etis, membentuk hakikat realitas hukum.
Dorongan etis bisa ada dua macam, tergantung apakah kewajiban yang dialami sesuai dengan
hak orang lain atau tidak. Moralitas mengacu pada dorongan etis yang tidak dapat disamakan
dengan hak orang lain, sedangkan hukum didefinisikan sebagai keseluruhan dorongan etis
yang dengannya kewajiban seseorang sejalan dengan hak orang lain. Karena menyangkut hak-
hak orang lain, dorongan hukum lebih kuat daripada dorongan moral. Agar efektif, dorongan
hukum perlu didefinisikan dengan jelas dan ditafsirkan secara seragam. Fungsi yang pertama
diperuntukkan bagi badan legislatif dalam suatu masyarakat, baik itu badan legislatif (di
tingkat negara bagian), adat istiadat hukum, preseden, atau pengambilan keputusan dalam
kelompok kecil seperti yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan teman-teman. Penafsiran
hukum adalah fungsi utama para sarjana hukum dan peradilan.

Eksplisitnya suatu dorongan hukum dapat dirumuskan dengan sangat tajam melalui
suatu tindakan pembuatan undang-undang, seperti pemberlakuan undang-undang dengan
undang-undang atau keputusan di pengadilan. Petrazycki mengacu pada seluruh dorongan
hukum yang didasarkan pada gambaran fakta pembuatan undang-undang, di tingkat negara
atau subbagian masyarakat lainnya, sebagai hukum positif. Sebaliknya, hukum intuitif
mengacu pada impuls yang dianggap mengikat bahkan tanpa gambaran fakta pembuatan
undang-undang. Dalam kategori hukum positif, Petrazycki memberikan perhatian khusus pada
impuls-impuls yang mencakup gambaran pembuatan undang-undang yang secara resmi
dilindungi dan ditegakkan oleh pejabat negara. Disebut sebagai hukum positif resmi, kategori
dorongan hukum ini lebih seragam di seluruh masyarakat, sedangkan hukum intuitif individu
dan subkelompok sosial mungkin sangat berbeda satu sama lain dan, lebih jauh lagi, berbeda
dari hukum positif resmi. Kesenjangan antara hukum intuitif dan hukum positif resmi
merupakan salah satu permasalahan inti yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat.
Ketika masyarakat menganggap hukum intuitif sangat berbeda dengan hukum positif yang
disetujui secara resmi, mereka menganggap tatanan hukum dan sosial sebagai sesuatu yang
tidak adil. Kelompok-kelompok dalam masyarakat mungkin mencoba mengubah hukum
positif agar sesuai dengan perasaan hukum intuitif mereka. Ketika kelompok-kelompok kuat
lainnya menolak perubahan apa pun terhadap hukum positif, kekuatan hukum intuitif di pihak
kelompok-kelompok yang terpinggirkan mungkin akan tumbuh hingga pada titik di mana
revolusi dapat terjadi.

Menurut Petrazycki, dorongan hukum mempunyai konsekuensi penting dan
menjalankan fungsi penting dalam masyarakat. Dorongan hukum menghasilkan
pengorganisasian kekuasaan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat serta koordinasi
tindakan yang sesuai. Terutama ketika impuls menjadi seragam, sistem perilaku politik dan
ekonomi yang terkoordinasi akan terwujud. Proses ini menyebabkan munculnya negara
sebagai struktur politik dominan berdasarkan konsentrasi impuls kekuasaan tertinggi, di satu
sisi, dan pasar sebagai bentuk ekonomi dominan berdasarkan kontrak yang mengikat, di sisi
lain. Landasan psikologis pengorganisasian kekuasaan dan distribusi kekayaan yang dihasilkan
oleh hukum positif merupakan inti teori Petrazycki.
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Dorongan hukum juga merupakan sumber penting perubahan sosial. Secara umum,
Petrazycki mengadopsi kerangka evolusioner yang meningkatkan kompleksitas. Hukum
intuitif pertama kali berkembang dalam masyarakat sederhana sebagai respons psikologis
terhadap perilaku yang merugikan atau berguna bagi kelompok. Karena adanya kebutuhan
untuk meningkatkan keseragaman di antara dorongan-dorongan ini, hukum intuitif menjadi
semakin didasarkan pada fakta-fakta pembuat hukum, sehingga menciptakan hukum positif.
Penetapan hukum positif pada gilirannya menghasilkan dorongan-dorongan hukum baru yang
dapat ditransformasikan pada tataran intuitif. Para pembuat undang-undang mempunyai
peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perubahan sosial dengan secara sengaja
mengarahkan dorongan-dorongan yang ada. Fungsi rekayasa sosial atau kebijakan hukum ini,
yang harus dipahami dalam arti psikologis untuk membawa perubahan sikap, dianggap
penting oleh Perazycki dalam hukum. Tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah hidup
berdampingan secara damai, atau apa yang disebut Petrazycki sebagai “cinta rasional yang
aktif”, sedangkan tujuan lainnya, seperti pencegahan kejahatan dan pertumbuhan ekonomi,
merupakan tujuan sekunder. Untuk mencapai tujuan ini, pembuat undang-undang harus
memiliki bukti ilmiah mengenai dampak kegiatan pembuatan undang-undang terhadap
pikiran manusia. Para pembuat undang-undang harus mengandalkan masukan dari para
ilmuwan untuk menentukan dampak ini. Jika para ahli tidak setuju, uji eksperimental dapat
dilakukan. Mengubah sikap masyarakat melalui hukum, kebijakan hukum pada akhirnya
mempunyai tujuan pendidikan yang penting.

Karya Petrazycki mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan teoritis
terhadap kajian sosiologi hukum, terutama sebagai hasil dari pengajaran awalnya di
Universitas St. Petersburg, di mana terbentuklah apa yang disebut “sekolah Petrazycki”, yang
terdiri dari , terutama, Nicholas Timasheff, Georges Gurvitch, dan Pitirim Sorokin. Apa yang
unik dari gerakan menuju sosiologi hukum ini adalah perhatian eksplisit yang diberikan para
mahasiswa Petrazycki terhadap hukum dan, pada saat yang sama, cara mereka bergerak
menuju perlakuan sosiologis yang lebih jelas, jauh dari teori psikologi Petrazycki. Namun
peralihan ke sosiologi ini harus dibayar mahal, karena hal ini juga mengakibatkan, khususnya
dalam karya Sorokin, perpindahan dari studi hukum atau, setidaknya, dari upaya sistematis
untuk mengembangkan sosiologi hukum. Selain itu, aliran Perazycki menghilang baik secara
geografis maupun institusional dan tidak memiliki kohesi yang diperlukan untuk membangun
tradisi yang langgeng. Tinjauan terhadap gagasan-gagasan pokok aliran Perazycki akan
memunculkan beberapa aspek penting dari kontribusinya terhadap sosiologi hukum.

Nicholas Timasheff (1886—1970) mengikuti jejak gurunya. Petrazycki dengan
meninggalkan negara asalnya, Rusia, pada tahun 1921, beberapa tahun setelah Revolusi
Bolshevik. Timasheff kemudian bekerja di Jerman, Cekoslowakia, dan Prancis, sebelum
menetap di Amerika Serikat pada tahun 1936, di mana ia mengajar di Harvard selama
beberapa tahun dan kemudian pindah ke Universitas Fordham di New York. Seperti
mentornya di Universitas St. Petersburg, Timasheff terutama tertarik untuk mengembangkan
teori hukum yang realistis, namun teori tersebut secara khusus berkaitan dengan dimensi
sosial hukum. Timasheff mengartikan sosiologi hukum, dalam kaitannya dengan yurisprudensi
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sebagai ilmu yang mempelajari norma-norma hukum, sebagai ilmu yang mempelajari tingkah
laku manusia dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh norma-norma hukum dan pada
gilirannya mempengaruhi norma-norma hukum tersebut. Sosiologi hukum secara nomografis
berorientasi pada penemuan hukum-hukum kausalitas mengenai hubungan ganda antara
norma dan perilaku normatif, sedangkan yurisprudensi adalah ilmu ideografik yang
berorientasi pada saling ketergantungan logis norma-norma hukum. Sosiologi dan
yurisprudensi dengan demikian merupakan disiplin ilmu yang saling melengkapi namun
terpisah. Filsafat hukum, yang dipahami sebagai studi evaluatif tentang tujuan akhir hukum,
bukanlah disiplin ilmu ketiga setelah yurisprudensi dan sosiologi, karena menurut Timasheff,
filsafat hukum tidak bisa bersifat ilmiah.

Nicholas Timasheff (1886—1970) mengikuti jejak gurunya Petrazycki dengan
meninggalkan negara asalnya, Rusia, pada tahun 1921, beberapa tahun setelah Revolusi
Bolshevik. Timasheff kemudian bekerja di Jerman, Cekoslowakia, dan Prancis, sebelum
menetap di Amerika Serikat pada tahun 1936, di mana dia mengajar di Harvard selama
beberapa tahun dan kemudian pindah ke Universitas Fordham di New York. Seperti
mentornya di Universitas St. Petersburg, Timasheff terutama tertarik untuk mengembangkan
teori hukum yang realistis, namun teori tersebut secara khusus berkaitan dengan dimensi
sosial hukum. Timasheff mengartikan sosiologi hukum, dalam kaitannya dengan yurisprudensi
sebagai ilmu yang mempelajari norma-norma hukum, sebagai ilmu yang mempelajari tingkah
laku manusia dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh norma-norma hukum dan pada
gilirannya mempengaruhi norma-norma hukum tersebut. Sosiologi hukum secara nomografis
berorientasi pada penemuan hukum-hukum kausalitas mengenai hubungan ganda antara
norma dan perilaku normatif, sedangkan vyurisprudensi adalah ilmu ideografik yang
berorientasi pada saling ketergantungan logis norma-norma hukum. Sosiologi dan
yurisprudensi dengan demikian merupakan disiplin ilmu yang saling melengkapi namun
terpisah. Filsafat hukum, yang dipahami sebagai studi evaluatif tentang tujuan akhir hukum,
bukanlah disiplin ilmu ketiga setelah yurisprudensi dan sosiologi, karena menurut Timasheff,
filsafat hukum tidak bisa bersifat ilmiah.

Timasheff memandang hukum sebagai fenomena sosial berdasarkan teori koordinasi
sosial sebagai hasil pengakuan atau pemaksaan pola perilaku yang stabil oleh anggota
masyarakat. Timasheff membedakan empat bentuk koordinasi. Jenis koordinasi etis dan non-
etis didasarkan pada norma-norma yang masing-masing disetujui dan tidak disetujui oleh
anggota masyarakat. Bentuk koordinasi imperatif dan non-imperatif mengacu pada koordinasi
yang masing-masing didasarkan pada norma-norma yang diberlakukan oleh otoritas terpusat
dan norma-norma yang tidak dipaksakan tetapi berasal dari pengaruh timbal balik di antara
anggota masyarakat. Berdasarkan klasifikasi ini, Timasheff menyusun tipologi jenis koordinasi:
koordinasi non-imperatif non-etika, koordinasi non-imperatif etis, koordinasi imperatif non-
etika, dan koordinasi imperatif etis. Tipe pertama adalah murni teoritis dan tidak dapat
ditemukan di masyarakat manapun yang ada. Yang kedua, tipe etis murni diciptakan oleh adat
dan moral. Yang ketiga, jenis koordinasi yang murni bersifat imperatif, diciptakan oleh
pemerintahan yang lalim, dimana peraturan dan keputusan diumumkan tanpa adanya
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persetujuan dari kelompok. Tipe keempat adalah yang paling penting, karena koordinasi etis-
imperatif diciptakan oleh hukum untuk menggabungkan keyakinan kelompok dan aktivitas
kekuasaan yang terpusat. Hukum bagi Timasheff dengan demikian merupakan fenomena
budaya yang terbentuk pada bagian etika dan kekuasaan yang saling tumpang tindih.

Perspektif teoretis Timasheff mengenai sosiologi hukum berlanjut dengan membahas
etika dan kekuasaan sebagai dua jenis koordinasi tindakan yang utama sebelum menganalisis
hukum pada titik temu keduanya. Timasheff memandang etika dan kekuasaan sebagai
kekuatan sosial yang berkontribusi terhadap tatanan sosial seperti halnya hukum. Ketiga
bidang kelembagaan tersebut ditinjau dari segi cara mereka berkontribusi terhadap
penciptaan keseragaman sosial dalam perilaku di tingkat masyarakat. Berpisah dari teori
psikologi Petrazycki, Timasheff berfokus pada tingkat sosial dari kecenderungan perilaku atau
kebiasaan yang terstandarisasi yang sesuai dengan etika, kekuasaan, dan hukum. Dalam hal
hukum, Timasheff berargumentasi bahwa peraturan hukum berkontribusi pada
keseimbangan tatanan sosial dengan diakui dan dipatuhi oleh anggota masyarakat sekaligus
diakui dan didukung oleh penguasa dengan otoritas terpusat. Perilaku yang tidak sesuai
dengan ekspektasi hukum berada di luar tatanan sosial: menurut definisi, perilaku
terkoordinasi adalah perilaku normal. Norma yang tidak diakui oleh negara bukanlah hukum
melainkan merupakan bagian dari adat dan moralitas. Oleh karena itu, melalui hukum,
keyakinan kelompok dan aktivitas pusat kekuasaan digabungkan untuk menjamin
terwujudnya pola perilaku yang stabil.

Fungsi utama dan konsekuensi hukum yang dapat diamati, menurut Timasheff, adalah
untuk menjamin keseimbangan melalui produksi perilaku sosial yang seragam dan sesuai
untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan organisasi dalam masyarakat. Bagi Timasheff,
fungsi dan konsekuensi sebenarnya dari hukum pada prinsipnya tumpang tindih:
“kemenangan hukum adalah aturannya” (Timasheff 1937: 226). “Apa kekuatan hukumnya?”
dengan demikian menjadi pertanyaan sentral dalam sosiologi hukum Timasheff, dan
jawabannya terletak pada penegakan hukum secara simultan oleh kekuasaan pusat dan
validitasnya di antara anggota masyarakat (1937: 226). Berpadunya etika dan kekuasaan
dalam hukum, menurut Timasheff, bukanlah persoalan premis atau asumsi, namun
merupakan fakta kehidupan yang dapat diamati. Oleh karena itu, masyarakat primitif tidak
memiliki hukum karena mereka hanya dipandu oleh norma-norma etika sosial. Transformasi
bertahap dari bentuk koordinasi primitif ke bentuk modern, yaitu perkembangan hukum,
terutama dipengaruhi oleh perubahan aktivitas kekuatan-kekuatan kekuasaan sebagai faktor
pembeda. Pusat-pusat kekuasaan yang aktif mulai melakukan intervensi dalam penyelesaian
perselisihan seputar norma-norma sosial dan lambat laun peran penegakan hukum ini
menjadi fungsi kekuasaan yang permanen. Pada tahap ini, undang-undang pertama kali
diciptakan, yang kemudian membedakan jenis-jenis hukum selanjutnya ketika aturan-aturan
hukum baru diumumkan secara eksplisit melalui pembuatan undang-undang. Apabila hanya
ada pengakuan di kalangan anggota suatu masyarakat mengenai aturan etika, maka negara
dapat memberikan sanksi kepada mereka untuk membentuk hukum adat. Jika negara
memberikan sanksi terhadap undang-undang yang secara eksplisit dibuat oleh struktur
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kekuasaan selain negara itu sendiri, maka terdapat hukum otonom. Dan terakhir, jika negara
juga menciptakan hukum melalui peraturan perundang-undangan selain penegakan hukum
dan jenis hukum lainnya, maka ada hukum negara. Meski menurut Timasheff, ada tren sejarah
yang bisa diamati, mulai dari hukum adat hingga hukum otonom dan negara, ketiga jenis
tersebut tetap hidup berdampingan dalam masyarakat modern. Terlebih lagi, dalam
masyarakat modern, tatanan hukum cenderung sangat mirip satu sama lain karena kesamaan
kondisi yang mempengaruhi dan sebagai akibat dari proses peniruan dimana satu sistem
hukum digunakan sebagai model bagi sistem hukum lainnya.

Georges Gurvitch (1894-1965) adalah seorang sarjana kelahiran Rusia yang
menempuh pendidikan di Universitas St. Petersburg yang, seperti mentor spiritualnya
Petrazycki, meninggalkan tanah kelahirannya setelah pengambilalihan komunis oleh kaum
Bolshevik. Pada tahun 1920, Gurvitch pindah ke Praha, di mana dia tinggal selama lima tahun,
setelah itu dia menetap secara permanen di Prancis, hanya disela oleh Perang Dunia Il ketika
dia mengajar di New School for Social Research di Amerika Serikat. Seperti Timasheff, Gurvitch
mengadopsi prinsip-prinsip gagasan dasar hukum Petrazycki yang dialihkan dari tingkat
psikologi individu ke tingkat sosiologi masyarakat.

Yang paling penting, Gurvitch mengembangkan perspektif dialektis tentang hukum
yang mengarah pada klasifikasi kompleks berbagai jenis hukum tergantung pada berbagai
tingkat realitas sosial dan jenis analisis sosiologis yang sesuai. Gurvitch mendefinisikan hukum
dalam istilah obyektivis sebagai keseluruhan norma hukum yang secara faktual diwujudkan
dalam konteks sosial tertentu. Lebih khusus lagi, norma hukum adalah fakta normatif yang
berupaya mewujudkan gagasan keadilan tertentu “melalui regulasi atributif-imperatif
multilateral yang didasarkan pada hubungan yang ditentukan antara tuntutan dan kewajiban”
(Gurvitch 1942: 59). Sosiologi hukum didefinisikan sebagai studi tentang realitas sosial hukum
secara utuh, termasuk simbol-simbol hukum yang diwujudkan dalam peraturan, nilai-nilai
yang terkait dengan hukum, dan keyakinan serta intuisi kolektif yang berhubungan dengan
nilai-nilai tersebut.

Perspektif Gurvitch mengenai dimensi sosial hukum berkaitan dengan konsepsinya
mengenai realitas sosial yang terdiri dari berbagai bidang atau tingkat analisis yang mendalam.
Tingkat organisasi sosial yang tertinggi adalah tingkat morfologi ciri fisik benda dan lembaga.
Tingkat terdalam dari realitas sosial, yang paling diperhatikan Gurvitch, terdiri dari mentalitas
kolektif atau semangat kemanusiaan suatu masyarakat. Sebagai pertimbangan analitis akhir
dalam perspektif Gurvitch, dibangun suatu tipologi dari tiga permasalahan dalam sosiologi
hukum. Pertama, sebagai materi sosiologi sistematik atau mikro-sosiologi, hukum dikaji
sebagai fungsi dari bentuk-bentuk sosialitas dan tingkat-tingkat realitas. Kedua, sosiologi
diferensial atau tipologis mencakup studi tentang tipologi hukum kelompok dan masyarakat
tertentu. Dan yang ketiga dan terakhir, dari sudut pandang sosiologi genetika atau
makrososiologi, hukum dipelajari dari segi pola-pola perubahan dan perkembangannya dalam
suatu masyarakat.

Setelah menawarkan tinjauan panjang mengenai pendahulu sejarah sosiologi hukum,
Gurvitch melanjutkan dalam karyanya Sosiologi Hukum untuk menawarkan klasifikasi dan
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diferensiasi hukum yang semakin kompleks dari tiga sudut pandang sosiologi sistematis,
tipologis, dan genetik. Dengan hanya menggambarkan unsur-unsur paling mendasar dari
perspektif ini, analisis mikro-sosiologis mempelajari berbagai jenis hukum sebagai fungsi dari
berbagai bentuk sosialitas dan sebagai fungsi dari berbagai lapisan kedalaman dalam setiap
bentuk sosialitas. Bentuk sosialitas dapat bersifat spontan atau terorganisir. Dalam tipe
spontan, sosialitas dapat terjadi melalui saling ketergantungan sederhana (antara Aku dan
Yang Lain) atau melalui interpenetrasi atau peleburan (ke dalam Kami). Penggabungan dalam
bentuk terakhir bisa lemah, kuat atau lengkap. Sejalan dengan itu, bentuk-bentuk sosialitas
dibedakan menjadi massa, komunitas, dan persekutuan. Jenis-jenis sosialitas yang didasarkan
pada saling ketergantungan sederhana dibagi lagi menurut intensitas derajat pemulihan
hubungan, pemisahan, atau kombinasi keduanya.

Gurvitch sampai pada klasifikasi pertama jenis-jenis hukum berdasarkan kontras
antara sosialitas melalui saling ketergantungan dan sosialitas melalui interpenetrasi. Dalam
sosialitas tipe We, hukum sosial didasarkan pada kepercayaan. Mulai dari massa di komunitas
hingga persekutuan, hukum sosial meningkat validitasnya dan menurunkan tingkat kekerasan
dalam penegakannya. Dalam bentuk sosialitas I-Other, hukum individu atau antar individu
didasarkan pada ketidakpercayaan, yang biasanya muncul dalam bentuk gabungan pemisahan
dan pemulihan hubungan, seperti dalam hukum kontraktual. Pengklasifikasian Gurvitch tidak
berhenti di sini karena ia juga mempertimbangkan setiap jenis hukum pada berbagai tingkat
kedalaman tergantung pada tingkat pengorganisasiannya, yang pada akhirnya melibatkan
konstruksi ideal dari 162 jenis hukum.

Sudut pandang sosiologi sistematik dikonstruksikan serupa dengan sudut pandang
mikrososiologis. Gurvitch pertama-tama membedakan jenis kelompok atau unit kolektif
berdasarkan berbagai kriteria klasifikasi, seperti ruang lingkup atau sifat inklusif kelompok,
durasinya, fungsi, tingkat perpecahan dan organisasi, bentuk batasan, dan tingkat kesatuan.
Sekali lagi berbagai jenis hukum pada berbagai tingkat kedalaman dibedakan, antara lain
memperkenalkan perbedaan tipologis antara sistem hukum kesatuan, federal, dan
konfederasi, hukum nasional dan internasional, dan berbagai jenis hukum sosial mulai dari
hukum spontan hingga hukum sosial yang terwakili dalam hukum negara demokratis.
Terakhir, dalam kaitannya dengan sosiologi hukum genetik, Gurvitch menyimpang dari
perspektif evolusionis sederhana dan berpendapat bahwa perubahan hukum sering kali
ditandai oleh kecenderungan yang kontradiktif.

Pitirim Sorokin (1889-1970) adalah anggota penting ketiga dari kelompok Petrazycki
yang karyanya patut didiskusikan dalam bab ini. Aktif secara politik pada usia muda (Sorokin
dipenjara karena pembangkangan politik pada masa rezim Tsar dan komunis), Sorokin lulus
dengan gelar sarjana. Petrazycki di bidang hukum pidana. la menjadi tokoh paling
berpengaruh sebagai pemain sentral dalam pelembagaan sosiologi modern di Amerika
Serikat. Pada tahun 1919, Sorokin mendirikan departemen sosiologi pertama di Universitas St.
Petersburg, dan setelah dia meninggalkan Rusia pada tahun 1923 karena kritiknya terhadap
rezim Soviet dan menghabiskan satu tahun di Praha, dia pergi ke Amerika Serikat. Di sana, dia
menghabiskan enam tahun di Universitas Minnesota sebelum pindah ke Harvard, di mana dia
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mendirikan Departemen Sosiologi. Perspektif sosiologis Sorokin mengenai hukum kurang
menonjol dibandingkan dengan rekan-rekan mahasiswa Perazycki, bukan karena kurangnya
minat, namun karena karya Sorokin mencakup banyak bidang khusus, termasuk sosiologi
pedesaan, sosiologi pengetahuan, mobilitas sosial, perang dan revolusi, altruisme. ,
perubahan sosial dan budaya, dan teori sosiologi.

Beruntung dari sudut pandang sosiologi hukum bahwa magnum opus Sorokin, Social
and Cultural Dynamics yang terdiri dari empat jilid, juga memuat diskusi tentang hukum
sebagai salah satu komponen penting kebudayaan (Sorokin 1937-1941, 1957). Kajian Sorokin
memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup sekitar 2.500 tahun sejarah budaya di bidang
seni, sains, etika, hukum, dan hubungan sosial. Secara umum, teori Sorokin menyatakan
bahwa sejarah melewati pola fluktuasi yang berulang antara sistem budaya ideasional dan
sistem budaya sensasional. Periode ideasional ditandai dengan orientasi spiritual, sedangkan
periode sensual didorong oleh nilai-nilai materialis, hedonistik, dan sinis. Bentuk-bentuk
tersebut tidak pernah ada secara murni, namun sistem kebudayaan lebih mendekati salah
satu jenis atau memiliki ciri-ciri keduanya dalam bentuk campuran (tipe idealis). Transformasi
dari satu sistem ke sistem lainnya dalam jangka waktu yang lama mengarah pada periode krisis
dan transisi, yang ditandai dengan tingginya tingkat kekerasan dan perang. Transformasi ini
didorong oleh determinisme imanen, dimana sistem berubah sesuai dengan potensi yang
melekat pada sistem dan berdasarkan prinsip batasan, yang menyiratkan bahwa
pertumbuhan dalam satu arah saja tidak dapat bertahan lama.

Beralih ke aspek etika-yuridis budaya, Sorokin membedakan berbagai jenis etika
berdasarkan model fluktuasi umum perubahan budaya. Sistem etika ideasional adalah sistem
absolut yang berorientasi pada mewujudkan kesatuan berdasarkan prinsip-prinsip yang
berasal dari Yang Maha Esa. Sebaliknya, etika sistem sensasional berorientasi pada
peningkatan kebahagiaan dan bersifat relativistik dalam hal perubahan kondisi sosial
berdasarkan aturan yang dibuat oleh anggota masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sumber
terbaik atau “cermin sosial” etika (Sorokin 1957: 430). Sorokin mengartikan hukum sebagai
keseluruhan keyakinan imperatif-atributif anggota suatu masyarakat dan merupakan salah
satu unsur etika di samping moralitas, yaitu keseluruhan keyakinan imperatif yang tidak
bersifat atributif. Sifat-sifat hukum yang bersifat atributif menyiratkan bahwa norma-norma
hukum (atau norma-norma hukum) mempunyai dua sisi, yaitu dengan memberikan suatu hak
kepada satu pihak dan suatu kewajiban kepada pihak yang lain. Di antara fungsi undang-
undang, undang-undang pada hakikatnya mengatur interaksi yang terorganisasi dengan
mendistribusikan hak dan kewajiban di antara individu-individu yang berinteraksi dan dengan
mengatur sistem penegakan hukum.

Sorokin mencatat bahwa mungkin ada perbedaan antara hukum resmi, yaitu norma-
norma hukum yang wajib bagi seluruh anggota masyarakat dan dilindungi serta ditegakkan
oleh kekuasaan otoritatif pemerintah, dan hukum tidak resmi, yaitu norma-norma hukum
yang tidak diawasi secara politik tetapi dapat dibatasi pada kelompok lain. Ketika kesenjangan
ini semakin besar, undang-undang resmi diubah atau diganti dengan undang-undang resmi
yang baru. Dengan mengambil bidang hukum pidana sebagai contoh fluktuasi historis antara

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



54

budaya ideasional dan budaya sensasional, Sorokin menemukan bahwa sistem budaya
ideasional cenderung memiliki hukum pidana yang memasukkan nilai-nilai agama. Dengan
demikian, kejahatan mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moral yang
mutlak. Hukuman untuk kejahatan ini cenderung berat. Sebaliknya, dalam budaya yang masuk
akal, kejahatan terhadap agama dihilangkan dari undang-undang pidana dan lebih
mengutamakan pertimbangan utilitarian mengenai kejahatan terhadap tatanan sosial dan
politik. Kode mengenai kejahatan terhadap properti dan kenyamanan tubuh lazim dalam jenis
ini. Hukuman dalam budaya indra cenderung tidak terlalu berat, meskipun beratnya hukuman
tidak terlalu bergantung pada jenis budaya melainkan pada sejauh mana jenis budaya tersebut
telah mengkristal. Pada saat-saat transisi, hukuman akan lebih berat dibandingkan ketika tipe
orang yang bernafsu atau idealis telah tertanam lebih kuat dalam diri mereka. Ruang lingkup
dan beratnya tindakan yang dapat dihukum mengikuti fluktuasi gelombang siklus.

4.2 GERAKAN SOSIOLOGIS DALAM HUKUM: PERSPEKTIF EROPA

Perazycki dan anggota sekolah yang dinamai menurut namanya bukanlah satu-satunya
sarjana keturunan Eropa yang membantu pembentukan sosiologi hukum pada tahun-tahun
sebelum Perang Dunia Il. Para sarjana Eropa lainnya di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan
sosiologi hukum juga terlibat dalam upaya intelektual yang secara historis dan/atau teoritis
membantu pengembangan studi sosiologi hukum. Tanpa berusaha memberikan tinjauan yang
lebih komprehensif, masuk akal untuk membahas karya dua sarjana berbahasa Jerman, Eugen
Ehrlich dan Theodor Geiger, karena tema dalam tulisan mereka masing-masing menunjukkan
kesamaan yang mencolok dengan beberapa wawasan dari para pendahulu Eropa Timur.

Eugen Ehrlich (1862-1922) adalah seorang sarjana hukum Austria-Hongaria yang
menerima pelatihan hukum di Universitas Wina. Di Wina, Ehrlich juga mengajar selama
beberapa tahun sebelum menghabiskan sisa karir profesionalnya di Universitas Czernowitz di
sebuah wilayah Eropa yang dulunya milik Rumania dan Uni Soviet dan sekarang menjadi
bagian dari Ukraina. Ehrlich hidup dalam masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok etnis
berbeda, yang ditandai dengan keragaman bahasa dan budaya yang tinggi. Sistem hukum
Austro-Hungaria pada masa hidup Ehrlich tidak dapat diharapkan, dalam keseragamannya,
untuk mengatur secara memadai berbagai budaya ini, yang dalam kehidupan sehari-hari
bergantung pada kode budaya dan hukum mereka sendiri. Ketidakstabilan politik juga menjadi
ciri kota Czernowitz tempat Ehrlich menghabiskan sebagian besar karirnya. Czernowitz
menjadi bagian dari monarki Austro-Hungaria dari tahun 1867 hingga 1918 ketika menjadi
bagian dari Rumania, setelah itu menjadi bagian dari Uni Soviet. Pengalaman keragaman
budaya dan ketidakstabilan politik ini sangat mempengaruhi Ehrlich dalam pengembangan
karyanya, khususnya gagasannya tentang hukum yang hidup.

Ehrlich mengembangkan teorinya berbeda dengan sudut pandang teori hukum yang
berlaku pada masanya. la membandingkan ilmu hukum praktis (Rechtslehre) dengan ilmu
hukum teoritis (Rechtswissenschaft). Jika ilmu praktis berusaha mencapai tujuan tertentu,
seperti memberikan logika yang lebih luas pada pokok bahasannya, maka ilmu teoretis
berupaya mempelajari realitas hukum demi kepentingan ilmu itu sendiri. Menurut Ehrlich,
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hampir semua ilmu hukum yang ada berorientasi pada praktik. Untuk membentuk suatu
kerangka pemikiran independen mengenai hukum, Ehrlich berupaya mengembangkan ilmu
teoritik yang bertumpu pada kajian terhadap realitas hukum, lebih khusus lagi sosiologi hukum
yang menitikberatkan pada realitas sosial hukum.

Perspektif sosiologi hukum Ehrlich didasarkan pada teori asosiasi sosial, yang
didefinisikan sebagai hubungan sosial di mana orang mengakui aturan-aturan tertentu sebagai
sesuatu yang mengikat dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan aturan-aturan tersebut.
Hubungan ini mungkin sederhana, seperti dalam kasus kelompok tatap muka, atau rumit,
seperti dalam kasus negara. Asosiasi, menurut Ehrlich, disusun berdasarkan empat fakta
utama hukum. Fakta-fakta hukum bersifat pra-hukum dalam arti membentuk norma-norma
tingkah laku, yang selanjutnya mengarah pada berkembangnya norma-norma pengambilan
keputusan untuk mengatur perselisihan. Fakta-fakta ini mencakup penggunaan, dominasi,
kepemilikan, dan disposisi. Pertama, penggunaan adalah fakta bahwa suatu praktik tertentu
tetap ada untuk jangka waktu tertentu. Penggunaan relevan dengan tatanan hubungan sosial
karena adat istiadat masa lalu menjadi norma di masa depan. Kedua, hubungan dominasi dan
ketundukan yang ada menjadi dasar pengaturan hubungan antara atasan dan bawahan,
seperti dalam keluarga (antara anak dan orang tua) atau dalam masyarakat luas (antara budak
dan tuan). Ketiga, pembagian harta benda menjadi dasar ketertiban agar dapat diperoleh
manfaat dari harta benda. Dan keempat, disposisi atau pernyataan kehendak dinyatakan
dalam kontrak dan wasiat. Fakta hukum selalu mendahului setiap dalil hukum yang mungkin
didasarkan padanya. Misalnya, dalil hukum mengenai perkawinan dan keluarga
mengandaikan adanya perkawinan dan keluarga sebagai perkumpulan. Demikian pula, harus
ada kepemilikan sebelum ada undang-undang yang mengatur properti.

Ehrlich memandang kehidupan sosial pada dasarnya dipandu oleh norma-norma
perilaku, bukan oleh norma-norma hukum atau undang-undang saja. Dinyatakan dalam
terminologi khusus Ehrlich, hubungan-hubungan hukum dan pranata-pranata hukum yang
ada dalam masyarakat hendaknya dianggap sebagai norma-norma pengambilan keputusan
atau dalil-dalil hukum yang diterapkan di pengadilan. Ehrlich mengacu pada keseluruhan
hukum yang mendominasi kehidupan sosial, meskipun hukum tersebut mungkin tidak
ditempatkan dalam proposisi hukum, sebagai hukum yang hidup. Keseluruhan dalil-dalil
hukum itu ia sebut sebagai hukum juristis. Arti penting hukum yang hidup dapat dilihat dalam
berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik diakui secara hukum maupun tidak. Memastikan
relevansi hukum yang hidup, sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Ehrlich memiliki fokus
metodologis yang konkrit.

Karena hukum vyang hidup merupakan hal yang utama dalam kehidupan
bermasyarakat, maka Ehrlich menganggapnya sebagai pusat perkembangan hukum hukum.
Namun, meskipun hubungan sosial dan kondisi budaya suatu masyarakat mempengaruhi
perkembangan hukum hukum, pengaruhnya terhadap hukum yang hidup tidak terlalu besar.
Banyak hubungan dalam masyarakat berada di luar lingkup hukum hukum dan banyak
perselisihan diselesaikan tanpa sumber daya hukum. Hukum yang hidup mungkin sangat
berbeda dengan norma-norma pengambilan keputusan karena norma-norma tersebut
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digunakan di pengadilan dan diandalkan oleh para profesional hukum. Tujuan utama dari
hukum yang hidup bukanlah perselisihan dan litigasi, melainkan perdamaian dan kerja sama.
Mewujudkan konsekuensi praktis dari orientasi teoretisnya, Ehrlich berpendapat bahwa
proposisi hukum harus konsisten dengan kode hukum yang hidup agar bisa efektif. Oleh
karena itu, Ehrlich lebih memilih hukum umum Inggris dibandingkan hukum perdata benua
Eropa, karena dalam sistem yang pertama, hakim dan pengacara dapat memasukkan unsur-
unsur hukum yang hidup, sedangkan sistem yang kedua sangat terkodifikasi dan kaku.
Menurut Ehrlich, pengambilan keputusan peradilan harus bebas dari segala kendala untuk
menghasilkan keputusan yang terbaik sesuai dengan kebiasaan masyarakat di mana hukum
akan diterapkan. Untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang bebas atau penemuan
hukum yang bebas secara tepat, hakim harus kreatif dan mempunyai pemikiran yang baik agar
dapat memahami secara memadai aspek-aspek relevan dari hukum yang hidup. Dengan
mempertimbangkan norma-norma umum perilaku sebagai bagian penting dari hukum, Ehrlich
melampaui konsepsi yuridis yang sempit. Oleh karena itu, Ehrlich menentang pandangan
umum pada masanya bahwa hukum pada dasarnya berasal dari otoritas negara dan terikat
pada spesifikasi undang-undang.

Theodor Geiger (1891-1952) lahir di Munich, Jerman, dan belajar hukum sebelum
memulai karir profesional di departemen pemerintah yang menangani statistik perdagangan.
Pada tahun 1924, ia memulai karir akademis, pertama sebagai dosen dan kemudian sebagai
profesor sosiologi. Setelah Nazi merebut kekuasaan, Geiger melarikan diri ke Denmark, di
mana ia mengambil jabatan profesor sosiologi pertama di negara itu. Geiger tidak hanya
seorang sosiolog hukum tetapi juga terlibat dalam banyak bidang khusus lainnya seperti
sosiologi perkotaan, sosiologi pengetahuan, dan metodologi penelitian sosial.

Terinspirasi oleh komitmen tegas terhadap metode penelitian ilmiah, khususnya
kuantitatif, sosiologi Geiger bertumpu pada perspektif multidimensi masyarakat yang
melibatkan banyak tingkatan sosial, dibedakan berdasarkan berbagai atribut, seperti profesi,
pendidikan, pola asuh, taraf hidup, kekuasaan, agama dan budaya, ras, dan opini politik.
Kepentingan Geiger fokus pada variabel sumber pembentukan tatanan sosial sebagai
koordinasi perilaku anggota suatu kelompok. Hukum adalah salah satu sumber tatanan sosial
yang spesifik, terbentuk berdasarkan norma-norma tertentu, yang dipelajari sosiologi hukum
pada tingkat sosial. Realitas sosial suatu norma dapat disimpulkan dari kekuatan pengikatnya
untuk menghasilkan suatu perilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Kekuatan norma dapat
ditimbulkan oleh kelompok secara kolektif, oleh segmen tertentu dalam kelompok, oleh
anggota individu, atau oleh lembaga khusus.

Geiger awalnya memahami pendekatannya sebagai sosiologi hukum formal yang
bertujuan mempelajari hukum dalam kaitannya dengan tatanan sosial dan struktur sosial.
Namun, ia kemudian juga mengembangkan sosiologi hukum substantif yang berfokus pada isi
norma hukum dan struktur internal hukum. Menurut Geiger, norma harus didefinisikan
berdasarkan sifat mengikatnya, yang bergantung pada kemungkinan sanksi terhadap
penyimpangan. Norma menjadi norma hukum hanya jika suatu masyarakat disusun sebagai
negara dengan kekuasaan pusat. Meskipun tidak pernah menjadi satu-satunya sumber
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ketertiban sosial, hukum di suatu negara muncul sebagai salah satu hasil utama dari
kekuasaan.

Akibat peralihan kekuasaan menjadi hukum maka penegakan norma hukum menjadi
terorganisir dan diatur serta diserahkan dan dimonopoli oleh badan-badan khusus. Dalam
kondisi seperti ini, kemungkinan kepatuhan terhadap norma-norma hukum meningkat, dan
norma-norma hukum yang ditetapkan oleh badan-badan khusus kemungkinan besar akan
secara efektif membentuk perilaku anggota masyarakat, sementara perilaku yang
menyimpang dari norma kemungkinan besar akan dikenakan sanksi.

4.3 DARI PSIKOLOGI HINGGA SOSIOLOGI HUKUM

Dalam budaya pemikiran sosial Eropa, masa-masa awal pemikiran sosiologis tentang
hukum di luar pemikiran klasik pada dasarnya ditandai oleh pergerakan teoritis menuju
pengembangan sosiologi hukum sebagai bidang khusus dari arus yurisprudensi yang
cenderung ilmiah. Dalam beberapa tradisi Eropa, khususnya karya Geiger, sosiologi hukum
masih dipahami sebagai upaya untuk memenuhi ambisi praktis yurisprudensi untuk
menyediakan hukum yang lebih baik. Kontribusi utama Geiger lebih bersifat metodologis,
bukan teoritis, dalam mendesak dilakukannya studi hukum yang sistematis yang mematuhi
standar pengumpulan dan analisis data yang ketat. Pemahaman yang lebih luas secara teoritis
mengenai sosiologi hukum ditawarkan oleh Ehrlich, yang membedakan antara ilmu hukum
yang mempunyai ambisi praktis dan suatu kumpulan pemikiran tentang hukum, seperti
sosiologi hukum, yang murni mempunyai aspirasi akademis. Meskipun demikian, Ehrlich
mengemukakan hubungan antara kedua konsepsi pemikiran hukum ini dengan menyatakan
bahwa “ilmu hukum masa depan” akan terdiri dari studi hukum yang diinformasikan secara
sosiologis yang tidak hanya melibatkan pemikiran abstrak berdasarkan prinsip-prinsip undang-
undang hukum. , tapi hal itu bergantung pada penemuan bebas semua hukum dalam
masyarakat, baik diakui oleh undang-undang atau tidak (Ehrlich 1913b: 340). Oleh karena itu,
Ehrlich berharap bahwa sosiologi hukum pada akhirnya akan memberikan masukan bagi ilmu
hukum yang ada untuk membangun tatanan baru “ilmu hukum sosiologis,” seperti yang
disebut Kelsen (1915: 839).

Dalam kaitannya dengan perkembangan menuju sosiologi hukum yang independen di
Eropa, karya Perazycki menjadi pusat perhatian, bukan karena orientasi psikologisnya, namun
karena karya tersebut menghadirkan perlakuan ilmiah terhadap hukum sebagai langkah
penting menuju studi sosiologi hukum sebagai suatu kegiatan dengan ambisi akademis
daripada praktis. Meskipun bersifat psikologis, teori Petrazycki mengalihkan perhatian dari
pemahaman abstrak tentang norma-norma hukum dan, selain itu, memunculkan relevansi
motivasi aktif dan orientasi terhadap hukum yang harus ada pada subjek hukum agar hukum
menjadi sah. Oleh karena itu, karya Petrazycki menunjuk pada masalah legitimasi legalitas
yang menjadi perhatian penting dalam sosiologi hukum, meskipun dalam pemahaman non-
psikologis. Menolak norma-norma abstrak sebagai topik penyelidikan dan alih-alih berfokus
pada pengalaman konkret manusia, Petrazycki menggunakan strategi yang secara formal
mirip dengan pendekatan sosiologis Durkheim (mempelajari hukum sebagai indikator
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solidaritas sosial yang dapat diamati), namun, tidak seperti Durkheim, Petrazycki tidak mampu
menemukan realitas norma di tingkat sosial.

Ketiga anggota mazhab Perazycki, Timasheff, Gurvitch, dan Sorokin, pada dasarnya
memajukan perkembangan sosiologi hukum dengan mendobrak pemahaman psikologis guru
mereka tentang hukum dan mendukung konsepsi sosiologis yang lebih tegas tentang hukum
sebagai sebuah sistem hukum institusi sosial. Timasheff menekankan peran fungsional hukum
dalam menyediakan koordinasi tindakan. Analisis dialektis Gurvitch juga sangat bersifat
sosiologis dalam berpindah dari tingkat kesadaran individu ke tingkat kelompok sebagai
realitas sui generis. Sorokin mengadopsi perspektif Perazycki tentang fungsi hukum namun
menganalisis hukum secara historis dalam fluktuasi masyarakat. Oleh karena itu, karya
Perazycki secara institusional mempunyai arti penting bagi perkembangan sosiologi hukum,
meskipun secara teori ia berfungsi sebagai model yang negatif.

Terlepas dari kelebihan (dan kekurangan) intelektualnya, apa yang juga dihasilkan oleh
aliran Petrazycki adalah pengembangan kelembagaan sosiologi hukum berdasarkan migrasi
anggota aliran tersebut ke luar batas-batas Eropa Timur. Namun, dampak migrasi ini pada
dasarnya bersifat ambivalen. Di Amerika Serikat, karya Timasheff tidak dapat mengandalkan
tradisi kajian hukum sosiologi yang berkembang dengan baik, sehingga karyanya banyak
diterima dan dibahas dalam yurisprudensi. Selain itu, kegagalan Timasheff dalam meneliti
sebab-sebab dugaan tumpang tindih antara fungsi dan konsekuensi hukum, belum lagi
kesenjangan yang mungkin terjadi di antara keduanya, tidak menjadikan karyanya bermanfaat
bagi sosiologi yang membahas fungsi dan konsekuensi hukum. dibedakan secara tepat untuk
memungkinkan analisis. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum, dari sudut pandang
sosiologi, tidak bisa begitu saja dianggap patuh karena norma hukum tersebut. Gurvitch
selama karirnya lebih menonjol dalam bidang sosiologi, tetapi karyanya juga memiliki
pengaruh yang relatif kecil dalam sosiologi hukum. Gurvitch membahas banyak masalah
teoritis yang dominan dalam sosiologi hukum, namun karyanya sangat padat dan kurang jelas,
sehingga tidak membantu penerimaannya. Karya Sorokin tentang hukum mengadopsi
perspektif hukum yang secara konseptual identik dengan perspektif Petrazycki, namun
memperoleh orisinalitas melalui perlakuan empirisnya dalam studi dinamika masyarakat.
Namun dalam kerangka empiris ini, studi hukum hanyalah salah satu elemen kecil dalam studi
dinamika masyarakat yang jauh lebih kompleks. Ironisnya, justru karena status sosiologisnya
yang khas maka karya Sorokin di bidang hukum hampir tidak berdampak pada perkembangan
sosiologi hukum sebagai bidang khusus.

4.4 KESIMPULAN

Selain karya-karya sosiologi klasik, pemikiran sosial Eropa awal juga menghasilkan
perkembangan signifikan lainnya yang membuka jalan menuju sosiologi hukum. Diantaranya
khususnya karya Leon Petrazycki, murid-muridnya Nicholas Timasheff, Georges Gurvitch, dan
Pitirim Sorokin, serta cendekiawan lain seperti Eugen Ehrlich dan Theodor Geiger. Fakta
bahwa tulisan-tulisan Petrazycki dan murid-muridnya tidak mempunyai pengaruh teoretis
yang bertahan lama tidak menyangkal peran historisnya dalam perkembangan teoretis
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menuju sosiologi hukum yang lebih matang. Dapat dikatakan bahwa tema utama yang paling
berbeda dan berguna secara sosiologis dalam karya para sosiolog hukum Eropa awal adalah
fokus pada pembedaan dan keterkaitan antara hukum yang hidup dan hukum positif (Trevin™
0 1998). Kemajuan utama dari karya-karya para sarjana ini adalah orientasi sosiologis mereka
terhadap studi hukum, yang dimungkinkan dengan berpaling dari formalisme teori hukum dan
malah memusatkan perhatian pada hubungan sosial yang terkait dengan hukum, kontrol
fungsional hukum dalam masyarakat. , dan dimensi hukum ekstra-legal. Sehubungan dengan
tingkat analisis yang sesuai dalam sosiologi hukum, transformasi yang sangat diperlukan telah
dicapai dalam peralihan dari dimensi psikologis ke dimensi sosial hukum.

Perkembangan sosiologi hukum di Eropa terutama membawa transformasi analisis
hukum yang tepat dari tingkat psikologis ke tingkat sosial dan spesifikasi hukum sebagai
institusi dan praktik sosial. Namun beberapa sarjana awal Eropa masih berpegang pada
gagasan bahwa analisis sosiologis dapat dan harus berperan dalam mewujudkan rasa
moralitas dan keadilan yang lebih besar dalam hukum. Namun, agar terdapat institusionalisasi
sosiologi hukum sebagai bidang penelitian akademis, kajian sosiologi hukum harus
melepaskan diri dari batasan pemikiran hukum. Namun, karena adanya penolakan keras dari
tradisi pemikiran yurisprudensi yang lebih maju, diperlukan waktu yang cukup lama sebelum
pematangan sosiologi hukum yang independen dapat diwujudkan. Faktanya, seperti yang
akan dijelaskan pada pembahasan bab berikutnya, perkembangan sosiologi hukum di Amerika
Serikat menghadapi lebih banyak komplikasi dibandingkan di Eropa. Perkembangan
diferensial sosiologi hukum di kedua sisi Atlantik berkaitan erat dengan struktur dan tujuan
pendidikan hukum dan implikasinya terhadap studi hukum dari sudut pandang hukum dan
sosiologis.
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BAB 5
DARI YURISPRUDENSI SOSIOLOGI KE SOSIOLOGI HUKUM

Perkembangan sosiologi hukum tidak bisa dibatasi hanya pada sejarah sosiologi saja,
tetapi juga harus mempertimbangkan unsur-unsur sejarah pemikiran hukum, terutama yang
berasal dari keilmuan hukum yang mengaku mempunyai pengetahuan sosiologis. Kondisi ini
khususnya berlaku di Amerika Serikat, karena ketika sosiologi Eropa pertama kali berupaya
untuk memberikan ruang bagi sosiologi hukum, pada saat itu belum ada perkembangan
serupa dalam sosiologi Amerika, yang studi hukumnya hanya dilakukan. sangat jarang dalam
ilmu sosiologi (misalnya, Gillin 1929; Thomas 1931). Sebaliknya, sebagai pendahulu awal
sosiologi hukum, dikembangkanlah perspektif yang dikenal sebagai yurisprudensi sosiologis.
Didirikan oleh profesor hukum Harvard Roscoe Pound, yurisprudensi sosiologis merupakan
perpanjangan dari pemikiran hukum ahli hukum Amerika terkenal Oliver Wendell Holmes, Jr.,
yang telah merumuskan konsepsi hukum yang mencerminkan pembangunan suatu bangsa.
Terinspirasi oleh Holmes dan peralihan ke arah yurisprudensi yang diinformasikan secara
ilmiah, yurisprudensi sosiologis juga membuka jalan bagi aliran realisme hukum, yang
mendapat manfaat paling besar dari sistematisasinya dalam karya Karl Llewellyn.

Tradisi yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum Amerika menggantikan karya
Petrazycki di Eropa sebagai salah satu cikal bakal sosiologi hukum. Namun, karena sekolah-
sekolah awal di Amerika Serikat ini merupakan bagian dari ilmu hukum dan bukan sosiologi,
diperlukan upaya tambahan dari dalam sosiologi untuk menetapkan subbidang sosiologi
hukum. Dalam hal ini, sosiologi Amerika beruntung karena dapat mengandalkan karya
sosiolog Harvard Talcott Parsons sebagai momen puncak sosiologi hukum modern. Parsons
mengembangkan sebuah perspektif mengenai hukum yang bersifat sosiologis, baik dengan
memanfaatkan perspektif sistem-teoretisnya maupun dengan sejalan dengan tradisi-tradisi
besar sosiologi klasik, yang mana Parsons, lebih dari siapa pun, membantu menjadikannya
sebagai aspek sentral dari hukum. wacana teoritis sosiologi modern. Bab ini akan menganalisis
perkembangan sosiologi hukum modern dari aliran yurisprudensi sosiologi Amerika hingga
penerus realisme hukum dan seterusnya hingga sosiologi Parsons dan karya-karya relevan dari
beberapa pengikutnya.

5.1 GERAKAN SOSIOLOGIS DALAM HUKUM

Momen besar dalam transisi menuju pendekatan ilmiah dan sosiologis dalam keilmuan
hukum di Amerika Serikat ditemukan dalam pemikiran Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841—
1935). Setelah bertempur dalam Perang Saudara, Holmes menerima gelar sarjana hukum dari
Harvard Law School. la memasuki praktik hukum dan kemudian menjadi profesor hukum di
Harvard dan anggota Mahkamah Agung Massachusetts. Sejak tahun 1902 dan seterusnya, ia
bertugas di Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan dalam jabatannya ia menyusun banyak
opini terkenal dan berpengaruh, yang sering kali ditulis sebagai perbedaan pendapat dari
mayoritas Mahkamah.
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Pemikiran utama Holmes mengenai hukum didasarkan pada penolakan terhadap
doktrin formalisme hukum yang mendominasi pemikiran hukum Amerika. Teori formalisme
hukum berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang konsisten dan logis
secara internal, tidak bergantung pada berbagai bentuk institusi sosial di sekitarnya. Oleh
karena itu, dalam penafsiran dan penerapannya, hakim akan berpedoman secara eksklusif
pada sistem deduktif yang terdiri dari prinsip-prinsip abstrak. Bereaksi terhadap perspektif ini,
Holmes berargumentasi bahwa hukum tidak dapat didiskusikan berdasarkan istilahnya
sendiri, karena hukum akan dikacaukan dengan moralitas dan nilai-nilai moral yang mana
hukum, menurut pemahamannya sendiri, dimaksudkan untuk dikembangkan, terlepas dari
apakah atau sejauh mana hukum itu ada. inilah kenyataannya. Dengan menganjurkan
pemahaman hukum yang bersifat bisnis, Holmes bertujuan untuk mengungkap pandangan
bahwa perkembangan hukum hanya bergantung pada logika, ketika penilaian hukum
sebenarnya dipengaruhi oleh asumsi dan prasangka hakim. “Kehidupan hukum tidak logis; itu
adalah pengalaman,” tulis Holmes (1881: 5). Terhadap formalisme hukum, Holmes
berpendapat bahwa hukum merupakan cerminan pembangunan suatu bangsa. Untuk
menentukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh hukum, hukum harus dikaji dalam kaitannya
dengan prediksi bahwa keputusan pengadilan akan atau tidak akan menghasilkan hasil
tertentu.

Mencerminkan keasyikan profesionalnya dengan hukum, Holmes menekankan aspek
yudisial dari hukum dan berargumen bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum dalam
kode hukum, yang mereka terapkan dalam kasus-kasus tertentu, namun dengan melakukan
hal tersebut, mereka juga berkontribusi dalam merumuskan hukum dengan memilih prinsip-
prinsip hukum dan preseden yang relevan untuk menentukan hasil suatu kasus. Preseden
tidak diberikan begitu saja, karena preseden dipilih oleh hakim berdasarkan konsepsi mereka
tentang benar dan salah. Konsepsi normatif ini seringkali tidak dijelaskan secara spesifik dan
secara tidak sadar mempengaruhi opini hakim. Penilaian hukum yang dianggap logis sering
kali hanya berupa prinsip-prinsip dogmatis, yang asal usulnya diabaikan. Untuk mengatasi bias
subyektif-ideologis dalam hukum, Holmes berpendapat bahwa teori hukum dengan tujuan
praktis harus didasarkan pada studi sejarah hukum dan skeptisisme terhadap makna dan
dampak hukum terhadap perilaku masyarakat. Yang diperlukan oleh hukum adalah
yurisprudensi, yaitu suatu teori hukum yang sistematis, yang harus dirumuskan bukan
berdasarkan asas yang abstrak, melainkan berdasarkan keinginan-keinginan masyarakat yang
terukur secara tepat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum harus diartikulasikan dengan baik
oleh mereka yang membuat keputusan hukum. Oleh karena itu, Holmes menentang
formalisme dalam hukum dengan menyarankan agar hakim melihat fakta-fakta relevan dalam
masyarakat yang sedang berubah, termasuk sentimen dan perasaan anggota masyarakat
serta wawasan yang diperoleh dari penelitian ilmiah.

Teori peradilan Holmes memainkan peran utama dalam membentuk tradisi
yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum Amerika. Perspektif yurisprudensi sosiologi
dikembangkan secara sistematis oleh Roscoe Pound (1870-1964). Pound telah lulus di bidang
botani dan hanya memiliki pendidikan formal minimal di bidang hukum, namun pada akhirnya
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ia menikmati karir akademis yang panjang sebagai profesor ilmu hukum. hukum dan Dekan di
fakultas hukum Universitas Nebraska dan Harvard. Pound menciptakan istilah yurisprudensi
sosiologis untuk merujuk pada tahap baru dalam pengembangan perspektif yurisprudensi.
Pound menganggap aliran yurisprudensi baru ini masih bersifat formatif pada saat ia
memperkenalkannya pada awal abad ke-20, karena sosiologi yang menjadi landasannya masih
merupakan ilmu yang relatif muda.

Secara umum, vyurisprudensi sosiologis mengacu pada studi hukum vyang
mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang menjadi dasar lahirnya hukum dan yang tersirat
di dalamnya, dengan kata lain, cara kerja hukum yang sebenarnya, termasuk sebab dan akibat
hukum. Yurisprudensi sosiologis, menurut Pound, secara lebih spesifik terdiri dari enam
pedoman program:

(1) Mempelajari dampak sosial hukum yang sebenarnya;
(2) Fokus pada dampak hukum untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan
yang memadai;
(3) Berupaya menjadikan aturan hukum lebih efektif mengingat fungsi penegakan hukum;
(4) Mempelajari dampak sosial hukum secara historis;
(5) Berupaya memberikan kontribusi terhadap penerapan hukum yang adil dalam semua
kasus; dan
(6) Bertujuan untuk memajukan tujuan akhir hukum dalam kaitannya dengan kontrol
sosial.
Penekanan dalam yurisprudensi sosiologis adalah pada cara kerja hukum yang sebenarnya,
bukan hanya pada doktrin hukum dan teori internal hukum. Pound mengungkapkan
perbedaan perspektif ini dalam perbedaan yang terkenal antara hukum dalam tindakan dan
hukum dalam buku. Pound berpendapat bahwa perbedaan antara hukum dalam tindakan dan
hukum dalam buku disebabkan oleh keterbelakangan hukum secara umum dibandingkan
dengan kondisi sosial, kegagalan pemikiran hukum untuk memperhitungkan kemajuan ilmu-
ilmu sosial, dan kekakuan peraturan perundang-undangan, dan cacat dalam administrasi
hukum. Dari sudut pandang yurisprudensi sosiologis, keputusan-keputusan hukum harus
diselidiki atas dampak-dampak yang ditimbulkannya dan kondisi-kondisi di mana keputusan-
keputusan itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik
masyarakat. Daripada membentuk yurisprudensi mandiri yang tertutup berdasarkan prinsip-
prinsip hukum, yurisprudensi sosiologis berupaya mempelajari bagaimana hukum harus
disesuaikan agar dapat merespons perubahan kondisi masyarakat secara memadai. Oleh
karena itu, hukum dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan tujuan hukum, Pound berpendapat bahwa hukum adalah suatu
bentuk kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai pengaturan hubungan manusia dalam
masyarakat yang terorganisir secara politik dalam hal pemenuhan klaim, tuntutan, dan
keinginan, yang dicari oleh masyarakat secara individu atau kolektif. memuaskan. Hukum
bukanlah satu-satunya alat kontrol sosial Pound juga menyebutkan agama dan moralitas
namun dalam konteks modern (awal abad ke-20) semua alat kontrol sosial lainnya berada di
bawah hukum. “Saat ini,” tulis Pound (1923: 356), “tatanan hukum adalah bentuk kontrol
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sosial yang paling mencolok dan paling efektif.” Pound memahami tujuan hukum secara lebih
spesifik dalam kaitannya dengan teori kepentingan sosial, yang mana ia membedakan enam
kategori:

(1) Keamanan umum, seperti keselamatan fisik dan kesehatan masyarakat;

(2) Keamanan institusi, seperti di bidang politik, ekonomi, dan agama;

(3) Standar moral perilaku;

(4) Konservasi sumber daya sosial;

(5) Kemajuan ekonomi dan politik; dan

(6) Kehidupan dan hak individu.
Sebagai alat kontrol sosial, hukum harus memberikan ekspresi konkrit terhadap kepentingan-
kepentingan sosial dan menawarkan rekonsiliasi ketika timbul konflik kepentingan. Keputusan
peradilan dalam pengertian ini berkontribusi terhadap pemeliharaan tatanan sosial sebagai
bentuk rekayasa sosial. Perlu dicatat bahwa hak-hak individu, dalam pemahaman Pound,
hanya merupakan satu elemen di antara kepentingan sosial yang harus dipenuhi oleh hukum,
sehingga melampaui konsepsi individualis tentang hak dan kewajiban yang mendominasi
hukum dan yurisprudensi Amerika.

Konsepsi Pound tentang hukum sebagai kontrol sosial mengkhianati
kecenderungannya pada arus sosiologi Amerika pada zamannya. Berkenaan dengan
perkembangan sejarah menuju pembentukan yurisprudensi sosiologis, Pound menganggap
filsafat sosial positivis Auguste Comte paling penting. Sosiolog awal lainnya yang kadang-
kadang disebut Pound dalam karyanya termasuk Spencer, Durkheim, dan Weber. Namun,
dalam hal sistematika perspektif yurisprudensi sosiologis, ia mengandalkan sosiolog yang
bekerja dalam tradisi khas Amerika, terutama Lester Ward, yang karyanya berpengaruh bagi
Pound karena fokusnya pada masalah sosial dan pertanyaan sosiologis tentang keadilan. , dan
Edward Alsworth Ross, yang mengembangkan teori sosiologi sistematis tentang kontrol sosial.
Penting untuk memberikan perhatian pada perspektif Ross tentang kontrol sosial, karena ini
adalah salah satu wawasan sosiologis yang paling jelas mempengaruhi karya Pound.

Edward A. Ross, yang selama beberapa tahun di awal abad kedua puluh menjadi rekan
Pound di Universitas Nebraska, paling terkenal dengan teorinya tentang kontrol sosial, yang
ia kembangkan dalam serangkaian artikel jurnal yang kemudian diterbitkan. dalam bentuk
buku (Ross 1901). Secara luas dipahami sebagai kapasitas masyarakat untuk mengatur dirinya
sendiri tanpa menggunakan sumber daya yang memaksa, kontrol sosial didefinisikan sebagai
lawan dari kontrol koersif sebagai bentuk kekuasaan sosial atau dominasi masyarakat
terhadap individu yang dimaksudkan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan
aktivitas yang ada di antara mereka. Sebagai fungsi yang konstan dalam masyarakat, kontrol
sosial dijamin melalui pengoperasian berbagai institusi sosial, seperti pendidikan, seni,
kepercayaan, opini publik, agama, adat istiadat, dan hukum. Sehubungan dengan fungsi
kontrol sosial hukum, Ross (1896) terutama membahas kapasitas penegakan hukum
berdasarkan sistem hukuman. Sanksi hukum mempunyai fungsi terhadap masyarakat secara
keseluruhan dengan cara menunjukkan ketidaksetujuan secara terbuka dan seremonial
terhadap bentuk-bentuk perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga seluruh anggota
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masyarakat menerima hukum sebagai kehendak masyarakat. Namun legalitas saja tidak cukup
untuk mengontrol masyarakat dan harus dilengkapi dengan opini publik sebagai keseluruhan
sanksi sosial terhadap perilaku yang tidak dapat diterima. Selaras dengan konsepsi Ross,
perspektif kontrol sosial yang digunakan oleh Pound menyiratkan pandangan tentang fungsi
hukum sebagai pengaman integrasi sosial atau, dalam kata-kata Pound, “keseluruhan skema

III

tatanan sosial” (Pound 1927: 326). Oleh karena itu, pengertian kontrol sosial ini lebih luas
dibandingkan dengan penggunaan istilah yang lebih umum saat ini dalam kaitannya dengan
kejahatan dan penyimpangan.

Dalam konteks yurisprudensi sosiologis, perspektif realisme hukum Amerika layak
untuk didiskusikan secara terpisah, bukan hanya karena hal ini merupakan salah satu
manifestasi penting dari reaksi terhadap formalisme hukum, namun khususnya karena hal ini
memicu perdebatan intelektual yang penting mengenai studi hukum, banyak elemennya. di
antaranya tetap berpengaruh dalam pemikiran hukum dan sosiologi hukum hingga saat ini.
Perwakilan paling sentral dan, dalam sejarah yurisprudensi sosiologis, yang paling menarik
dari aliran realisme hukum adalah Karl Llewellyn (1893-1962). Llewellyn lulus dari hukum di
Yale dan mengajar sebagai profesor hukum di Columbia dan Chicago. Dipengaruhi oleh
sosiologi Sumner, karya Llewellyn membahas kritik terhadap formalisme hukum berdasarkan
postulat bahwa hukum harus dianalisis sebagai institusi sosial. Lebih khusus lagi, Llewellyn
tertarik mempelajari bagaimana hukum beroperasi dalam situasi sehari-hari dan kasus nyata.
Orientasi etnografi ini, menurut Llewellyn, akan mematahkan segala bentuk formalisme
hukum dan diskusi abstrak tentang hukum dalam kaitannya dengan aturan, ajaran hukum,
dan hak.

Llewellyn menolak anggapan kepentingan sebagai objek hukum dan anggapan bahwa
hukum, dalam kaitannya dengan keputusan pengadilan, mengatur tingkah laku manusia. Bagi
Llewellyn, pertanyaannya adalah apakah, kapan, dan sejauh mana hukum sebagai aturan
terlarang dan hukum sebagai praktik aktual benar-benar menyatu atau tidak. Sikap umum
Llewellyn dalam hal ini adalah skeptisisme karena ia berpendapat bahwa perilaku hukum tidak
dapat diprediksi dibandingkan dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh pandangan tradisional
yang berdasarkan aturan (sebagai pengatur perilaku manusia). Bagaimanapun, tanpa
penyelidikan empiris, Llewellyn berpendapat, tidak ada generalisasi yang dapat dibuat
mengenai dampak hukum.

Llewellyn mengusulkan pendekatan deskriptif faktual yang berfokus pada dimensi
perilaku hukum. Oleh karena itu, ia membedakan antara apa yang disebut “aturan dan hak
tertulis” yang seharusnya digunakan dalam doktrin hukum, dan “aturan dan hak nyata” yang
dipahami dalam kaitannya dengan perilaku. Aturan nyata adalah praktik nyata pengadilan,
dan hak nyata mengacu pada kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tindakan pengadilan
tertentu akan diterapkan. Fokusnya bukan hanya pada perilaku hakim saja, namun pada setiap
pejabat negara dan seluruh masyarakat awam yang terlibat dalam hukum. Berdasarkan studi
kasus konkrit yang dibatasi secara sempit, analisis hukum realis pada akhirnya juga berguna
untuk berkontribusi pada reformasi hukum.
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5.2  ASAL USUL HUKUM SOSIOLOGI HUKUM

Meskipun yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum secara intelektual berhutang
budi pada karya Holmes dan kebangkitan ilmu-ilmu sosial, ambisi dan orientasi teoretis dari
kedua perspektif tersebut menjadi bahan perdebatan sengit antara dua pemimpinnya masing-
masing, Pound. dan Llewellyn. Pound (1931) memulai perdebatan ini dengan mengkritik
pendekatan realis hukum karena hanya melakukan studi deskriptif hukum yang tidak dapat
menjadi dasar ilmu hukum. Tujuan dari realisme hukum, untuk mempelajari hukum secara
akurat sebagaimana adanya, bukan apa yang dibayangkan, menurut Pound berguna tetapi
tidak cukup. “Penggambaran yang tepat mengenai apa yang dilakukan oleh pengadilan,
pembuat undang-undang, dan ahli hukum bukanlah tugas keseluruhan ilmu hukum,” ujar
Pound (1931: 700), karena apa yang dilakukan oleh hukum tidak dapat dipisahkan dari apa
yang seharusnya dilakukan sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum. kontrol sosial.
Karena kurangnya pemahaman hukum yang lebih luas dan, akibatnya, terlalu membatasi
studinya, kaum realis terobsesi dengan angka-angka yang diberikan oleh studi deskriptif.
Realisme hukum juga bersifat reduksionis dalam hal ketergantungan eksklusifnya pada
psikologi perilaku peradilan dan keasyikannya menganalisis kasus-kasus hukum tertentu,
bukan pada keseragaman di tingkat sosial.

Menanggapi Pound, Llewellyn (1931) mengklarifikasi prinsip gerakan realis. la
berargumentasi bahwa realisme hukum memahami hukum sebagai sesuatu yang berubah-
ubah dan harus diperiksa berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya (dalam kasus-kasus
konkret). Lebih lanjut, realisme hukum melibatkan pemeriksaan terus-menerus terhadap cara
kerja undang-undang dan tidak berasumsi bahwa diskusi mengenai peraturan dapat
menggantikan analisis konkrit yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan undang-
undang. Selain tidak mempercayai semua teori hukum yang berfokus pada aturan dan malah
mengembangkan program studi hukum berdasarkan serangkaian kasus yang terbatas, studi
realis hukum untuk sementara waktu memisahkan isu faktual (of is) dari isu normatif (of
Should). Realisme hukum berfokus secara eksklusif pada hukum sebagaimana adanya dalam
kaitannya dengan perilaku para partisipan hukum dan menangguhkan penilaian apa pun
tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum. Demikian pula, pendirian peneliti
mengenai masalah hukum normatif tidak diikutsertakan dalam analisis.

Perdebatan antara Pound dan Llewellyn mengungkap sebuah poin penting perdebatan
yang mewarnai ilmu hukum dan sosiologi hukum hingga saat ini. Ini menyangkut peran nilai-
nilai dan moralitas sehubungan dengan hukum dan studinya. Realisme hukum Llewellyn
sepenuhnya menyimpang dari konsepsi hukum sebagai keadilan dan malah mengalihkan
perhatian ke arah pengembangan metodologi untuk studi hukum yang akurat. Terlebih lagi,
dalam pendekatan ini, realisme hukum sangat obyektivis, mempelajari perilaku aktual para
partisipan hukum tanpa prasangka mengenai fungsi hukum dan implikasi moral. Mengadopsi
pendekatan behavioris, realisme hukum berorientasi pada analisis konteks hukum yang
interaktif, yang melibatkan perilaku para aktor hukum. Sebaliknya, tradisi yurisprudensi
sosiologi merupakan suatu perspektif keilmuan hukum yang bertumpu pada wawasan ilmu-
ilmu sosial untuk memajukan permasalahan kebijakan dalam kaitannya dengan keadilan.
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Yurisprudensi sosiologis Pound terutama didasarkan pada upaya untuk memperbaiki sistem
peraturan hukum. Penekanan Pound pada fungsi hukum dalam kaitannya dengan kontrol
sosial, dengan demikian, bukan merupakan ekspresi dari kepentingan akademis belaka namun
berasal dari filsafat hukum pragmatis yang berupaya mengembangkan perspektif informasi
tentang bagaimana hukum harus dipahami dalam kondisi masyarakat tertentu. Perbedaan
antara hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan, yang menurut Pound sangat
mendalam pada masanya, dengan demikian dapat diatasi melalui penerapan wawasan hukum
yang berasal dari yurisprudensi sosiologis ke dalam hukum.

Masalah normativitas hukum telah menjadi bagian dari sosiologi hukum sejak
Durkheim, dan tetap menjadi bagian dari studi sosiologi hukum sejak saat itu, yang paling
tajam muncul dalam perdebatan tentang kemungkinan sosiologi hukum ilmiah yang dapat
diterapkan. dimulai segera setelah sosiologi hukum dilembagakan sebagai subspesialisasi yang
lebih diterima secara luas. Permasalahan ini juga diterjemahkan lebih cepat dalam kaitannya
dengan fungsi hukum dan konsepsi hukum sebagai kontrol sosial, sebuah perspektif yang
sangat penting bagi pandangan struktural-fungsionalis tentang hukum. Dalam hal ini, penting
untuk mengingat asal muasal masalah ini dalam aliran yurisprudensi sosiologis dan realisme
hukum Amerika serta konteks munculnya permasalahan tersebut. Secara intelektual, ada
pengaruh filsafat pragmatis Amerika seperti yang dipopulerkan oleh orang-orang seperti
William James dan John Dewey. Melawan deduktivisme dan formalisme dalam pemikiran,
pragmatisme menolak gagasan bahwa istilah dapat memiliki makna yang stabil atau benar,
melainkan mengaitkan makna dan kebenaran berdasarkan konsekuensi aktual dalam tindakan
penerimaan istilah dalam konteks tertentu. Pragmatisme mempengaruhi baik yurisprudensi
sosiologis maupun realisme hukum yang masing-masing berpaling dari formalisme hukum
menuju realitas bekerjanya hukum. Namun, jika realisme hukum mengadopsi perspektif
skeptisisme terhadap pernyataan yang dapat digeneralisasikan mengenai tujuan hukum,
yurisprudensi sosiologi mengambil sudut pandang moralistik untuk merenungkan bagaimana
studi hukum dapat berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas hukum. Orientasi yang
terakhir ini secara intelektual juga berhutang budi pada bentuk sosiologi Amerika yang
dominan pada saat itu. Sosiologi Amerika awal berasal dari orientasi praktis menuju perbaikan
penyakit sosial dan bukan hanya sekedar aktivitas intelektual yang berkembang di dunia
akademis (seperti halnya di Eropa, di mana kepentingan sosiologi menjadi dasar bagi aktivitas
reformasi sosial) bukan sebaliknya. Konsep kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Ross,
misalnya, beroperasi secara eksplisit dengan latar belakang permasalahan sosial, seperti
urbanisasi, kemiskinan, alkoholisme, dan prostitusi, yang disebabkan oleh modernisasi
masyarakat.

Komitmen moral yang berakar pada konsepsi hukum Amerika sebagai kontrol sosial
selaras dengan konsepsi Durkheimian tentang integrasi sosial dan perhatian Petrazyckian
terhadap hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial. Meskipun demikian,
sosiologi dan keilmuan hukum Eropa lebih bersifat teoritis dan akademis dibandingkan rekan-
rekan mereka di Amerika, yang tumbuh terutama dari aspirasi praktis dan profesional.
Sedangkan dalam sosiologi, perbedaan-perbedaan ini berasal dari asal usul disiplin ilmu yang
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berbeda, dalam dunia akademis Eropa dan gerakan Amerika menuju reformasi liberal,
perbedaan-perbedaan dalam ilmu hukum harus ditempatkan dalam konteks perbedaan
antara sistem hukum Eropa dan Amerika itu sendiri. Lebih khusus lagi tradisi pendidikan
hukum akademik Eropa dan praktik pelatihan hukum profesional Amerika. Oleh karena itu,
perkembangan teoritis menuju sosiologi hukum, dibandingkan yurisprudensi sosiologis,
terjadi jauh lebih cepat di Eropa dibandingkan di Amerika Serikat. Tentu saja, pelembagaan
sosiologi hukum di Eropa akan terhambat oleh gejolak yang diakibatkan oleh Revolusi
Bolshevik (dan pembubaran aliran Petrazycki) dan Perang Dunia Il serta pergeseran
keseimbangan internasional yang diakibatkannya.

Di Amerika Serikat, hambatan terhadap pengembangan sosiologi hukum sebagian
besar bersifat akademis karena tradisi yurisprudensi sosiologi begitu kuat dalam keilmuan
hukum sehingga pada awalnya menghambat perkembangan sosiologi hukum yang
independen. Terlebih lagi, sosiologi hukum yang saat itu muncul di Eropa sebagian besar
diambil alih oleh para sarjana yurisprudensi sosiologi daripada dibahas oleh sosiolog lain.
Namun, keberhasilan yurisprudensi sosiologi tidak dapat menyangkal fakta bahwa
yurisprudensi bukanlah sosiologi, meskipun perbedaan tersebut tidak selalu dipertahankan
atau diakui secara hati-hati dalam literatur sekunder (Cossio 1952; Cotterrell 1975; Zeigert
1999). Betapapun kontra-intuitifnya gagasan yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum
dari sudut pandang profesional hukum, gagasan-gagasan tersebut tetap merupakan gagasan
teori hukum dan tidak dikembangkan secara sosiologis.

Menarik untuk dicatat bahwa perbedaan ilmiah antara yurisprudensi sosiologis dan
sosiologi hukum dengan jelas diakui dan dihormati oleh Pound. Dalam sebuah artikel menarik
mengenai “Sociology of Law and Sociological Jurisprudence,” Pound (1943) mengamati bahwa
sosiologi hukum berangkat dari dalam sosiologi ke hukum, sedangkan yurisprudensi sosiologi
beroperasi dalam arah sebaliknya sebagai suatu bentuk yurisprudensi yang, dari dalam
hukum, , khususnya berdasarkan karya Holmes, memanfaatkan wawasan dari sosiologi.
Pound mencatat bahwa perbedaan perspektif ini berakar pada perbedaan mendasar antara
tujuan sosiologi dan yurisprudensi. Jika sosiologi pada dasarnya berorientasi pada teori atau
penelitian, maka yurisprudensi secara praktis berorientasi pada kontribusi terhadap
penyelesaian permasalahan hukum. Pound berargumen bahwa vyurisprudensi sosiologis
menghadapi kesulitan dalam penerimaan baik dari yurisprudensi maupun sosiologi, baik dari
yurisprudensi maupun sosiologi, karena yurisprudensi sosiologi menyimpang dari sistem
hukum formal dan doktrin hukum, dan dari yurisprudensi sosiologi karena memiliki orientasi
praktis dan terlibat dalam perumusan penilaian nilai.

Untuk memungkinkan perkembangan menuju sosiologi hukum di Amerika Serikat,
yang dibutuhkan adalah salah satu atau kedua dari dua kondisi: penerimaan sekolah-sekolah
sosiologi hukum Eropa oleh disiplin sosiologi pada umumnya dan/atau beralih ke studi
sosiologi hukum dari dalam sosiologi. Seperti yang akan ditunjukkan pada bagian berikutnya
dan Bab 6, kondisi kedualah yang mendorong berkembangnya sosiologi hukum dan
pelembagaannya sebagai subspesialisasi disiplin ilmu.
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5.3 MODERNISASI SOSIOLOGI KLASIK

Mengabaikan kontribusi sosiolog Amerika Talcott Parsons merupakan suatu
penyangkalan terhadap realitas historis sosiologi modern. Pengaruh karya Parsons cukup
penting untuk dipertimbangkan dalam sejarah sosiologi mana pun, baik secara teoritis
maupun institusional, pertama-tama karena karya tersebut mendorong berkembangnya
aliran struktural-fungsionalis, yang memperoleh dominasi selama beberapa dekade setelah
Perang Dunia Il. Selain itu, sama pentingnya untuk memperdebatkan pentingnya karya
Parsons dalam pembentukan sosiologi modern karena upayanyalah yang membuat
perusahaan sosiologi kontemporer sekarang menempatkan dirinya dalam kaitannya dengan
para sarjana klasik, terutama Weber dan Durkheim. Berkat karya Parsons dan perwakilan
fungsionalisme struktural lainnya, sosiolog generasi baru dapat mulai merumuskan ide-ide
alternatif yang menyimpang, terkadang secara tajam, dari premis dan arah perspektif
fungsionalis yang dominan. Oleh karena itu, terobosan yang menentukan dalam
perkembangan sosiologi modern, termasuk sosiologi hukum, ditemukan dalam karya Parsons.
Signifikansi perkembangan tersebut bagi sosiologi hukum tidak hanya secara tidak langsung,
melalui penerimaan teori-teori klasik dan munculnya pluralisme teoritis dalam sosiologi,
namun juga dapat bersandar langsung pada kontribusi sosiologi hukum yang dirumuskan oleh
Parsons dan beberapa temannya. pengikut.

Talcott Parsons (1902—-1979) memperoleh gelar sarjana dari Amherst College dan
awalnya mempertimbangkan untuk berkarir di bidang kedokteran. Selama masa studinya di
perguruan tinggi, perhatiannya beralih ke ilmu sosial dan ekonomi dan, pada tahun 1924, ia
memulai studi pascasarjana di Universitas Amherst. London School of Economics dan, setahun
kemudian, di Universitas Heidelberg di Jerman. Parsons memperoleh gelar doktor di bidang
ekonomi dari Heidelberg pada tahun 1927 selama masa magang mengajar di Amherst. Setelah
itu, Parsons menjadi dosen ekonomi di Harvard, dan pada tahun 1931 ia pindah ke
departemen Sosiologi yang baru didirikan oleh Sorokin. Parsons pada mulanya hanya naik
pangkat secara perlahan, namun setelah namanya mendapatkan pengakuan melalui publikasi
karya-karya teoritisnya yang besar, ia menjadi sosiolog paling dominan pada masanya.

Setidaknya ada tiga jalur perkembangan dalam sosiologi Parsons: perumusan
perspektif teori tindakan; penjabaran teori sistem masyarakat; dan fase akhir yang lebih
berorientasi empiris dengan kecenderungan evolusionis yang kuat. Periode pertengahan
pemikiran Parsons inilah yang menghasilkan kontribusi terpentingnya terhadap sosiologi
hukum. Secara singkat beralih ke fase pertama karya Parsons, selama studinya di Eropa
Parsons mengenal sejumlah besar penulis terkemuka Eropa, seperti antropolog Bronislaw
Malinowski, antropolog fungsionalis yang mengajar di London School of Medicine. Ekonomi,
Max Weber, yang meninggal hanya beberapa tahun sebelum Parsons berada di Heidelberg,
Emile Durkheim, pendiri sekolah sosiologi Perancis, Alfred Marshall, ekonom Inggris
berpengaruh, dan Vilfredo Pareto, ekonom Italia yang teorinya juga menginspirasi
perkembangan dalam sosiologi. Meskipun beberapa dari para sarjana ini tidak sepenuhnya
dikenal oleh para sosiolog di Amerika Serikat, tidak satu pun dari mereka yang mencapai status
klasik dalam sosiologi kontemporer, terutama karena karya-karya mereka tidak selalu tersedia
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dalam terjemahan dan, seperti yang dikemukakan sebelumnya, karena posisi sosiologi AS
sendiri relatif terhadap bidang penelitian masalah sosial daripada teori.

Pada tahun 1937, Parsons mengubah wajah sosiologi selamanya dengan
diterbitkannya The Structure of Social Action (Parsons 1937). Pada tingkat teoritis, buku ini
menyajikan teori tindakan voluntaristik berdasarkan premis (Weberian) bahwa tindakan
manusia terdiri dari hubungan bermakna antara sarana dan tujuan. Parsons juga berpendapat
bahwa perkembangan teori voluntaristik seperti itu dapat diamati dalam karya-karya para ahli
teori sosial besar, seperti Weber, Durkheim, Marshall, dan Pareto. Tanpa meninjau apa yang
disebut dengan tesis konvergensi ini, hal penting mengenai karya Parsons dalam konteks saat
ini adalah bahwa karya Parsons bersandar pada karya-karya berbagai sarjana klasik dengan
tujuan yang jelas untuk mengembangkan perspektif teoritis. Pendekatan seperti ini saat ini
dipraktekkan secara luas dan, dalam bentuk yang kurang lebih tepat, hampir identik dengan
teori sosiologi. Secara substantif, teori voluntaristik Parsons menyatakan bahwa perilaku
manusia mempunyai makna dan harus didekati dari perspektif non-positivis dalam kaitannya
dengan motivasi para aktor.

Namun, lebih dari sekedar psikologi sosial, Parsons berpendapat bahwa pada tingkat
masyarakat terdapat batasan terhadap variabilitas tujuan karena tindakan manusia diatur
berdasarkan sistem tujuan atau nilai (akhir). Untuk menghindari perang semua melawan
semua di Hobesian, perilaku manusia diatur pada tingkat sistem nilai umum melalui sosialisasi.
Untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem nilai tersebut, norma-norma sosial berfungsi
untuk mengatur atau mengendalikan tindakan. Dalam pengembangan lebih lanjut pemikiran
Parsons, fokus pada tindakan bergerak secara pasti ke kerangka acuan sistem tentang
bagaimana integrasi normatif dapat dicapai. Teori sistem Parsons menawarkan perspektif
analitis mengenai masyarakat yang digunakan untuk memperjelas bagaimana masyarakat
dapat mengamankan integrasi, khususnya dalam konteks meningkatnya individualisme.
Secara umum, Parsons menerapkan pengertian sistem untuk merujuk pada keseluruhan yang
terdiri dari bagian-bagian terkait yang menjalankan fungsi tertentu dalam kaitannya satu sama
lain dan pemeliharaan keseluruhan. Menentukan fungsi sistem sebagai adaptasi, pencapaian
tujuan, integrasi, dan latensi, Parsons berpendapat bahwa dalam masyarakat modern ada
empat subsistem yang relatif otonom yang telah berdiferensiasi untuk menjalankan satu
fungsi yang ditentukan: ekonomi, sistem politik, komunitas kemasyarakatan, dan kepercayaan
(atau kepercayaan). nilai) sistem. Sistem sosial dan berbagai subsistemnya dipahami sebagai
sistem terbuka yang terlibat dalam proses pertukaran ganda melalui berbagai media simbolik.
Dalam kasus sistem sosial, media-media tersebut adalah: uang dalam subsistem ekonomi,
kekuasaan dalam pemerintahan, pengaruh normatif dalam komunitas masyarakat, dan
komitmen nilai dalam subsistem fidusia.

Dalam konteks buku ini, banyak kompleksitas (dan permasalahan) teoritis pemikiran
Parsons yang tidak perlu dibahas dan dapat digantikan dengan penjelasan yang kurang abstrak
mengenai teori Parsons dalam kaitannya dengan analisisnya terhadap sistem hukum.
Memang benar, selain analisisnya terhadap lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama,
layanan kesehatan, profesi, dan pemerintahan, Parsons juga memberikan perhatian yang
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cukup eksplisit terhadap peran sistem hukum dalam masyarakat modern. Yang paling penting,
Parsons memandang hukum sistem ditinjau dari fungsi integratifnya sebagai elemen sentral
komunitas masyarakat modern. Parsons (1959: 184) mendefinisikan hukum sebagai
“sekumpulan peraturan yang relatif formal dan terintegrasi yang membebankan kewajiban
pada orang-orang yang memainkan peran tertentu dalam kolektivitas tertentu.” Dengan
menunjukkan nilai analitis dari pendekatan sistem fungsionalis, Parsons menganalisis peran
hukum dalam kaitannya dengan subsistem masyarakat yang berbeda dalam skema empat
fungsi dan dalam kaitannya dengan fungsi integratif utama hukum. Sehubungan dengan
pembedaan hukum dari sistem ekonomi, Parsons berpendapat bahwa sistem hukum tidak
dapat dikonseptualisasikan secara memadai dengan mengacu pada kepentingan pribadi yang
menyertai perluasan kapitalisme. Bertentangan dengan penafsiran Marxis, Parsons
berargumentasi bahwa motif keuntungan tidak dapat diasumsikan menguasai seluruh lapisan
masyarakat dan, selain itu, proses hukum tidak dapat dianalisis dalam kerangka utilitarian
dalam memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, sistem hukum tetap relatif otonom dari
sistem ekonomi karena hukum dimaksudkan untuk menegosiasikan berbagai kepentingan
yang perlu diseimbangkan.

Parsons juga mempertahankan otonomi relatif hukum sehubungan dengan sistem
politik. Fungsi pembuatan undang-undang didelegasikan kepada pemerintah dalam bentuk
fungsi legislasi pemerintah, namun fungsi hukum lainnya secara eksklusif diputuskan oleh
sistem hukum. Secara khusus, interpretasi dan sanksi norma hukum ditangani oleh pengadilan
dan lembaga penegak hukum. Pemerintahan juga menerapkan pemisahan kekuasaan secara
fungsional serta jaminan hukum atas hak menentukan nasib sendiri. Politisasi hukum, yaitu
instrumentalisasi hukum oleh pemerintah untuk tujuan politik, merupakan sebuah
kemungkinan empiris, terutama dalam masyarakat yang tidak terorganisir secara demokratis,
namun bukan merupakan kebutuhan teoretis. Parsons memandang hukum, yang terpenting,
sebagai mekanisme kontrol sosial dalam konteks komunitas masyarakat dalam sistem sosial.
Sistem hukum secara khusus menjalankan fungsi-fungsi berikut: interpretasi hukum di
pengadilan; penerapan hukum melalui pengambilan keputusan administratif dan yuridis;
sanksi hukum oleh lembaga penegak hukum; dan spesifikasi yurisdiksi untuk menentukan
kapan dan di mana aturan hukum berlaku. Fungsi integratif hukum mempunyai dua dimensi,
karena hukum tidak hanya mengatur interaksi antar anggota masyarakat (integrasi sosial)
tetapi juga mengatur struktur kelembagaan masyarakat dan pertukaran antar subsistem
(integrasi masyarakat). Sehubungan dengan fungsi integratif hukum, Parsons memberikan
perhatian khusus pada profesi hukum. Profesi hukum memperoleh arti khusus dari kenyataan
bahwa para profesional hukum mengoordinasikan tindakan-tindakan dalam sistem hukum di
bawah kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam proses legislatif melalui penafsiran norma-
norma hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Terakhir, Parsons memposisikan hukum dalam kaitannya dengan sistem fidusia dalam
arti bahwa ia menganggap nilai-nilai masyarakat menyediakan “stratum sub-konstitusional
dari sistem hukum” (Parsons 1978: 48). Dalam masyarakat modern, sangat relevan bagi
Parsons bahwa hukum agama telah disekulerkan menjadi persyaratan hukum prosedural yang
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dirumuskan dalam prinsip-prinsip umum yang melegitimasi kesetaraan partisipasi melalui
pelembagaan hak dan kewajiban. Di Amerika Serikat, khususnya, etika Protestan dan
penekanan pada penyelidikan bebas telah banyak membentuk tradisi common law Amerika,
yang menekankan kekhususan setiap kasus pengadilan dan mempertimbangkan sifat
individualistis dari banyak undang-undang. “Pengaruh Puritan,” tulis Parsons (1978: 49),
“cukup penting untuk membenarkan penggabungan perkembangan hukum dengan
pengabdian terhadap panggilan dalam usaha ekonomi dan ilmu pengetahuan.”

5.4  WARISAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Selaras dengan pengaruh luas karya Parsons pada masanya, pendekatan sosiologisnya
terhadap hukum mampu melahirkan aliran sosiolog hukum yang bekerja dalam tradisi
Parsonian, termasuk Harry Bredemeier, Leon Mayhew, dan William Evan. Karya-karya para
sarjana ini secara teoritis bertujuan untuk mengonseptualisasikan peran hukum sebagai
mekanisme kontrol sosial dan proses fungsional pertukaran antara hukum dan subsistem
masyarakat lainnya, seringkali dengan pertimbangan yang lebih eksplisit terhadap
permasalahan dan ketegangan yang terkait dengan hukum daripada yang bisa dibayangkan.
ditemukan dalam karya Parsons (Bredemeier 1962; Davis 1962; Davis et al. 1962; Evan 1960,
1961, 1965; Mayhew 1968b, 1968c, 1971). Selain itu, para sosiolog ini melakukan pengujian
empiris terhadap berbagai proposisi yang berasal dari kerangka struktural-fungsional dalam
kasus-kasus hukum tertentu, seperti isu-isu seputar implementasi dan legitimasi undang-
undang tertentu (Evan 1959, 1962b; Evan dan Levin 1966; Mayhew 1968a).

Meskipun ada sejumlah sarjana Parsonian yang terlibat dalam studi sosiologi hukum,
pengaruh mereka terhadap perkembangan hukum lebih lanjut relatif kecil, bukan hanya
karena menurunnya dominasi Parsons sejak tahun 1960an dan seterusnya, namun sebagian
besar karena Parsonian para sarjana tidak cukup terlibat sebagai spesialis dalam sosiologi
hukum untuk memberikan dampak jangka panjang dalam bidang spesialisasi tersebut. Yang
paling ambisius dalam cakupannya dan paling konsisten dalam bidang sosiologi hukum adalah
karya William Evan. Namun, karya Evan tidak disajikan secara sistematis hingga tahun 1990,
ketika sosiologi hukum telah berkembang jauh melampaui paradigma fungsionalis (Evan
1990).

Namun, relevansi Parsons dengan sosiologi hukum melampaui kontribusi para
pengikut langsungnya. Di luar karya-karya sosiolog hukum fungsionalis, relevansi sosiologi
hukum Parsons dirasakan lebih bertahan lama melalui penerimaan dan pengaruh karyanya
dalam pengembangan disiplin sosiologi. Dalam hal ini, penting untuk mengamati dampak
positif pemikiran Parsons yang bertahan lama, meskipun sebagian besar tidak langsung,
terhadap banyak rangkaian teori sosiologi kontemporer seperti halnya banyak aliran teori
yang telah dirumuskan, sering kali sebagai reaksi langsung terhadap Parsons, sebagai
alternatif terhadap pendekatan fungsionalis. Aspek-aspek warisan Parsons ini tentunya juga
mempengaruhi sosiologi hukum. Dalam hal ini, perkembangan perspektif interaksionis dan
teori konflik dalam sosiologi hukum dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap Parsons,
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sedangkan diskusi yang berlangsung lama dalam sosiologi hukum seperti Weber dan
Durkheim juga berhutang budi pada hal yang sama. hutang kepada Parsons.

Parsons mengembangkan sosiologi hukumnya sebagian besar berdasarkan
sosiologinya dan ide-ide sentral dari sosiologi klasik yang ia masukkan di sana. Yang paling
menonjol adalah perhatian Durkheimian terhadap integrasi dan perhatian Weberian terhadap
bentuk spesifik hukum modern dan perannya dalam masyarakat yang dirasionalisasi. Namun
Parsons juga dipengaruhi dalam pengembangan perspektif sosiologisnya tentang hukum
melalui wawasan dari ilmu hukum. Parsons mengetahui beberapa karya Roscoe Pound dan
pernah bertemu dengan sarjana hukum di Harvard, mengaudit salah satu seminarnya di
bidang filsafat hukum pada tahun 1930-an. Meskipun secara umum mengapresiasi karya
Pound, Parsons (1968: 48) menganggap konsepsinya tentang yurisprudensi sosiologis “sedikit

n

prematur.” Meskipun Parsons menyadari bahwa Pound dipengaruhi oleh sosiolog Ross,
orientasi sosiologis yang lebih jelas dalam studi hukum yang dikemukakan Parsons pada saat
itu adalah “hampir seluruhnya Eropa kontinental,” termasuk karya-karya Ehrlich, Petrazycki,
Sorokin, Gurvitch, dan Weber. (Parsons 1968: 50). Parsons menghubungkan kurangnya
pengaruh para sarjana Eropa di Amerika Serikat dengan perbedaan antara sistem hukum
Eropa dan Amerika.

Sumber inspirasi yang lebih penting bagi pemikiran Parsons tentang hukum dari dalam
keilmuan hukum adalah karya Lon Fuller, yang merupakan rekan Parsons di Harvard di mana
Fuller menjadi profesor di fakultas hukum. Tanpa membahas teori Fuller secara lebih
sistematis, cukuplah dicatat di sini bahwa Fuller (1964) membela pandangan hukum sebagai
cerminan nilai-nilai moral masyarakat, yang ia pahami secara prosedural dalam kaitannya
dengan fungsi hukum untuk memandu perilaku. Sebagai seorang sarjana hukum, Fuller
mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk melarang bagaimana hukum harus disusun
agar lebih efektif, namun konsepsi dasar Fuller tentang tujuan hukum sangat mirip dengan
gagasan fungsionalis tentang hukum sebagai kontrol sosial.

Ketertarikan Parsons pada hukum dan ketergantungannya pada karya Fuller membuat
kedua sarjana Harvard tersebut menyelenggarakan serangkaian seminar pascasarjana tentang
“Hukum dan Sosiologi” pada akhir tahun 1960an (Parsons 1968: 51). Menariknya, Parsons
tidak terlalu memandang kolaborasi ini dalam kaitannya dengan keharusan sosiologi untuk
belajar dari hukum, melainkan dalam kaitannya dengan peran sosiologi dalam pengembangan
pendidikan akademis hukum. Fuller setuju dengan pandangan untuk memasukkan sosiologi
ke dalam undang-undang dan bukan sebaliknya. Fuller (1968) mengamati bahwa sosiologi
hukum pada akhir tahun 1960an telah banyak berperan dalam memunculkan dimensi sosial
hukum dan dengan demikian telah melampaui perspektif, mendominasi gerakan hukum dan
masyarakat yang sedang berkembang, dalam memandang hukum dalam kaitannya dengan
masyarakat. Pergerakan hukum dan masyarakat dulunya (dan saat ini masih) merupakan
domain penelitian interdisipliner yang menampung para sosiolog, antropolog, ekonom, dan
ilmuwan sosial dan perilaku lainnya yang tertarik pada studi hukum. Fuller (1968) mencatat
bahwa konstruksi bidang yang begitu komprehensif dan keberhasilan pelembagaannya
melalui pembentukan Law and Society Association pada tahun 1964 dan pendirian Law and
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Society Review pada tahun 1966 mungkin membuat para sarjana mengabaikan bahwa hukum
selalu merupakan hal yang penting. bagian dari masyarakat dan dengan demikian hukum itu
mengandung “dimensi sosial yang bekerja di dalam dirinya sendiri yang patut mendapat
perhatian terbaik dari sosiolog”. Oleh karena itu, keilmuan hukum Fuller memungkinkan peran
sosiologi, tidak hanya sebagai mitra hukum yang dipahami sebagai keilmuan hukum, namun
juga sebagai ilmu sosial yang diistimewakan untuk mempelajari hukum sebagai sebuah
institusi.

5.5 KESIMPULAN

Perkembangan historis dan intelektual sosiologi hukum di Amerika Serikat merupakan
kisah yang unik dan masih sedikit diketahui sehingga patut menjadi perhatian para sarjana
hukum dan sosiolog hukum. Secara historis, studi ilmiah tentang dimensi sosial hukum di
Amerika Serikat tumbuh dari sekolah hukum profesional, bukan langsung dari sosiologi klasik.
Keilmuan Holmes, khususnya, memicu perubahan revolusioner dalam keilmuan hukum
menuju yurisprudensi sosiologis. Disistematisasikan oleh Roscoe Pound, yurisprudensi
sosiologi mengandalkan kemajuan ilmu-ilmu sosial untuk mengembangkan cara pandang
hukum sebagai kontrol sosial yang tetap berkomitmen pada orientasi normatif kebijakan
hukum untuk mengembangkan wawasan yang dapat berkontribusi dalam membangun sistem
hukum yang adil. Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa Pound dengan jelas menyadari
bahwa yurisprudensi dan sosiologi mempunyai asal dan tujuan yang berbeda. Perspektif
realisme hukum mengabaikan hampir semua orientasi normatif yang melekat dalam
yurisprudensi sosiologis, namun pemahaman psikologisnya terhadap hukum mencegah
pengaruh besar terhadap sosiologi hukum. Realisme hukum justru lebih berpengaruh
terhadap antropologi hukum karena penekanannya pada metode etnografi. Karena
orientasinya yang sangat empiris, realisme hukum juga mempengaruhi gerakan awal hukum
dan masyarakat (Garth dan Sterling 1998; Ingersoll 1981) dan baru-baru ini mempengaruhi
peluncuran gerakan yang disebut Studi Hukum Empiris (Suchman 2006). Sikap skeptisisme
dalam realisme hukum terhadap tujuan hukum juga sejalan dengan arus tertentu dalam Studi
Hukum Kritis (Trevin™ o 1994; Milovanovic 2003).

Perkembangan yurisprudensi sosiologi dan realisme hukum pada dasarnya bukan
merupakan fungsi dari sejarah intelektual sosiologi dan ilmu sosial, melainkan merupakan
perkembangan profesionalisasi hukum yang juga mempengaruhi sosiologi hukum dan kajian
sosio-hukum. Ditinjau dari tujuannya masing-masing, yurisprudensi sosiologi dan sosiologi
hukum berbeda dalam hal sikapnya yang berbeda terhadap hubungan antara hukum dan
moralitas. Namun secara historis, sosiologi hukum modern menemukan yurisprudensi
sosiologis tidak seperti realisme hukum sebagai pendahulu yang membantu menentukan
arahnya. Dalam pengertian ini, bagian dari perkembangan sosiologi hukum lebih berkaitan
erat dengan realitas sosial hukum dibandingkan dengan kekuatan intelektual dari visi
sosiologis. Faktanya, para sarjana hukum di Amerika Serikat begitu terlibat dengan studi sosial
hukum sehingga mereka bahkan berhasil mengambil beberapa dari sosiologi hukum Eropa
awal. Tulisan Petrazycki, Timasheff, dan Gurvitch, dan bahkan sosiologi hukum Max Weber
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berada pada tahun-tahun sebelum munculnya fungsionalisme struktural lebih banyak dibahas
oleh para sarjana hukum daripada oleh sosiolog.

Perpecahan radikal menuju subbidang sosiologi hukum ditawarkan oleh Talcott
Parsons. Melalui penerapan dan perluasannya oleh rekan-rekan fungsionalis serta
penerimaan kritisnya oleh para penentang teoritis pemikiran Parsonian, sosiologi hukum
Parsons mempunyai dampak yang menguntungkan pada tingkat institusional, merangsang
perkembangan sosiologi hukum dengan cara yang dapat disaingi. hanya dengan pelembagaan
hukum dan gerakan masyarakat. Meskipun teori yang terakhir ini bisa dikatakan sukses dalam
hal membangun tradisi yang bertahan lama dan memiliki banyak pengikut, teori yang pertama
lebih unggul dalam hal meletakkan landasan intelektual bagi studi hukum sosiologis yang
autentik. Diskusi ini tidak dimaksudkan untuk menyangkal bahwa pendekatan Parsonian
dalam sosiologi hukum secara historis kalah popularitasnya dengan gerakan hukum dan
masyarakat. Analisis rekonstruktif dalam bab ini berupaya untuk mendapatkan kembali
kedudukan yang harus diberikan kepada mereka yang memfasilitasi sosiologi hukum dalam
arti intelektual. Karena Parsons tidak hanya mengembangkan teori sosiologi sistematis
berdasarkan karya-karya pendiri seperti Weber dan Durkheim, yang kemudian menjadi teori
klasik, ia juga meletakkan dasar bagi studi sosiologi hukum yang tidak bergantung pada
yurisprudensi sosiologis. Sejak saat itu, subbidang sosiologi hukum dalam disiplin sosiologi
yang lebih luas tidak perlu lagi menempatkan dirinya pada posisi “kepulauan defensif”
dibandingkan dengan vyurisprudensi sosiologis dan bentuk-bentuk ilmu hukum lainnya
(Cotterrell 1975: 388). Sebaliknya, ia dapat bekerja sama dengan pendekatan-pendekatan lain
terhadap studi hukum dalam ilmu-ilmu sosial dan vyurisprudensi, dan juga dapat
menghubungkan dirinya dengan subbidang sosiologi lain dan dengan sosiologi secara
keseluruhan. Seperti yang akan ditunjukkan pada bab berikutnya, pematangan sosiologi
hukum ini juga melibatkan berkembangnya berbagai perspektif teoritis yang digunakan untuk
mempelajari hukum secara sosiologis.
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BAB 6
SOSIOLOGI HUKUM DAN ANTINOMI PEMIKIRAN MODERN

Evolusi sosiologi modern ditandai dengan semakin beragamnya perspektif teoretis.
Pluralisme teoretis dalam sosiologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga saat ini sering
kali tidak jelas di mana garis-garis teoretis tersebut ditarik, apa maknanya, dan apa manfaat
dari keberagaman tersebut. Beberapa pakar telah mengutuk pluralisme teoritis sebagai
kelemahan utama dalam sosiologi, yang menunjukkan kurangnya kesatuan dalam pemikiran
sosiologi, sementara yang lain melihat keragaman teoretis dalam sosiologi sebagai suatu
kekayaan yang mencerminkan kompleksitas kehidupan sosial. Keberagaman teoritis juga
menandai kekhususan bidang sosiologi. sosiologi hukum. Bab ini akan memberikan gambaran
umum tentang rangkaian utama perspektif teoritis dalam sosiologi hukum modern
berdasarkan tinjauan terhadap ide-ide teoritis yang muncul dari orientasi sebelumnya.
Pembahasan ini juga hendaknya mampu menjembatani berbagai perspektif teoretis dengan
bab-bab yang dipandu secara substantif pada dua bagian berikutnya buku ini. Oleh karena itu,
bab ini akan melihat ke belakang dan ke depan perkembangan teoritis dalam sosiologi hukum.

Analisis dalam bab ini dikembangkan berdasarkan revolusi dan evolusi teoretis yang
muncul dalam sosiologi sejak menurunnya dominasi fungsionalis secara bertahap. Secara
historis, perkembangan ini terjadi kira-kira sejak tahun 1960-an dan terus menjadi ciri disiplin
ilmu secara luas dan sosiologi hukum, khususnya, hingga saat ini. Situasi saat ini sedemikian
rupa sehingga keberagaman teoretis telah meningkat dengan cara yang lebih kompleks
dibandingkan era sosiologi modern yang berlangsung kira-kira hingga tahun 1980an. Namun
presentasi ini idealnya dapat dipahami sebagai perangkat heuristik untuk menawarkan
tinjauan sistematis terhadap aliran teori utama dan permasalahan mendasar dalam sosiologi
hukum. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, buku ini tidak bermaksud untuk memihak
dalam pertarungan teoretis ini, namun dimaksudkan untuk mengungkapkan kontribusi yang
telah diberikan oleh setiap gerakan teoretis dalam sosiologi terhadap studi hukum dan untuk
menunjukkan bagaimana setiap gerakan sesuai dengan kerangka keilmuan sosiologi yang
lebih luas. Bab ini secara khusus akan membahas tiga momen teoritis yang mengkristal dalam
sosiologi hukum.

Pertama, munculnya apa yang disebut perspektif teori konflik dalam sosiologi
menantang penekanan struktural-fungsionalis pada keseimbangan dan ketertiban. Subbidang
sosiologi hukum terwakili dengan baik dalam gerakan menuju pengembangan perspektif kritis
melalui beberapa kontribusi penting, seperti karya William Chambliss dan Austin Turk.
Karakteristik dan perwakilan terpenting dari gerakan ini, termasuk perspektif konflik Marxis
dan non-Marxis, akan ditinjau.

Kedua, kontroversi teoretis yang tidak eksklusif namun sangat berbeda dengan bidang
khusus sosiologi hukum berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moralitas serta
kemungkinan dan keinginan sosiologi hukum ilmiah. Beberapa perspektif sosiologi berusaha
mempertahankan hubungan erat antara hukum dengan moralitas dan keadilan sedemikian
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rupa sehingga pertanyaan-pertanyaan normatif tidak dapat dihindari. Di antara perspektif
hukum yang berorientasi normatif tersebut, yang paling terkenal adalah teori sosiologi
yurisprudensi yang dikembangkan oleh Philip Selznick dan Philippe Nonet. Di pihak yang
berlawanan dalam perdebatan ini, karya Donald Black menempati posisi sentral. Sosiologi
hukum murni Black menghadirkan, dalam istilah yang lebih kuat dan lebih jelas dibandingkan
perspektif lain dalam disiplin ilmu ini, pendekatan yang sangat ilmiah dan sosiologis terhadap
hukum sebagai bagian dari teori kontrol sosial sebagai variabel dependen.

Ketiga, teori interaksionis dan teori perilaku menanggapi keasyikan fungsionalis
dengan struktur dan masyarakat pada tingkat makro. Setidaknya ada dua variasi penting
dalam perspektif teori mikro ini. Di satu sisi, aliran pemikiran interpretatif telah berkembang
seputar upaya memahami interaksi manusia. Yang paling terkenal adalah interaksionisme
simbolik yang berkontribusi pada pendekatan ini. Di sisi lain, sosiolog berorientasi mikro
lainnya telah berupaya mengembangkan teori perilaku yang sistematis dalam pendekatan
rasionalis. Di antara perspektif teoretis yang relevan dari sudut pandang ini adalah teori
pertukaran dan pilihan rasional.

6.1  TEORI KONFLIK SOSIOLOGIS

Cara vyang berguna untuk menjembatani pendekatan sosiologi hukum vyang
dikembangkan pada periode sebelum Perang Dunia Il dan arus yang lebih baru yang
berlangsung hingga dekade terakhir abad ke-20 adalah dengan mempertimbangkan
sentralitas karya Parsons dan teori-teorinya. perdebatan yang dipicu oleh pendekatan
fungsionalis. Yang pasti, pembahasan ini tidak bisa dibatasi pada pengaruh langsung teori
Parsons terhadap sosiologi hukum, karena, seperti dijelaskan dalam Bab 5, pengaruh tersebut
relatif tidak terlihat secara nyata. Namun penting untuk menekankan relevansi teori Parsonian
dalam teori sosiologi karena teori ini mempengaruhi banyak bidang khusus, terutama dalam
hal penerimaan kritis terhadap pemikiran fungsionalis. Dengan kata lain, teori-teori sosiologi
modern harus dilihat dari mazhab teoritis yang mereka wakili dan lawan dalam
perkembangannya masing-masing untuk mengungkap aspek historis dan sistematis dari
gerakan teoretis.

Tradisi teori konflik dalam sosiologi modern berkisar pada gagasan bahwa konflik harus
dipelajari sebagai komponen penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori konflik tidak
bisa disamakan dengan sosiologi konflik. Semua sosiolog sepakat bahwa ada konflik dan
konflik dapat dan harus dipelajari. Namun, jika perspektif yang berorientasi pada keteraturan
menganggap masyarakat pada dasarnya melibatkan proses stabilitas dan integrasi, maka
perspektif teori konflik memandang konflik sebagai hal yang penting dalam mengungkap
kondisi masyarakat. Implikasinya, jika sosiologi yang berorientasi pada keteraturan terlibat
dalam studi masyarakat yang sistematis dan terpisah, teori konflik melibatkan sikap praktis
atau kritis yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan kondisi sosial. Baik dalam
kaitannya dengan pengertian konflik maupun konsepsi pengetahuan dan praksis, teori konflik
secara teoritis dapat mengandalkan karya Karl Marx. Meskipun karya Marx secara tradisional
tidak dianggap memiliki relevansi dengan sosiologi, situasi ini berubah secara radikal ketika
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sosiologi kritis atau teori konflik semakin populer. Namun, manifestasi modern dari sosiologi
kritis juga lebih otonom dan beragam dibandingkan sekedar menangkap kembali filsafat sosial
Marx, khususnya dalam sosiologi hukum, sebuah bidang yang tidak banyak dikontribusikan
oleh Marx.

Secara historis, akar pemikiran Marxis dan kritis dalam sosiologi sudah ada sejak
dahulu kala. Upaya awal dalam sosiologi yang mengandalkan wawasan teoretis konflik
dan/atau Marxis khususnya dapat ditemukan di kalangan penulis Eropa tertentu, seperti
Antonio Gramsci, Georg Luka’cs , Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan
perwakilan lain dari perspektif Teori Kritis yang disebut Mazhab Frankfurt. Namun, banyak
dari karya-karya yang berorientasi kritis ini bukan merupakan bagian dari arus utama sosiologi
akademis, terutama di Amerika Serikat, hingga karya-karya tersebut kemudian diperkenalkan
dalam variasi sosiologi modern, biasanya sebagai bagian dari kritik terhadap fungsionalisme
struktural. Jadi, misalnya, Lewis Coser (1956) mengembangkan teori konflik, sebagai respons
terhadap pemahaman fungsionalis mengenai hal tersebut, berdasarkan penerimaan
perlakuan terhadap konflik dalam tulisan Georg Simmel. Sosiolog lain, seperti C. Wright Mills,
Ralf Dahrendorf, dan Tom Bottomore, melakukan upaya yang lebih terpadu untuk
memperkenalkan pemikiran Marx ke dalam bidang sosiologi. Hingga tahun 1950-an dan 1960-
an, yang ada hanyalah pembicaraan mengenai Marx atau Marxisme, namun sejak saat itu juga
terdapat pembicaraan tentang sosiologi Marxis, yang menyebabkan menjamurnya karya-
karya dalam pendekatan teoritis baru ini. Untuk menjelaskan relevansi perkembangan teori
konflik dalam sosiologi hukum, kajian lebih dekat terhadap karya C. Wright Mills bermanfaat
karena menanggapi secara langsung dominasi fungsionalisme struktural dalam sosiologi.

Sosiologi Mills secara teoritis didasarkan pada rekonstruksi pemikiran Marx yang
dipadukan dengan gagasan Weberian tentang kekuasaan. Dalam kritik tajam yang ditujukan
langsung pada Parsons, Mills (1959) berpendapat agar para sosiolog mengadopsi imajinasi
sosiologis yang dengannya hubungan erat antara isu-isu struktural yang lebih besar (masalah
publik) dan masalah sehari-hari yang dihadapi individu (masalah pribadi) dapat dideteksi.
didirikan. Menurut Mills, kelemahan utama Parsonian dan bentuk-bentuk sosiologi arus
utama lainnya adalah mereka tidak mampu dan tidak mau mengembangkan imajinasi
sosiologis. “Teori besar” Parsons, seperti yang disebut Mills sebagai pendekatan fungsionalis,
tidak hanya terlalu abstrak, namun juga mengasumsikan, bukannya mendemonstrasikan, dan
mendukung, bukan sekadar mengamati, keselarasan dan stabilitas sosial.

Secara substansial, Mills mengkritik fungsionalisme karena tidak memperhatikan
struktur kekuasaan masyarakat. Dalam sebuah studi penting mengenai apa yang disebut elit
kekuasaan dalam masyarakat Amerika, Mills (1956) berpendapat bahwa ciri utama kehidupan
sosial Amerika abad ke-20 adalah konsentrasi dan sentralisasi kekuasaan di antara beberapa
kelompok elit. Kekuasaan dalam masyarakat Amerika secara bertahap dipusatkan pada
kepentingan perusahaan, militer, dan politik. Elit ekonomi bersifat dominan dan menguasai
elite militer dan politik, sedangkan elite politik dikuasai oleh elite ekonomi dan militer.
Meskipun para elit tersebut relatif independen satu sama lain, keanggotaan mereka saling
tumpang tindih. Para elit juga memiliki karakteristik dan latar belakang sosial yang serupa,
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misalnya dalam hal keluarga, pendidikan, dan kepentingan budaya. Karena kekuasaan elit
untuk mengambil keputusan yang penting dan kemampuan mereka untuk melindungi diri dari
kritik, Mills menganggap struktur kekuasaan elit sebagai ancaman besar bagi demokrasi
Amerika.

Konsep multidimensi kekuasaan Mills jelas dipengaruhi oleh Weber, namun ia menolak
gagasan Weber tentang kebebasan nilai. Sebaliknya, Mills, bersama dengan Marx,
berpendapat bahwa beasiswa aktivis harus didasarkan pada peran sosiolog sebagai “ahli”
intelektual yang dapat menyatukan isu-isu publik dengan masalah-masalah pribadi. Namun,
alih-alih didorong oleh kekhawatiran atas peran sosiologis yang sesuai atau teka-teki yang
bersifat teoritis, Mills dalam pengembangan karyanya didorong oleh kondisi masyarakat
Amerika dan upaya untuk menggunakan pengetahuan untuk memajukan perubahan sosial.
Dalam kaitan ini, penting untuk mencatat masa-masa historis ketika teori konflik muncul
dalam sosiologi. Sejak akhir tahun 1950-an dan seterusnya, optimisme akan era pasca-Perang
Dunia Il di sebagian besar negara-negara Barat mulai memudar mengingat meningkatnya
Perang Dingin dan perlombaan senjata nuklir, berlanjutnya peperangan dan kekerasan
internasional. seperti perang Korea dan Vietnam, meningkatnya ketidakadilan global seputar
penyebaran kapitalisme yang tidak merata dan disintegrasi kekuatan kolonial, serta penyakit
sosial yang masih terjadi di banyak negara Barat meskipun negara-negara tersebut relatif kaya.

6.2 MENUJU SOSIOLOGI HUKUM YANG KRITIS

Beberapa sosiolog hukum telah menerapkan wawasan dari sosiologi teori konflik,
termasuk pemikiran Marxis, untuk menganalisis bidang spesialisasi mereka. Namun, jika
dibandingkan dengan pengaruh konflik dan pemikiran Marxian dalam sosiologi secara umum,
perkembangan sosiologi hukum ini berjalan agak lambat. Di antara asal mula sejarah sosiologi
hukum teori konflik, kontribusi William Chambliss, Austin Turk, dan Alan Hunt menonjol
karena status dasar dan pengaruhnya yang bertahan lama.

Dalam salah satu makalah paling berpengaruh dalam sosiologi hukum modern, William
Chambliss (1964) menawarkan studi tentang undang-undang gelandangan dalam kaitannya
dengan studi historis tentang konteks sosio-ekonomi di mana undang-undang tersebut
muncul dan diterapkan. Chambliss membedakan empat fase dalam pengembangan undang-
undang gelandangan yang diadopsi di Inggris dan Amerika Serikat. Undang-undang
gelandangan pertama disahkan di Inggris pada tahun 1349. Memberikan sedekah kepada
siapa pun yang menganggur dalam keadaan sehat jasmani dan rohani merupakan suatu
kejahatan. Di bawah ancaman penjara, para gelandangan dipaksa melakukan pekerjaan kerja.
Pengesahan undang-undang ini diakibatkan oleh kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja
murah setelah Kematian Hitam tahun 1348 yang telah membunuh separuh populasi dan
memusnahkan angkatan kerja. Pada fase berikutnya, undang-undang gelandangan tetap
berlaku tetapi tidak diterapkan, karena, menurut Chambliss, masyarakat feodal sedang
bertransformasi menjadi masyarakat industri. Pada fase berikutnya, mulai tahun 1530 dan
seterusnya, perhatian kembali beralih ke kriminalitas, dan beratnya hukuman atas
pelanggaran undang-undang gelandangan meningkat karena industri telah berkembang.
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Kejahatan baru yang menjadi sasaran ini adalah pencurian dan perampokan pedagang yang
mengangkut barang. Akhirnya pada tahun 1743, kategori gelandangan diperluas hingga
mencakup semua orang yang mengembara, seperti gelandangan. Dengan demikian, fungsi
undang-undang gelandangan diperluas melampaui kendali perburuhan hingga menjaga
ketertiban dan mencegah kejahatan.

Fokus analisis Chambliss mengenai undang-undang gelandangan benar-benar bersifat
empiris, namun secara umum teorinya berhutang budi pada perspektif struktural Marxis.
Kajian Chambliss secara teoritis ditempatkan sebagai respons terhadap pernyataan-
pernyataan terprogram yang menyerukan arah baru dalam sosiologi hukum. Di antara
formulasi awal ini, Chambliss menyebutkan makalah Arnold Rose (1962) dan Gilbert Geis
(1959). Geis mendesak penggunaan wawasan hukum untuk kriminologi yang dapat diperoleh
dari kolaborasi yang lebih besar antara sosiologi dan keilmuan hukum, sementara Rose
merumuskan tujuan sosiologi hukum, di luar pemahaman yuridis hukum, dalam kaitannya
dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sosial, dimensi hukum politik, dan budaya. Namun,
meskipun pernyataan-pernyataan terprogram tersebut mempunyai signifikansi teoretis yang
berbeda, pernyataan-pernyataan tersebut tetap terisolasi dan tidak secara langsung
mengilhami banyak perkembangan lebih lanjut dalam sosiologi hukum, setidaknya sampai
Chambliss dan yang lainnya mulai mendorong sosiologi hukum ke arah teori konflik.

Chambliss melakukan studi yang lebih mendalam tentang hukum sebagai instrumen
kekuasaan, pertama dalam risalah sepanjang buku tentang hukum dan kekuasaan dalam
konteks Amerika (Chambliss dan Seidman 1971) dan kemudian dalam banyak tulisannya
selanjutnya (Chambliss 1973, 1999). Chambliss terutama mengembangkan perspektif teori
konflik tentang hukum mengingat kebutuhan praktis, di masa penuh gejolak di akhir tahun
1960an dan awal tahun 1970an, untuk mengembangkan teori yang mampu mengajukan
pertanyaan berkaitan dengan proses perubahan dan disintegrasi sosial. Melawan anggapan
bahwa tatanan hukum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan hak, Chambliss
memandang hukum sebagai instrumen vyang mementingkan diri sendiri untuk
mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa dalam konflik masyarakat yang tiada henti.
Tatanan hukum beroperasi sedemikian rupa sehingga secara sistematis mendiskriminasi
masyarakat miskin dan kurang mampu, namun berpihak pada masyarakat kaya dan berkuasa.

Hingga tahun 1971, sosiolog Elliott Currie (1971) mengamati pengabaian pengaruh
pemikiran Marx dalam sosiologi hukum dan keterbelakangan perspektif teori konflik yang
mengakibatkan kegagalan dalam memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan dan
kekuasaan kelas. . Namun, sepanjang tahun 1970-an, upaya untuk memasukkan pemikiran
Marxian ke dalam sosiologi hukum semakin meningkat jumlahnya. Untuk menyelesaikan
program tersebut, kita perlu menyaring dari tulisan-tulisan Marx unsur-unsur yang mungkin
berguna bagi sosiologi hukum, sebuah upaya yang tidak dapat diabaikan mengingat relatif
tidak adanya pandangan Marx terhadap hukum. Klarifikasi dan pengenalan gagasan Marx
tentang hukum dalam sosiologi secara khusus dibahas oleh beberapa sosiolog Anglo-Saxon
(Cain 1974; Cain dan Hunt 1979; Hirst 1972). Untuk mengakomodasi fokus yang lebih jelas
pada hukum, diskusi-diskusi ini terkadang dilakukan dengan bantuan untuk menangkap
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kembali interpretasi awal teori Marx, seperti tulisan pakar hukum Rusia Evgenii Pashukanis
(1924), dan interpretasi ulang pemikiran Marx. oleh penulis kontemporer seperti Louis
Althusser, Antonio Gramsci, dan Nicos Poulantzas (Hunt 1981a, 1981b).

Walaupun perkenalan dan penafsiran pemikiran Marx tentang hukum dilakukan
hingga tahun 1980-an dan 1990-an (Melossi 1986; Spitzer 1983; Vincent 1993), para sosiolog
pada tahun 1970-an juga mulai menggunakan teori-teori Marx dalam sosiologi hukum, baik
dalam teori empiris maupun empiris. dan upaya teoretis, yang terkadang memberikan hasil
yang sangat berbeda. Sementara beberapa sarjana mulai mengandalkan Marx untuk
mengembangkan arah baru dalam sosiologi hukum dan melakukan penelitian empiris (Beirne
1979; Hagan dan Leon 1977; Lauderdale dan Larson 1978), penafsir lain mengambil
pandangan bahwa sosiologi hukum tentang dasar Marx, mengingat ide-ide dasar materialisme
historis dan keengganan Marx untuk membahas hukum secara independen, tidak mungkin
terjadi kecuali upaya tersebut berakar dan tetap menjadi bagian dari kritik yang lebih umum
terhadap masyarakat kapitalis (Beirne 1975; Hirst 1972). Perspektif terakhir juga
dipertahankan oleh beberapa sosiolog Marxis yang bekerja di bidang kejahatan dan
penyimpangan (Quinney 1973, 1978).

Sosiologi kriminologi terbukti menjadi lahan subur bagi penerimaan ide-ide Marxian
karena adanya pergeseran dalam bidang khusus ini, terutama selama tahun 1960an dan
1970an, dengan beralihnya studi tentang kejahatan dan penjahat ke arah analisis kontrol
sosial dan hukum pidana sebagai aspek yang penting. kriminalisasi (Hopkins 1975). Selain itu,
patut dicatat bahwa orientasi Marxis dalam sosiologi hukum lebih mudah dicapai di Inggris
dan negara-negara di benua Eropa dimana tradisi keilmuannya hingga saat ini cenderung lebih
bersifat teoretis dan lebih mudah melintasi batas-batas disiplin ilmu, seperti ilmu hukum. dari
filsafat sosial ke sosiologi dan dari pemikiran Marxian ke teori sosiologi. Ekskursi pada program
sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Austin Turk dan Alan Hunt akan menunjukkan
strategi dasar dan variabilitas dalam arah teori konflik dalam sosiologi hukum.

Sosiolog Amerika Austin Turk (1969, 1976a, 1976b) mengembangkan program teoritis
untuk sosiologi hukum teori konflik non-Marxis. Bertentangan dengan gagasan luas dalam
sosiologi arus utama yang memandang hukum sebagai penyelesaian konflik, Turk
menguraikan perspektif mengenai hukum sebagai bentuk kekuatan sosial dan senjata partisan
dalam konflik sosial. Hukum adalah seperangkat sumber daya yang diperebutkan oleh
masyarakat dalam rangka memajukan gagasan dan kepentingan mereka atau menjalankan
kekuasaan atas dan melawan satu sama lain. Turk menetapkan lima jenis pengendalian
sumber daya dalam undang-undang:

(1) Kekuasaan polisi atas cara-cara kekerasan fisik dan agen pengendalian;

(2) Kekuatan ekonomi atas imbalan dan biaya material yang terkait dengan hukum;

(3) Kekuatan politik dalam proses pengambilan keputusan hukum;

(4) Kekuatan ideologis hukum sebagai budaya untuk mengontrol apa yang dianggap sah
dan adil; dan

(5) Kekuasaan pengalihan atas jumlah perhatian dan waktu yang diinvestasikan dalam
hukum.
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Turk mendorong sosiolog hukum untuk menyelidiki bagaimana tatanan hukum beroperasi
dalam situasi tertentu beserta dimensi-dimensi ini untuk mempelajari apakah dan bagaimana
hukum mengatur atau, sebaliknya, menimbulkan konflik sosial.

Versi Marxis yang lebih jelas mengenai sosiologi hukum kritis dapat ditemukan dalam
karya sosiolog Alan Hunt, yang sejak akhir tahun 1970-an secara konsisten berupaya
mengembangkan visi komprehensif dari perspektif Marxis mengenai hukum. Pendekatan
Hunt berakar pada sebuah kritik evolusi gerakan sosiologi hukum dari yurisprudensi sosiologis
ke teori hukum (fungsionalis) sebagai kontrol sosial. Dengan meremehkan pentingnya transisi
ini, Hunt menggambarkan kedua gerakan teoritis tersebut sebagai perspektif borjuis yang
gagal mempertanyakan sejauh mana cita-cita hukum utama belum terwujud dalam
masyarakat kapitalis. Hunt juga mempertanyakan dikotomi antara perspektif konsensus dan
konflik seperti yang diungkapkan secara tradisional. Kedua perspektif tersebut biasanya
berpegang pada gagasan teori sebagai model yang digunakan untuk menjelaskan variasi
empiris. Namun, persyaratan ini menurut Hunt tidak sesuai dengan teori radikal yang
didasarkan pada Marx. Daripada mencoba untuk menjadi benar secara empiris, teori Marxis
mengajukan pertanyaan dan menggunakan konsep mengenai hal-hal yang dianggap penting.
Teori hukum Marxis, khususnya, harus dikembangkan atas dasar konsep hukum yang tidak
mengambil bentuk langsung dari kemunculan hukum sebagai titik tolaknya, melainkan harus
mengonseptualisasikan hukum masyarakat dalam konteks teori Marxian.

Hunt berpendapat bahwa hukum harus dilihat dari segi reproduksi tatanan sosial, yang
melibatkan proses berkelanjutan dimana struktur dominan masyarakat dibentuk dan
dibentuk kembali dalam keadaan sosio-historis tertentu. Di antara institusi dan praktik sosial
yang terlibat dalam proses ini, hukum berfungsi sebagai alat dominasi. Berusaha mengatasi
dikotomi antara perspektif konsensus dan konflik, Hunt berpendapat bahwa dominasi melalui
hukum mengambil bentuk dominasi represif dan ideologis. Dominasi represif (atau koersif)
mengacu pada dimensi hukum yang berfungsi untuk memajukan dan melindungi kepentingan
kelas penguasa. Dalam orientasi represif ini, hukum mempunyai hubungan khusus dengan
kekuasaan negara karena negara mempunyai kendali atas cara-cara pemaksaan yang sah.
Kekerasan hukum diterapkan melalui badan-badan khusus dalam kompleks negara hukum,
termasuk polisi dan pengadilan. Dominasi represif merupakan kondisi yang diperlukan bagi
berkembangnya dominasi ideologis. Mengaitkan aspek hukum yang bersifat koersif dan
konsensual, dominasi ideologi mengacu pada aktivitas dan proses hukum yang memobilisasi
persetujuan anggota masyarakat. Persetujuan tidak semata-mata mengacu pada legitimasi
hukum, namun menyampaikan gagasan bahwa gagasan masyarakat tentang hukum dibentuk
dalam konteks keberadaan sosial mereka dan, pada gilirannya, akan mempengaruhi
reproduksi masyarakat. Dengan demikian, ideologi hukum berkontribusi dalam melegitimasi
tatanan hukum serta tatanan sosial yang lebih luas untuk membangun kondisi hegemoni.

6.3 NORMATIVITAS DALAM SOSIOLOGI HUKUM: SOSIOLOGI YURISPRUDENSI
Hubungan antara hukum dan moralitas telah memberikan sosiologi hukum tempat

khusus di antara spesialisasi disiplin ilmu tersebut. Upaya awal untuk memikirkan hukum
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secara sosial dimotivasi kuat oleh aspirasi normatif. Durkheim bisa dibilang adalah sosiolog
pertama yang dengan sengaja berusaha memisahkan orientasi normatif ini dari analisis
sosiologis masyarakat sebagai tatanan moral. Justru untuk mengkaji moralitas secara
sosiologis, Durkheim beralih ke analisis hukum. Sejauh mana Durkheim berharap untuk
menanamkan moralitas yang berdasarkan sosiologi ke dalam masyarakat masih menjadi
perdebatan dan tidak perlu menjadi perhatian kita di sini. Namun, cukuplah untuk dicatat
bahwa para sosiolog hukum terus bergumul dengan pertanyaan apakah normativitas hukum
mempunyai implikasi khusus terhadap kajian sosiologi hukum, khususnya apakah hal ini
menyiratkan bahwa sosiologi hukum akan selalu mengandung makna normatif atau
humanistik. kualitas atau apakah pendekatannya dapat dan harus bersifat ilmiah secara
eksklusif.

Beberapa perwakilan paling awal dari sosiologi hukum (terutama Gurvitch) memahami
sosiologi hukum sebagai pendamping teori hukum dan memperlakukan keduanya sebagai
bawahan filsafat hukum yang menawarkan sudut pandang paling mendasar. Dalam aliran
sosiologi hukum fungsionalis, normativitas hukum dikurung dalam konsep hukum sebagai
kontrol sosial. Pertanyaan-pertanyaan normatif bukannya dinilai tidak penting tetapi
diturunkan ke bidang keilmuan hukum dan yurisprudensi sosiologis serta filsafat hukum.
Namun, beberapa tokoh sosiologi hukum modern pada paruh kedua abad kedua puluh
memahami hubungan erat antara hukum dan moralitas sedemikian rupa sehingga
pertanyaan-pertanyaan normatif dapat dan tidak boleh dihindari. Di antara para sarjana ini,
Philip Selznick dan Philippe Nonet telah melakukan upaya paling besar untuk mengembangkan
perspektif sosiologi hukum yang mempertahankan hubungan erat dengan orientasi normatif
dan, yang terkait dengan, orientasi yurisprudensi.

Perkembangan sosiologi yurisprudensi didasarkan pada konsepsi tertentu mengenai
perubahan tujuan sosiologi hukum. Pada tahap pertama perkembangannya, sosiologi hukum
terutama terdiri dari upaya untuk menentukan program yang tepat dan mengartikulasikan
diskusi teoritis yang sesuai. Pada tahap selanjutnya, para sosiolog hukum mempraktekkan
program tahap pertama melalui penelitian yang mendalam. Pada tahap ketiga dan terakhir,
sosiologi hukum mencapai kematangan dan otonomi penuh untuk mencapai tujuan yang lebih
besar dan kembali pada dorongan moral. hal ini pada mulanya memicu perkembangan
sosiologi hukum namun kini dapat diatasi dengan tingkat kecanggihan yang tinggi berdasarkan
wawasan yang diperoleh pada tahap kedua. Tahapan kedua dan ketiga merupakan tahapan
yang paling kritis dari sudut pandang sosiologi yurisprudensial dan menandai era sosiologi
hukum saat ini. Dalam bidang keahlian sosiologi, para sosiolog hukum mempelajari hukum
sebagai alat kontrol sosial dalam kaitannya dengan ilmu kemasyarakatan yang paling mereka
ketahui. Namun, dengan memperluas tingkat teknik sosiologis, para sosiolog hukum juga
harus mengambil langkah berikutnya dan terlibat kembali dalam permasalahan klasik filsafat
hukum dan menilai komponen normatif yang tertanam dalam hukum untuk terlibat dalam
upaya intelektual yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. terciptanya masyarakat
yang berdasarkan keadilan. Dengan demikian, dengan menegaskan kembali nilai-nilai mana
yang harus diungkapkan dalam hukum, sosiologi hukum pada akhirnya berada dalam posisi
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untuk merumuskan teori baru tentang hukum alam yang menghindari jebakan yang secara
tradisional dikaitkan dengan perspektif tersebut dan mendukung pemahaman pragmatis yang
menentang dikotomi antara fakta. dan nilai-nilai yang mendukung pendekatan yang mengakui
bahwa nilai-nilai tertanam dalam kehidupan sosial dan oleh karena itu tetap menjadi
perhatian mendasar sosiologi.

Meskipun tahap akhir dari sosiologi hukum belum sepenuhnya tercapai, Selznick dan
Nonet berpendapat bahwa beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan
yang dinyatakan dalam upaya mencapai proyek sosiologi hukum yang lebih besar mengingat
perbaikan tatanan hukum. Terlibat secara aktif dalam membangun sosiologi hukum yang
terwujud sepenuhnya, Selznick dan Nonet menerapkan aspirasi teoritis mereka dalam
berbagai studi empiris. Misalnya, ketika berkontribusi pada studi akses terhadap hukum,
Nonet (1969) menganalisis kondisi-kondisi yang memfasilitasi penggunaan hukum secara
efektif. Di antara kondisi-kondisi lainnya, tuntutan agar hukum menjadi berwibawa
bergantung pada seberapa efektif otoritas hukum peka dan tanggap terhadap tuntutan
masyarakat. Kompetensi hukum juga merupakan salah satu faktor yang menentukan
kemampuan masyarakat untuk mengajukan banding kepada otoritas hukum, yang mungkin
diperoleh dari posisi yang menguntungkan secara politik dan sosial atau kemampuan untuk
berorganisasi dalam kelompok. Kondisi lain yang mempengaruhi daya tarik terhadap hukum
mencakup berkembangnya sikap positif terhadap hukum, dimana hukum dipandang sebagai
sarana pendukung dalam tujuan tertentu.

Sejalan dengan ketertarikannya pada sosiologi organisasi, Selznick (1969) telah
mempelajari legalitas dalam konteks organisasi swasta. Seperti dalam kehidupan publik,
organisasi di dunia privat dipandu oleh upaya kontrol sosial yang mengandalkan mekanisme
khusus untuk menyatakan dan menegakkan sistem aturan yang otoritatif. Namun, hukum
bukan sekedar kebutuhan fungsional kontrol sosial, namun juga harus dipahami secara
normatif agar dapat memperhatikan secara serius nilai-nilai yang terdapat dalam hukum.
Daripada menanamkan prinsip-prinsip keadilan dari luar, sosiologi hukum normatif
menggunakan nilai-nilai yang terpendam dalam hukum sebagai sumber evaluasi yang
dilakukan dalam sudut pandang hukum dan partisipannya.

Dari sudut pandang sosiologi yurisprudensi, asas negara hukum menonjol di antara
cita-cita yang tertanam dalam hukum. Komponen utama dari supremasi hukum adalah
pembatasan yang diterapkan pada pembuatan dan penerapan undang-undang demi
serangkaian standar tertentu yang harus dipenuhi agar hukum menjadi adil dan adil. Dengan
menghindari kesewenang-wenangan dalam hukum dan meningkatkan proses hukum, maka
supremasi hukum tidak akan pernah tercapai secara penuh, namun terdapat kecenderungan
umum menuju peningkatan realisasi cita-cita supremasi hukum. Nonet dan Selznick (1978)
telah mengartikulasikan kepentingan ini secara sistematis dalam studi transisi menuju hukum
responsif. Kajian ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan dasar yurisprudensi namun
memperlakukannya secara ilmu sosial untuk mengkaji variasi empiris yang ada dalam
perkembangan hukum dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti hubungan antara
hukum dan paksaan, hukum dan politik, serta hukum dan pemaksaan. moralitas. Oleh karena
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itu, ada tiga jenis hukum yang dibedakan. Hukum yang represif terutama ditandai dengan
penekanan pada ketertiban yang dicapai melalui sistem pemaksaan yang ekstensif dan
intensif serta tunduk pada kekuatan politik yang kuat. Hukum otonom adalah lembaga yang
berbeda yang memerlukan legitimasi dan sistem pemaksaan yang terkendali dan relatif
independen terhadap politik. Hukum responsif adalah fasilitator respons masyarakat terhadap
kebutuhan dan ambisi sosial berdasarkan kompetensi hukum dan perpaduan kekuatan politik
dan hukum. Nonet dan Selznick menyarankan model pembangunan dari hukum represif atas
otonomi ke hukum responsif, namun mereka tidak menganggap transisi ini sebagai gambaran
peristiwa sejarah yang sebenarnya, melainkan sebagai model untuk mengidentifikasi potensi
perubahan, khususnya dalam hal realisasinya. nilai-nilai tertentu yang muncul dalam tatanan
hukum. Hukum dianggap bergeser ke arah hukum yang responsif dan semakin meningkatnya
pencarian keadilan karena dan ketika tatanan hukum tidak hanya mencakup aturan-aturan
tetapi juga prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepuasan kebutuhan manusia.

Perspektif teoritis sosiologi yurisprudensi menggabungkan evaluasi moral dan
deskripsi sejarah evolusi hukum dan, sebagai tambahan, menempatkan perkembangan ini di
dalam dan di luar batasan model hukum Barat sebagai perkembangan universal dengan variasi
lintas budaya. Yang mendasari pendekatan ini adalah konsepsi dialektis tentang hubungan
antara (pengetahuan sosiologis tentang) hukum dan (konsepsi normatif tentang) keadilan. Di
satu sisi, keadilan bergantung pada pengetahuan sehingga penilaian nilai dalam bidang hukum
dan moralitas dapat ditingkatkan berdasarkan pengetahuan sosiologis yang relevan. Di sisi
lain, analisis sosiologi memerlukan pemilihan fakta-fakta relevan yang didasarkan pada
pertanyaan-pertanyaan teoretis dan praktis. Selznick dan Nonet berpendapat bahwa harus
ada hubungan erat antara sosiologi hukum dan cabang-cabang yurisprudensi yang terbuka
dan bermanfaat bagi penyelidikan sosiologis. Sosiologi hukum harus menganggap serius
gagasan-gagasan yang tertanam dalam hukum dan oleh karena itu juga harus diinformasikan
secara yurisprudensial sehingga upayanya dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan.

6.4 PENGUSIRAN NORMATIVITAS: SOSIOLOGI MURNI

Di sisi berlawanan dari perdebatan mengenai normativitas hukum dan dampaknya
terhadap analisis sosiologis hukum, karya Donald Black mempunyai arti penting. Sejak awal
tahun 1970-an, Black secara konsisten berkontribusi untuk memajukan perspektif sosiologi
hukum vyang bersifat ilmiah dalam metode dan tujuannya serta pendekatannya yang
sosiologis. Black merumuskan perspektifnya tentang sosiologi hukum murni baik dalam
bidang hukum maupun hukum. Tanggapan terhadap masuknya vyurisprudensi dan
permasalahan kebijakan ke dalam sosiologi hukum serta perdebatan mengenai implikasi
politik dan normatif dari beberapa aspek dalam sosiologi hukum. Black tertarik untuk
merumuskan teori hukum umum yang dapat menjelaskan variasi empiris terlepas dari
penilaian nilai atau klaim kebijakan apa pun. Memahami hukum sebagai kontrol sosial
pemerintah, sosiologi murni Black pada akhirnya berorientasi pada teori umum tentang
semua bentuk kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai penanganan benar dan salah dengan
mendefinisikan dan merespons perilaku menyimpang. Dengan mengesampingkan

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



85

pertanyaan-pertanyaan normatif dan hukum dari sosiologi hukum, Black tidak menyiratkan
bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan, hanya saja pertanyaan-pertanyaan
tersebut tidak dapat menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan oleh karena itu juga tidak
dapat secara sah ditangani berdasarkan ilmu pengetahuan. Perspektif sosiologi murni tidak
menafikan kemungkinan adanya sosiologi terapan, namun berpendapat bahwa sosiologi
terapan harus bertumpu pada sosiologi murni.

Orientasi epistemologis yang mendasari sosiologi murni Black adalah bersifat ilmiah
dalam ambisinya merumuskan teori umum dan sosiologis dalam orientasi paradigmatiknya.
Black memahami variasi keteraturan dalam realitas empiris sebagai tujuan teori, yang
didefinisikan sebagai sistem gagasan logis yang menyatukan sejumlah besar pengamatan
dalam pola yang koheren. Kriteria teori ilmiah meliputi: kemampuan untuk menguji teori yang
dapat dipalsukan sebagai pernyataan tentang realitas; keumuman dalam meliput berbagai
macam peristiwa; kekikiran dalam mengembangkan pernyataan yang teratur; validitas atau
kecukupan empiris dalam menyesuaikan diri dengan kondisi kenyataan; dan orisinalitas atau
kebaruan dalam membangun sistem pengetahuan yang kreatif atau mengejutkan. Kerangka
paradigma yang mendasari teori Black jelas bersifat sosiologis. Menolak premis teleologis dan
antroposentris yang masing-masing mempertimbangkan dimensi normatif dan subjektif,
pendekatan Black terhadap kehidupan sosial secara radikal anti-psikologis dalam
mengembangkan perspektif multidimensi kehidupan sosial, termasuk hukum, sebagai fungsi
karakteristik struktural ruang sosial. . Pada saat yang sama, Black berpendapat bahwa teorinya
dapat diterapkan pada variasi dalam penanganan kasus dan juga berlaku pada perilaku
individu yang terlibat dalam kasus.

Dengan menerapkan perspektifnya pada studi hukum, Black telah mengembangkan
sejumlah proposisi mengenai perilaku hukum (dan bentuk kontrol sosial lainnya) di seluruh
ruang sosial. Hukum dipahami sebagai realitas yang muncul dalam berbagai bentuk kuantitas
dan gaya. Kuantitas hukum mengacu pada jumlah hukum yang tersedia, misalnya apakah
suatu perilaku manusia diatur oleh undang-undang atau tidak, dan apakah sanksi hukum
diterapkan atau tidak. Gaya hukum dapat bersifat pidana, kompensasi, terapeutik, atau
mendamaikan, bergantung pada metode dan tujuan hukum serta standar yang mendasarinya.
Black selanjutnya melanjutkan studi geometri hukum berdasarkan variasi ruang sosial dalam
hal stratifikasi, diferensiasi, integrasi, budaya, organisasi, dan kontrol sosial. Stratifikasi
mengacu pada struktur vertikal masyarakat dalam kaitannya dengan ketimpangan kekayaan.
Ruang vertikal dapat tinggi atau rendah posisinya, atau arahnya ke bawah atau ke atas.
Morfologi mengacu pada aspek horizontal masyarakat, termasuk pembagian kerja
(diferensiasi) dan tingkat keintiman dan jarak relatif (integrasi). Kebudayaan adalah dimensi
simbolik kehidupan sosial, termasuk gagasan-gagasan yang diungkapkan tentang kebenaran,
keindahan, dan etika, seperti dalam sains, seni, dan agama. Secara budaya, masyarakat dan
kelompok sosial dapat bervariasi, mulai dari yang berkerabat dekat hingga yang sangat
berjauhan. Organisasi mengacu pada sejauh mana suatu masyarakat terorganisir secara
formal. Kontrol sosial pada akhirnya mengacu pada aspek normatif kehidupan sosial,
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termasuk hukum serta mekanisme dan institusi lain, seperti adat, keluarga, gosip,
peperangan, dan agama.

Di antara sekian banyak proposisi spesifik tentang perilaku hukum yang dikemukakan
oleh Black, ada beberapa yang dapat disebutkan untuk menggambarkan pendekatan sosiologi
murni. Hukum bervariasi secara langsung dengan stratifikasi: masyarakat dengan tingkat
stratifikasi yang lebih tinggi mempunyai lebih banyak hukum. Hukum juga bervariasi secara
langsung terhadap ruang vertikal: status dan kekayaan meningkatkan jumlah hukum. Dari segi
morfologi, hukum merupakan fungsi lengkung dari jarak relasional: hukum meningkat seiring
dengan semakin berkurangnya kekerabatan antara orang-orang hingga tercapai suatu titik di
mana mereka sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Hukum bervariasi secara langsung
menurut budaya: masyarakat yang lebih sederhana memiliki lebih sedikit hukum
dibandingkan masyarakat yang lebih terdiferensiasi. Sehubungan dengan kontrol sosial, yang
terakhir, hukum dianggap berbanding terbalik dengan bentuk-bentuk kontrol sosial lainnya
karena lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi kontrol sosial mengurangi kebutuhan
akan hukum. Atas dasar dalil-dalil tersebut, sosiologi murni berupaya menjelaskan dan
memprediksi perilaku kehidupan sosial dalam ruang sosial dalam konteks nilai-netral. Black
berpendapat bahwa sosiologi murni melibatkan perubahan radikal dari bentuk-bentuk
sosiologi hukum (dan yurisprudensi) sebelumnya yang bersifat subyektivis dan berkaitan
dengan pertanyaan-pertanyaan praktis dan normatif. Terlepas dari manfaat intrinsik
pendekatan Black, sangat mengejutkan bahwa ketajaman formulasinya telah memungkinkan
banyak perdebatan teoretis dan penelitian empiris.

6.5 PERSPEKTIF MIKROTEORETIS DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Garis demarkasi teoretis yang ketiga dan terakhir, setelah perdebatan mengenai
keteraturan dan konflik serta perselisihan mengenai normativitas dan objektivitas, berkisar
pada tingkat analisis sosiologis yang sesuai. Meskipun fungsionalisme struktural dan sebagian
besar versi teori konflik sosiologis sama-sama menaruh perhatian pada struktur dan proses
sosial yang lebih luas yang terjadi dalam masyarakat pada tingkat makro, perspektif alternatif
telah dikembangkan untuk berfokus pada dimensi mikro kehidupan sosial pada tingkat
tersebut. dari interaksi sosial. Salah satu aliran utama dari perspektif berorientasi mikro ini
adalah interaksionisme simbolik, sebuah pendekatan teoretis yang bermula dari karya filsuf
sosial George Herbert Mead. Mead mengembangkan sebuah perspektif teoretis mengenai
interaksi antara pikiran, diri, dan masyarakat dalam konteks interaksionisme simbolik. dasar
pendekatan psikologis terhadap perilaku manusia. Menurut Mead, pikiran manusia berbakat
secara unik dalam menggunakan simbol-simbol yang bermakna dalam komunikasi. Melalui
interaksi antar individu, makna simbol-simbol dibagikan dan tatanan sosial terbentuk sebagai
rangkaian interaksi yang terorganisir antar individu.

Ide-ide teoretis Mead tidak banyak diketahui dan tidak berpengaruh dalam sosiologi
sampai ide-ide tersebut dirumuskan dan diuraikan dengan tepat oleh sosiolog Chicago,
Herbert Blumer. Bereaksi secara eksplisit terhadap orientasi struktural dalam fungsionalisme,
Blumer berpendapat bahwa fenomena sosial hanya dapat memperoleh realitasnya dari situasi
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konkret di mana realitas tersebut dinegosiasikan. Fokus sosiologi seharusnya berada pada
perilaku penafsiran orang-orang dalam interaksi dan bagaimana proses interaksi membentuk
tatanan sosial. Postulat dasar interaksionisme simbolik adalah bahwa manusia bertindak
berdasarkan berbagai makna yang dimiliki orang, benda, dan gagasan bagi mereka. Makna-
makna ini dikonstruksi secara sosial melalui interaksi. Karena makna terbentuk dari proses
interpretasi yang terus-menerus dalam interaksi, masyarakat pada dasarnya bersifat cair dan
dinamis.

Interaksionisme simbolik adalah pendekatan sosiologi yang sangat subyektivis dan
tertarik pada studi interpretatif tentang interaksi manusia. Sejalan dengan premis teoretis
dasar dari perspektif tersebut, preferensi metodologisnya adalah meninggalkan proyek
penelitian terstruktur yang ditujukan untuk menguji hipotesis dan mendukung studi etnografi
yang berupaya mengungkap motif dan makna yang dikaitkan dengan tindakan mereka dari
sudut pandang empati. Mengandalkan teknik penyelidikan kualitatif, seperti observasi
partisipan dan wawancara mendalam, tujuan penelitian interaksionis adalah membangun apa
yang disebut teori dasar berdasarkan penerapan konsep-konsep yang peka dalam latar
penelitian alami.

Seperti halnya perkembangan beberapa aspek dalam teori konflik, sosiologi hukum
sebagian besar mendapat manfaat dari interaksionisme simbolik di bidang sosiologi
kriminologis, di mana wawasan interaksionis simbolik mengarah pada pengembangan teori
pelabelan. Diwakili dengan baik dalam karya klasik Howard S. Becker (1963), premis dasar
teori pelabelan adalah bahwa kejahatan bukanlah suatu jenis perilaku melainkan suatu label
yang melekat pada jenis perilaku tertentu. Oleh karena itu, perhatian sosiologis harus beralih
dari studi tentang sebab-sebab perilaku kriminal ke arah analisis motif tindakan orang-orang
yang melakukan tindakan menyimpang atau melanggar aturan dan orang-orang serta
lembaga-lembaga yang menerapkan aturan. Oleh karena itu, para ahli teori pelabelan
mempelajari proses kontrol sosial yang mendefinisikan sesuatu sebagai kriminal (kriminalisasi
primer) dan yang menerapkan hukum dan sanksi dalam konteks tertentu (kriminalisasi
sekunder).

Dengan beralihnya perhatian sosiologis ke reaksi masyarakat terhadap penyimpangan,
termasuk definisi kejahatan dalam hukum pidana, teori pelabelan menjadi sangat
berpengaruh dalam sosiologi (Schur 1968; Matsueda 2000). Interaksionisme simbolik juga
berpengaruh secara independen dalam sosiologi hukum terlepas dari keprihatinan terhadap
kejahatan dan hukum pidana. Namun secara umum, pengaruh utama interaksionisme
simbolik dalam sosiologi hukum bersifat metodologis dalam mempopulerkan orientasi
terhadap pendekatan kualitatif. metode penelitian, tanpa pemikiran ulang besar-besaran
dalam teori sosiologi tentang hukum. Oleh karena itu, upaya-upaya besar yang sejalan dengan
orientasi interpretatif ini adalah dengan memajukan pengetahuan sosiologis tentang cara
kerja hukum yang sebenarnya dalam kerangka interaksionis (Carlin 1962; Lyman 2002;
Meisenhelder 1981). Namun, program teoritis baru dalam sosiologi hukum berdasarkan
perspektif interaksionis masih sedikit.
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Di antara upaya yang lebih menarik secara intelektual dalam sosiologi hukum yang
sejalan dengan kerangka interaksionis, setidaknya dalam hal metodologis, adalah beberapa
karya terbaru mengenai kesadaran hukum. Penelitian tentang kesadaran hukum berpusat
pada pengalaman dan sikap masyarakat terhadap hukum, biasanya untuk membahas
bagaimana cara kerja hukum ditopang atau ditantang oleh persepsi sehari-hari. Dari
perspektif ini, Patricia Ewick dan Susan Silbey (1995, 1998, 2003) mempertahankan perspektif
budaya tentang hukum berdasarkan analisis naratif. Para penulis berpendapat bahwa narasi
tidak boleh dilihat dalam konteks sempit yang melibatkan narator dan penonton langsung,
namun harus ditempatkan dalam konteks struktural yang lebih luas yang menentukan apakah
narasi dapat membawa dampak politik tertentu. Dengan membedakan antara kisah-kisah
hegemoni yang mereproduksi relasi kekuasaan yang ada dan kisah-kisah subversif yang
menantang hegemoniyang ada, dikatakan bahwa narasi perlawanan terhadap otoritas hukum
mungkin tidak mengarah pada perubahan kelembagaan, namun tetap dapat menimbulkan
konsekuensi di luar konteks terdekat jika dan ketika hal tersebut terjadi. Cerita menjadi
petunjuk tentang sumber dan batasan kekuasaan.

Dalam penelitian empiris berdasarkan wawancara mendalam, Ewick dan Silbey telah
menerapkan kerangka narasi mereka untuk mengembangkan teori legalitas yang mendasar,
yang didefinisikan sebagai persepsi masyarakat terhadap hukum. Penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat mengkonstruksi tiga kategori legalitas. Dalam skema “di hadapan hukum”,
hukum muncul sebagai sebuah ranah yang netral, obyektif, koheren, tak lekang oleh waktu,
namun juga membatasi secara kaku, yang sebagian besar terpisah dari dan berdiri di atas
kehidupan sehari-hari. Dalam skema “dengan hukum”, hukum menjadi permainan strategis
yang dimainkan dengan sumber daya, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang
tersedia. Dan yang terakhir, dalam skema “melawan hukum”, hukum dipandang sebagai alat
pihak yang berkuasa yang tidak dapat ditentang secara terbuka namun dapat dilawan secara
tidak langsung dan dengan cara yang halus. Pendekatan Ewick dan Silbey terhadap kajian
kesadaran hukum menawarkan analisis naratif yang dibingkai secara struktural, yang
merupakan contoh dari gelombang teori dan penelitian terkini yang menawarkan perspektif
mendasar mengenai ketidaksetaraan hukum.

Dalam konteks teori interaksionis, analisis ethometodologis juga harus disebutkan,
yang, seperti interaksionisme simbolik, telah berkontribusi pada kemajuan orientasi teori
mikro dalam sosiologi. Namun, etnometodologi mempunyai landasan yang berbeda dalam
teori filsafat dan terkadang sangat berbeda dengan interaksionisme simbolik. Dikembangkan
oleh sosiolog Harold Garfinkel, etno- metodologi secara intelektual berakar pada filosofi Alfred
Schutz. Filsafat fenomenologis Schutz bertumpu pada gagasan utama bahwa kehidupan
sehari-hari dipandu oleh pengetahuan masyarakat tentang apa yang khas dari situasi yang
mereka alami. Schutz berpendapat bahwa kehidupan sehari-hari memiliki kualitas yang
dangkal dan bahwa orang memiliki rasa percaya diri tentang situasi yang mereka hadapi dan
apa maksudnya. Berkembang dari fenomenologi, ethometodologi mengacu pada studi
tentang cara orang menghadapi pengetahuan tentang dunia tempat mereka tinggal. Garfinkel
mengembangkan perspektif dalam penelitian sosial yang mengukur apa yang terjadi ketika
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rasa percaya diri masyarakat hancur dalam kondisi kejadian tak terduga dalam situasi yang
sudah diketahui umum. Dalam apa yang disebut “eksperimen pelanggaran,” Garfinkel akan
meminta peserta penelitian untuk meminta klarifikasi atas apa pun yang dikatakan kepada
mereka yang mungkin tidak sepenuhnya jelas. Subyek penelitian biasanya menjadi gelisah dan
marah dan akhirnya menghentikan pembicaraan sama sekali. Oleh karena itu, Garfinkel ingin
menunjukkan sifat lingkungan sosial masyarakat yang dianggap remeh.

Karena bahasa adalah media utama yang digunakan orang untuk mengekspresikan
pengetahuan mereka tentang situasi, maka dalam etnometodologi terdapat perhatian utama
pada analisis percakapan, sebuah metodologi yang telah menjadi tradisi penelitian tersendiri.
Berbeda dengan metode penelitian kualitatif interaksionisme simbolik, investigasi
etnometodologis dan analisis percakapan seringkali sangat terstruktur dan sistematis.
Kerangka teoritisnya berorientasi mikroskopis tetapi kritis terhadap keasyikan interaksionis
simbolik dengan pemahaman interpretatif dan sebaliknya berfokus pada aspek formal
percakapan, seperti proses negosiasi untuk memulai dan mengakhiri dialog dan bergiliran
berbicara.

Etnometodologi dan analisis percakapan telah diterapkan dalam berbagai setting
hukum, seperti proses pengadilan, interogasi polisi, hakim dan pengacara, serta musyawarah
juri. Gagasan Garfinkel sebenarnya bermula dari penelitian di bidang hukum, khususnya
musyawarah juri, dan beberapa penelitian terobosan. dalam etnometodologi juga dilakukan
dalam lingkungan hukum (misalnya, Cicourel 1968). Daya tarik khusus dari proses hukum bagi
para etnometodologi berasal dari kenyataan bahwa kasus-kasus hukum cenderung sangat
terstruktur karena persyaratan prosedural dan, oleh karena itu, keputusan-keputusan dalam
hukum harus dibuat untuk kepentingan satu pihak atau pihak lain berdasarkan bukti-bukti
yang disajikan. kesaksian, dan presentasi fakta lainnya. Keputusan-keputusan tersebut
seringkali juga merupakan hasil diskusi verbal yang eksplisit, seperti dalam kasus musyawarah
juri.

Terdapat banyak literatur mengenai studi etnometodologi dalam sosiologi hukum. Hal
yang sama dari studi-studi ini adalah perhatian terhadap studi komunikasi dalam lingkungan
hukum. Komunikasi manusia di ruang sidang dan lingkungan hukum lainnya merupakan jenis
pembicaraan institusional yang sangat menarik karena secara tajam mengungkapkan
bagaimana gagasan tentang kekuasaan dan keadilan bekerja dalam pertukaran interaksional.
Namun, penelitian dari sudut pandang etnometodologi dan analisis percakapan sering kali
dilakukan oleh para sosiolog yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai sosiolog hukum,
melainkan sebagai pakar komunikasi dan interaksi yang menerapkan wawasan mereka dalam
bidang hukum sebagai salah satu bidang kelembagaan. Dengan demikian, alih-alih
mengembangkan teori sosiologi hukum, upaya tersebut diorientasikan pada pengembangan
wawasan dan penelitian tentang komunikasi manusia dalam paradigma teoretis tertentu.
Dengan demikian, studi hukum etnometodologis dan percakapan-analitis tidak banyak
menawarkan sosiologi hukum melainkan studi sosiologis tentang interaksi dalam lingkungan
hukum.
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6.6 PERSPEKTIF PERILAKU DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Perspektif teoritis terakhir yang harus dibahas dalam ikhtisar kontur pendekatan
teoritis modern dalam sosiologi hukum ini terdiri dari perspektif mikro-teoretis yang
didasarkan pada asumsi-asumsi perilaku. Seperti interaksionisme, sosiologi behavioris
menangkap beragam perspektif yang tidak selalu sepenuhnya sesuai satu sama lain, namun
memiliki berbagai karakteristik dasar yang sama. Dalam tinjauan ini, perhatian khusus akan
diberikan pada teori pertukaran sosial dan perspektif pilihan rasional.

Salah satu ekspresi paling awal dari sosiologi perilaku ditemukan dalam karya George
C. Homans (1910-1989), yang merupakan rekan Talcott Parsons di Harvard dan menjadi salah
satu lawan teoretis utamanya. Serangan Homans terhadap Parsons tidak hanya didasarkan
pada kritik bahwa fungsionalisme terlalu mementingkan tingkat makro masyarakat tetapi juga
bahwa teori Parsons hanyalah skema konseptual yang tidak mengandung proposisi yang dapat
diidentifikasi dengan jelas dan dapat diuji melalui penelitian. Berdasarkan psikologi perilaku
B.F. Skinner, Homans mengembangkan teori perilaku manusia berdasarkan asumsi bahwa
orang akan terus berperilaku dengan cara yang bermanfaat bagi mereka di masa lalu. Dari
premis dasar ini dirumuskan proposisi yang lebih rinci untuk menjelaskan tingkah laku
manusia pada tataran sosial. Homans berpendapat, misalnya, bahwa seringnya interaksi di
antara orang-orang akan mengarahkan mereka untuk mengembangkan sikap positif terhadap
satu sama lain dan semakin berbagi sentimen dan tindakan, yang pada gilirannya
meningkatkan kemungkinan interaksi lebih lanjut. Proses ini berlanjut dalam batas-batas
tertentu yang disebabkan oleh kendala praktis dan pertimbangan terkait dengan
berkurangnya dampak imbalan yang berulang seiring berjalannya waktu. Karena masyarakat
diasumsikan terbentuk dari perilaku individu, proposisi psikologis juga dapat menjelaskan
fenomena sosial yang muncul.

Perspektif yang mendasari Homans adalah gagasan bahwa manusia adalah pencari
keuntungan yang ingin memaksimalkan imbalan dalam perilakunya dengan orang lain. Teori
dasarnya mengadopsi gagasan rasionalitas ekonomi, yang menyatakan bahwa perilaku
manusia adalah hasil dari penimbangan perkiraan biaya dan manfaat dari alternatif perilaku.
Dalam hal ini, teori pertukaran Homans selaras dengan premis ilmu ekonomi klasik yang
menjadi landasan teori pilihan rasional. Model ekonomi-rasional seperti itu menunjukkan
bahwa unsur-unsur dasar tatanan ekonomi (kapitalis), seperti harga barang, dapat dijelaskan
sebagai hasil dari strategi rasional yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang berorientasi
pada maksimalisasi keuntungan. keuntungan dan minimalisasi biaya. Teori pilihan rasional
dalam sosiologi merupakan penjabaran dari premis-premis ini untuk menjelaskan semua
perilaku manusia. Dalam sosiologi modern, teori pilihan rasional menemukan ekspresi
utamanya dalam karya sosiolog Chicago James Coleman. Kekuatan utama karya Coleman
adalah ia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan makro-teoretis dari sudut pandang
rasionalis. Misalnya, Coleman (1990) berteori tentang perilaku kolektif, seperti kerusuhan dan
mode, berdasarkan postulat bahwa perilaku kolektif melibatkan transfer kendali rasional dari
satu aktor ke aktor lainnya. Demikian pula, norma-norma sosial diteorikan muncul dari
pelepasan sebagian hak kendali atas tindakan seseorang sebagai imbalan menerima sebagian
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hak kendali atas tindakan orang lain. Behaviorisme semakin menarik perhatian dan
perdebatan dalam sosiologi hukum dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling signifikan
dalam hal ini adalah karya ekonom Chicago Gary Becker, yang memperluas domain analisis
mikro-ekonomi ke berbagai jenis perilaku non-ekonomi, termasuk perilaku manusia dalam
bidang kejahatan, pendidikan, dan perilaku. keluarga (Becker 1974, 1976; Becker dan Landes
1974). Dalam persoalan kejahatan, misalnya, Becker berpendapat bahwa tindak pidana
merupakan hasil keputusan yang rasional berdasarkan perhitungan manfaat dari tindak
pidana tersebut dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Terkait dengan
pengaruh Becker (yang memenangkan Hadiah Nobel di bidang ekonomi), teori behavioris
terutama berpengaruh di bidang kejahatan dan peradilan pidana. llmu pengetahuan
kriminologi mengambil manfaat dari wawasan ekonomi tentang kejahatan sebagai keputusan
rasional untuk mengembangkan teori neo-klasik. perspektif perilaku kriminal yang
menghidupkan kembali prinsip dasar kriminologi Mazhab Klasik ke arah ilmu sosial. Sebagai
akibat wajar dari pandangan kejahatan sebagai keputusan rasional, disarankan teori hukuman
dan hukum pidana yang berorientasi pada peningkatan biaya kejahatan secara efisien. Strategi
peningkatan biaya tersebut berfokus pada kepastian, tingkat keparahan, dan kepastian
hukuman sebagai variabel kunci yang berkontribusi terhadap kualitas pencegahan peradilan
pidana.

Teori pilihan rasional sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, di mana muncul
seluruh gerakan hukum dan ekonomi yang juga bercabang menjadi yurisprudensi
kontemporer.18 Pendekatan hukum dan ekonomi khususnya mendapat manfaat dari tulisan
pakar hukum Chicago dan hakim federal Richard Posner., bisa dibilang ahli teori hukum yang
paling banyak dibicarakan saat ini (Posner 1974, 1986, 1998). Secara teoritis sangat mirip
dengan Becker (dengan siapa ia mengelola weblog bersamal9), teori hukum Posner pada
dasarnya didasarkan pada penerapan model ekonomi maksimalisasi utilitas dalam studi
hukum.

Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa aturan hukum harus diperiksa dari segi
kegunaan dan efisiensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Posner mengaitkan nilai
penjelasan dan instrumental dengan teori hukum ekonomi dalam menjelaskan bentuk dan
substansi aturan hukum yang ada dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi sistem
hukum. Karya Posner sangat berpengaruh dalam teori hukum kontemporer, dimana
pendekatan behavioris secara umum mengalami peningkatan popularitas. Dengan
mengandalkan teori permainan, misalnya, Robert Ellickson (1991, 2001) telah menguraikan
perspektif hukum yang menyatakan bahwa hukum formal tidak begitu penting dalam menjaga
ketertiban dibandingkan dengan cara informal dalam penyelesaian konflik. Ellickson berteori
bahwa norma-norma informal berkembang di antara anggota kelompok yang erat karena
norma-norma tersebut berfungsi untuk memaksimalkan kesejahteraan agregat mereka.

Dalam sosiologi hukum, teori behavioris dan rasionalis tidak terlalu berpengaruh,
meskipun ada beberapa pengecualian, terutama dalam studi yang berorientasi eksperimental
(misalnya, Horne 2000, 2004; Horne dan Lovaglia 2008). Di antara para kritikus teori rasionalis,
Lauren Edelman (2004a) berpendapat bahwa kontribusi perspektif hukum dan ekonomi harus
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diubah melalui integrasi dalam tradisi hukum dan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan
hukum dan ekonomi khususnya perlu dilengkapi dan dibenahi dengan wawasan sosiologis
yang dapat menghasilkan teori hubungan antara hukum dan ekonomi yang berlandaskan
sosial. Rasionalitas kemudian menjadi objek kajian, bukan sekadar asumsi, untuk diselidiki
pada tingkat sosial, bukan pada tingkat individu. Dalam sosiologi hukum, perspektif hukum
dan organisasi institusionalis menanggapi permasalahan ini (lihat Bab 7).

6.7 KESIMPULAN

Hal ini merupakan bukti kematangan sosiologi hukum karena ia memuat perspektif
teoritis utama sosiologi secara luas. Para sosiolog hukum memiliki posisi teoretis yang
berbeda-beda dalam hal konflik versus keteraturan, struktur versus agensi, penjelasan versus
interpretasi, objektivisme versus konstruksionisme, dan kontekstualisme versus
behaviorisme. Yang sangat berbeda, namun bukan berarti unik dalam sosiologi hukum adalah
masalah norma, seperti masalah norma yang muncul paling kuat dalam pertentangan antara
sosiologi yurisprudensial dan sosiologi murni. Pembahasan normativitas merupakan hal
sentral dalam sosiologi hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum dapat menjadi pengingat akan
sentralitas norma dalam analisis sosiologi dan bahwa setiap sosiologi harus selalu menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini. Sosiologi hukum dapat mengklaim pencapaian uniknya dengan
tidak mengelak namun, sebaliknya, secara eksplisit mengangkat masalah-masalah kritis bagi
teori dan penelitian sosiologi yang ditimbulkan oleh normativitas masyarakat.

Dibandingkan dengan kontribusi sosiologi klasik, sosiologi hukum modern belum
begitu meyakinkan bagi sosiolog di luar bidang keahliannya dalam menegaskan kembali
sentralitas hukum terhadap sosiologi secara keseluruhan. Namun dalam hal ini, tidak hanya
argumen teoritis saja yang bisa digunakan, karena ada juga alasan institusional mengapa
sosiologi hukum masih dikesampingkan dalam wacana sosiologi. Persoalannya yang unik
adalah bahwa sepanjang perkembangannya sosiologi hukum terus dihadapkan pada
menjamurnya ilmu hukum (di bidang hukum) dan munculnya serta kemajuan studi sosio-
hukum (di bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku). Terutama mengingat keberhasilan
pengembangan tradisi hukum dan masyarakat sebagai bidang multidisiplin, kenyataannya
banyak sosiolog hukum mencari perlindungan di luar batas-batas disiplin ilmu sosiologi. Akan
tetapi, dalam sosiologi hukum, kontribusi terhadap studi hukum sangatlah banyak, baik dari
segi teoritis maupun substantif, dan pencapaian-pencapaian inilah yang akan dibahas dalam
bagian selanjutnya dari buku ini.

Bab-bab pada Bagian Il dan IV berkisar pada tema-tema substantif dan dalam
pengertian ini lebih berorientasi empiris, mencakup tinjauan terhadap berbagai upaya
penelitian di bidang sosiologi hukum. Namun, masing-masing bab berikutnya akan membahas
pekerjaan dalam sosiologi hukum dalam kaitannya dengan isu substantif masyarakat dengan
cara yang bermakna secara sosiologis dan dengan demikian juga akan memasukkan
pertanyaan-pertanyaan teoritis dan kemajuan terkini dalam perumusan kerangka teoritis dan
konseptual. Aspek-aspek diskusi teoritis yang diperkenalkan pada bab-bab sebelumnya akan
secara teratur muncul kembali di bagian-bagian selanjutnya, baik dalam hal mengungkap
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keberhasilan orientasi teoritis yang telah diperkenalkan maupun dalam kaitannya dengan
pengenalan beberapa perkembangan teoritis terkini yang muncul. dari atau sebagai
tanggapan terhadap perspektif yang telah dibahas sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan
dalam Pendahuluan, kajian ini bersifat selektif, namun harus mencakup inovasi teoretis yang
paling penting dan contoh kasus penelitian empiris dalam sosiologi hukum agar dapat
berfungsi sebagai pintu masuk bagi kontribusi lainnya.
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BAGIAN Ill Dimensi sosiologis hukum

BAB 7
HUKUM DAN EKONOMI: REGULASI PASAR

Mengandalkan pendekatan analitis yang diperkenalkan dalam Pendahuluan, empat
bab berikut dari buku ini berfokus pada hubungan saling ketergantungan yang ada antara
hukum dan lembaga serta fungsi masyarakat lainnya, khususnya antara hukum dan ekonomi,
hukum dan politik, hukum dan integrasi normatif. dan hukum dan budaya. Seperti disebutkan
sebelumnya, perspektif ini berhutang budi pada teori sistem Talcott Parsons, namun model
ini digunakan dalam cara analitis yang ketat untuk membuka berbagai pertanyaan penelitian
yang dapat didekati dari berbagai posisi teoritis.

Dalam spesifikasi model analitis yang digunakan dalam buku ini, dapat dibedakan
posisi teoritis penting yang telah menggerakkan sosiologi setidaknya pada tiga tingkatan
berbeda. Pertama, model analitis masyarakat yang disarankan berkaitan dengan ilmu-ilmu
sosial seperti ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi (budaya). Di antara disiplin ilmu
ini, peran sosiologi secara historis unik karena fokusnya pada integrasi sebagai fungsi penting
bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa membatasi perhatian pada salah satu bagian
masyarakat saja (lihat Habermas 1981b: 4-5). Kedua, model tersebut juga dapat dibaca dalam
bidang spesialisasi sosiologi yaitu sosiologi ekonomi, sosiologi politik, sosiologi hukum, dan
sosiologi budaya. Apa yang membedakan bidang-bidang khusus ini dari ilmu-ilmu sosial yang
mengkhususkan diri pada bidang institusionalnya adalah bahwa bidang-bidang khusus
tersebut berbagi dan mempertahankan perhatian sosiologis terhadap masyarakat secara
keseluruhan. Faktanya, hubungan yang dibuat secara teoritis dan diteliti secara empiris antara
bidang perhatian institusional tertentu dan komponen institusi masyarakat lainnya setara
dengan spesialisasi sosiologis. Dan ketiga, sosiologi hukum juga harus mempertahankan,
mengingat fokusnya pada komponen integratif masyarakat yang penting, perhatian terhadap
hubungan hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Terlebih lagi, minat ini tidak dapat
dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang menandai bidang-bidang khusus sosiologi lainnya.
Misalnya, seperti halnya sosiolog politik berbeda dengan ilmuwan politik, sosiolog hukum
yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan perekonomian juga berbeda dengan
sosiolog ekonomi.

Beralih ke perhatian sosiologi hukum terhadap hubungan antara hukum dan ekonomi,
bab ini akan membahas pekerjaan yang berfokus pada pengaturan berbagai masalah
kehidupan ekonomi, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan dan
hubungan kerja, properti, dan hukum. pengaturan aspek-aspek perusahaan bisnis seperti
undang-undang tentang serikat pekerja dan pembentukan kepercayaan. Masukan teoretis ke
dalam diskusi-diskusi ini diberikan oleh perspektif sosiologis hukum mengenai keterkaitan
yang ada antara hukum dan organisasi. Seperti dalam kasus perusahaan bisnis, berbagai jenis
organisasi modern muncul sebagai aktor swasta yang perilakunya diatur secara hukum. Di
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antara perkembangan teoritis yang lebih penting, yang disebut perspektif institusionalis telah
diusulkan untuk menguji variasi yang ada dalam mekanisme dan dampak dari strategi
peraturan yang telah dikembangkan dalam organisasi sebagai akibat dari tekanan hukum
eksternal. Dengan memperluas cakupan teoritis dan tematik di luar tingkat kelembagaan
kehidupan organisasi, perhatian tambahan akan dicurahkan pada analisis negara
kesejahteraan seiring dengan perkembangannya, dalam bentuk yang lebih kuat dan lebih
lemah, di seluruh masyarakat Barat. Model yuridifikasi akan diandalkan untuk memetakan
perkembangan tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum.

7.1  VARIASI INSTITUSIONALISME

Apresiasi terhadap analisis sosiologi kontemporer terhadap dinamika antara hukum
dan ekonomi dapat dimulai dari perspektif teoretis dalam sosiologi organisasi, khususnya
kemunculan dan transformasi apa yang disebut sebagai perspektif institusionalis. Asal mula
perkembangan ini tidak hanya sekedar jalan memutar, melainkan juga perspektif
institusionalis. Hal ini mungkin diharapkan, bukan hanya karena sosiologi klasik memandang
hukum sebagai institusi yang secara khusus terkait dengan perekonomian, namun terutama
karena beberapa praktisi sosiologi hukum modern yang paling awal mengaitkan pekerjaan
mereka secara erat dengan ekonomi dan organisasi. Karya perintis Philip Selznick sangat
penting dalam hal ini karena ia merambah ke bidang sosiologi hukum dan sosiologi organisasi.

Penting untuk tujuan saat ini adalah bahwa Selznick (1957, 1969) mengemukakan
perspektif tentang cara sistem peraturan yang otoritatif, analog dengan hukum formal yang
diumumkan oleh negara, dikembangkan dalam organisasi swasta. Organisasi swasta, menurut
Selznick, mengembangkan struktur normatif mereka sendiri yang diharapkan dapat dipatuhi
oleh para peserta organisasi dan sanksi dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran aturan.
Kristalisasi struktur normatif seputar fungsi-fungsi tertentu yang diakui masyarakat, seperti
pendidikan, pengasuhan anak, dan produksi serta distribusi barang dan jasa, disebut sebagai
pelembagaan. Perspektif institusionalis terhadap organisasi, secara umum, berfokus pada
cara perilaku tertentu dalam suatu organisasi memperoleh sifat struktur normatif, yang dalam
banyak hal setara dengan sistem hukum formal dan yang menciptakan baik peluang maupun
kendala mengenai apa yang dapat dilakukan dalam organisasi.

Sosiologi organisasi telah mengadopsi perspektif institusionalis, bukan terutama
karena relevansinya dengan sosiologi hukum, namun sebagai respons terhadap analisis
ekonomi organisasi. Berdasarkan model liberal klasik, organisasi dipandang sebagai aktor
rasional yang mengadopsi aturan dan prosedur karena mereka efisien untuk mencapai tujuan
tertentu. Kontribusi utama teori institusionalis dalam sosiologi bukanlah mempertanyakan
bentuk rasionalitas ini, namun mengkontekstualisasikannya dalam kerangka sosio-historis
yang membentuk isi, bentuk, dan makna rasionalitas. Dengan kata lain, rasionalitas ekonomi
yang berlaku di pasar bebas tidak diperlakukan begitu saja. Perspektif institusionalis skeptis
terhadap model organisasi aktor rasional dan cenderung lebih berorientasi makroskopis.
Dengan menekankan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, para institusionalis juga
menjelaskan struktur normatif dalam organisasi dalam istilah yang mungkin sangat berbeda
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dari penjelasan formal organisasi mengenai operasinya. Misalnya, sebuah organisasi mungkin
secara formal memberlakukan peraturan keselamatan untuk melindungi anggotanya dari
kecelakaan fisik, namun peraturan tersebut mungkin sebenarnya berfungsi untuk melindungi
organisasi dari tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Demikian pula, mungkin terdapat
aturan-aturan tertentu yang tidak memberikan kontribusi, dan bahkan mungkin bertentangan
dengan, efisiensi organisasi. Proses pelembagaan yang menyebabkan perkembangan struktur
normatif berada di luar lingkup model ekonomi tradisional dan harus dianalisis secara
sosiologis.

Apa yang disebut institusionalisme baru yang berkembang dari kritik terhadap karya
Selznick tetap mempertahankan pandangan utama bahwa organisasi adalah sesuatu yang
melekat secara sosial, namun berbeda dalam mekanisme dan sumber pelembagaan dalam
organisasi. Institusionalisme tradisional atau lama adalah teori budaya yang berpusat pada
nilai-nilai dan norma-norma (apa yang harus dilakukan), sedangkan institusionalisme baru
adalah teori kognitif yang berkaitan dengan klasifikasi dan skrip (apa yang bisa dilakukan).
Orientasi normatif dalam karya Selznick secara teoritis didukung oleh pandangan Parsonian
tentang institusionalisasi yang berfokus pada kesesuaian terhadap norma berdasarkan proses
internalisasi. Sebaliknya, orientasi kognitif kaum institusionalis baru secara teoritis bergantung
pada perspektif konstruksi realitas yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas
Luckman (1967). Perspektif konstruksionis sosial mengemukakan bahwa masyarakat
merupakan konstruksi manusia sekaligus realitas obyektif, lebih spesifiknya melibatkan proses
yang meliputi: konstruksi masyarakat sebagai suatu tatanan sosial manusia tertentu
(institusionalisasi); pengalaman manusia terhadap hal tersebut sebagai realitas tersendiri
(objektifikasi); dan potensi permasalahan tidak lagi dikenalinya unsur manusia dalam tatanan
sosial (reifikasi). Yang penting bagi kaum neo-institusionalis adalah bahwa proses
pelembagaan adalah sebuah proses kognitif, bukan masalah normatif, dimana institusi
dipahami sebagai konstruksi kognitif yang mengontrol perilaku manusia bahkan sebelum
adanya internalisasi norma-norma yang memberi sanksi. Kepatuhan organisasi terjadi karena
rutinitas tertentu dianggap biasa saja, tanpa ada alternatif lain. Sifat perilaku organisasi yang
dianggap biasa-biasa saja terlihat jelas dalam kenyataan bahwa struktur normatif yang
kontradiktif mungkin hidup berdampingan dalam organisasi yang sama.

Lebih jauh lagi, jika teori pasar rasional memahami perilaku individu dalam organisasi
berdasarkan prinsip maksimalisasi keuntungan, perspektif institusionalis tradisional
menghubungkan kepatuhan organisasi dengan kewajiban normatif, memberikan nilai pada
respons yang dilembagakan di luar persyaratan teknisnya. Sebaliknya, institusionalisme baru
berpendapat bahwa organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya yang lebih luas melalui
isomorfisme kelembagaan, yaitu berdasarkan kesamaan yang ada di antara struktur dan
praktik organisasi dalam kondisi lingkungan yang sebanding. Isomorfisme organisasi adalah
hasil dari tekanan yang dialami organisasi untuk membangun legitimasi dalam dunia institusi
dan oleh karena itu mengadopsi bentuk dan konten tertentu agar dapat bertahan dan
diterima sebagai organisasi yang sah.
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7.2 HUKUM DAN ORGANISASI: MELAMPAUI HUKUM DAN EKONOMI

Fokus utama penelitian institusionalis dalam sosiologi hukum berpusat pada hubungan
timbal balik antara hukum dan organisasi, khususnya cara organisasi beradaptasi terhadap
perubahan yang relevan di bidang hukum. Organisasi tidak hanya terdiri dari korporasi
ekonomi atau kelompok bisnis tetapi juga juga berbagai jenis organisasi publik, seperti
lembaga pemerintah dan asosiasi sukarela. Namun, menurut Weber, organisasi secara umum
dapat dipandang sebagai institusi yang dibangun dengan tujuan tertentu, yang tunduk pada
proses rasionalisasi yang lebih umum yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sosial.
Karena alasan inilah Weber dapat fokus pada bentuk birokratisasi terlepas dari apakah
organisasi negara atau pasar terlibat.

Masukan yang berguna ke dalam bidang hukum dan organisasi dalam sosiologi hukum
adalah dengan mengingat perspektif rasionalis mengenai hukum dan ekonomi. Teori ekonomi
rasionalis menjelaskan perilaku organisasi dalam kaitannya dengan adaptasi yang efisien
terhadap kondisi pasar eksternal. Prinsip-prinsip efisiensi dan rasionalitas diadopsi dalam
organisasi karena prinsip-prinsip tersebut dihargai di pasar. Dipahami sebagai keseluruhan
peraturan yang ditetapkan secara formal, hukum adalah salah satu dari banyak kekuatan
eksogen yang bersifat memaksa dan mempengaruhi perilaku organisasi. Bertentangan dengan
pendekatan pasar yang rasionalis, perspektif institusionalis dalam sosiologi hukum
berpendapat bahwa rasionalitas dibentuk secara sosial, bukan realitas yang diberikan secara
objektif. Organisasi mengandalkan mitos-mitos rasional yang mungkin tidak akurat secara
inheren namun efektif karena mitos-mitos tersebut tersebar luas.

Diterapkan pada bidang sosiologi hukum, perspektif institusionalis juga mengubah
fokus dan bahkan mengoreksi beberapa tema mendasar dalam institusionalisme organisasi.
Sosiologi hukum institusionalis melengkapi perspektif kognitif institusionalisme baru dalam
menjelaskan bagaimana pelembagaan terjadi (mekanisme pelembagaan) dengan berfokus
pada respons perilaku terhadap pelembagaan setelah hal itu terjadi (efek pelembagaan).
Selain itu, dengan memandang hukum secara lebih serius, institusionalisme dalam sosiologi
hukum tidak hanya memandang hukum sebagai aturan-aturan yang ditetapkan secara formal
(“hukum dalam buku”) namun mengadopsi konsepsi hukum yang lebih luas yang juga
melibatkan variabilitas dalam penerapan, perbedaan dalam penerapannya, dan perbedaan
dalam penerapannya. penegakan hukum, pluralisme otoritas, dan ambiguitas makna (“hukum
dalam tindakan”). Dalam pengertian ini, pelajaran dasar sosiologi hukum bagi sosiologi
organisasi adalah mempertimbangkan bahwa hukum juga dibentuk secara budaya. Namun,
sebaliknya, para sosiolog hukum dapat belajar dari teori organisasi institusionalis bahwa
organisasi, termasuk korporasi pasar dan lembaga administratif birokrasi, tidak dapat
dipahami semata-mata dalam kerangka efisiensi teknis dan/atau maksimalisasi keuntungan,
namun sebagai entitas yang dibentuk secara budaya. Dengan demikian, institusionalisme
memberikan koreksi terhadap interpretasi organisasi yang terlalu rasionalis yang mungkin
diakibatkan oleh keasyikan Weberian dengan rasionalisasi dan efisiensi yang bertujuan.

Fakta bahwa organisasi dipandang sebagai organisasi yang dibentuk secara budaya
mengarah pada pemahaman utama dalam sosiologi hukum dan organisasi bahwa perilaku
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organisasi dalam menanggapi lingkungan hukum mencakup simbolisme dan substansi.
Isomorfisme mengungkapkan sifat non-rasional dari kesamaan yang ada di antara organisasi.
Penting dari sudut pandang sosiologi hukum adalah kenyataan bahwa isomorfisme memiliki
sumber yang berbeda: isomorfisme bersifat mimesis ketika organisasi meniru praktik yang
berhasil dari satu sama lain; normatif jika hal ini diakibatkan oleh perpindahan profesional
lintas organisasi; dan bersifat memaksa ketika organisasi bereaksi terhadap struktur peraturan
eksternal seperti hukum. Dari perspektif ini, kepatuhan hukum dalam organisasi tidak hanya
dilihat sebagai strategi penghematan biaya yang rasional namun dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk. Sifat adaptasi terhadap mekanisme peraturan dapat bersifat simbolis atau
substantif (Edelman 1992). Adaptasi simbolik mencakup aktivitas ritual dan seremonial
tertentu, sedangkan respons substantif atau instrumental mengarah pada inti permasalahan.
Misalnya, sebagai respons terhadap peraturan hukum mengenai diskriminasi berdasarkan ras,
perusahaan swasta dapat (secara simbolis) menunjuk petugas tindakan afirmatif atau (secara
substantif) memastikan upah yang setara antar ras. Yang penting, jenis tindakan simbolik dan
substantif dapat dikaitkan karena respons simbolis mungkin mempunyai dampak substantif.
Misalnya, petugas tindakan afirmatif yang ditunjuk mungkin memiliki komitmen yang kuat
terhadap keadilan rasial dan merasakan loyalitas terhadap kelompok minoritas, sehingga
membawa perubahan nyata dalam kesetaraan ras. Perbedaan antara respons organisasi
secara simbolik dan substantif terhadap undang-undang menunjukkan bahwa organisasi
merupakan tempat penting di mana undang-undang diimplementasikan dengan berbagai
tingkat kemanjuran.

Pelajaran penting terakhir dari teori institusionalis yang diterapkan dalam sosiologi
hukum adalah gagasan bahwa lingkungan hukum pada dasarnya tidak dilihat sebagai
pembatas kebebasan berorganisasi namun sebagai pembentuk aktivitas organisasi. Meninjau
penelitian di bidang hukum dan ekonomi dapat mengungkap dinamika kompleks yang ada di
bidang kelembagaan tersebut. Berdasarkan spesifikasi minimal mengenai kemungkinan
dampak hukum terhadap perekonomian, hukum dapat bersifat fasilitatif, mengatur, atau
konstitutif (Edelman dan Stryker 2005). Sebagai fasilitator, hukum tampak pasif karena
menyediakan seperangkat alat, seperti tuntutan hukum, yang dapat digunakan organisasi
dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai regulator, hukum lebih aktif melakukan intervensi
dalam perilaku organisasi, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar, dengan
menetapkan peraturan yang memberlakukan pembatasan tertentu pada kegiatan ekonomi,
misalnya mengenai antidiskriminasi, perlindungan lingkungan, antimonopolisasi, dan
antitrust. Pada akhirnya, berdasarkan realitas yang ada, undang-undang menentukan apa itu
organisasi dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dalam pengertian ini,
peraturan hukum mendefinisikan dan mengklasifikasikan organisasi, menentukan bagaimana
organisasi tersebut dapat dibentuk dan bagaimana organisasi tersebut dapat diakhiri (undang-
undang kebangkrutan), dan dalam bentuk apa organisasi tersebut dapat melakukan aktivitas
tertentu (misalnya, sebagai Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas).
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Terutama karena peran hukum yang bersifat konstitutif, hukum tidak bisa begitu saja
dipandang sebagai hal yang eksogen dalam lingkup organisasi. Sebaliknya, hukum bersifat
endogen terhadap bidang sosial yang ingin diaturnya. Perspektif hukum endogen memandang
hubungan antara hukum dan ekonomi dalam konteks kemasyarakatan di mana kedua ranah
kelembagaan tersebut terbentuk. Dengan demikian, hukum dan ekonomi merupakan bidang
kelembagaan yang terdiferensiasi namun tidak sepenuhnya berbeda. Aktivitas ekonomi atau
organisasi berpusat pada dimensi kemasyarakatan yaitu manajemen, efisiensi, dan
produktivitas, sedangkan hukum berkisar pada aktor hukum dan prinsip-prinsip hak, keadilan,
dan tata kelola. Konseptualisasi seperti ini juga menunjukkan pentingnya melihat keterkaitan
antara hukum dan ekonomi dalam konteks saling mempengaruhi atau, dalam terminologi
Parsonian, suatu proses pertukaran ganda.

7.3 REGULASI BISNIS

Mengkaji penelitian mengenai keterkaitan antara hukum dan ekonomi menghadirkan
tantangan besar mengingat luasnya penelitian yang relevan. Selain itu, gambaran yang lebih
rumit (dari bidang ini dan semua bidang penelitian tematik lainnya yang dibahas dalam buku
ini) bukan hanya fakta bahwa penelitian empiris yang relevan ada dalam banyak perspektif
disiplin ilmu, namun juga bahwa terdapat banyak pemupukan silang dalam penelitian-
penelitian tersebut. tradisi. Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap
kontur disiplin ilmu dan nilai sosiologi hukum, maka tinjauan penelitian dalam bab ini akan
fokus pada upaya sosiologis. Yang secara khusus akan dibahas adalah penelitian yang
menonjol berdasarkan relevansinya dalam bidang penyelidikan tertentu, dampaknya
terhadap lapangan, dan statusnya yang patut dicontoh dibandingkan dengan kerangka teoritis
yang dibahas.

Penelitian mengenai hukum dan ekonomi dalam konteks negara-negara industri
secara umum menunjukkan kecenderungan intervensi pasar yang lebih besar. Garis teoritis
yang membentang dari kritik terhadap liberalisme klasik hingga teori sosiologi Weber dan
Durkheim dapat diingat untuk memetakan secara luas aspek-aspek relevan dari
perkembangan ini. Sementara model regulasi kehidupan ekonomi liberal dan Marxis
mempertimbangkan, dengan cara memaafkan dan mengkritik, legalisasi pasar bebas dalam
kaitannya dengan politik laissez faire, Weber dan Durkheim tidak lagi berpegang pada model
sederhana seperti itu. Weber mengemukakan relevansi negara yang relatif otonom dalam
kaitannya dengan pasar, sementara Durkheim memikirkan relevansi sistem regulasi normatif
yang menyertai pembagian kerja. Arah dan hasil perkembangan menuju legalisasi usaha
memang tidak bisa dipungkiri, namun bentuknya berbeda-beda dan mempengaruhi
kehidupan perekonomian dalam berbagai kondisi sosio-historis. Jika kita melihat lebih dekat
pada penelitian sosiologi mengenai aspek-aspek hukum perburuhan Amerika, kita akan
mengungkap beberapa kompleksitas ini.

Undang-undang ketenagakerjaan Amerika mengatur dimensi-dimensi penting dari hak
dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk hak pekerja untuk berorganisasi serikat
pekerja, terlibat dengan pemberi kerja dalam pembahasan upah, dan mengadakan mogok
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kerja. Gagasan tentang serikat pekerja merupakan hal yang bertentangan dengan undang-
undang ketenagakerjaan. filosofi liberalisme pasar bebas karena tidak sesuai dengan gagasan
kesetaraan formal di antara individu yang berpartisipasi dalam pasar. Secara historis, memang
benar bahwa serikat buruh pada awalnya dianggap sebagai konspirasi kriminal terhadap
majikan dan harta benda mereka karena tindakan mereka dianggap mengganggu kebebasan
berdagang. Secara hukum, baik pengorganisasian buruh, misalnya dalam serikat pekerja,
maupun aksi kolektif di antara para pekerja, khususnya pemogokan, dilarang.

Pada pertengahan abad kesembilan belas, terjadi perubahan kondisi perburuhan yang
menguntungkan organisasi pekerja. Pembentukan serikat pekerja tidak lagi dianggap ilegal,
namun aktivitas mereka dibatasi secara hukum. Yang terjadi selanjutnya adalah periode ketika
keputusan hukum terhadap serikat pekerja menjadi hal biasa dan pengadilan menghalangi
aktivitas serikat pekerja yang efektif. Terlebih lagi, undang-undang yang disahkan di tingkat
legislatif yang mendukung hak-hak pekerja dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Dalam keputusan Adair v. Amerika Serikat tahun 1908, misalnya, Mahkamah Agung
membatalkan undang-undang federal tahun 1898 yang melarang pemberi kerja memecat
karyawan berdasarkan keanggotaan serikat pekerja. Pengadilan berpendapat bahwa undang-
undang tersebut inkonstitusional karena melanggar persamaan hak antara pekerja dan
majikan untuk melakukan kontrak. Dalam keputusan lainnya pada tahun 1908, Mahkamah
Agung berpendapat bahwa tindakan hukum dapat diambil terhadap serikat pekerja
berdasarkan undang-undang antimonopoli, yang ironisnya, disahkan terhadap organisasi
modal dan bukan buruh.

Perubahan tajam dalam undang-undang ketenagakerjaan AS terjadi pada tahun-tahun
setelah Depresi Besar pada tahun 1929-1930, ketika krisis besar dalam perkembangan
kapitalis menyebabkan pengangguran dan kemiskinan dalam jumlah besar. Upaya legislatif
baru dilakukan untuk mengamankan dan memperluas hak-hak pekerja. Pada tahun 1932,
misalnya, Undang-Undang Norris-La Guardia disahkan yang mengakui hak pekerja untuk
berpartisipasi dalam serikat pekerja guna memperbaiki kondisi kerja dan menegosiasikan
upah. Undang-undang ini juga membatasi kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan
keputusan terhadap serikat pekerja jika terjadi perselisihan perburuhan tanpa kekerasan.
Upaya legislatif yang melindungi pembentukan dan aktivitas serikat pekerja meningkat setelah
tahun 1933 sebagai bagian dari kebijakan New Deal pada pemerintahan Roosevelt. Pada
tahun 1935, Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional atau Undang-Undang Wagner
disahkan dan menjadi salah satu undang-undang federal New Deal yang paling penting dan
bertahan lama. Undang-undang ini dirancang untuk mendorong perjanjian perundingan
bersama antara serikat pekerja dan pemberi kerja guna memperbaiki kesenjangan dalam
kekuatan tawar-menawar yang terjadi antara pemberi kerja yang berbentuk perusahaan dan
pekerja yang tidak memiliki kebebasan berserikat atau kebebasan berkontrak secara penuh. .
Undang-undang ini secara eksplisit dirancang untuk mendorong perundingan bersama dan
melindungi hak-hak pekerja dalam berserikat dengan tujuan untuk menegosiasikan syarat dan
ketentuan kerja mereka. Undang-undang tersebut juga membentuk badan federal baru,
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Dewan Hubungan Perburuhan Nasional, yang memiliki kewenangan arbitrase dalam
perselisihan antara buruh dan manajemen mengenai praktik perburuhan yang tidak adil.

Secara sosiologis, penting untuk diperhatikan bahwa periode-periode dalam undang-
undang ketenagakerjaan AS sebelum dan sesudah tahun 1930-an dibedakan bukan
berdasarkan derajatnya yang berbeda-beda, melainkan berdasarkan jenis intervensi hukum
dan pemerintah yang berbeda-beda. Periode sebelum tahun 1930-an merupakan periode
intervensi represif yang bertujuan untuk menekan hak-hak pekerja dan mendukung komitmen
tegas terhadap kapitalisme liberal, sedangkan periode setelahnya ditandai dengan
intervensionisme integratif yang berorientasi pada menenangkan pertentangan antara buruh
dan modal untuk mencapai tujuan. melindungi pasar bebas. Intervensi represif terutama
dilakukan di tingkat pengadilan, sedangkan intervensi integratif sebagian besar merupakan
fungsi dari undang-undang federal.

Fakta bahwa hubungan perburuhan terjadi antara pekerja dan pengusaha tentu saja
menyiratkan adanya keseimbangan antara hak-hak yang mungkin bergeser ke satu pihak atau
pihak lainnya. Perubahan dalam dampak lingkungan hukum terhadap kehidupan ekonomi
dapat dilihat dari perkembangan hukum ketenagakerjaan sejak tahun 1930an. Pada awalnya,
banyak perusahaan yang menolak untuk mengakui ketentuan-ketentuan dalam UU Wagner,
didukung oleh pengadilan banding yang memutuskan bahwa UU tersebut tidak konstitusional.
Pada tahun 1937, Mahkamah Agung meneguhkan konstitusionalitas undang-undang tersebut,
namun setahun kemudian memutuskan bahwa pengusaha dapat secara permanen mengganti
pekerja yang melakukan mogok kerja. Pengusaha juga dilindungi secara konstitusional untuk
menyatakan penolakan mereka terhadap serikat pekerja. Pada tahun 1947, setelah satu tahun
terjadinya sejumlah pemogokan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipicu oleh
meningkatnya tuntutan akan upah yang lebih tinggi setelah Perang Dunia Il, apa yang disebut
amandemen Taft-Hartley sangat membatasi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Wagner dengan mewajibkan serikat pekerja untuk memberikan pemberitahuan enam puluh
hari sebelum mengorganisir pemogokan dan mengizinkan karyawan mengajukan petisi untuk
membubarkan serikat pekerja mereka atau membatalkan perjanjian perundingan bersama
yang ada. Namun, dampak terbatas dari UU Taft-Hartley terhadap pemogokan dimediasi di
tingkat organisasi serikat pekerja dan hanya dirasakan ketika lebih banyak faksi militan
disingkirkan dari gerakan buruh.

7.4 LEGALITAS PERUSAHAAN

Pada tingkat organisasi, banyak penelitian institusionalis mengenai hukum dan
ekonomi telah menunjukkan dampak hukum yang bervariasi terhadap kehidupan ekonomi.
Penelitian terbaru di bidang ini berfokus pada dampak hukum yang ditujukan untuk
meningkatkan keberagaman, memberikan keselamatan, dan melindungi karyawan dari
penyakit. diskriminasi di tempat kerja untuk menunjukkan bahwa banyak dari mekanisme
peraturan ini mempunyai pengaruh yang bervariasi dan ambigu terhadap kebijakan
organisasi. Misalnya, Gerakan Hak-Hak Sipil pada tahun 1960an dan undang-undang baru yang
disahkan setelahnya menghasilkan lingkungan normatif di mana pengusaha ditekan untuk

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



102

menciptakan perlindungan formal untuk menjamin hak atas proses yang adil. Oleh karena itu,
organisasi merespons ancaman yang ditimbulkan oleh lingkungan hukum. Namun cara
organisasi menanggapi tekanan lingkungan hukum juga sangat beragam.

Penelitian neo-institusionalis menunjukkan bahwa kebijakan organisasi mengenai
kasus pengaduan diskriminasi sering kali dimasukkan ke dalam tujuan manajerial terkait
kelancaran hubungan kerja. Meskipun redefinisi seperti ini biasanya tidak menghalangi
penyelesaian suatu pengaduan, namun hal ini mencegah penghukuman dan pemberian label
terhadap diskriminasi dalam organisasi jika hal tersebut terjadi. Demikian pula, penerapan
praktik tata kelola proses hukum dalam organisasi ternyata dipengaruhi oleh perubahan
lingkungan hukum, dimana lembaga publik dan asosiasi nirlaba berada di garis depan dalam
melakukan reformasi tersebut. Namun, penerapan kebijakan proses hukum yang berlaku di
organisasi, seperti dengar pendapat disipliner dan prosedur pengaduan bagi karyawan non-
serikat buruh, sebagian besar bersifat simbolis. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap
kesetaraan dan keadilan, terlepas dari fungsi aktual dan dampak dari praktik proses hukum
yang dilembagakan. Demikian pula, penelitian mengenai dampak undang-undang hak-hak
sipil mengenai kesempatan kerja yang setara menunjukkan bahwa program tindakan afirmatif
yang dilembagakan dalam organisasi seringkali hanya bersifat simbolis dan hanya membawa
sedikit perubahan langsung terhadap kondisi kerja kelompok minoritas dan perempuan.
Sebagian besar organisasi mengadopsi prosedur pengaduan ketenagakerjaan yang setara
karena mereka memiliki aura keadilan dan kemanjuran. Namun, selaras dengan perspektif
institusionalis mengenai hubungan antara respons organisasi secara simbolis dan substantif
terhadap lingkungan hukum, pelembagaan nilai-nilai yang sejalan dengan kesetaraan
lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan keterwakilan minoritas dan perempuan.

Upaya penting dalam teori hukum organisasi adalah studi inovatif tentang
ketidaksetaraan gender dalam kehidupan organisasi Amerika oleh sosiolog Robert Nelson dan
William Bridges (1999) dalam buku mereka, Legalizing Gender Inequality. Berdasarkan teori
institusionalis, Nelson dan Bridges berpendapat bahwa perbedaan upah antara laki-laki dan
perempuan secara signifikan dibentuk oleh keputusan penetapan upah dalam organisasi.
Perbedaan upah berdasarkan gender bukan sekadar produk dari cara kerja pasar, prinsip
efisiensi, atau tradisi seksisme yang tersebar luas dalam budaya. Nelson dan Bridges
menentang teori-teori ekonomi yang dominan mengenai perbedaan upah antar-pekerjaan,
yang berpendapat bahwa pekerjaan perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan pekerjaan
laki-laki karena kekuatan pasar yang menentukan harga pekerjaan, dan mendukung model
ketidaksetaraan organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi cenderung melakukan
diskriminasi terhadap pekerja yang pekerjaannya didominasi perempuan setidaknya dengan
dua cara: (a) dengan tidak memberikan mereka kekuasaan dalam politik organisasi; dan (b)
dengan mereproduksi keunggulan budaya laki-laki. Gambaran yang lebih rumit adalah bahwa
pengadilan, berdasarkan prinsip non-intervensi pasar, tidak mengakui dinamika organisasi
yang mendorong kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin. Karena pengadilan tidak
merasa berkewajiban untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender di dunia kerja, pengadilan
justru berkontribusi dalam melegalkan ketidaksetaraan gender.
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Nelson dan Bridges menguji teori organisasi mereka tentang ketidaksetaraan gender
berdasarkan analisis kasus-kasus litigasi dari empat organisasi yang dituntut karena
diskriminasi gaji: universitas negeri besar di Amerika, sistem ketenagakerjaan negara,
perusahaan ritel Fortune 500, dan bank. Hasil analisis menunjukkan bahwa konteks spesifik
dari keempat organisasi tersebut hanya memperhitungkan sebagian perbedaan upah
berdasarkan jenis kelamin dan masih terdapat kesenjangan gender yang besar bahkan setelah
dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor yang menentukan perbedaan upah dan
pengaruh pasar. Oleh karena itu, perbedaan upah yang terus-menerus antara kedua jenis
kelamin disebabkan oleh praktik di tingkat organisasi. Informasi mengenai pasar tenaga kerja,
sepertiinformasi mengenai penawaran dan permintaan terhadap jenis pekerjaan tertentu dan
upah yang dibayarkan oleh perusahaan pesaing, diabaikan di tingkat organisasi atau
ditafsirkan secara selektif dalam proses penetapan upah. Terlebih lagi, dalam tuntutan hukum
kesetaraan gaji, sebagian besar pengadilan telah mengadopsi klaim bahwa pasar tenaga kerja
menentukan upah. Penerimaan luas terhadap perspektif pasar ini menyebabkan fakta ironis
bahwa perempuan hanya mempunyai sedikit keberhasilan dalam menantang kesenjangan
upah secara hukum meskipun Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan dalam County
of Washington v. Gunther (1981) yang menyatakan bahwa pemberi kerja dapat dianggap
bertanggung jawab atas kesenjangan upah. akibat diskriminasi gender.

Ekonomi politik hukum kesejahteraan

Perspektif institusionalis mengenai keterkaitan antara hukum dan ekonomi sebagian
besar diterapkan di Amerika Serikat. Namun, banyak wawasan mengenai cara kerja hukum
dalam kehidupan ekonomi juga dapat diterapkan pada masyarakat lain yang menganut sistem
ekonomi pasar. Namun, pada saat yang sama, perbedaan regional juga bisa terjadi karena
beragamnya kondisi budaya, sejarah, dan politik di mana ekonomi pasar berkembang. Dengan
memperluas cakupan analisis institusionalis terhadap hukum dan organisasi, upaya sosiologis
dalam pengembangan hukum kesejahteraan dapat ikut berperan. Hal yang mencerminkan
sulit dan berubahnya keseimbangan antara ekonomi pasar bebas dan sistem liberal dan sosial
demokrat adalah tingkat dan dampak relatif dari undang-undang kesejahteraan dibandingkan
dengan perkembangan kapitalis. Undang-undang kesejahteraan yang bertujuan untuk
meringankan berbagai penyakit sosial yang dalam istilah ekonomi liberal harus diserahkan
kepada kekuatan pasar, pada kenyataannya, telah menjadi subjek undang-undang dan
perlindungan hukum.

Penciptaan undang-undang kesejahteraan yang bertujuan untuk meringankan
masalah yang terkait dengan pasar, seperti pengangguran dan keselamatan pekerja, telah
berdampak pada masyarakat di seluruh dunia, namun dengan cara yang berbeda. Secara
umum, undang-undang kesejahteraan lebih luas di Eropa dibandingkan di Amerika Serikat.

Perbedaan ini juga terlihat pada kontrasnya perspektif sosiologi yang berkembang.
Dalam sosiologi Amerika, kesejahteraan biasanya diperlakukan sebagai aspek kontrol sosial,
sedangkan literatur Eropa menempatkan kesejahteraan secara lebih jelas sebagai lawan dari
kapitalisme.5 Variasi dalam tradisi budaya juga terkait dengan kondisi/kondisi politik. Namun
yang penting dalam konteks bab ini adalah bagaimana perkembangan undang-undang
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kesejahteraan telah berkembang dan berdampak pada kehidupan ekonomi, khususnya di
masyarakat Eropa. Perkembangan hukum kesejahteraan dapat dianalisis secara bermanfaat
berdasarkan model yuridifikasi dalam konteks sejarah kesejahteraan Eropa. Yuridifikasi
mengacu pada peningkatan hukum formal melalui perluasan hukum melalui pengaturan
hukum yang sebelumnya bersifat informal. mengatur bidang-bidang kehidupan masyarakat
atau melalui pemadatan hukum untuk mengatur perbuatan-perbuatan sosial secara lebih
rinci. Proses yuridifikasi terjadi dalam kondisi politik pembangunan negara modern (akan
dibahas pada Bab 8), namun yang menarik di sini adalah fungsi ekonomi dan konsekuensi dari
perkembangan tersebut. Secara spesifik, empat gelombang yuridifikasi dapat dijelaskan untuk
menjelaskan perkembangan hukum kesejahteraan Eropa.

Pertama, di negara-negara borjuis tradisional pada rezim absolutis di Eropa, perluasan
ekonomi kapitalis disertai dengan pengembangan hukum sipil yang memberikan hak dan
kewajiban liberal kepada orang-orang yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Peraturan
hukum perdata ini menjamin kebebasan di pasar. Namun dalam urusan hukum publik, seluruh
kekuasaan politik tetap berada di tangan penguasa yang berdaulat. Kedua, dengan
berkembangnya negara konstitusional, hak-hak pribadi warga negara atas hidup, kebebasan,
dan harta benda dijamin secara konstitusional dan bertentangan dengan kedaulatan politik,
yang terikat oleh hukum untuk tidak mengganggu hak-hak liberal tersebut. Namun warga
negara tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan. Hak untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan diberikan pada gelombang yuridifikasi ketiga ketika, di
bawah pengaruh Revolusi Perancis, negara-negara konstitusional demokratis berkembang
dan hak partisipasi politik diberikan dalam bentuk perluasan proses pemilu. Yang terakhir,
pada abad ke-20, negara kesejahteraan demokratis berkembang dan peraturan kesejahteraan
mengekang bekerjanya sistem pasar bebas untuk menjamin kesetaraan ekonomi.

Proses vyuridifikasi hukum kesejahteraan modern menunjukkan bagaimana
perkembangan hukum modern mengalami kemajuan menuju pengurangan beberapa
pengaruh negatif kekuatan pasar. Dengan demikian, peraturan kesejahteraan dapat
memberikan klaim legitimasi sebagai cerminan dari tuntutan masyarakat akan keadilan dan
kesetaraan dibandingkan dengan pasar bebas. Namun, perkembangan undang-undang
kesejahteraan mempunyai implikasi yang ambivalen. Di satu sisi, kesejahteraan telah
memberikan hak efektif kepada mereka yang tertinggal oleh pasar. Namun, di sisi lain,
undang-undang kesejahteraan dibentuk dalam bentuk tertentu yang secara inheren berpihak
pada pasar (dan negara). Secara khusus, hukum kesejahteraan memerlukan restrukturisasi
intervensi hukum berdasarkan individualisasi klaim hukum, sementara kondisi di mana hukum
sosial berlaku ditentukan secara formal. Hak hukum atas kesejahteraan juga diterapkan secara
birokratis melalui cara-cara yang tersentralisasi dan terkomputerisasi dalam organisasi-
organisasi yang bersifat impersonal. Dan yang terakhir, tuntutan kesejahteraan sering kali
diselesaikan dalam bentuk kompensasi moneter, sehingga memerlukan redefinisi kebutuhan
sosial yang konsumeris. Dengan demikian, bentuk spesifik dari peraturan hukum mengenai
klaim kesejahteraan dibingkai dalam bahasa dan logika perekonomian.
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Sebagaimana ditunjukkan oleh tinjauan terhadap jalur historis regulasi kesejahteraan,
selain penyaringan hukum secara organisasional, penting juga untuk memikirkan logika pasar
dari hukum itu sendiri. Tidak diragukan lagi, tidak semua hukum di masyarakat kapitalis maju
dapat dijelaskan berdasarkan logika ekonomi, namun penting untuk mengamati marketisasi
hukum pada saat hukum dimaksudkan untuk meringankan permasalahan sosial yang
disebabkan oleh kapitalisme. Dalam arti yang lebih kuat lagi, pengaruh pasar terhadap hukum
ditunjukkan dengan dihapuskannya undang-undang kesejahteraan. Dalam penelitian
mengenai rezim kesejahteraan yang beragam seperti yang ada di Inggris pada awal abad ke-
19 dan Amerika pada akhir abad ke-20, misalnya, sosiolog Margaret Somers dan Fred Block
(2005) menunjukkan bahwa kesejahteraan akan hilang ketika akar ekonomi dari kemiskinan
digantikan. oleh dampak korosif dari insentif kesejahteraan terhadap masyarakat miskin
dalam hal kurangnya tanggung jawab pribadi, kecanduan terhadap ketergantungan, dan
penyimpangan moral. Melalui proses perubahan dari kemiskinan menjadi kejahatan,
fundamentalisme pasar dapat mendelegitimasi rezim kesejahteraan yang bersifat idealis dan
legal. Mengingat dinamika pasar seperti ini, analisis sosiologi hukum harus mampu
mengungkap, tidak hanya dampak hukum terhadap kehidupan ekonomi, namun juga kapan
dan bagaimana bentuk dan isi hukum dibentuk oleh kekuatan pasar.

7.5 KESIMPULAN

Mengingat perspektif teoritis utama dalam sosiologi, hubungan antara ekonomi dan
institusi sosial lainnya, termasuk hukum, memerlukan sedikit pembenaran. Kontur teoritis
sentralitas perekonomian telah ditetapkan oleh sosiologi klasik. Aspek yang secara umum
paling banyak dibicarakan dalam perkembangan menuju peningkatan interpenetrasi antara
hukum dan berbagai aspek kehidupan ekonomi dalam konteks masyarakat pasar modern
adalah ambivalensi mendasar yang ada dalam pengaturan lingkup kehidupan sosial yang pada
hakikatnya menuntut hak-hak masyarakat pasar modern. kebebasan dan otonomi. Jalur
regulasi perekonomian di masyarakat industri telah mengarah pada intervensi hukum yang
dimaksudkan untuk mencegah intervensi tambahan.

Mengingat sentralitas ekonomi yang diakui secara luas dalam kajian sosiologi,
mengejutkan bahwa penelitian sosiologi yang secara eksplisit menghubungkan hukum dan
ekonomi relatif baru. Faktanya, pelembagaan bidang khusus sosiologi ekonomi itu sendiri juga
merupakan fenomena yang cukup baru. Dalam hal ini, salah satu pelajaran utama Weber dan
Durkheim hanya diadopsi secara perlahan dalam arus utama sosiologi. Namun dalam
beberapa dekade terakhir, situasi ini telah berubah dan kajian sosiologi mengenai hubungan
antara ekonomi dan hukum telah menjadi pusat perhatian. Yang khususnya memberikan
keuntungan bagi sosiologi hukum adalah berbagai aliran institusionalisme yang berfokus pada
hubungan antara hukum dan ekonomi pada tingkat organisasi. Baik melalui fokus normatif
institusionalisme lama atau orientasi kognitif neo-institusionalisme, pemahaman sosiologis
yang jelas dikembangkan mengenai cara kerja hukum dalam organisasi, khususnya organisasi
korporasi dalam masyarakat pasar bebas. Yang paling mencolok adalah temuan umum bahwa
dampak hukum dalam kaitannya dengan fungsi utama integrasi dan koordinasi tindakan
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terlihat dimediasi pada tingkat organisasi di mana hukum dihadapkan dengan tatanan
kelembagaan non-hukum lainnya dalam perekonomian pasar modern. Penelitian
institusionalis di bidang hukum hak-hak sipil dan persamaan kesempatan telah mengungkap
keterbatasan penting dalam kebijakan hukum.

Melengkapi wawasan penelitian institusionalis dalam sosiologi hukum, perspektif
yuridifikasi sejarah regulasi kesejahteraan menunjukkan adanya variabilitas penting di negara-
negara Barat dalam hal tingkat dan arah intervensi hukum dalam kehidupan ekonomi. Karena
kebijakan kesejahteraan dipandang dibentuk oleh kepentingan pasar ekonomi, terutama di
masyarakat yang negara kesejahteraannya sudah berkembang dengan baik, maka penting
untuk mempertimbangkan logika pasar dari hukum itu sendiri. Tanpa menggunakan Marxisme
ortodoks yang dogmatis, secara sosiologis tidaklah bijaksana untuk mengabaikan analisis
tentang bagaimana pasar membentuk arah dan hasil hukum. Oleh karena itu, secara teoritis
masuk akal untuk memikirkan kapan dan bagaimana endogenitas hukum dalam kehidupan
ekonomi dan organisasi harus dilengkapi dengan endogenitas ekonomi dalam hukum.

Perspektif yuridifikasi yang diterapkan pada analisis hukum kesejahteraan juga
menunjukkan relevansi legitimasi dalam wacana sosiologi hukum dengan menunjukkan sifat
ambivalen kebijakan kesejahteraan dalam kaitannya dengan seruan masyarakat terhadap
keadilan dan kesetaraan, di satu sisi, dan persistensi pengaruh dinamika pasar, di sisi lain. Para
pendukung institusionalisme lama (Selznick 1996; Stinchcombe 1997) juga berpendapat
bahwa teori kepatuhan ritual neo-institusionalis gagal dalam memperhitungkan fakta bahwa
adaptasi organisasi terhadap tekanan hukum kehilangan legitimasinya segera setelah
terungkap bahwa adaptasi tersebut hanya bersifat seremonial. di alam. Legitimasi hanya bisa
ada jika dimensi normatif hukum diakui. Dalam masyarakat demokratis, hubungan antara
legalitas dan legitimasi memerlukan penyelidikan mengenai landasan dan dampak sistem
hukum dalam kaitannya dengan politik.
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BAB 8
HUKUM DAN POLITIK: PERAN HUKUM DEMOKRATIS

Bahkan lebih dari keterkaitan antara hukum dan ekonomi, keterkaitan antara hukum
dan politik mempunyai makna khusus dalam sosiologi hukum. Alasan mengapa perhatian
khusus harus diberikan pada keterkaitan antara hukum dan pemerintahan adalah karena
fungsi pembuatan undang-undang diserahkan kepada cabang legislatif pemerintahan,
khususnya dalam masyarakat yang terorganisir sebagai negara-bangsa dan yang telah sangat
terkodifikasi dan sistem hukum yang diformalkan. Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat
demokratis, hukum muncul sebagai salah satu mekanisme paling sentral untuk memastikan
bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan suatu negara, serta hasil pemerintahan
dalam bentuk keputusan legislatif, mematuhi standar demokrasi. Sebaliknya, di negara-
negara otokratis dan masyarakat yang hanya memiliki sedikit perbedaan antara fungsi politik
dan hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen dominasi politik yang tidak memiliki dasar
legitimasi populer. Dengan demokratisasi sistem politik, politisasi hukum tidak lagi menjadi
faktor yang konstan, namun sebaliknya hukum menjadi jaminan terhadap penyalahgunaan
kekuasaan politik. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai penghubung penting antara warga
negara dan pemerintah.

Masukan teoritis yang berguna ke dalam diskusi sosiologis yang berkaitan dengan
demokrasi dan hukum disediakan oleh analisis wacana-teoretis tentang kondisi hukum
demokratis. Teori wacana telah dikemukakan oleh Ju“rgen Habermas dalam teorinya tentang
tindakan komunikatif. Berdasarkan teori ini, Habermas mengembangkan konsepsi hukum
yang menempatkan demokrasi sebagai pusat analisisnya terhadap masyarakat. Berbeda sekali
dengan teori Habermas, terdapat sudut pandang sosiologi Niklas Luhmann yang merumuskan
teori hukum autopoietik. Meskipun kedua perspektif tersebut sebagian besar berkembang
secara independen satu sama lain, teori hukum Luhmann dalam bab ini akan ditempatkan
bertentangan dengan teori Habermas untuk menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dari
beberapa garis pemisah teoretis dalam sosiologi hukum modern, yang dibahas dalam Bab 6,
di manifestasi terbarunya.

Bab ini pertama-tama akan memperjelas perspektif teoretis mengenai demokrasi dan
hukum yang berfokus pada hukum melalui salah satu dari tiga cara berikut: (1) sebagai
landasan demokrasi dalam kaitannya dengan keterwakilan rakyat; (2) sebagai instrumen
demokrasi dalam proses pengambilan keputusan politik; atau (3) sebagai ruang musyawarah
yang harus mematuhi standar prosedur. Relevansi empiris demokrasi dalam hukum
selanjutnya akan diperiksa melalui diskusi penelitian sosiologis mengenai defisit demokrasi
yang ada dalam hukum meskipun ada peran hukum dalam upaya menjamin demokrasi dalam
masyarakat modern. Penelitian mengenai hukum dan demokrasi dalam sosiologi hukum dapat
menjadi sebuah kontribusi yang sangat kontra-intuitif dan juga merupakan kontribusi
sosiologis terhadap perdebatan yang, mau tidak mau, juga mempunyai dampak normatif yang
kuat.
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8.1 HUKUM ANTARA LEGALITAS DAN LEGITIMASI: TEORI WACANA

Filsuf dan sosiolog Jerman Ju'rgen Habermas (lahir tahun 1929) termasuk di antara
pemikir paling berpengaruh pada paruh kedua abad ke-20. Pengaruh besar Habermas tidak
hanya disebabkan oleh kekuatan karyanya tetapi juga karena cakupan tematiknya yang luas
dan inspirasi serta relevansinya dengan banyak perspektif disiplin ilmu dalam ilmu sosial dan
humaniora. Habermas mempelajari filsafat, sejarah, psikologi, sastra, dan ekonomi di
universitas-universitas di Gottingen, Zurich, dan Bonn. Setelah beberapa tahun menjadi
jurnalis lepas, ia menjadi asisten Theodor Adorno, salah satu pemimpin intelektual Mazhab
Frankfurt, yang bersama Max Horkheimer bergabung dengan Universitas Frankfurt setelah
masa pengasingan selama Perang Dunia Il. Habermas tinggal di Frankfurt selama persiapannya
Habilitationsschrift, yang akhirnya dipertahankannya di Universitas Marburg setelah
Horkheimer menolak karyanya. Habermas kemudian menjadi profesor filsafat, pertama
selama beberapa tahun di Heidelberg dan kemudian di Frankfurt, tempat ia menghabiskan
sebagian besar kariernya. Sejak pensiun pada tahun 1994, Habermas terus banyak menulis
dan berpartisipasi dalam debat publik yang penting. Awalnya dikenal sebagai perwakilan
terkemuka dari generasi kedua Mazhab Frankfurt, Habermas kini menikmati reputasi yang
membuat karyanya berdiri sendiri. Teori Habermas mengandung aspirasi sosiologis dan
filosofis. Berikut ini, perhatian akan tertuju pada aspek-aspek pemikiran Habermas yang
bersifat sosiologis dan berguna untuk menjelaskan teorinya tentang hukum dan demokrasi
serta relevansinya dengan sosiologi hukum.

Perspektif Habermas mengenai peran hukum dalam masyarakat modern dibangun
berdasarkan perspektif teoretisnya yang lebih luas mengenai hakikat dan transformasi
masyarakat. Teori masyarakat Habermas pada dasarnya bertumpu pada pembedaan antara
dua jenis rasionalitas dan dua dimensi masyarakat yang saling bersesuaian dan telah
terdiferensiasi sepanjang sejarah. Pertama, atas dasar rasionalitas komunikatif yang bertujuan
untuk saling memahami, masyarakat dipahami sebagai dunia kehidupan. Menurut Habermas,
saling pengertian di antara para aktor, yang tidak mengecualikan kemungkinan perbedaan
pendapat sebagai akibat dari komunikasi yang tidak terselesaikan, terjadi dalam tiga dimensi:
tindakan komunikatif berisi klaim obyektif atas kebenaran, klaim normatif atas kebenaran, dan
ekspresif dan ekspresif. klaim evaluatif atas keaslian dan ketulusan. Dunia kehidupan
masyarakat yang dirasionalisasikan berbeda-beda seiring dengan tuntutan untuk memberikan
nilai-nilai budaya tertentu, standar normatif integrasi, dan pembentukan kepribadian yang
dapat berfungsi dalam lingkungan sosial mereka.

Kedua, atas dasar rasionalitas kognitif-instrumental yang ditujukan pada keberhasilan
realisasi tujuan tertentu, masyarakat dapat dianalisis sebagai suatu sistem. Di luar rasionalisasi
dunia kehidupan, menurut Habermas, masyarakat modern telah mengalami diferensiasi lebih
lanjut di mana sistem-sistem tertentu telah terpisah, atau “tidak berpasangan”, dari dunia
kehidupan agar tidak lagi berfungsi berdasarkan tindakan komunikatif namun berdasarkan
uang dan kekuasaan. Tindakan yang dikoordinasikan berdasarkan uang dan kekuasaan dalam
sistem berbeda dengan tindakan komunikatif di dunia kehidupan karena tindakan tersebut
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bertujuan pada organisasi instrumental-kognitif dari produksi dan pertukaran barang
berdasarkan keuntungan moneter (ekonomi) dan pembentukan pemerintahan berdasarkan
dasar kekuasaan (politik). Pembentukan sistem tidaklah problematis, namun memiliki
konsekuensi yang problematis ketika sistem mengganggu dunia kehidupan, yaitu ketika
tindakan komunikatif diinstrumentalisasikan berdasarkan kebutuhan moneter atau
administratif. Habermas menyebut proses ini sebagai kolonisasi dunia kehidupan.

Dalam The Theory of Communicative Action (Teori Tindakan Komunikatif), Habermas
menganggap hukum mempunyai peran penting dalam melembagakan atau “menahan secara
normatif” fungsi independen dari media pengarah uang dan kekuasaan. Pelembagaan hukum
atas uang dan kekuasaan merupakan hal penting yang menyebabkan terputusnya sistem
ekonomi dan politik dari dunia kehidupan. Habermas mengemukakan hubungan khusus
antara hukum dan politik dengan menyatakan bahwa otoritas politik secara historis berasal
dari posisi yudisial. Dalam kerangka masyarakat yang diorganisir berdasarkan negara, juga
telah muncul pasar yang dikendalikan oleh media uang. Hukum memainkan peran khusus
dalam diferensiasi ini karena independensi negara dan pasar dilembagakan secara hukum.
Sistem ekonomi dan politik beroperasi secara independen karena keduanya “dipasangkan
kembali” dengan dunia kehidupan melalui legalisasi media uang dan kekuasaan, masing-
masing dalam hukum privat dan publik.

Sudut pandang yang mendasari diskusi Habermas adalah bahwa hukum secara formal
dapat dipahami sebagai pelembagaan wacana praktis mengenai norma-norma. Habermas dan
Weber mengakui karakteristik formal hukum modern, namun ia juga berpendapat bahwa
rasionalisasi teknokratis hukum tidak menghabiskan dimensi normatif hukum. Dengan kata
lain, Habermas menyelesaikan ketegangan dalam karya Weber antara legalitas dan legitimasi
dengan berargumentasi bahwa hukum modern, meskipun secara formal ditetapkan oleh
otoritas politik dan ditegakkan sesuai dengan itu, juga memerlukan legitimasi rakyat agar
dapat diakui sah di antara subyek hukum.

Habermas menerapkan konsep hukumnya pada perkembangan hukum kesejahteraan
dalam kaitannya dengan proses yuridifikasi. Sebagaimana dibahas dalam Bab 7, proses
yuridifikasi ini terjadi dalam empat tahap: pertama, perkembangan kapitalisme memberijalan
bagi hukum perdata, yang memberikan hak dan kewajiban individu kepada orang-orang yang
terikat dalam hubungan kontrak; kedua, hak individu untuk tidak melakukan campur tangan
dituntut terhadap kedaulatan; ketiga, hak-hak sosial diklaim dalam tatanan politik melalui
partisipasi demokratis; dan keempat, dengan berkembangnya hukum kesejahteraan, hak-hak
sosial digugat dalam sistem ekonomi. Tiga kecenderungan yuridifikasi terakhir diteorikan
Habermas sebagai tuntutan dunia kehidupan terhadap pengaruh negara dan pasar. Lebih
khusus lagi, tahap-tahap yuridifikasi ini merupakan upaya untuk menjamin kebebasan politik,
kesetaraan politik, dan, akhirnya, kesetaraan ekonomi. Namun, mengingat dampak ambivalen
dari undang-undang kesejahteraan, menurut Habermas, tuntutan dunia kehidupan juga
diubah menjadi keharusan organisasi birokrasi dan moneter (individualisasi tuntutan hukum,
formalisasi persyaratan penerapan, implementasi birokrasi, dan monetarisasi kompensasi).
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Dalam pengertian ini, menurut Habermas, hukum melakukan intervensi sebagai medium
secara sistemik dalam hubungan sosial kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dalam rumusan aslinya dalam The Theory of Communicative Action,
Habermas mengaitkan peran ambivalen dengan hukum, karena di satu sisi, hukum sebagai
institusi adalah bagian dari dunia kehidupan, sedangkan hukum sebagai medium beroperasi
atas dasar sistematika. atau logika instrumental. Konseptualisasi ini hanya dapat
dipertahankan jika ada pemisahan yang tegas antara dua jenis hukum: hukum yang di satu sisi
mengandung klaim atas kebenaran normatif, dan hukum yang hanya tunduk pada analisis
teknis berdasarkan standar-standar normatif. efisiensi, di sisi lain. Pemisahan ini mengabaikan
kemungkinan bahwa hukum sebagai salah satu komponen dunia kehidupan dapat
direstrukturisasi oleh sistem-sistem untuk menghasilkan kolonisasi hukum, dan bukannya
hukum itu sendiri yang menjadi medium penjajahan. Dalam karyanya yang kemudian,
Between Facts and Norms, Habermas telah mengoreksi pandangan ini dengan berpendapat
bahwa hukum modern selalu menjadi bagian dari dunia kehidupan dan dengan demikian
hukum selalu dapat didasarkan pada norma, namun hukum juga dapat dijajah oleh keharusan
sistem. Dengan demikian, Habermas tidak hanya mengemukakan hubungan khusus antara
hukum dan politik melalui proses legislasi dan karakter demokratis dari kekuasaan politik
modern, ia juga memelihara hubungan khusus antara hukum dan moralitas. Norma moral dan
hukum berorientasi pada ketertiban interaksi sosial dan penyelesaian konflik yang mungkin
timbul dalam interaksi. Namun, meskipun norma-norma moral mempunyai legitimasi yang
besar dan menarik bagi prinsip-prinsip keadilan, norma-norma tersebut kehilangan kekuatan
koersif dan kepastian yang terdapat dalam norma-norma hukum. Untuk menjalankan fungsi
penting administrasi dan penegakan hukum, hukum menggunakan sistem politik, yang
pelaksanaannya diatur secara hukum. Sifat politik sebagai suatu tatanan yang sah berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi juga berfungsi sebagai syarat minimum bagi sifat hukum yang
demokratis. Sebagaimana dibahas nanti dalam bab ini, Habermas memahami hubungan
antara hukum dan demokrasi dalam pengertian prosedural.

8.2 HUKUM DI LUAR POLITIK DAN MORALITAS: AUTOPOIESIS

Yang paling bertentangan secara radikal dengan perspektif teori wacana adalah teori
hukum autopoietik yang dikembangkan oleh rekan senegaranya Habermas, Niklas Luhmann
(1927-1998). Luhmann belajar hukum di Universitas Freiburg tak lama setelah Perang Dunia
Il dan awalnya memulai karir profesional di bidang administrasi publik. Setelah menghabiskan
satu tahun akademis dengan beasiswa di Universitas Harvard, di mana ia mengenal karya
Talcott Parsons, Luhmann melanjutkan studi lebih lanjut di bidang sosiologi dan kemudian
menjadi profesor universitas, pertama selama beberapa tahun di Universitas Munster dan
kemudian selama lebih dari dua dekade di Universitas Bielefeld. Setelah pensiun pada tahun
1993, Luhmann tetap menjadi penulis yang produktif hingga kematiannya pada tahun 1998.
Mungkin karena efek gabungan dari kompleksitas pemikiran Luhmann dan tulisannya tidak
diterjemahkan secara luas, karya Luhmann belum banyak dibahas dalam bidang sosiologi dan
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sosiologi. hukum seperti karya Habermas, dengan kualifikasi penting bahwa Luhmann
memiliki banyak pengikut di Jerman dan benua Eropa.

Luhmann memahami hukum dan masyarakat dalam kaitannya dengan teori sistem
yang sangat berbeda dengan teori Parsons. Teori Luhmann tidak menggunakan konsep sistem
secara analitis melainkan mengacu pada sistem sebagai entitas nyata yang ada, yang, dalam
kasus masyarakat, telah Hal ini disebabkan oleh disintegrasi kesatuan pandangan dunia yang
pernah menjamin kohesi kehidupan sosial dalam masyarakat tradisional. Melemahnya
pandangan umum yang kuat menyebabkan meningkatnya kompleksitas alternatif tindakan
dan, sebagai tanggapannya, sistem masyarakat yang terspesialisasi dibentuk untuk
mengurangi kompleksitas ini. Menurut Luhmann, sistem ini bersifat referensial atau
autopoietik. Sebuah istilah yang awalnya diperkenalkan dalam biologi, autopoiesis adalah
karakteristik sistem yang beroperasi secara independen satu sama lain hanya dalam kaitannya
dengan kode masing-masing. Dengan menerapkan gagasan ini pada masyarakat, Luhmann
berpendapat bahwa sistem-sistem yang membentuk masyarakat mengambil informasi dari
satu sama lain sebagai elemen dari lingkungan satu sama lain. Interelasi antar dan intrarelasi
dalam sistem berlangsung atas dasar komunikasi dengan kode-kode tertentu. Komunikasi,
dalam teori Luhmann, adalah murni tindakan yang dapat diamati yang terdiri dari sintesis
informasi, ucapan, dan pemahaman atau kesalahpahaman. Komunikasi tidak mempunyai
subjek; itu terjadi begitu saja. Selain itu, kode komunikasi spesifik setiap sistem menentukan
dinamika hubungan antarsistem. Oleh karena itu, sistem terbuka secara kognitif tetapi
tertutup secara operasional.

Luhmann memandang hukum sebagai sistem autopoietik yang membentuk dan
mereproduksi ekspektasi perilaku yang digeneralisasikan dalam pandangan situasi konflik
yang perlu diselesaikan. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ekspektasi hukum yang
dilembagakan, sistem hukum secara kontra-faktual menegaskan kembali ekspektasi yang
disajikan dalam kode biner sah/melanggar hukum. Program hukum adalah persoalan kognitif
murni yang dapat diutarakan dalam struktur “jika-maka”: jika kondisi hukum tertentu
terpenuhi, maka keputusan hukum tertentu akan tercapai. Penutupan operasional sistem
hukum ditegaskan dari kenyataan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum tidak
membatalkan norma tersebut. Sebaliknya, pelanggaran aturan mengarah pada pengukuhan
aturan melalui penuntutan dan hukuman.

Karakteristik autopoietik sistem memiliki arti khusus bagi teori demokrasi dan hukum
Luhmann. Karena sistem secara operasional tertutup, Luhmann menganggap sistem politik
dan ekonomi secara operasional berbeda dari hukum. Sistem hukum terkait secara khusus
dengan sistem-sistem ini, namun tidak dapat diintervensi atau diintervensi oleh sistem-sistem
tersebut dalam operasionalnya masing-masing. Misalnya, meskipun moralitas mengurangi
kompleksitas dalam kaitannya dengan kode biner baik/buruk, kode dua nilai sistem hukum
(halal/melanggar hukum) tidak selaras dengan kode moralitas. Selain itu, ketika sistem politik
memberi tekanan pada sistem hukum melalui undang-undang, sistem hukum merespons
tekanan ini dengan menempatkan undang-undang di bagian luar sistemnya dan memusatkan
proses pengambilan keputusan hukum di pengadilan. Sistem politik dan hukum menjaga
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hubungan kerjasama fungsional, namun tidak dapat ditempatkan dalam hubungan hierarki
satu sama lain. Kerja sama timbal balik (atau penggabungan struktural) antara hukum dan
politik dapat dilihat dari sistem hukum yang mengandalkan sistem politik untuk mendukung
keputusannya dengan kekuatan koersif, sedangkan sistem politik mengandalkan sistem
hukum untuk menjalankan keputusannya. meskipun selalu dalam kaitannya dengan sistem
hukum itu sendiri. Oleh karena itu, komunikasi hukum selalu berlangsung atas dasar kode
hukum, dengan mengesampingkan kepentingan politik dan moral.

8.3 DEMOKRASI DAN HUKUM: VARIASI TEORETIS

Di antara implikasi terpenting dari perbedaan yang ada antara teori hukum yang
dikembangkan oleh Habermas dan Luhmann adalah pandangan mereka yang sangat berbeda
mengenai hubungan antara hukum dan demokrasi. Untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan
ini dengan cara yang berguna bagi sosiologi hukum, berikut penjelasan singkat mengenai
konseptualisasi demokrasi dalam teori sosiologi dan filosofis. Politik selalu menyangkut
hubungan antara pemerintah dan warga negara, antara mereka yang memerintah. dan
mereka yang diperintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh asal usul kata demokrasi dari bahasa
Yunani yang berarti rakyat (demos) dan kekuasaan (kratos), suatu sistem politik dikatakan
demokratis ketika pemerintahan diatur dengan rujukan eksplisit kepada mereka yang
diperintah. Dalam sistem demokrasi, selalu terdapat saling ketergantungan antara
pemerintah dan rakyat dalam bentuk proses pemilu (mewakili masukan demokratis dari
rakyat kepada pemerintah) dan pengambilan keputusan legislatif (output demokratis dari
pemerintah kepada pemerintah). rakyat). Berbagai teori sosiologi dan teori filosofisnya dapat
dibedakan berdasarkan cara spesifik di mana hubungan timbal balik antara pemerintah dan
masyarakat dipahami.

Pertama, teori masukan demokrasi menekankan partisipasi warga negara dalam
pembentukan pemerintahan melalui proses pemilu. Konsepsi sosiologis ini berasal dari
perspektif filosofis republik yang mendalilkan bahwa pemerintahan harus mencerminkan
kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat (republik). Nilai sentral yang terkait dengan
teoriini adalah kesetaraan semua warga negara, sebagai kontributor sah dalam pembentukan
pemerintahan, untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan menentukan keterwakilan
politik mereka. Secara sosiologis, suatu sistem pemerintahan akan semakin demokratis jika
semakin mewakili keinginan rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara
rutin, persaingan antar partai politik, dan prinsip kekuasaan mayoritas. Teori sosiologi sistem
politik demokratis yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann (1990, 1994) cocok dengan
kerangka ini. Berdasarkan perspektif otopoietik, Luhmann berpendapat bahwa demokrasi
tidak bisa berarti sistem politik di mana rakyat memerintah atas rakyat atau kekuasaan
dihilangkan, karena semua politik menurut definisinya membedakan antara mereka yang
memerintah dan mereka yang diperintah. Luhmann juga membuang demokrasi sebagai
prinsip yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatif,
karena hal ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak ada habisnya dalam
pengambilan keputusan. Sebaliknya, Luhmann mengusulkan bahwa demokrasi adalah

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



113

pelembagaan perbedaan antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah dan oposisi
mengarahkan diri mereka sendiri dalam segala hal yang mereka lakukan terhadap satu sama
lain dan, dengan cara mereka masing-masing, terhadap masyarakat. Partai-partai politik yang
berkuasa mengorientasikan diri mereka pada opini publik untuk mempertahankan
pemerintahan, sementara partai-partai yang berada di posisi oposisi melakukan hal yang sama
untuk memperoleh pemerintahan. Luhmann berpendapat bahwa kode demokrasi
pemerintah/oposisi bersifat instruktif karena tidak ada pihak yang dapat memerintah secara
bersamaan dan selalu ada kemungkinan bahwa partai politik yang berpartisipasi akan
mengubah peran mereka setelah pemilu.

Kedua, perspektif keluaran demokrasi menekankan pada hasil pemerintahan berupa
keputusan legislatif yang mengatur interaksi sosial. Sesuai dengan konsepsi filosofis liberal
(dalam arti pemberian kebebasan), fungsi legislatif dari sistem politik harus non-intervensionis
dan dengan demikian menjamin kebebasan setiap warga negara. Secara sosiologis, demokrasi
dianggap berakar pada sistem politik yang efektif dan ekonomi produktif. Teori Seymour
Lipset (1994) tentang kondisi demokrasi merupakan contoh pendekatan ini. Lipset
berpendapat bahwa negara demokrasi harus menjaga fungsi pasar dan negara yang
independen dan efektif dalam bentuk hak-hak yang dijamin secara konstitusional. Lebih
khusus lagi terfokus pada peran hukum, perspektif pasar, seperti yang diartikulasikan dalam
gerakan hukum dan ekonomi (lihat Bab 6), cocok dengan kerangka ini dengan menekankan
kekuatan pengambilan keputusan rasional dari individu yang bertindak secara otonom dan
didorong menuju pemenuhan hak-hak masyarakat. kebutuhan pribadi.

Ketiga, teori demokrasi prosedural memusatkan perhatian pada prosedur-prosedur
yang ada untuk menetapkan pencapaian demokrasi dan menjaga agar prosedur-prosedur
tersebut tetap terbuka untuk diperdebatkan dan didiskusikan. Gagasan ini merupakan
perpanjangan dari perspektif pragmatis yang dirumuskan oleh John Dewey bahwa esensi
demokrasi terletak pada cara dimana kekuasaan mayoritas menjadi mayoritas, yang
melibatkan perdebatan pendahulunya, dan memungkinkan adanya potensi untuk mengubah
pandangan guna memenuhi kebutuhan. kebutuhan kelompok minoritas.

Sejalan dengan perspektif prosedural adalah konsepsi filosofis politik deliberatif yang
menyatakan bahwa demokrasi harus menjamin bahwa keputusan akan dicapai dalam kondisi
yang memungkinkan terjadinya perdebatan terbuka. Pemahaman prosedural tentang
demokrasi dan hukum dikemukakan oleh Ju“'rgen Habermas (1992a, 1992b), yang
berpendapat bahwa hukum dapat memainkan peran sentral dalam masyarakat demokratis
ketika ia bersandar pada gagasan rasionalitas yang dipahami secara prosedural yang
diwujudkan oleh prinsip-prinsip demokrasi dalam perundang-undangan, yurisprudensi. di
pengadilan, dan administrasi hukum. Dalam mempertahankan konsep prosedural ini,
Habermas memberikan perhatian khusus pada landasan konstitusional demokrasi. Dalam hal
ini, ia berpendapat bahwa hal yang paling penting adalah perwujudan dalam konstitusi, bukan
nilai-nilai tertentu, namun norma-norma yang memungkinkan hidup berdampingan secara
damai dari pluralitas tradisi etis.
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8.4 DEFISIT HUKUM YANG DEMOKRATIS

Analisis terhadap perspektif sosiologi politik dan hukum yang diperkenalkan melalui
kajian perbandingan teori hukum Habermas dan Luhmann menghasilkan tiga visi hukum: (1)
hukum sebagai landasan demokrasi; (2) hukum sebagai instrumen demokrasi; dan (3) hukum
sebagai ruang musyawarah. Sebagai landasan demokrasi, hukum dianggap penting dalam
menjamin kesetaraan dalam keterwakilan dan partisipasi pemilih dalam proses politik.
Sebagai instrumen sistem politik demokratis, hukum dapat dievaluasi berdasarkan dampak
yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, terutama sejauh mana keputusan hukum menjaga
kebebasan dan hak berekspresi bagi setiap orang. Dan, sebagai ruang musyawarah, arena
hukum (dan politik) harus berfungsi berdasarkan standar prosedural yang memungkinkan
terjadinya diskusi terbuka.

Tipologi teori demokrasi yang dikemukakan berguna untuk mengkaji penelitian
sosiologis mengenai aspek-aspek hukum dan demokrasi yang relevan, termasuk landasan
hukum konstitusi, peran lembaga peradilan, proses legislatif, pengadilan, dan penegakan
hukum. Perlu dicatat bahwa terdapat kelangkaan relatif terhadap penelitian sosiologi yang
secara eksplisit membahas hukum dalam kaitannya dengan konsep demokrasi yang
berdasarkan teori. Kurangnya tradisi yang berkembang dengan baik mengenai hukum dan
demokrasi dalam komunitas sosiologi sangat kontras dengan sentralitas demokrasi dalam
bidang teori hukum dan filsafat hukum. Sifat normatif demokrasi mungkin menjelaskan
perbedaan ini dan juga fakta bahwa analisis sosiologis mengenai demokrasi dan hukum
terkadang memiliki orientasi normatif yang kuat sehingga mengganggu potensi analitisnya
(misalnya, Hirst 1986; Lukes 2006; O’Malley 1983). Meskipun demikian, masih menjadi
masalah jika penelitian sosiologi tidak cukup merenungkan dimensi empiris rezim demokrasi
dan hubungannya dengan hukum. Namun, analisis sosiologis terhadap hukum dan demokrasi
sangat bermanfaat, karena tinjauan terhadap karya-karya relevan tertentu akan memberikan
manfaat bagi kita. menunjukkan, karena mereka dapat mengungkapkan kekurangan dari
perwujudan cita-cita demokrasi dalam hukum berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus
di mana realitas hukum terbukti berbenturan dengan prinsip-prinsip demokrasi meskipun
undang-undang tersebut memproklamirkan diri sebagai fungsi memberikan keadilan dan
kesetaraan bagi semua.

Contoh relevansi hukum sebagai landasan demokrasi (sebagai masukan pemerintah)
dan pemahaman akan kekuatan penelitian sosiologi sistematis adalah studi sosiolog Jeff
Manza dan Christopher Uggen mengenai pencabutan hak pilih penjahat di Amerika Serikat.
Mengungkap asal-usul dan dampak undang-undang negara bagian AS yang melarang
narapidana dan beberapa kategori mantan narapidana berpartisipasi dalam proses pemilu,
penelitian Manza dan Uggen menunjukkan bahwa undang-undang ini sangat mempengaruhi
hak-hak demokratis sebagian besar masyarakat. Dampak undang-undang pemungutan suara
saat ini sangat nyata karena tingginya tingkat penahanan yang belum pernah terjadi
sebelumnya, terutama di kalangan kelompok etnis minoritas Amerika. Yang lebih penting
daripada tingginya angka penahanan adalah kenyataan bahwa sebagian besar orang yang
terkena dampak undang-undang pencabutan hak narapidana adalah mantan narapidana yang
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tinggal di masyarakat tanpa hak kewarganegaraan penuh. Pada bulan November 2004,
diperkirakan 5,3 juta penjahat dan mantan penjahat, 2 juta di antaranya adalah orang Afrika-
Amerika, terkena dampak undang-undang ini. Bias rasial dalam pencabutan hak pilih penjahat
tidak sepenuhnya bersifat insidental karena undang-undang negara bagian yang relevan
ditemukan berasal dari periode konflik rasial selama dan setelah tahun-tahun Perang Saudara.
Meskipun Amandemen ke-15 Konstitusi AS melarang pembatasan hak memilih berdasarkan
ras, pencabutan hak pilih secara efektif mencapai pembatasan yang bias rasial terhadap
masyarakat pemilih.

Dampak negatif dari pencabutan hak pilih penjahat terungkap dalam beberapa cara.
Dalam hal partisipasi demokratis dalam proses pemilu, undang-undang pencabutan hak pilih
mempunyai dampak politik yang signifikan. Karena terlalu banyaknya etnis minoritas, undang-
undang pencabutan hak pilih dapat mempengaruhi hasil pemilu jika terjadi persaingan ketat
di negara bagian yang memiliki undang-undang pencabutan hak yang sangat ketat. Undang-
undang yang melarang penjahat dan mantan penjahat untuk memilih kemungkinan besar
akan berdampak pada pemilihan presiden AS tahun 2000, ketika George W. Bush
mengalahkan kandidat Partai Demokrat Al Gore di negara bagian Florida. Selain itu, undang-
undang pemungutan suara penjahat tidak hanya secara langsung mengecualikan sebagian
besar masyarakat, namun juga secara tidak langsung membatasi keterwakilan rakyat karena
temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Amerika percaya bahwa
hak pilih terpidana harus dipulihkan setelah dibebaskan dari masyarakat. Dari sudut pandang
yang lebih luas, larangan memilih narapidana juga berdampak pada reintegrasi mantan
narapidana karena ditemukan adanya korelasi yang kuat antara pemulihan hak pilih dan
penyesuaian kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat. Karena tindak pidana dapat
terjadi melalui proses transmisi antargenerasi, maka anak-anak dari pelaku tindak pidana,
yang banyak di antaranya adalah ayah yang belum menikah, lebih besar kemungkinannya
untuk menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam perannya sebagai instrumen demokrasi (sebagai keluaran pemerintahan),
hukum muncul terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang dapat diteliti
dari segi dampak pembuatan undang-undang terhadap integrasi masyarakat dalam rangka
pelestarian pemberian kebebasan. hak. Penelitian yang relevan secara sosiologis dalam
bidang ini mencakup regulasi organisasi gerakan sosial (Jenness 1999; Pedriana 2006) hingga
kebebasan beragama (Richardson 2006). Mengevaluasi dampak proses pembuatan undang-
undang terhadap hak-hak warga negara, penelitian sosiologi mengenai kepanikan moral
menjadi masukan yang sangat berguna dalam aspek-aspek terkait pemerintahan demokratis.
Diterapkan pada berbagai bidang penelitian, seperti kriminalisasi penyalahgunaan narkoba,
kejahatan jalanan, dan lain-lain. aborsi, dan kebebasan berekspresi, perspektif kepanikan
moral mengeksplorasi kondisi masyarakat di mana seseorang atau sekelompok orang
dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasar.
Menunjukkan bahwa model sosiologis dan teori normatif mengenai isu-isu demokrasi tidak
serta merta selaras, gagasan tentang kepanikan moral sebagian besar diterapkan dari sudut
pandang teori konflik yang sering kali secara implisit mengandalkan sudut pandang yang lebih
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bersifat kolektivis daripada teori normatif. pemahaman liberal tentang demokrasi. Namun,
dalam penelitiannya mengenai dampak kegiatan legislatif seputar bentuk-bentuk perilaku
tertentu, tradisi kepanikan moral memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana undang-
undang dapat mempengaruhi anggota masyarakat dalam hal hak-hak dasar dan kapasitas
ekspresi diri mereka. Mengingat keprihatinan yang ada saat ini seputar terorisme dan
keamanan global pasca 9/11, penelitian sosiologi mengenai terorisme dan imigrasi dari sudut
pandang kepanikan moral sangatlah bermanfaat.

Penelitian Michael Welch didasarkan pada perspektif kepanikan moral untuk
menunjukkan bahwa penggunaan dan perluasan undang-undang imigrasi AS setelah peristiwa
teroris yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1990an, khususnya pemboman World Trade
Center pada tahun 1993 dan pemboman Oklahoma Pengeboman kota pada tahun 1995, dan
terlebih lagi setelah serangan 11 September 2001, secara efektif telah mengakibatkan
kriminalisasi terhadap imigrasi. Sejak disahkannya undang-undang imigrasi dan anti-terorisme
yang baru pada tahun 1996, para imigran semakin banyak yang menjadi sasaran penahanan
dan penahanan. deportasi, seringkali hanya karena pelanggaran ringan. Dengan demikian,
pengawas imigrasi memperoleh kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan wewenang
peninjauan kembali hakim imigrasi. Saat mengambil keputusan penting mengenai status
imigran dan pencari suaka, pejabat imigrasi kurang memiliki akuntabilitas dan pengawasan
demokratis. Daftar kejahatan yang dapat dideportasi juga telah diperluas dan proses
pemindahan imigran telah dipercepat. Kadang-kadang berdasarkan bukti-bukti rahasia, para
imigran juga semakin banyak yang ditahan di pusat-pusat penahanan di mana mereka
ditempatkan bersama para penjahat biasa.

Sejak peristiwa 11 September, menurut Welch, kerasnya kebijakan imigrasi telah
berubah dari kepanikan moral terhadap imigran kriminal menjadi kepanikan moral terhadap
imigran teroris. Pandangan baru terhadap imigran ini khususnya berdampak pada perlakuan
terhadap pencari suaka di Amerika Serikat. Meskipun kepanikan moral sering kali bergantung
pada publisitas melalui media, beberapa kebijakan terkait dapat terjadi secara tersembunyi.
Khususnya di Amerika Serikat, para pencari suaka mengalami kebijakan dan praktik
pengurungan yang relatif tenang dan tidak menarik banyak perhatian publik. Berbeda dengan
situasi di Inggris dimana terdapat tuntutan konstruksi yang keras atas kasus-kasus yang
melibatkan pencari suaka palsu, para pencari suaka di Amerika Serikat telah mengalami
periode penahanan yang relatif lama dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. pengobatan
tanpa dituduh melakukan kejahatan. Para pencari suaka semakin banyak yang menjadi
sasaran proses pembuatan klaim yang menjadikan mereka diperlakukan sebagai tersangka
teroris dan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Pejabat imigrasi menangani
permasalahan ini tanpa pengawasan publik. Misalnya, sesaat sebelum invasi pimpinan AS ke
Irak pada bulan Maret 2003, pencari suaka yang berasal dari tiga puluh tiga negara akan
langsung ditahan berdasarkan kebijakan formal yang disebut Operasi Liberty Shield. Meskipun
program ini ditinggalkan setelah satu bulan, perintah penahanan serupa lainnya, seperti yang
diumumkan oleh Jaksa Agung AS dan yang diberlakukan di beberapa negara bagian, telah
memberikan dampak negatif terhadap para pencari suaka.
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Terakhir, dengan fokus pada kualitas prosedural hukum sebagai ruang musyawarah,
penelitian yang relevan telah dilakukan secara khusus pada hal-hal yang berhubungan dengan
cara kerja pengadilan, seperti musyawarah juri, praktik diskursif antara hakim dan pengacara
dan antara pengacara dan kliennya, dan hal-hal lain. aspek prosedural proses peradilan. Yang
menjadi perhatian khusus bagi komunitas penelitian sosiologis dan sosio-hukum adalah
praktik-praktik penyelesaian sengketa alternatif yang telah berkembang sebagai bagian dari
gerakan teoritis dan hukum yang lebih luas menuju peradilan informal. Menantang sifat
formal, permusuhan, dan obyektifitas dalam proses peradilan atau litigasi di pengadilan,
praktik penyelesaian sengketa alternatif muncul di Amerika Serikat khususnya pada tahun
1960an, meskipun metode penyelesaian konflik informal sudah ada sejak bertahun-tahun
yang lalu dan dapat ditemukan di banyak masyarakat. Bentuk utama penyelesaian sengketa
alternatif saat ini meliputi arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Arbitrase adalah salah satu jenis
penyelesaian konflik di mana para pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya kepada
pihak ketiga atau arbiter yang mencapai keputusan yang mungkin mengikat atau tidak.
Mediasi adalah strategi penyelesaian yang lebih informal dimana pihak ketiga atau mediator
yang netral memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk membantu
mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Bentuk penyelesaian sengketa
alternatif yang paling informal, negosiasi hanya terjadi di antara para pihak yang bersengketa
tanpa keterlibatan pihak ketiga.

Dalam hal keadilan prosedural, penyelesaian sengketa alternatif dimaksudkan untuk
mendapatkan keuntungan dibandingkan litigasi formal dalam menetapkan cara-cara untuk
menangani konflik dengan cara yang disepakati oleh dan dengan demikian dapat diterima oleh
pihak-pihak yang terlibat, daripada memaksakan mereka melalui jalur formal. dan mekanisme
pengadilan yang bersifat permusuhan. Berdasarkan prinsip timbal balik dan konsensus,
praktik penyelesaian sengketa alternatif juga dianggap lebih memakan waktu dan biaya lebih
sedikit dibandingkan dengan peradilan formal. Sisi negatifnya, penyelesaian sengketa
alternatif mungkin tidak memiliki ancaman kepatuhan tertentu dan tidak dapat dilaksanakan
tanpa adanya sanksi yang jelas. Selain itu, cara penerapan praktik-praktik penyelesaian
sengketa alternatif mungkin justru menjadikan praktik-praktik tersebut menjadi kurang
alternatif dibandingkan yang dimaksudkan karena ketidaksetaraan mungkin terjadi di antara
pihak-pihak yang bersengketa, tergantung pada kapasitas mereka untuk terlibat dalam
penyelesaian sengketa alternatif dan mengandalkan keterwakilan yang memadai.
Penyelesaian sengketa alternatif mungkin juga tidak memiliki perlindungan pengadilan
terbuka. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya keterlibatan
pengacara yang terlatih secara formal, ironisnya telah menyebabkan infiltrasi prinsip-prinsip
permusuhan dan formalisasi penyelesaian sengketa alternatif.

Penekanan pada aspek prosedural musyawarah dan keadilan dalam praktik
penyelesaian sengketa alternatif, yang selaras dengan konsep hukum demokrasi deliberatif,
diperkuat oleh penelitian menarik tentang mediasi yang dilakukan sosiolog John Lande. Lande
menempatkan peningkatan penyelesaian sengketa alternatif, khususnya mediasi, dalam
konteks menurunnya jumlah peradilan formal di Amerika Serikat selama beberapa dekade
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terakhir. Dalam kritiknya yang simpatik terhadap Marc Galanter (2004), Lande berargumentasi
bahwa persidangan di pengadilan tidak hilang sama sekali, namun persidangan tersebut telah
menurun secara signifikan meskipun jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan telah
meningkat. Salah satu alasan penurunan jumlah persidangan adalah karena bentuk-bentuk
alternatif penyelesaian sengketa telah menyebar lebih luas dan pengadilan telah mengadopsi
peran peradilan yang lebih manajerial yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan
persidangan. Selain itu, biaya yang besar juga terkait dengan penyelenggaraan persidangan
karena personel yang dibutuhkan, juri dalam kasus persidangan juri, semakin canggihnya
peralatan teknologi tinggi yang digunakan di ruang sidang, dan mahalnya ruang ruang sidang
yang dibutuhkan.

Meskipun penurunan tingkat persidangan memungkinkan pengadilan untuk
meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti pelatihan staf baru, membantu pihak
yang berperkara, melakukan sidang pra-persidangan, mengumumkan peraturan dan
prosedur, dan melakukan serangkaian tugas administratif yang berkaitan dengan cara kerja
pengadilan. pengadilan, hal ini juga dapat menimbulkan kesan bahwa pengadilan tidak
menanggapi kebutuhan warga negara agar kasusnya ditangani secara terbuka dan adil.
Mengingat permasalahan prosedural tersebut, Lande menyarankan sejumlah strategi yang
mungkin dapat membuat keputusan untuk diadili menjadi lebih akuntabel secara demokratis.
Pihak yang berperkara harus diberi pilihan untuk diadili atau tidak dengan cara yang
berdasarkan informasi dan sukarela. Pengadilan juga dapat mengandalkan dan
mempublikasikan informasi mengenai kasus-kasus yang diselesaikan tanpa pengadilan. Selain
itu, organisasi pengadilan dan pelatihan bagi para profesional hukum dapat dirancang ulang
untuk memenuhi realitas baru dalam kegiatan pengadilan, sementara praktik penyelesaian
sengketa alternatif dapat dipromosikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan
penyelesaian konflik yang memadai.

Maraknya praktik penyelesaian sengketa alternatif dan menurunnya tingkat peradilan
formal menunjukkan munculnya lingkungan hukum yang semakin bersifat pluralis. Selain fakta
bahwa pengadilan melakukan banyak kegiatan non-persidangan, pengadilan juga tidak
menyediakan satu-satunya sistem atau sistem utama dalam penanganan sengketa. Di antara
praktik penyelesaian sengketa alternatif yang semakin umum, mediasi adalah salah satu
bentuk yang paling umum dan populer. Dalam mediasi, seperti halnya penyelesaian sengketa
pada umumnya, kriteria prosedural paling sering digunakan untuk menilai kepuasan. Misalnya
saja, penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi akan lebih
merasa puas jika mereka merasa memiliki cukup kesempatan untuk berekspresi dan
berpartisipasi dalam proses mediasi. Begitu pula faktor penentu kepuasan adalah persepsi
bahwa mediasi dilakukan secara adil, dapat dipahami, tidak memihak, dan tanpa paksaan.
Konsepsi keadilan hukum dalam penanganan konflik tidak hanya relevan bagi pihak-pihak
yang bersengketa. Secara sosiologis sama bermaknanya dengan fungsi penanganan sengketa
dalam kaitannya dengan kepentingan langsung para pihak yang bersengketa adalah fungsi
peradilan dan bentuk penyelesaian sengketa lainnya pada tingkat masyarakat yang lebih luas.
Sejak Durkheim, masuk akal secara sosiologis untuk memahami praktik penanganan
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perselisihan sebagai ritual yang meneguhkan moralitas masyarakat. Oleh karena itu,
khususnya dalam masyarakat yang terorganisir secara demokratis, konsep keadilan
prosedural merupakan indikator penting dari kekuatan hukum untuk memberikan rasa kohesi
sosial.

8.5 KESIMPULAN

Dalam konteks komunitas politik yang terorganisir secara demokratis, sistem hukum
mempunyai tempat yang sangat penting. Karena fungsi legislasi hukum diberikan kepada
suatu pemerintahan yang diorganisir secara eksplisit dalam kaitannya dengan masyarakat
yang tunduk pada pemerintahan, maka hubungan antara hukum dan demokrasi sangatlah
erat, baik secara konseptual maupun empiris. Dari sudut pandang teori, variasi dalam
hubungan antara hukum dan demokrasi dapat didekati dengan cara yang berguna dari sudut
pandang teori yang berbeda dari Ju'rgen Habermas dan Niklas Luhmann. Menyajikan variasi
kontemporer mengenai pembagian antara perspektif normatif dan ilmiah dalam sosiologi
hukum, pertanyaan mengenai landasan normatif hukum dan politik merupakan persoalan
paling menentukan yang memisahkan pemikiran Habermas dan Luhmann. Menurut Luhmann,
evolusi masyarakat telah mencapai tingkat diferensiasi yang begitu tinggi sehingga hukum
merupakan suatu sistem autopoietic, yang tidak memerlukan lagi pembenaran dalam sudut
pandang normatif. Sebaliknya, Habermas tidak hanya berpendapat bahwa hukum dalam
masyarakat modern masih berlandaskan normatif dan memiliki hubungan khusus dengan
sistem politik, ia juga membenarkan secara sosiologis (dan secara filosofis mendukung)
perspektif hukum yang adil berdasarkan model demokrasi deliberatif.

Teori wacana Habermas dan teori autopoietik Luhmann menawarkan perspektif
sosiologis demokrasi yang berbeda. Di antara perspektif-perspektif sosiologis tentang
demokrasi dan pandangan-pandangan filosofis yang terkait dengannya, dapat dibedakan
antara perspektif-perspektif yang memandang demokrasi terutama dari sudut pandang
inputnya melalui kehendak rakyat yang tercermin dalam pemerintah, dan outputnya dari
sudut pandang dampak dari demokrasi. Perilaku pemerintah, khususnya legislasi, dan cara
komunitas politik memberikan ruang untuk musyawarah untuk menyampaikan pendapat
yang relevan. Teori autopoietik Luhmann mengutamakan masukan dari pemerintahan
demokratis dalam menekankan peran para pemilih dalam berkontribusi terhadap pembedaan
antara pemerintah dan oposisi. Sebaliknya, Habermas berargumentasi bahwa hukum
dikatakan sah jika sejalan dengan gagasan prinsip-prinsip demokrasi yang dipahami secara
prosedural di berbagai tingkat pembuatan undang-undang dan tindakan pemerintah.

Meskipun sosiologi hukum tidak banyak menggunakan secara eksplisit karya teoritis
yang telah dilakukan mengenai demokrasi dan perannya dalam masyarakat modern, terdapat
banyak penelitian sosiologi yang membahas isu-isu relevan tentang demokrasi dan hukum
dalam sejumlah konteks. Contoh dari pekerjaan ini adalah investigasi mengenai dampak
undang-undang pencabutan hak pilih dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip partisipasi
demokratis, dampak kepanikan moral dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar,
dan cara berbagai bentuk penyelesaian konflik menangani perselisihan dengan cara yang lebih
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dan lebih baik cara yang kurang formal. Apa yang terungkap sebagai ciri khas sosiologi hukum
dalam berbagai rangkaian penelitian ini adalah bahwa kontribusi yang paling berharga
kadang-kadang datang dari penyelidikan empiris yang didasarkan pada penelitian yang teliti
meskipun potensi teoritis yang lebih luas darinya tidak selalu disadari secara eksplisit. Dengan
demikian, sosiologi hukum kontemporer masih memberikan layanan utama dalam
menawarkan bukti empiris dan bukti tandingan berdasarkan perspektif teoritis yang
dikembangkan di luar batas-batas keilmuan sosiologi dan yang dalam sosiologi tidak selalu
diakui berkaitan dengan kegiatan penelitian yang sedang berlangsung. Yang pasti, penelitian
empiris selalu memenuhi fungsi kritisnya dan menjadi tidak lebih signifikan dibandingkan jika
penelitian tersebut memberikan fakta-fakta nyata yang harus dipahami oleh teori. Meskipun
demikian, mengupayakan pengembangan landasan teoretis yang relevan dari dalam sosiologi
hukum dapat memperkuat bidang khusus tersebut dan membawanya agar dapat diterima
dengan kedudukan yang lebih setara dengan bidang penyelidikan lain yang dapat
mengandalkan tradisi di mana kemajuan teoretis dan kemajuan empiris lebih mudah dicapai.
berjalan beriringan.
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BAB 9
HUKUM DAN INTEGRASI: PROFESI HUKUM

Dalam kaitannya dengan fungsi hukum untuk menjamin integrasi sosial atau mengatur
perilaku, peran sentral dimainkan oleh profesi hukum sebagai ahli hukum. Profesi hukum bisa
dibilang merupakan aspek hukum yang paling banyak diteliti dalam bidang ilmu hukum dan
studi sosio-hukum. Di antara banyak topik yang dipelajari adalah sejarah dan transformasi
profesi hukum, regulasi profesi, struktur dan praktik pendidikan hukum dan penerimaan
pengacara, hubungan antara pengacara dan klien, dan organisasi pekerjaan hukum.
Menunjukkan bahwa banyaknya pekerjaan ini sendiri merupakan fungsi dari profesionalisasi
pekerjaan hukum, sebagian besar penelitian ilmiah mengenai profesi hukum berasal dari
dalam keilmuan hukum dan dari perspektif hukum dan tradisi masyarakat yang merupakan
bagian dari atau terkait erat dengan pekerjaan hukum. pendidikan hukum. Profesionalisasi
beasiswa yang berhubungan dengan profesi hukum juga tercermin dalam pertanyaan paling
umum yang dijawab oleh penelitian ini, biasanya berfokus pada aspek teknis yang
berhubungan dengan persaingan bisnis dari profesi tersebut daripada dimensi dinamika
masyarakat yang relevan secara sosiologis.

Keberhasilan monopoli studi profesi hukum oleh para sarjana hukum dan
keterisolasiannya dari refleksi ilmiah independen membuktikan sentralitas profesi hukum
sebagai masalah otonomi hukum, yang secara konseptual bermula dari prinsip pemisahan
kekuasaan de Montesquieu. Oleh karena itu, penelitian yang relevan secara sosiologis
mengenai profesi hukum dikembangkan berdasarkan kerangka teoritis vyang
mempertanyakan, bukan sekadar berasumsi pencapaian, aspirasi hukum mengenai otonomi
hukum. Cita-cita mengenai otonomi hukum sebagai dimensi penting dalam sistem hukum
modern memang merupakan salah satu karakteristik hukum yang paling kritis dan menantang
secara sosiologis. Secara teoritis, terdapat perbedaan besar mengenai bagaimana
profesionalisasi peran pengacara dilihat dari sudut pandang sosiologis.

Bab ini akan dimulai dengan mengkaji perspektif sosiologis yang paling penting dari
profesi hukum dan selanjutnya membahas elemen empiris utama dalam transformasi profesi
hukum. Yang menarik perhatian adalah apa yang disebut dengan gerakan Studi Hukum Kritis,
yang berupaya untuk menghilangkan keraguan terhadap gagasan otonomi hukum dan
mendukung teori praktik hukum yang secara erat berkisar pada kekuasaan dan perbedaan
akses terhadap keadilan. Karena perspektif Kajian Hukum Kritis bersumber dari profesi
hukum, maka perspektif tersebut harus ditempatkan pada perkembangan profesi hukum itu
sendiri, khususnya diversifikasinya. Namun transformasi menuju peningkatan keberagaman
ini juga telah diatasi dalam sosiologi hukum, khususnya melalui penelitian tentang
kesenjangan dalam profesi hukum.
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9.1 HUKUM SEBAGAI SEBUAH PROFESI

Profesi hukum mengacu pada keseluruhan peran pekerjaan yang berorientasi pada
administrasi dan pemeliharaan sistem hukum, termasuk hakim, pengacara, konselor, serta
ahli pendidikan hukum dan beasiswa. Penunjukan profesional hukum penting untuk
digambarkan secara sempit dalam kaitannya dengan tujuan keterlibatannya dalam hukum,
karena seluruh anggota masyarakat terlibat dalam hukum sebagai subjek hukum. Hanya
profesional hukum yang menjadi peserta hukum berdasarkan pekerjaan mereka.

Pekerjaan sosiologis pada profesi hukum hanyalah salah satu pendekatan di samping
banyak pendekatan lain dalam berbagai bidang studi sosio-hukum dan, khususnya, keilmuan
hukum. Fakta bahwa profesi hukum merupakan salah satu aspek hukum yang paling banyak
diteliti bukan merupakan indikasi adanya ketertarikan yang lebih luas di kalangan ilmuwan
sosial dan perilaku terhadap profesi tersebut, namun merupakan fungsi langsung dari
profesionalisasi pekerjaan hukum itu sendiri. Sebab, sejauh profesionalisasi pekerjaan hukum
telah berhasil dilaksanakan, hal ini mengakibatkan terjadinya monopoli atas seluruh kegiatan
hukum, termasuk keilmuan hukum.

Aspirasi untuk mempertahankan otonomi pekerjaan merupakan salah satu
karakteristik profesi hukum yang paling kritis dan menantang secara sosiologis. Otonomi
profesi hukum tercermin dalam pendidikan hukum dan berbagai aspek praktik hukum, karena
seiring berjalannya waktu, profesi hukum telah berhasil mengendalikan penerimaan dan
penyelenggaraan fakultas hukum serta pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan hukum oleh
sarana sistem pengawasan dan pengendalian. Independensi profesi hukum merupakan wujud
nyata otonomi hukum, dengan peradilan yang independen sebagai wujud utamanya.

Meskipun sebagian besar penelitian ilmiah mengenai profesi hukum berasal dari dalam
keilmuan hukum dan dari perspektif hukum dan masyarakat selain sosiologi, terdapat juga
tradisi sosiologis yang mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan dari profesi hukum.1 Sosiologi
profesi secara historis paling berhutang budi pada upaya profesionalisasi pekerjaan hukum
dalam masyarakat modern yang pertama kali dieksplorasi secara sistematis oleh Max Weber
dan kemudian diuraikan oleh Talcott Parsons dalam kaitannya dengan peran profesi dalam
fungsi integratif sistem hukum. Ketertarikan Weber terhadap profesi hukum sudah terlihat
jelas dari definisinya tentang hukum sebagai suatu tatanan normatif yang dijamin oleh staf
ahli. Sebagaimana dibahas dalam Bab 2, Weber juga berpendapat bahwa profesionalisasi
pekerjaan hukum merupakan faktor terpenting dalam rasionalisasi hukum. Lebih jauh lagi,
dalam sistem hukum vyang dirasionalisasikan secara formal, para profesional hukum
memainkan peran yang signifikansinya hanya dapat ditandingi oleh para ahli birokrasi, karena
mereka terlibat dalam administrasi hukum berdasarkan keahlian hukum yang mereka peroleh
dalam peraturan-peraturan yang relevan. dan prosedur yang sesuai. Profesional hukum
adalah ahli dalam pengetahuan dan keahlian di bidang hukum.

Dalam sosiologi hukum modern, perspektif profesi hukum telah dikemukakan
berdasarkan karya Talcott Parsons (lihat Bab 5). Ketertarikan khusus Parsons terhadap profesi
hukum tidak hanya dipengaruhi oleh minatnya yang lebih luas terhadap profesi tersebut,
namun juga masuk akal dalam kaitannya dengan konsepsi fungsionalis mengenai sistem
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hukum sebagai mekanisme kontrol sosial. Berdasarkan perspektif Parsonian, keberhasilan
perolehan keahlian dalam peran pekerjaan tertentu merupakan karakteristik profesionalisasi
yang paling menonjol. Oleh karena itu, profesional hukum pada dasarnya adalah seseorang
yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan dapat memberikan layanan khusus kepada
masyarakat umum berdasarkan keahliannya. Dengan demikian, profesional hukum menjadi
perantara antara pemerintah sebagai pembuat undang-undang di satu sisi dan masyarakat
sebagai klien hukum di sisi lain. Dalam fungsi aktivitas mereka terhadap publik, para
profesional hukum (seperti semua profesional) dapat mengandalkan tugas pekerjaan mereka
untuk dinilai sebagai respons terhadap permasalahan yang diakui publik atau melayani
kepentingan publik.

Parsons juga berpendapat, sejalan dengan visi Durkheim tentang kelompok kerja,
bahwa organisasi profesional merupakan kekuatan yang sangat penting dalam masyarakat
modern sehingga dapat menyaingi organisasi birokrasi di negara dan pasar. Profesionalisasi
dan birokratisasi memang belum tentu merupakan kekuatan yang kongruen karena para
profesional dapat menjadi independen untuk menciptakan budaya dan struktur mereka
sendiri yang terpisah dari lingkungan kelembagaan di mana mereka melakukan pekerjaan
mereka, seperti yang paling jelas terjadi pada profesi bebas di bidang hukum dan kedokteran.
Pemisahan antara profesionalisasi dan birokratisasi tidak akan terwujud bila profesionalisasi
terjadi dalam batas-batas organisasi birokrasi negara, seperti dalam kasus fungsi kepolisian
(lihat Bab 11).

Melampaui kerangka Parsonian, perspektif sosiologi terkini telah menawarkan
berbagai sudut pandang alternatif mengenai peran profesi hukum. Pendekatan-pendekatan
ini berfokus pada peran keahlian dalam profesionalisasi dan, yang berkaitan dengan fungsi
profesi dalam orientasinya terhadap publik. Pada tingkat umum, perspektif teoretis alternatif
mempertanyakan gagasan fungsionalis tentang integrasi dan sebaliknya menganalisis sistem
hukum, termasuk profesi hukum, dalam kaitannya dengan kekuasaan dan ketidaksetaraan.
Perspektif Parsonian dianggap terbatas dalam hal ini karena hanya mempertanyakan fungsi
integratif dari profesi hukum karena legitimasi pekerjaan profesional terancam dalam
kaitannya dengan tekanan tertentu terhadap perilaku menyimpang, yang mungkin dialami
oleh pengacara dalam pelaksanaan hukuman. tugas mereka. Parsons (1954) berpendapat
bahwa pengacara mungkin mengalami tekanan untuk menyerah pada kemanfaatan
mengingat godaan finansial atau tekanan dari klien, formalisme berlebihan untuk fokus pada
teknis hukum, dan sentimentalitas dengan melebih-lebihkan klaim substantif klien. Namun
perspektif Parsonian tidak mempertanyakan bahwa profesi telah mengumpulkan keahlian
dalam tugas-tugas pekerjaan tertentu dan profesionalisasi memiliki manfaat fungsional dalam
melayani kepentingan publik.

Perspektif sosiologi baru-baru ini menyatakan bahwa keahlian bukanlah sebuah
kebaikan melainkan sebuah klaim yang dibuat, tidak hanya terhadap publik, namun juga
terhadap otoritas resmi suatu masyarakat, yang dapat memberikan legitimasi terhadap klaim
tersebut dengan memberikan izin yang sah. izin yang mengikat untuk menetapkan otonomi
profesional eksklusif atas yurisdiksi kegiatan tertentu. Dalam pengertian ini, sistem profesi
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muncul terutama sebagai perjuangan untuk menguasai wilayah kerja yurisdiksi tertentu yang
memerlukan kendali dan keahlian yang dituntut dalam hal diagnosis, analisis, dan
pengobatan. Pelembagaan keahlian di bidang hukum, misalnya yang menjamin status khusus
profesional hukum atas dasar pemberian monopoli secara formal oleh negara. Para sosiolog
juga telah memikirkan perilaku yang lebih kompleks dari profesi hukum setelah berhasil
dimonopoli, ketika profesi tersebut berusaha mempengaruhi negara dan potensi legislatifnya.
Oleh karena itu, profesi juga dapat dimasukkan ke dalam birokrasi, bukan independen dari
birokrasi.

Gagasan bahwa profesi hukum melayani kepentingan publik juga dipertanyakan
karena profesi tersebut mempunyai kekuasaan yang besar dalam merumuskan permasalahan,
bukan berdasarkan kepentingan dan keprihatinan klien, namun berdasarkan konsepsi profesi
mengenai relevansi dan kompetensi hukum. Fakta bahwa para pengacara tertarik untuk
melayani kebutuhan mereka sendiri untuk membangun prestise dan memperoleh
pendapatan mungkin lebih bermanfaat bagi aktivitas mereka dibandingkan dengan
rasionalisasi pekerjaan mereka dalam kaitannya dengan ideologi hukum formal. Demikian
pula, kode etik formal dalam perilaku profesional mungkin tidak memberikan manfaat yang
besar bagi masyarakat dibandingkan profesi itu sendiri dengan berupaya menjaga status
anggota profesi dan, secara bersamaan, mencegah persaingan dan menciptakan penutupan
sosial. Salah satu elemen dari penutupan ini adalah mistifikasi dan pemuliaan pekerjaan
hukum karena melibatkan kegiatan-kegiatan yang mengikuti persiapan doktrin dan prosedur
hukum yang diberikan di sekolah hukum, padahal pada kenyataannya banyak pekerjaan
pengacara yang bersifat rutin dan biasa-biasa saja.

Dua perkembangan terkini dalam studi profesi hukum patut mendapat perhatian
khusus dan akan dibahas pada bagian selanjutnya dari bab ini. Pertama, penelitian yang
dilakukan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya keragaman yang lebih besar
dalam profesi hukum dibandingkan dengan model profesionalisasi. Kedua, dan yang terkait
dengan hal ini, bangkitnya gerakan Studi Hukum Kritis yang mengkritik perilaku para
profesional hukum tanpa menghiraukan, dan sering kali bertentangan dengan, cita-cita
keadilan dan kesetaraan yang diproklamirkan oleh hukum, telah berkembang sebagai salah
satu eksponen transformasi sistem peradilan. profesi hukum, khususnya pendidikan hukum.
Oleh karena itu, Kajian Hukum Kritis juga harus dilihat dalam konteks transformasi empiris
profesi hukum.

9.2 TRANSFORMASI PROFESI HUKUM

Masyarakat industri modern dengan beragam tradisi hukum mempunyai sistem
profesi hukum. Namun, profesi hukum tidak stabil sepanjang waktu dan ruang dalam hal
tingkat profesionalisasi, struktur profesi, dan organisasi hukum. bekerja. Secara historis,
masyarakat yang tidak memiliki sistem hukum yang terpisah dari adat istiadat dan konvensi
tidak akan mempunyai profesional hukum, karena peran multifungsi akan terwujud di sekitar
pemimpin yang berkuasa dan kaya yang menyuarakan kebenaran dalam masalah agama,
moralitas, dan hukum. Sebuah profesi hukum khusus pertama kali dikembangkan di
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Kekaisaran Romawi, di mana orang-orang yang terpelajar di bidang hukum pada awalnya
bekerja secara amatir tetapi secara bertahap mengambil pekerjaan hukum sebagai sebuah
profesi berdasarkan pelatihan khusus. Menurut Weber, peran pengacara modern dapat
dilihat sebagai produk dari meningkatnya kompleksitas masyarakat dalam hal ekonomi,
politik, dan budaya. Perkembangan bisnis kapitalis meningkatkan formalisasi kehidupan
ekonomi dan kebutuhan akan ahli hukum yang berkualifikasi dalam penyelenggaraan urusan
bisnis yang rasional. Sekularisasi hukum juga menguntungkan keterlibatan para ahli hukum.
Dan perluasan birokrasi pemerintahan juga meningkatkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam
bidang kejelasan dan ketertiban peraturan.

Profesionalisasi pekerjaan hukum, sebagaimana disebutkan, melibatkan pengakuan
publik atas keahlian dan pengetahuan, organisasi profesi yang independen, dan monopoli atas
yurisdiksi pekerjaan. Perkembangan profesionalisasi secara historis tidak merata dari satu
masyarakat ke masyarakat lainnya dan juga memberikan hasil yang berbeda-beda dalam
organisasi dan praktik hukum. Evolusi pendidikan hukum menuju sistem khusus saat ini
pertama kali berkembang di Inggris, dimana hukum menjadi bidang studi yang diakui sebagai
bagian dari pendidikan universitas pada abad kedelapan belas. Amerika Serikat menerapkan
sebagian besar sistem hukumnya berdasarkan model Inggris, namun pengadilan lokal di
Amerika pada awalnya mengizinkan pengacara untuk melakukan praktik hukum berdasarkan
masa magang, bukan berdasarkan gelar sarjana atau sarjana hukum. Secara bertahap, di
Amerika Serikat, pendidikan hukum formal berkembang menjadi landasan penting bagi
praktik hukum. Persyaratan pendidikan hukum diperluas dari penyelenggaraan ujian masuk,
penambahan tes tertulis, perpanjangan pendidikan hukum hingga beberapa tahun studi, dan
akhirnya persyaratan gelar sarjana sebelum masuk ke sekolah hukum. Sistem sekolah hukum
profesional Amerika yang menawarkan gelar JD (Juris Doctor) relatif jarang. Di banyak negara
lain, hukum dapat dipelajari sebagai suatu disiplin akademis di tingkat perguruan tinggi,
meskipun pengajaran biasanya diarahkan pada praktik hukum, dan persyaratan tambahan
mungkin ada, seperti gelar sarjana sebelumnya dan magang pasca-gelar.

Perbedaan terdapat dalam profesi hukum di negara-negara common law dan civillaw,
terutama dalam hal pendidikan hukum. Sistem common law, biasanya berasal dari sistem
hukum Inggris, sangat bergantung pada hukum non-undang-undang atau kasus berdasarkan
preseden keputusan pengadilan sebelumnya. Sistem hukum perdata sudah ada sejak zaman
Romawi dan diwujudkan dalam sistem hukum terkodifikasi di Perancis, dimana undang-
undang nasional pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Napoleon pada tahun
1804, dan Jerman, yang memperkenalkan undang-undang terpadu pada tahun 1900. Dengan
meningkatnya kodifikasi hukum di negara-negara yang menganut sistem common law dan
semakin pentingnya yurisprudensi di negara-negara yang menganut sistem civil law,
perpecahan antara kedua sistem tersebut menjadi semakin kabur. Meskipun demikian,
perbedaan tetap ada dalam hal pendidikan hukum dan profesi hukum. Pendidikan hukum
dalam sistem hukum perdata, seperti yang ada di benua Eropa, misalnya, terutama
melibatkan studi tentang kode etik dan undang-undang, sedangkan sekolah hukum tradisi
common law mengandalkan analisis kasus-kasus pengadilan untuk mempraktikkan hukum.
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Profesi hukum juga muncul secara berbeda di negara-negara umum dan negara-
negara hukum perdata dalam hal fungsional. Di Inggris dan banyak negara common law
lainnya, terdapat perbedaan antara pengacara dan pengacara. Pengacara bertindak sebagai
penasihat hukum bagi klien dan memilih seorang advokat atau pengacara yang sesuai dengan
kasus yang dihadapi yang akan bertindak di pengadilan sebagai pengacara pengadilan.
Beberapa negara common law, terutama Amerika Serikat dan Kanada, tidak membedakan
antara pengacara dan pengacara. Di Amerika Serikat, semua pengacara yang lulus ujian
pengacara dapat berdebat di hadapan pengadilan di negara bagian tempat ujian tersebut
diselenggarakan (kehadiran di pengadilan federal bergantung pada prosedur penerimaan
tambahan). Hubungan antara hakim dan advokat di negara-negara dengan tradisi hukum
umum dan hukum perdata juga berbeda. Fungsi hakim dalam sistem adversarial yang khas
pada sistem common law lebih pasif dibandingkan dengan pengacara yang mewakili posisi
partainya masing-masing. Dalam sistem inkuisitorial negara hukum perdata, hakim atau
sekelompok hakim lebih terlibat aktif dalam mengusut perkara yang ada di hadapannya.
Sehubungan dengan kontrol terhadap profesi, kegiatan profesi hukum di negara-negara
hukum perdata cenderung diawasi oleh pemerintah melalui kementerian kehakiman.
Sebaliknya, para profesional hukum di negara-negara common law biasanya menerapkan
sistem pengaturan mandiri melalui kelompok profesional yang keanggotaannya diwajibkan
untuk menjalankan praktik hukum. Di Amerika Serikat, misalnya, American Bar Association
adalah sebuah asosiasi sukarela yang dibentuk pada tahun 1878, yang mensertifikasi program
pendidikan hukum dan mengembangkan program untuk membantu para profesional hukum
dalam pekerjaan mereka.

Beralih ke analisis sosiologis mengenai transformasi profesi hukum di Amerika Serikat,
penelitian telah menunjukkan perubahan penting dan perbedaan struktural dalam profesi
hukum. Jumlah pengacara di Amerika Serikat telah meningkat dari waktu ke waktu sebagai
respons terhadap perubahan tuntutan akan layanan hukum dan sehubungan dengan berbagai
tingkat keberhasilan yang dicapai dalam profesionalisasi. Sebelum terbentuknya American Bar
Association dan asosiasi pengacara negara bagian pada akhir tahun 1800an hingga awal tahun
1900an, profesi hukum belum terorganisasi dengan baik. Persyaratan untuk masuk ke dalam
profesiini secara bertahap menjadi lebih ketat dalam upaya untuk mengontrol komposisi etnis
dan kelas dalam profesi tersebut serta jumlah pengacara yang tersedia, dengan variasi
regional yang kuat di seluruh negara bagian. Faktor sosial, termasuk kondisi ekonomi,
perubahan demografi, dan pola imigrasi, juga berpengaruh.

Peningkatan jumlah pengacara meningkat pesat selama tahun 1970an dengan laju
yang jauh lebih tajam dibandingkan peningkatan populasi pada umumnya. Saat ini, jumlah
pengacara di Amerika hampir mencapai satu juta. Kebanyakan dari mereka, sekitar tiga
perempatnya, bekerja di praktik swasta, di kantor kecil, atau di firma hukum yang lebih besar.
Sekitar 17 persen bekerja di lembaga pemerintah atau perusahaan swasta, dan hanya 1 persen
yang bekerja di asosiasi bantuan hukum dan sekolah hukum. Sebagian besar firma hukum
berukuran relatif kecil, dengan hanya segelintir pengacara, namun beberapa telah
berkembang hingga mempekerjakan seratus pengacara atau lebih.
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Penelitian terhadap firma hukum menunjukkan bahwa pengacara yang bekerja di firma
hukum besar mempunyai prestise (dan pendapatan) yang lebih tinggi dibandingkan mereka
yang bekerja sendiri atau di firma kecil. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan
dua apa yang disebut “belahan” prestise pekerjaan di kalangan pengacara mencakup
spesialisasi hukum yang dipraktikkan dan jenis klien yang dilayani. Misalnya, prestise
menempati peringkat tinggi dalam bidang hukum hak cipta, hukum internasional, dan hukum
perusahaan, dan rendah dalam bidang hukum hak-hak sipil, penuntutan pidana, pembelaan
pidana, dan hukum imigrasi. Profesi belahan bumi atas adalah pengacara yang bekerja di firma
nasional besar dan bekerja di bidang khusus yang melayani perusahaan dan institusi besar dan
berkuasa. Para pengacara ini juga cenderung kurang terlibat dalam kehadiran di pengadilan
dan lebih banyak memberikan konseling kepada klien mereka yang relatif kaya. Pengacara
yang bekerja dengan klien berstatus tinggi diberikan lebih banyak prestise dan menerima lebih
banyak imbalan finansial dan lainnya. Pekerjaan yang mereka lakukan lebih murni secara
profesional karena lebih bersifat legal, seperti meninjau pekerjaan pengacara tingkat rendah
dan hadir di pengadilan banding.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengacara yang melayani klien korporat
meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan pekerjaan
hukum dari klien korporat, terutama di wilayah metropolitan besar dimana firma hukum besar
biasanya berlokasi. Di wilayah perkotaan, jumlah pengacara meningkat tajam, dan skala firma
hukum juga meningkat pesat. Persaingan yang lebih besar di antara firma hukum besar telah
menyebabkan semakin besarnya ukuran firma hukum tersebut dan perpindahan ke pasar
geografis yang lebih besar, termasuk arena internasional.

Pengacara di belahan bumi bawah adalah wiraswasta sebagai praktisi tunggal atau
mereka bekerja di perusahaan kecil. Mereka mewakili individu dibandingkan institusi dan
lebih banyak terlibat dalam pekerjaan pengadilan untuk layanan hukum pribadi. Pengacara
yang bekerja di perusahaan swasta yang mampu mendirikan divisi hukumnya sendiri
mendapat kompensasi finansial yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang bekerja di
lembaga pemerintah atau pejabat publik. Selain pendapatan, belahan bumi juga terbagi
berdasarkan etnis dan ras, pendidikan hukum, serta jaringan profesional dan sosial. Pengacara
Katolik dan Yahudi, misalnya, cenderung dikecualikan dari firma hukum besar yang lebih
bergengsi.

Kebanyakan pengacara di Amerika Serikat berlokasi di belahan bumi bawah. Terlebih
lagi, di firma-firma kecil, pekerjaan hukum telah berubah secara drastis dalam hal kualitatif
menjadi terlibat dalam pemberian layanan hukum pribadi yang sangat rutin, seperti penulisan
surat wasiat dan penanganan perceraian. Dalam firma hukum waralaba ini, pengacara sangat
bergantung pada sekretaris yang berperan penting dalam sistem produksi hukum seperti
halnya profesional hukum. Strategi pemasaran untuk perusahaan-perusahaan tersebut
dirancang dengan kampanye iklan di media populer untuk menjangkau pelanggan luas.

Kesimpulan penting dari penelitian mengenai organisasi profesi hukum di Amerika
Serikat adalah bahwa profesi ini tidak bersifat monolitik namun menampung beragam
kelompok yang terdiri dari anggota-anggota yang kurang bergengsi dan terlibat dalam
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berbagai kegiatan yang kurang bermanfaat. Pekerjaan hukum yang mungkin dihargai secara
khusus di kalangan masyarakat, baik karena memenuhi kebutuhan tertentu seperti dalam
kasus cedera pribadi atau perceraian, atau karena bernilai secara moral, seperti dalam kasus
hak-hak sipil, tidak mendapat penghargaan profesional yang tinggi dan tidak dihargai secara
finansial. Meskipun profesi hukum teratas masih terdiri dari pengacara laki-laki berkulit putih
dengan latar belakang relatif kaya yang dididik dalam program hukum terkemuka, para
profesional hukum saat ini terdiri dari berbagai praktisi yang secara lebih luas mewakili
masyarakat Amerika sehubungan dengan gender, pendidikan, dan hukum. latar belakang, ras,
dan etnis. Stratifikasi dan keragaman yang ada saat ini dalam profesi hukum dapat
menyebabkan kurangnya kesatuan profesional yang mungkin juga mempengaruhi kedudukan
profesi hukum secara keseluruhan. Salah satu dampak luar biasa dari semakin meningkatnya
diferensiasi profesi hukum adalah munculnya cara pandang dalam bidang yurisprudensi yang
secara eksplisit membahas persoalan perbedaan akses terhadap keadilan dan keberagaman
dalam hukum sebagai bahan kritik yurisprudensi dalam gerakan Kajian Hukum Kritis.

9.3 DIVERSIFIKASI YURISPRUDENSI: STUDI HUKUM KRITIS

Kegiatan profesional hukum meliputi ajudikasi, advokasi, penasihat, serta beasiswa
hukum. Penting untuk menetapkan keilmuan hukum atau yurisprudensi sebagai suatu
kegiatan hukum karena hal ini menunjukkan bahwa profesi hukum mempunyai kepentingan
untuk mempelajari dirinya sendiri guna memudahkan pengelolaan berdasarkan pengendalian
internal dan untuk mencegah analisis berdasarkan pengamatan eksternal. Oleh karena itu,
gerakan Kajian Hukum Kritis yang berkembang di sekolah-sekolah hukum harus dilihat sebagai
pertumbuhan transformasi profesi hukum dan perubahan kondisi klaim profesi hukum
terhadap otonomi dan monopoli.

Secara umum, gerakan Studi Hukum Kritis mengacu pada sekelompok sarjana hukum
yang memiliki hubungan yang longgar — sebagian besar terkonsentrasi di Amerika Serikat dan
pada tingkat yang lebih rendah di Inggris dan negara-negara Barat lainnya — yang sejak akhir
tahun 1970an dan seterusnya mulai mengkritik hukum. sistem hukum atas dasar tidak
terpenuhinya dan pengkhianatan terhadap gagasan dan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan
keadilan yang diproklamirkan sendiri oleh hukum. Selain gambaran umum ini, karakteristik
utama dari gerakan Kajian Hukum Kritis adalah teori, metodologi, dan keragaman dan
ketidakpastian politik, sehingga sulit untuk menggambarkan perspektif tersebut secara
ringkas. Dalam hal gagasan teoretisnya, Kajian Hukum Kritis sangat berhutang budi pada
tradisi realisme hukum Amerika, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, versi pemikiran neo-Marxis,
pasca-strukturalisme Perancis (khususnya karya Michel Foucault), postmodernisme. , dan
dekonstruksi.

Para sarjana limu Hukum Kritis menyatakan ambisi politik yang secara umum dapat
digambarkan sebagai radikal, alternatif, dan/atau sayap kiri. Banyak penganut perspektif ini
dipengaruhi oleh pengalaman mereka mengenai gerakan anti-perang, hak-hak sipil, dan
gerakan protes lainnya pada akhir tahun 1960an. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun
1980-an, upaya intelektual para sarjana hukum yang berpikiran kritis mulai lebih terorganisir,
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yang muncul dalam pelembagaan perspektif Kajian Hukum Kritis. Konferensi Kajian Hukum
Kritis yang pertama diselenggarakan di Amerika Serikat pada tahun 1977, dan organisasi-
organisasi terkait, seperti Konferensi Hukum Kritis di Inggris dan “Critique du Droit” di
Perancis, dibentuk tidak lama kemudian.

Gagasan teoritis Kajian Hukum Kritis terdiri dari sejumlah komponen yang dapat
dibedakan. Yang paling mendasar, Kajian Hukum Kritis berorientasi pada mengungkap cara
kerja hukum yang sebenarnya, biasanya di pengadilan dan arena pengambilan keputusan
hukum lainnya. Kritis terhadap apa yang dilakukan hukum terhadap prinsip-prinsipnya sendiri,
Kajian Hukum Kritis mengambil sikap kritik imanen yang berorientasi pada “menyingkirkan”
formalisme dan objektivisme hukum. Bertentangan dengan ideologi legalisme liberal, Studi
Hukum Kritis berpendapat bahwa kesetaraan di depan hukum hanyalah sebuah mitos. Dalam
pelaksanaannya, undang-undang ini mencerminkan dan memperparah kesenjangan ekonomi,
politik, dan sosial-struktural lainnya yang ada di masyarakat. Bahkan undang-undang yang
secara resmi dinyatakan mampu memberikan keadilan yang lebih besar pada kenyataannya
justru justru menjaga kesenjangan sosial. Mengingat sifat struktural dari kesenjangan ini,
perubahan yang diperlukan untuk menjadikan sistem hukum lebih adil harus melampaui
upaya teknis reformasi hukum dan melibatkan upaya yang lebih mendasar yang bertujuan
untuk emansipasi manusia.

Perspektif Kajian Hukum Kritis secara empiris paling terfokus pada peran yang
dimainkan oleh para profesional hukum dalam menjaga ketertiban hukum meskipun ada
kontradiksi internal dalam hukum, janji-janji yang tidak dipenuhi, dan kontribusi terhadap
penciptaan konflik dan kesenjangan. Para pakar llmu Hukum Kritis berpendapat bahwa
ketidakpastian merupakan karakteristik utama sistem hukum modern. Penalaran hukum dan
pengambilan keputusan sama sekali bukan penerapan asas-asas yang netral dan malah
dipengaruhi oleh lusinan bias di kalangan profesional hukum yang bergantung pada nilai-nilai
etika-politik pribadi yang mereka anut dan karakteristik konteks sosio-struktural di mana
mereka berada. mereka terbentuk. Hakim dan pengacara tidak hanya dipengaruhi oleh
komitmen ideologis dan politik mereka dalam bertindak, namun undang-undang juga
menutupi kondisi bias nilai ini dengan mengedepankan netralitas dan membenarkan hasil
hukum dalam kaitannya dengan penerapan formal undang-undang dan preseden pada kasus-
kasus tertentu.

Posisi para sarjana llmu Hukum Kritis bahwa banyak pengaruh mempengaruhi hasil
pengambilan keputusan hukum menegaskan kembali hubungan erat antara hukum dan
moralitas. Namun, mengingat ketidakpastian hukum, maka normativitas hukum tidak dapat
dibatasi dengan jelas, melainkan digambarkan sebagai tambal sulam nilai-nilai dan ide-ide
yang berbeda dan kontradiktif. Menangkap kembali skeptisisme hukum-realis mengenai
prediktabilitas hukum, para pakar Studi Hukum Kritis berpendapat bahwa hasil hukum pada
dasarnya tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak variabel yang berada di luar
penalaran hukum formal. Terlebih lagi, bahkan berdasarkan standar argumentasi hukum yang
ada, kesimpulan yang sangat berbeda dapat dicapai, tergantung pada konteks formatif
argumen yang dibuat. Pembagian kelas, ras, dan gender menjadi ciri konteks hukum. Berfokus
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pada ketidaksetaraan hukum berdasarkan gender dan ras, Teori Ras Kritis dan teori hukum
feminis merupakan cabang dari Studi Hukum Kritis. Penganut Teori Ras Kritis pada dasarnya
mempertanyakan netralitas hukum dalam hal buta warna dan keadilan terhadap hukum.
semuanya tanpa memandang ras, sementara teori hukum feminis memandang hukum
sebagai ekspresi masyarakat yang didominasi laki-laki di mana perempuan diobjektifikasi dan
diperlakukan sebagai inferior.

Kajian Hukum Kritis mengadopsi cara pandang terhadap hukum yang pada hakikatnya
bersifat politis. Sifat politik hukum tidak mengacu pada hubungan antara hukum dan politik
(melalui peraturan perundang-undangan), namun lebih mendasar lagi bahwa wacana hukum,
termasuk argumen-argumen yang dibuat dalam undang-undang dan keputusan yang diambil,
tidak dapat dibedakan secara struktural dari wacana politik. Klaim obyektivitas hukum hanya
menutupi kualitas politiknya. Kajian Hukum Kritis tidak hanya memaparkan dinamika politik
bekerjanya hukum, namun juga bersifat aktivis dalam orientasinya untuk membawa
perubahan pada sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mentransformasi
hukum dan memberikan tujuan revolusioner untuk menghapuskan hierarki kekuasaan dan
hak istimewa, demokrasi yang berdaya harus dikembangkan di mana keputusan-keputusan
politik menjadi bahan perdebatan oleh semua pihak yang terlibat dan bukan sekedar
diproklamirkan oleh para pembuat undang-undang dan lembaga-lembaga hukum.
profesional.

Dengan upayanya untuk mengungkap pemikiran dan perilaku profesi hukum yang
bertentangan dengan cita-cita otonomi hukum, Studi Hukum Kritis telah mengubah lanskap
keilmuan hukum menjadi lebih beragam orientasinya. Sebagai sebuah tradisi dalam keilmuan
hukum dan bukan dalam ilmu sosial, Studi Hukum Kritis tidak mempunyai pengaruh yang
besar dalam sosiologi hukum. Para sosiolog hukum biasanya membahas Kajian Hukum Kritis
sebagai sebuah perspektif yang secara formal memiliki karakteristik tertentu yang sama
dengan pendekatan teori konflik dalam sosiologi hukum, yang telah berkembang jauh
sebelum gerakan Kajian Hukum Kritis muncul. Dalam literatur sekunder, Kajian Hukum Kritis
kadang-kadang disajikan sebagai sebuah pendekatan dalam sosiologi hukum, meskipun
sebenarnya tidak ada hubungan nyata antara kedua perspektif tersebut.5 Karena
kecurigaannya terhadap nilai ilmu sosial, Kajian Hukum Kritis juga muncul. telah
merealisasikan prestasinya di bidang keilmuan hukum tanpa sumber daya untuk karya
sosiologis yang relevan mengenai hukum dan kesenjangan, meskipun faktanya bahwa karya
tersebut berpotensi memberikan wawasan terhadap perspektif Kajian Hukum Kritis seperti
yang akan ditunjukkan dalam tinjauan berikut.

9.4 MENELITI PROFESI HUKUM: KASUS KETIDAKSETARAAN GENDER

Meningkatnya keberagaman profesi hukum tidak selalu dibarengi dengan
meningkatnya kesetaraan. Sebaliknya, profesi hukum masih diwarnai dengan berbagai bentuk
ketimpangan ras, etnis, agama, dan gender. Pengacara Katolik dan Yahudi kurang terwakili
dalam kemitraan bergengsi di firma hukum besar. Ras minoritas kurang terwakili di semua
tingkat pekerjaan hukum profesional. Sejak pembalikan kebijakan segregasi dan penetapan
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program tindakan afirmatif, jumlah pelajar minoritas telah meningkat selama bertahun-tahun,
namun tidak sedramatis jumlah pelajar perempuan. Jumlah perempuan yang memasuki
profesi hukum sangatlah tinggi, namun berdasarkan temuan penelitian institusionalis Bridges
dan Nelson (Bab 7) tentang perbedaan pendapatan dalam organisasi (Bab 7), penelitian
sosiologi menemukan bahwa banyak bentuk ketidaksetaraan gender yang masih ada di
masyarakat. profesi hukum.

llustrasi mengenai kekuatan penelitian sosiologi mengenai kesenjangan dalam profesi
hukum adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiona Kay dan John Hagan mengenai pengacara
di Kanada, khususnya di kota Toronto dan provinsi Ontario. Di antara upaya penelitian paling
sistematis yang menyelidiki posisi perempuan dalam profesi hukum profesi hukum, penelitian
yang dilakukan oleh Kay dan Hagan menunjukkan bahwa perempuan yang memasuki dunia
hukum menghadapi diskriminasi dan dihadapkan pada asumsi lama mengenai peran
perempuan yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan kesetaraan dibandingkan dengan
profesional hukum laki-laki dalam hal pendapatan, peluang pekerjaan, dan mobilitas. Dalam
beberapa dekade terakhir, perempuan telah mencapai kemajuan besar dalam memasuki
pendidikan hukum dan praktik hukum, namun posisi mereka dalam profesi hukum masih
diwarnai dengan banyak kesenjangan. Karena telah menghadapi seksualisasi atas kehadiran
mereka di fakultas hukum, perempuan mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja
hukum, terutama pada posisi-posisi yang lebih menguntungkan, dan mereka melaporkan
perasaan dan pengalaman keterasingan, pelecehan, ketidakpuasan, dan diskriminasi setelah
mereka bergabung dengan fakultas hukum. profesi. Perempuan profesional hukum tidak
hanya menerima pendapatan yang lebih rendah, mereka juga menghadapi mobilitas
pekerjaan yang lebih rendah karena adanya asumsi bahwa mereka pada akhirnya akan
meninggalkan karir mereka untuk memikul tanggung jawab keluarga. Perempuan juga tidak
mendapatkan manfaat yang sama besarnya dengan laki-laki karena memiliki gelar dari sekolah
hukum elit.

Ketika firma hukum berkembang, Kay dan Hagan menunjukkan, semakin banyak posisi
hukum di firma hukum yang berada di posisi terbawah, bukan sebagai mitra, dengan
pendapatan yang relatif rendah, secara tidak proporsional telah diambil oleh perempuan,
yang dengan demikian menanggung beban proletarisasi di negara tersebut. profesi resmi.
Perempuan kurang terwakili dalam praktik swasta dan dalam kemitraan di firma hukum, posisi
di mana mereka juga bergerak lebih lambat dibandingkan laki-laki. Terlebih lagi, di firma
hukum, perempuan menghadapi ekspektasi yang lebih tinggi dalam hal jam kerja yang harus
mereka bayar dan jumlah klien yang harus mereka datangkan. Pada saat yang sama,
pengacara perempuan cenderung diberi lebih sedikit pekerjaan hukum yang dapat ditagih.
dibandingkan pekerja profesional laki-laki dan, tidak seperti rekan laki-lakinya, mereka
menghadapi konsekuensi negatif dari cuti sebagai orang tua. Ketimpangan yang dihadapi
mertua perempuan dibandingkan dengan rekan laki-lakinya cenderung tetap ada meskipun
posisi dan lingkungan organisasi mereka membaik. Selain itu, jumlah perempuan yang
meninggalkan praktik swasta dan firma hukum lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan, ketika
mereka meninggalkan praktik swasta, mereka cenderung keluar dari profesi tersebut sama
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sekali. Meskipun keberhasilan profesional perempuan dalam dunia kerja hukum masih
terbatas, ada juga indikasi bahwa mereka memberikan dampak positif terhadap hukum
dengan berupaya melakukan reformasi kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan
lingkungan kerja profesional yang lebih terhormat.

9.5 KESIMPULAN

Peran profesi hukum merupakan inti dari kapasitas integratif sistem hukum modern.
Dalam sosiologi hukum, fokus Weberian pada profesionalisasi pekerjaan hukum dan
penekanan Parsonian terkait pada peran profesi sehubungan dengan fungsi integratif hukum
menghasilkan perspektif profesi hukum yang menegaskan kembali sentralitasnya dalam
otonomi hukum. Analisis selanjutnya dalam sosiologi profesi menantang perspektif ini dan
menawarkan gambaran profesionalisasi yang lebih rumit. Hal ini dalam pemikiran sosiologi
bukan hanya merupakan hasil perkembangan intelektual dalam sosiologi, khususnya
peralihan dari fungsionalisme struktural. Hal ini juga selaras dengan transformasi empiris
dalam profesi hukum, khususnya meningkatnya keragaman profesi pada paruh kedua abad
ke-20. Diversifikasi profesi hukum juga mendorong berkembangnya gerakan Studi Hukum
Kritis yang berkontribusi pada berkembangnya perspektif dalam yurisprudensi yang berupaya
membuka kedok otonomi hukum.

Dalam penerimaannya, perspektif Kajian Hukum Kritis kadang-kadang dikecam oleh
para sarjana hukum yang berpikiran lain karena dianggap mempunyai sifat-sifat destruktif
terhadap kesatuan hukum dan nihilisme serta paham kiri yang dibawanya ke dalam fakultas-
fakultas hukum. Namun, nada tajam dan sifat defensif dari respons ini terbukti tidak
diperlukan. Karena tidak hanya perspektif Kajian Hukum Kritis yang dikembangkan oleh para
profesor hukum yang bekerja dalam lingkup yang aman di sekolah-sekolah hukum profesional
besar, tujuan transformatif Kajian Hukum Kritis belum terwujud, baik dalam skala besar
maupun dalam bentuk lokal. serangan gerilya terbatas.

Tanpa menyangkal bahwa para praktisi gerakan Kajian Hukum Kritis dijiwai oleh
ketertarikan terhadap peluang manusia yang belum terealisasi, gerakan ini, bertentangan
dengan niatnya, belum berhasil menantang otoritas hukum dan peran yang dimainkan di
dalamnya. oleh profesi hukum. Apa yang disumbangkan oleh gerakan Kajian Hukum Kritis
adalah diversifikasi pemikiran hukum (terutama yang bertentangan dengan perspektif hukum
dan ekonomi) sebagai bagian dari transformasi hukum yang menandai profesi hukum secara
keseluruhan.

Seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan terhadap penelitian mengenai stratifikasi
gender dalam profesi hukum, penelitian sosiologis tentang hukum dan ketidaksetaraan
melampaui batas-batas keilmuan hukum untuk menawarkan penyelidikan yang menarik
secara intelektual, berdasarkan empiris, dan bermakna secara ilmiah mengenai transformasi
profesi hukum. Dalam fungsi kritisnya untuk menghadapi aspirasi dan kenyataan dalam
diversifikasi profesi hukum, pekerjaan sosiologi yang berorientasi empiris mempunyai fungsi
yang lebih penting dibandingkan dengan upaya pembongkaran yurisprudensi apa pun. Selain
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itu, kajian sosiologi mengenai batasan profesi hukum dapat memanfaatkan wawasan sosiologi
yang menjadi sentral dalam sosiologi hukum, khususnya berupa teori-teori profesionalisasi.
Oleh karena itu, kontribusi lebih lanjut dalam bidang ini dapat memperkaya sosiologi hukum
dengan cara yang memiliki informasi teoritis dan bermakna secara substantif, sekaligus
berkontribusi untuk mengungkap studi tentang profesi hukum ketika studi tersebut kurang
terinspirasi oleh aspirasi analitis dan lebih didorong oleh ambisi profesional.
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BAB 10
HUKUM DAN BUDAYA: KESEIMBANGAN NILAI MELALUI NORMA

Dengan bangkitnya kapitalisme dan demokrasi, masyarakat modern tidak hanya
membedakan sistem ekonomi dan politik yang relatif otonom, namun juga ditandai dengan
diferensiasi sistem nilai budaya dan sistem norma yang integratif. Nilai adalah konsepsi
tentang cara hidup yang diinginkan, sedangkan norma adalah standar perilaku yang dapat
disetujui. Nilai berorientasi pada pedoman tindakan antar individu atau dalam kelompok
(melalui sosialisasi), sedangkan norma berorientasi pada pengaturan interaksi antar individu
atau antar kelompok (dalam pandangan integrasi). Durkheim dan Simmel termasuk sosiolog
pertama yang menempatkan koordinasi nilai dan norma sebagai salah satu masalah paling
sentral dalam sosiologi. Parsons mengutarakan masalah ini dalam istilah diferensiasi (antara
sistem fidusia dan komunitas masyarakat), namun diperlukan perkembangan sosiologi
selanjutnya untuk lebih mengenali implikasi dari diferensiasi ini dan, oleh karena itu,
mengembangkan berbagai posisi teoretis. Implikasi dari posisi-posisi ini terhadap sosiologi
hukum, karena fokusnya pada norma-norma masyarakat, sangatlah besar. Memperluas
diskusi teoritis sejak Durkheim, bab ini akan meninjau beberapa perspektif sosiologis yang
paling penting mengenai nilai dan norma hingga formulasi terbaru mereka, khususnya dalam
karya Ju“rgen Habermas dan musuh teoritisnya dalam perspektif dan pendekatan postmodern
dekonstruksi.

Dari sudut pandang tematik, pembahasan mengenai pemisahan antara nilai dan norma
dalam bab ini akan digunakan untuk meninjau karya sosiologi hukum seputar persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan keterkaitan antara hukum dan kebudayaan. Mengingat
semakin beragamnya nilai-nilai dalam masyarakat kontemporer, kompleksitas budaya
modern dan kehidupan kontemporer telah meningkatkan beban integratif yang dibebankan
pada hukum. Sistem hukum tidak selalu mampu memberikan respons yang memadai
terhadap kompleksitas yang semakin meningkat ini dan, sebagai akibatnya, terdapat
kesenjangan penting dalam cita-cita hukum yang diproklamirkan sendiri, yaitu keadilan dan
perlakuan setara, dan realitas hukum di sisi lain. penanganan keanekaragaman budaya, di sisi
lain. Penelitian sosiologis mengenai rasisme, seksisme, klasisme, dan bentuk-bentuk
diskriminasi lainnya di dalam dan melalui hukum paling tajam mengungkap dilema hukum
modern dalam hubungan antara nilai dan norma, yang dalam kondisi hukum yang
diskriminatif, tampak sebagai sebuah konflik.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, permasalahan-permasalahan khusus juga muncul
sehubungan dengan bentuk khas perkembangan kebudayaan modern, khususnya
sehubungan dengan meningkatnya individualisme nilai-nilai modern. Ketika nilai-nilai
individualis semakin kuat dalam masyarakat modern, berbagai permasalahan pribadi
bermunculan, yang justru karena sifatnya yang intim, tunduk pada regulasi hukum. Mungkin
tidak ada persoalan yang bersifat pribadi dalam masyarakat modern selain persoalan yang
berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, tubuh manusia masa kini tunduk
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pada peraturan-peraturan hukum, yang terungkap dari hukum-hukum mengenai kelahiran,
kesehatan, keluarga, dan kematian. Penelitian mengenai aspek hukum dalam hal-hal yang
berkaitan dengan kesehatan dan keluarga telah membahas aspek-aspek penting dari
perkembangan ini. Perlakuan hukum terhadap euthanasia, pernikahan sesama jenis, dan
aborsi akan dibahas sebagai studi kasus provokatif yang menunjukkan berlanjutnya
kebutuhan masyarakat modern untuk menyeimbangkan diversifikasi nilai melalui norma.

10.1 NILAI DAN NORMA: DARI DURKHEIM HINGGA HABERMAS

Dalam konteks masyarakat modern, peran hukum dalam menyeimbangkan nilai-nilai
yang beragam melalui norma-norma sangat besar dan diakui dengan baik dalam sejarah
sosiologi. Karya Durkheim menawarkan analisis sistematis pertama mengenai isu-isu ini dalam
kaitannya dengan transformasi dari mekanis ke organik. masyarakat, dimana kesadaran
kolektif berubah dari seperangkat keyakinan kuat yang kohesif menjadi budaya individualis
modern yang bercirikan pluralitas sistem nilai. Durkheim memberikan jawaban yang relatif
lugas terhadap masalah integrasi normatif, dengan alasan bahwa substansi dan bentuk hukum
mengikuti perubahan sifat sistem nilai sedemikian rupa sehingga hukum menyesuaikan diri
untuk mempertahankan kekuatan integratifnya. Dalam masyarakat pra-modern, tidak ada
pembedaan antara nilai dan norma serta tidak ada pemisahan antara permasalahan publik
dan privat. Semua hal yang penting bagi diri sendiri dan masyarakat bersifat publik. Namun,
dengan transformasi menuju masyarakat organik, hukum disesuaikan untuk menjamin
integrasi sistem kepercayaan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, hukum mengambil
karakter restitutif yang menjaga sifat individualistis dari hati nurani kolektif.

Weber berargumen bahwa rasionalisasi yang bertujuan adalah karakteristik utama
modernitas. Namun, sembari menekankan bentuk rasionalisasi, Weber juga menganalisis
pergeseran budaya di antara faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya proses ini. Dalam
hal ini, contoh terbaik sosiologi budaya Weber adalah studinya tentang pengaruh etika
Protestan terhadap perkembangan perilaku kapitalis. Dalam persoalan hukum, khususnya
sekularisasi hukumlah yang dianggap Weber bertanggung jawab atas hilangnya irasionalitas
substantif dan karisma agama dari hukum. Lebih baik dari Durkheim, Weber juga memahami
tantangan-tantangan yang terus dihadapi terhadap hukum rasionalisasi modern dalam
menanggapi berbagai dorongan budaya, khususnya dalam bentuk ketegangan yang masih ada
antara rasionalisasi formal dan substantif. Dengan demikian, Weber mengamati teknokratisasi
hukum berdasarkan standar hukum objektif serta pengembalian hukum sosial secara sporadis
berdasarkan postulat etika terkait dengan konsep keadilan kolektivis.

Memodernisasi tradisi klasik, Parsons mengangkat masalah hubungan antara nilai dan
norma secara langsung. Dalam karya awalnya, ia mengartikulasikan masalah ini dalam istilah
teori tindakan sebagai hubungan antara sarana dan tujuan dan menyatakan bahwa interaksi
dalam masyarakat terkoordinasi karena mereka dipandu oleh sistem tujuan akhir yang umum
di mana anggota masyarakat disosialisasikan. . Untuk menjamin ketaatan pada sistem nilai,
norma moral mengatur atau mengontrol tindakan. Rumusan ini setidaknya mengkhianati dua
karakteristik utama sosiologi Parsons. Pertama, pendekatan Parsons bersifat anti-positivistik
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dalam menyatakan bahwa nilai mempunyai tempat khusus dalam teori sosiologi (dalam
pengertian Weberian yang mengakui pentingnya nilai dari sudut pandang aktor sambil
mempertahankan kebebasan nilai dalam sosiologi). Kedua, karena orientasi fungsionalisnya
terhadap diferensiasi, teori Parsons menyesuaikan fungsi-fungsi tertentu dan terkait dengan
nilai-nilai (atau kepercayaan) dan sistem normatif masyarakat. Model Parsonian pada
dasarnya adalah teori budaya-idealis yang menyatakan bahwa sistem nilai suatu masyarakat
membentuk komunitas masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dibahas pada Bab 5,
hukum memainkan peran sentral sebagai sistem integrasi normatif, yang dipengaruhi oleh
nilai-nilai budaya yang membentuk lapisan subkonstitusionalnya.

Dalam sosiologi Parsons, nilai dan norma dibedakan secara konseptual, mungkin lebih
tajam dibandingkan sosiologi lain mana pun pada saat itu. Namun, kejelasan konseptual yang
diperoleh Parsons hilang dalam kerangka fungsionalis yang memahami hubungan antara nilai
dan norma dalam istilah yang relatif tidak bermasalah dan menekankan kohesi sosial.
Memperluas dan mengoreksi aspek sosiologi Parsons ke arah yang lebih kritis dari perspektif
teori konflik adalah konsepsi Jurgen Habermas tentang keterkaitan antara etika, moralitas,
dan hukum. Habermas membedakan antara etika (Sittlichkeit) dan moralitas (Moralitat)
sebuah perbedaan yang bermula dari filsafat G.W.F. Hegel untuk membedakan antara nilai-
nilai etika orang baik, di satu sisi, dan norma-norma moral orang adil, di sisi lain. Etika mengacu
pada keseluruhan nilai-nilai yang, pada tingkat individu atau kelompok, dianggap sebagai
ekspresi “kehidupan yang baik” atau cara hidup yang seharusnya dijalani. Evaluasi etis
dilakukan berdasarkan tingkat komitmen yang bervariasi di antara mereka yang memiliki nilai
tertentu. Moralitas mengacu pada keseluruhan norma masyarakat yang menentukan cara
bagaimana suatu masyarakat harus diorganisir. Wacana moralitas berorientasi pada
penentuan tatanan normatif mana yang lebih adil dalam mengatur interaksi seluruh anggota
masyarakat, apapun nilai etika yang dianutnya masing-masing.

Secara filosofis, Habermas menentang skeptisisme moral dengan menyatakan bahwa
masalah moral dapat diselesaikan secara rasional. Habermas merumuskan pendekatan
rasionalis tersebut dalam teori wacananya, yang menetapkan bahwa hanya norma-norma
tersebut yang dapat dianggap sah jika konsekuensinya dapat diterima tanpa paksaan oleh
semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini merupakan perpanjangan dari konsep
Habermas tentang apa yang disebut situasi tutur ideal, yang menetapkan bahwa wacana
rasional harus didasarkan pada tidak adanya perbedaan kekuasaan di antara para partisipan,
ketulusan dalam menyampaikan pendapat, dan persamaan hak dalam berpartisipasi.

Secara sosiologis, teori wacana moralitas dan etika Habermas terungkap dalam
teorinya tentang organisasi hukum demokratis. Sejauh sistem hukum diatur secara
demokratis, hukum modern dapat memenuhi tugas utamanya untuk memediasi pluralitas
sistem nilai etika. Habermas menilai prinsip teori wacana sangat penting dalam masyarakat
yang secara budaya pluralistik, yang tidak memiliki otoritas moral tunggal berdasarkan etika
kesatuan. Masyarakat modern ditandai dengan tingkat keragaman etika yang tinggi dan oleh
karena itu memerlukan integrasi normatif melalui hukum karena adanya perbedaan pendapat
dan konflik di antara sistem nilai yang berbeda. Sudut pandang moral mengenai integrasi
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normatif melalui hukum dimaksudkan untuk melampaui beragam kekhasan dunia kehidupan
etis. Fungsi integratif hukum menjadi lebih penting seiring dengan meningkatnya tingkat
keragaman budaya dalam suatu masyarakat sehingga hidup berdampingan secara damai di
antara anggota masyarakat mungkin terancam tanpa intervensi hukum. Kebutuhan untuk
mengintegrasikan masyarakat yang beragam dan pada saat yang sama juga melestarikan
perbedaan budaya muncul sebagai tantangan paling kritis dalam hukum modern. Namun,
meskipun jawaban Habermas terhadap tantangan ini terletak pada organisasi hukum yang
benar-benar demokratis, ada juga arus baru dalam teori sosial yang, bertentangan dengan
Habermas dan apa yang disebut perspektif modernis, mendukung penerimaan terhadap
undang-undang tersebut. Keragaman penuh dunia kehidupan etis terhadap segala gangguan
menyeluruh dan kesatuan dari moralitas dan hukum. Dalam bentuknya yang paling radikal,
posisi ini diartikulasikan oleh teori-teori postmodern dan perspektif dekonstruksi.

10.2 POSTMODERNISME DAN DEKONSTRUKSI DALAM TEORI

Postmodernisme dan dekonstruksi adalah dua perspektif dalam teori sosial yang
membahas kompleksitas kehidupan kontemporer dengan cara yang sangat berbeda
dibandingkan teori sosiologi modernis yang dimulai dari Durkheim hingga Habermas.
Postmodernisme mengacu pada gerakan teoretis yang luas dan beragam yang menyangkal
validitas segala sesuatu. konsep menyeluruh atau kerangka teoritis yang menyatukan di luar
pengakuan terhadap keragaman cerita budaya (narasi) yang kompleks dan maknanya yang
bervariasi di antara berbagai kelompok, subkelompok, dan individu dalam masyarakat
modern. Perspektif postmodern merespons fase baru perkembangan sosial yang terjadi pada
paruh kedua abad ke-20, dimana peristiwa-peristiwa sosial dan sejarah menjadi semakin
dinamis dan saling terkait dalam cara yang sangat kompleks. Disebut sebagai postmodernitas,
zaman ini dikatakan sangat berbeda dari bentuk-bentuk sosial sebelumnya seperti masyarakat
kelas pada zaman industri.

Istilah postmodern sudah ada sejak akhir abad kesembilan belas ketika ungkapan
tersebut digunakan untuk merujuk pada lukisan pasca-impresionis. Ungkapan ini juga
digunakan dalam dunia seni pada paruh awal abad kedua puluh (dan tetap populer dalam arti
ini hingga saat ini), tetapi dalam karya C. Wright Mills tentang The Sociological Imagination
istilah tersebut pertama kali digunakan. untuk merujuk pada era baru dalam pembangunan
sosial. Mills (1959: 166) menulis bahwa “era modern digantikan oleh periode pasca-modern,”
yang ditandai dengan pertanyaan tentang “hubungan inheren antara akal dan kebebasan.”
Mills berpendapat bahwa peningkatan rasionalitas di era postmodern tidak lagi dianggap
mengarah pada peningkatan kebebasan. Oleh karena itu, merupakan tugas sosiologi untuk
mengungkap dan menyelidiki kondisi struktural masyarakat baru di mana kebebasan
ditinggalkan demi terciptanya manusia baru, “robot ceria”, yang berada di bawah pengaruh
dunia. masyarakat baru dan kemajuan teknologinya yang menawarkan kenyamanan yang
mematikan (Mills 1959: 172).

Karya Mills tidak secara langsung mempengaruhi penjabaran teori sosial postmodern,
namun posisinya sudah mengantisipasi beberapa elemen postmodernisme kontemporer,
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seperti yang dirumuskan dengan paling tajam oleh filsuf Perancis Jean-Franc,ois Lyotard.
Dalam buku pendek namun berpengaruh, La Condition Postmoderne (The Post-modern
Condition), yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1979, Lyotard menganalisis kondisi
pengetahuan di era masyarakat informasi saat ini. Semua pengetahuan, menurut Lyotard,
terjadi dalam bentuk naratif yang melegitimasi dirinya sendiri berdasarkan beberapa prinsip
utama. Narasi sains, misalnya, dilegitimasi berdasarkan gagasan Pencerahan tentang
pencarian kebenaran universal. Bentuk aktivitas ilmiah yang lebih spesifik dipandu oleh narasi
tambahan mengenai kedudukannya sendiri, sebuah meta-narasi, yang mengedepankan
prinsip legitimasi tertentu. Dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya, meta-narasi tersebut mencakup
tipe kutub dari orientasi teknokratis diferensiasi fungsional dalam teori sistem (Parsons) dan
perspektif emansipatoris yang berfokus pada konflik dalam teori kritis (neo-Marxisme).

Di era sekarang, menurut Lyotard, semua meta-narasi telah kehilangan kredibilitasnya.
Karena semakin kompleksnya kehidupan sosial, setiap narasi hanya dapat dipahami
berdasarkan dinamika dan prinsipnya masing-masing, dan tidak ada meta-narasi, apa pun
jenisnya (ilmiah, sastra), yang dapat mengklaim melegitimasi narasi lain. Ciri khas era
postmodern adalah ketidakpercayaan terhadap meta-narasi mengingat banyaknya narasi
mikro. Menyadari kondisi ini, teori sosial postmodern tidak menerima bahwa satu konsep atau
teori pemersatu mana pun dapat secara memadai menangkap keragaman kondisi manusia
tanpa mendistorsi keragaman pengalaman manusia dan dengan demikian memaksakan suatu
bentuk kekerasan konseptual. Sebaliknya, sifat dunia kontemporer yang multiplisitas dan cair
harus diungkapkan melalui serangkaian kebenaran dan representasi yang beragam agar teror
dari memaksakan satu narasi pada semua narasi lainnya ingin dihindari. Alih-alih mengadopsi
meta-narasi, postmodernisme hanya menerima validitas narasi mikro lokal dan kebenaran
yang beragam, terputus-putus, dan berubah-ubah dari beragam pendapat.

Dekonstruksi adalah pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh filsuf Perancis
Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah tindakan (f) yang dengannya suatu teks diperlihatkan
mempunyai makna ganda. Bahkan konsep-konsep yang bertentangan satu sama lain — laki-
laki versus perempuan, adil versus tidak adil, legal versus ilegal — dekonstruksi tidak
menunjukkan kejelasan namun maknanya cair. Meskipun Derrida melakukan analisis seperti
itu di seluruh karyanya (sebagai sebuah tindakan), ia menegaskan bahwa dekonstruksi terjadi
di dalam teks itu sendiri (sebagai fakta). Derrida menerapkan sebagian besar aktivitas
dekonstruksinya pada teks-teks filsafat dan sastra, dan karyanya terutama berpengaruh pada
bidang studi sastra dan filsafat. Namun, dekonstruksi tidak terbatas pada teks-teks tertentu
dalam filsafat dan sastra, karena menurut Derrida, semuanya adalah teks.

Meskipun Derrida memisahkan diri dari istilah postmodernisme, perspektif
dekonstruksi dan postmodern memiliki karakteristik tertentu. Seperti halnya
postmodernisme, dekonstruksi bertujuan untuk melemahkan kerangka acuan yang stabil atau
melegitimasi meta-narasi yang diklaim mendasari sebuah teks atau narasi. Dalam kasus
dekonstruksi, teks itu sendiri dianggap melemahkan otoritasnya sendiri karena kontradiksi-
kontradiksi internal dan beragam maknanya menghilangkan batas-batas kategori
pertentangan yang ingin ditegaskannya. Dengan demikian, dekonstruksi merupakan akibat
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wajar dari gagasan postmodern yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap meta-
narasi menyiratkan keberagaman makna yang tak ada habisnya. Penerapan yang menarik dari
pendekatan Derrida dalam sosiologi hukum adalah karyanya mengenai landasan mistis
otoritas yang di dalamnya ia mengidentifikasi berbagai aporia hukum. Aporia adalah teka-teki,
biasanya dalam filsafat, yang menghadirkan kebuntuan, hambatan yang tidak dapat diatasi
dalam penyelidikan. Dalam dekonstruksi kekuatan hukum Derrida, ia mengungkapkan tiga
aporia tersebut. Aporia singularitas mengacu pada prinsip keumuman aturan hukum yang
diasumsikan tetapi tidak dapat dihindari. Norma hukum yang seharusnya mengikat semua
orang (umumnya), namun tidak diterapkan dan malah tampak bervariasi dalam setiap kasus
tertentu (singularitas). Aporia ketidakpastian mengacu pada fakta bahwa meskipun undang-
undang memandu hakim, pengacara, dan profesional hukum lainnya dalam aktivitas
pengambilan keputusan, tidak ada undang-undang yang menentukan undang-undang
tertentu yang akan diterapkan dalam situasi tertentu. Aporia urgensi, pada akhirnya, mengacu
pada kenyataan bahwa keadilan, berdasarkan aspirasinya sendiri, harus segera dilaksanakan
dan tidak dapat ditunda, namun proses hukumnya membutuhkan waktu untuk diwujudkan.
Ringkasnya, meskipun undang-undang menuntut keadilan universal, setiap penerapan atau
kasus hukum menunjukkan kekhasan yang menunjukkan sifat hukum yang sewenang-
wenang.

10.3 POSTMODERNISME DAN DEKONSTRUKSI HUKUM

Dalam kaitannya dengan kajian hukum, terdapat beberapa upaya, terutama pada masa
fin de sie'cle tahun 1990an, untuk mengadopsi prinsip-prinsip postmodernisme dan
dekonstruksi. Meskipun teori-teori modernis terus mendominasi wacana sosiologi
kontemporer mengenai hukum, setidaknya ada dua pengaruh nyata dari postmodernisme dan
dekonstruksi. Pertama, terdapat kecenderungan ke arah penggunaan istilah postmodern,
postmodernisme, dan, pada tingkat lebih rendah, dekonstruksi dalam arti yang agak kabur
yang memiliki hubungan yang tidak spesifik dengan kebangkitan era informasi pasca-industri
dan masyarakat multikultural. Inilah tren postmodernisme dan dekonstruksi. Kedua, terdapat
upaya yang lebih disengaja dan sistematis menuju pengembangan pendekatan postmodern
dan/atau dekonstruksi dalam studi hukum. Upaya-upaya ini khususnya telah mempengaruhi
keilmuan (sosio-)hukum yang menangani kesenjangan dan hukum, serta berdampak lebih
kecil terhadap pekerjaan terkait di bidang sosiologi. Mengingat ketidakpercayaan yang
dinyatakan terhadap meta-narasi, praktik postmodernisme dan dekonstruksi menentang
batas-batas disiplin ilmu dan karenanya telah mempengaruhi keilmuan hukum di dalam dan
di seluruh yurisprudensi, studi sosio-hukum, dan sosiologi hukum. Oleh karena itu, lebih dari
apa yang terjadi pada gerakan-gerakan teoretis lainnya, maka perlu dilakukan penelusuran
singkat di luar batas-batas disiplin ilmu sosiologi untuk memetakan pengaruh-pengaruh
postmodernisme dan dekonstruksi terhadap studi hukum.

Dalam yurisprudensi, ide-ide postmodernisme dan dekonstruksi telah diadopsi untuk
mendekati hukum sebagai teks atau narasi. Prototipikal dalam hal ini adalah sudut pandang
Anthony Carty dan Jane Mair (1990), yang berpendapat bahwa teks undang-undang harus
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dibaca sebagai self-referential, yaitu tidak ada rujukan dari luar (selain pihak lain). Karena
semakin kompleksnya hukum, maka struktur teks hukum pun berubah drastis. Jika dulu
hukum merupakan sebuah teks yang berisi sumber kekuasaan vertikal dan otonom, yang
menentukan subyek-subyek hukum, maka hukum postmodern terfragmentasi dan dipecah
menjadi berbagai sumber kekuasaan untuk membentuk suatu kumpulan horizontal yang
terdiri dari berbagai jenis peraturan. Dengan demikian, suara hukum tunggal yang dulunya
bersifat otoritatif telah digantikan oleh beragam undang-undang. Meskipun terdapat banyak
sekali subsistem peraturan, namun teks-teks hukum masih merujuk pada “hal-hal universal
yang hampa dalam sebuah bahasa yang secara tekstual dipenuhi dengan kekerasan yang tidak
dapat dinilai dengan standar obyektif eksternal/vertikal” (Carty dan Mair 1990 : 396, huruf
miring dihilangkan). Hal yang menakutkan dari teks ini adalah bahwa tidak ada jalan keluar
dari konteksnya, namun, karena terpenjara dalam bahasa, rujukannya tidak dapat dihindari
terhadap hal-hal yang bersifat universal (tentang hak, keadilan), yang dianggap seolah-olah
bersifat objektif. Dengan mengajukan permohonan semacam itu dalam kasus-kasus
individual, misalnya untuk memperoleh kepatuhan terhadap syarat-syarat kontrak dalam
suatu perselisihan atau untuk memastikan hak atas kebebasan berekspresi, subjek hukum
berada di bawah ilusi untuk menjadikan dirinya sebagai aktor yang otonom. Sebaliknya, setiap
pertanyaan tentang otoritas teks dianggap psikotik.

Dalam sosiologi, salah satu upaya konstruktif paling awal untuk mengembangkan
dekonstruksi yang juga mencakup penerapan dalam bidang sosiologi hukum ditawarkan
dalam makalah Stephan Fuchs dan Steven Ward (1994). Para penulis membedakan antara
dekonstruksi radikal dan dekonstruksi moderat, dimana dekonstruksi radikal
mengontekstualisasikan makna pernyataan dan klaim dibandingkan menerima sikap
skeptisisme ekstrem terhadap semua penafsiran. Atas dasar dekonstruksi moderat, Fuchs dan
Ward menerapkan dekonstruksi pada teori sosiologi dan hukum, khususnya persidangan.
Dalam kasus teori sosiologi dan bentuk pengetahuan ilmiah lainnya, mereka berpendapat
bahwa dekonstruksi mengungkapkan bahwa tidak ada prinsip yang tegas untuk menghasilkan
makna yang stabil dan bertahan lama. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan
Barat, termasuk sosiologi, tidak sepenuhnya objektif namun dipengaruhi oleh budaya.
Keterikatan budaya ini menyiratkan bahwa klaim ilmiah hanya dapat diterima sebagai narasi
lokal. Sebagai contoh, penulis mengacu pada berbagai cara di mana karya-karya sosiologi
klasik diterima dan ditafsirkan pada momen-momen berbeda sepanjang perkembangan
sosiologi.

Dalam kasus hukum, Fuchs dan Ward berpendapat bahwa persidangan di pengadilan
berfungsi sebagai drama dekonstruksi. Materi hukum, seperti kesaksian, bukti, kasus hukum,
dan hukum tertulis, tidak sekedar diberikan tetapi perlu diukir dari kekacauan semua materi
yang tersedia dan kebisingan penafsiran alternatif. Kekuatan fakta yang disajikan dalam kasus
hukum tidak bersifat mutlak namun relatif terhadap kekuatan laporan pesaing. Dalam
persaingan antar penafsiran ini, ada empat strategi yang digunakan agar suatu pernyataan
menang atas yang lain: (1) dengan mengandalkan retorika, otoritas diberikan pada sebuah
pernyataan karena pernyataan tersebut mematuhi standar presentasi dan gaya tertentu; (2)
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dengan menunjukkan keyakinan ideologis para saksi, pernyataan mereka dapat
didiskreditkan; (3) dengan mengajukan keberatan prosedural, bentuk argumen dapat diserang
hingga melemahkan substansinya; dan (4) dengan menyerang reputasi seseorang, pernyataan
apa pun yang dibuat oleh orang tersebut dapat dibatalkan. Karena strategi-strategi ini
diterapkan dengan cara yang kurang lebih meyakinkan di pengadilan, hasil hukum menjadi
tidak dapat diprediksi.

llustrasi perspektif postmodern dalam sosiologi hukum adalah karya Dragan
Milovanovic (1992, 1994, 2002, 2003: 225-263). Berdasarkan berbagai teori sosial terkait
seperti pasca-strukturalisme Perancis dan psikoanalisis pasca-Freudian, Milovanovic
mengadopsi pendirian postmodern yang menganggap pencapaian masyarakat kontemporer
dibatasi oleh munculnya bentuk-bentuk manipulasi dan kontrol baru. Salah satu konsekuensi
dari pengakuan ini adalah kebenaran mendasar yang secara tradisional diklaim objektif dan
tunduk pada penyelidikan ilmiah menjadi mencurigakan. Keraguan muncul pada gagasan
modernis tentang sentralitas dan otonomi subjek, yang muncul, misalnya, sebagai aktor
rasional dalam perekonomian dan orang yang berakal sehat dalam hukum. Perspektif
postmodern mengalihkan perhatian pada bahasa (sebagaimana fungsinya dalam teks dan
narasi) untuk menyatakan bahwa tidak ada subjek di luar struktur bahasa, yang menentukan
subjek dan cara subjek memahami orang lain. Mengingat banyaknya tatanan dan makna
linguistik, setiap wacana tertentu membingkai bahasa dengan cara yang lebih terarah untuk
memberikan sifat multi-aksentual dari tanda-tanda linguistik sebuah pembacaan yang unik.
Dalam hal pendidikan hukum, misalnya, siswa diinstruksikan tentang arti sebenarnya dari
istilah-istilah seperti kesengajaan, kelalaian, dan perbuatan melawan hukum. Mahasiswa
hukum diajarkan bagaimana menggunakan istilah-istilah yuridis tersebut dengan cara yang
sesuai dengan hukum.

Dari pandangan postmodern, Milovanovic bekerja sama dengan Stuart Henry
mengembangkan apa yang disebut pendekatan konstitutif terhadap hukum (Henry dan
Milovanovic 1996, 1999). Perspektif konstitutif melampaui pandangan bahwa hukum bersifat
otonom atau bergantung secara kontekstual dan lebih memilih perspektif penentuan kode di
antara hubungan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Bidang hukum dipandang tidak hanya
dibentuk oleh mereka yang ikut serta dalam hukum, tetapi juga sekaligus membentuk
hubungan-hubungan di antara mereka. Sirkularitas pendekatan ini memang disengaja. Asal
usul bidang hukum yang bersifat diskursif tidak sepenting dinamika dan dampaknya. Wacana
hukum tentang kejahatan, misalnya, dibingkai dalam konteks pelanggar hukum yang bersifat
otonom. Namun, dengan mempertimbangkan pemahaman bahwa kejahatan tidak dapat
dianalisis secara terpisah dari konteks struktural dan budaya yang lebih luas di mana kejahatan
itu terjadi, pendekatan konstitutif membuka formasi diskursif alternatif. Secara khusus,
dibedakan antara kejahatan pengurangan, yang menurunkan seseorang pada suatu jabatan
tertentu, dan kejahatan represi, yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk mencapai
jabatan tertentu. Reformulasi seperti ini akan membuka pintu bagi respons alternatif
terhadap kejahatan.
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Sosiolog Portugis Boaventura de Sousa Santos (1987, 1995a, 1995b) telah merumuskan
salah satu perspektif postmodern yang paling orisinal dan sistematis dalam studi hukum.
Sejalan dengan teori sosial postmodern Perancis, Santos berpendapat bahwa paradigma
konvensional dalam studi hukum sosiologis (dan sosio-legal) sudah habis dan, terlebih lagi,
alternatif teoritis yang ditawarkan tidak memuaskan. Dalam upaya membangun alternatif
yang layak, Santos mengembangkan pendekatan postmodern terhadap hukum berdasarkan
apa yang disebutnya kartografi simbolik yang didasarkan pada perspektif hukum sebagai peta.
Ibarat peta, hukum mendistorsi realitas namun tidak sampai pada batas yang tidak dapat
ditentukan. Sebaliknya, peta merepresentasikan dan mendistorsi realitas dengan tiga cara: (1)
dengan memperkecil jarak yang ada dalam realitas ke skala pada peta; (2) dengan
memproyeksikan bentuk dan sifat realitas ke permukaan yang mempunyai pusat, dan (3)
dengan melambangkan ciri-ciri dan rincian realitas yang dipilih melalui konvensi.

Prinsip distorsi kartografi diperjelas oleh Santos dalam analisis hukum modern.
Pertama, dari segi skala, legalitas negara-bangsa dibangun atas asumsi bahwa hukum hanya
berlaku pada skala yurisdiksi negara. Namun, hukum kontemporer secara sosiologis lebih
kompleks dan melibatkan setidaknya tiga ruang hukum: lokal, nasional, dan global. Oleh
karena itu, berbagai skala legalitas berkisar dari skala kecil, skala menengah hingga skala
besar. Peristiwa pada setiap tingkat skala dapat dilegalkan dengan cara yang saling terkait.
Penindasan terhadap pemogokan di sebuah pabrik, misalnya, mungkin melanggar peraturan
ketenagakerjaan setempat, undang-undang ketenagakerjaan nasional, serta peraturan
hukum internasional mengenai ketenagakerjaan.

Kedua, sehubungan dengan proyeksi, sistem hukum menetapkan batas-batas tertentu
dalam pengoperasiannya dan mengatur ruang hukum dalam batas-batas tersebut dalam
kaitannya dengan pusat dan pinggiran. Dalam masyarakat yang sangat maju, batasan hukum
ditentukan oleh logika yang mendasari kapitalisme pasar. Di bagian tengah, logika hukum
pasar berlaku pada isu-isu yang berkaitan erat dengan ekonomi kapitalisme, seperti hukum
kontrak. Logika pasar juga dialihkan ke pinggiran, yang dampaknya lebih memutarbalikkan
realitas, misalnya dalam kasus undang-undang kesejahteraan.

Ketiga dan terakhir, realitas secara hukum dilambangkan sebagai rangkaian tahapan
atau dalam cara yang berlapis-lapis. Santos berpendapat bahwa model suksesi tahapan, yang,
misalnya, mungkin menyarankan perkembangan dari hukum lokal ke nasional dan, pada
akhirnya, ke hukum internasional, tidak memadai dalam memperhitungkan kompleksitas
hukum saat ini dibandingkan dengan model yang berlapis-lapis. perspektif. Menggemakan
tema keragaman makna yang tidak dapat diatasi dalam teori postmodern, Santos
berpendapat bahwa berbagai lapisan legalitas hidup berdampingan dalam masyarakat untuk
menciptakan kondisi pluralisme hukum. Namun, berbeda dengan pandangan tradisional
mengenai pluralisme hukum seperti yang dikembangkan dalam antropologi hukum,
pendekatan postmodern menekankan bukan sekedar hidup berdampingan dari berbagai
tatanan hukum melainkan suatu kondisi antar-legalitas dimana berbagai tatanan hukum
berada dalam keadaan saling tumpang tindih. interpenetrasi, dan keadaan interelasi yang
seringkali bersifat konfliktual antara satu sama lain.
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10.4 KETIMPANGAN HUKUM: KELAS, GENDER, RAS DAN ETNIS

Perspektif postmodern dan dekonstruksi mendukung pengakuan keberagaman dan
keberagaman dibandingkan dengan visi masyarakat dan pemikiran sosial yang terpusat.
Dengan demikian, perspektif-perspektif ini membuka sebuah tinjauan terhadap karya
sosiologi hukum mengenai diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam dan melalui hukum.
Namun, pembahasan mengenai tema ketimpangan dalam hukum, seperti yang akan
ditunjukkan dalam ulasan ini, bukanlah bidang postmodernisme dan dekonstruksi yang
eksklusif.

Sehubungan dengan ketidaksetaraan hukum yang berbasis kelas, sosiolog Carroll
Seron dan Frank Munger (1996) telah meninjau keadaan teori dan penelitian sosiologi untuk
menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari (top-down) historis-struktural dan makro-
sosiologis. bekerja pada fokus yang lebih berorientasi kontemporer yang (dari bawah ke atas)
menafsirkan pengalaman hukum individu di berbagai kelas. Teori top-down, seperti teori
konflik neo-Marxis, mendefinisikan kelas dalam kaitannya dengan posisi masyarakat
sehubungan dengan institusi ekonomi dan budaya utama masyarakat. Struktur kelas
bergantung pada sumber daya, seperti pendidikan dan pendapatan, dan berupaya untuk
mendistribusikan dampak hukum secara berbeda. Penelitian mengenai stratifikasi profesi
hukum cocok dengan perspektif ini (lihat Bab 9). Sebaliknya, gelombang baru teori hukum dan
kesenjangan yang bersifat bottom-up telah berkembang dari interaksionisme simbolik dan
teori-teori masyarakat yang bersifat induktif. Teori-teori ini menjelaskan hukum dan
ketimpangan sebagai proses sosial yang terjadi dalam situasi dan konteks konkrit, sehingga
memberi bobot lebih besar pada identitas kelas dan pengalaman terkait ketimpangan dan
eksklusi. Hubungan antara hukum dan ketidaksetaraan dipahami dari interaksi antar individu
dalam lingkungan tertentu, seperti pengadilan, dan interpretasi mereka terhadap kelas.
Kontribusi narasi kesadaran hukum oleh Ewick dan Silbey (1998) sesuai dengan kerangka ini.

Dari perspektif pendekatan bottom-up, Seron dan Mungerargue mendukung fokus
berkelanjutan pada kelas dalam studi hukum dan kesenjangan dalam setidaknya empat
bidang penelitian. Pertama, kelas berperan dalam kehidupan sehari-hari dalam memediasi
dampak hukum. Masyarakat miskin, misalnya, cenderung memiliki kesadaran hukum yang
rendah, vyaitu tidak mengetahui cara kerja hukum dan apa saja hak-hak hukumnya.
Pengalaman sosial dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga orang-orang ini mungkin
berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum. Kedua, studi
mengenai kelas dan profesi hukum menunjukkan bahwa pangkat dan status pengacara dalam
profesi tersebut bergantung pada struktur kelas masyarakat yang lebih besar. Dalam hal ini,
terlihat jelas bahwa dunia elit pengacara terkemuka didominasi oleh eselon masyarakat yang
lebih tinggi dan bahwa distribusi layanan pengacara yang tidak merata mencerminkan
kekuatan klien kaya dan elit. Ketiga, struktur kelas masyarakat juga tercermin dalam berbagai
aspek penyelenggaraan hukum. Tergantung pada posisi kelas, hukum diterapkan dan
ditegakkan secara berbeda. Hukuman yang lebih berat yang melibatkan masa tahanan yang
lama biasanya hanya diberikan kepada penjahat kelas bawah. Dan keempat, kelas
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memberikan fokus penting dalam upaya memahami kemungkinan dan batasan perubahan
hukum.

Dalam bidang kesenjangan gender dan ras dan etnis, perspektif postmodernis dan
dekonstruksi lebih berhasil menyusup ke dalam wacana sosiologis dan sosio-legal, meskipun
perspektif modernis tradisional juga masih lazim. Memperluas kasus stratifikasi gender dalam
profesi hukum yang dibahas di Bab 9, teori hukum feminis dalam sosiologi dan studi sosio-
hukum telah memfokuskan perhatian pada cara di mana hukum direproduksi dan dapat
digunakan untuk melawan ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat pada umumnya.
Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai wadah pilihan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender, sementara hukum juga mewakili banyak dari ketidaksetaraan tersebut. Fakta bahwa
hukum telah menjadi wadah perjuangan feminis berasal dari kenyataan bahwa banyak cara
yang secara tradisional tidak memberi hak bagi perempuan untuk berekspresi dan
berpartisipasi didasarkan pada hukum. Secara historis, relatif tidak adanya perempuan dalam
profesi hukum juga berkontribusi terhadap terbentuknya sistem hukum yang memihak laki-
laki. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi hukum secara bertahap untuk melawan
diskriminasi gender, keterbatasan hukum sebagai alat antidiskriminasi terlihat dari
berlanjutnya ketidaksetaraan gender.

Perspektif feminis telah merespons tantangan ketidaksetaraan gender yang terus
berlanjut meskipun ada reformasi hukum setidaknya dalam dua cara. Pertama, beberapa
pakar feminis berpendapat bahwa ketidaksetaraan perempuan akan hilang begitu perempuan
diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari tatanan struktur sosial yang ada. Oleh
karena itu, hukum harus mendorong inklusi perempuan dalam arena politik, dunia kerja,
pendidikan, dan bidang penting lainnya dalam kehidupan sosial. Perspektif inklusi ini
merupakan respons modernis yang lebih tradisional yang menegaskan kembali nilai
masyarakat demokratis yang liberal dan terbuka. Kedua, pakar feminis lainnya
berargumentasi bahwa masyarakat, termasuk hukum, harus mengakui perbedaan signifikan
yang ada antara laki-laki dan perempuan dan menghargai masing-masing berdasarkan
pengalaman dan kontribusi unik mereka. Saat ini, bidang sosial dan hukum yang penting
didominasi oleh laki-laki, tidak hanya dalam hal keterwakilan laki-laki yang berlebihan, namun
juga dalam konteks sejarah yang lebih dalam. Oleh karena itu, reformasi hukum feminis tidak
hanya harus memperluas hak-hak perempuan dalam tatanan sosial dan politik yang ada,
namun juga harus mengarah pada revisi dan tantangan terhadap tatanan tersebut agar lebih
mencerminkan beragam kebutuhan dan keinginan perempuan. Dari perspektif ini, yang
selaras dengan pandangan postmodernisme, kesamaan antara laki-laki dan perempuan tidak
bisa menjadi sarana dan tujuan dari kesetaraan melalui reformasi hukum. Sebaliknya,
kesetaraan dalam hukum harus mengarah pada perubahan yang lebih besar dalam konstitusi
masyarakat, termasuk hukum, sehingga perbedaan antara perempuan dan laki-laki serta
perbedaan di antara perempuan dapat dihargai.

Dalam kaitannya dengan studi penelitian tentang ketidaksetaraan gender dan hukum,
studi tentang kekerasan dalam pasangan dapat menjadi ilustrasi yang berguna mengenai
beragamnya perspektif feminis, berbagai konsepsi gender yang mereka wujudkan, dan
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gagasan terkait hukum dan reformasi hukum yang mereka terapkan. Kekerasan dalam
pasangan telah didekati setidaknya dari tiga perspektif teoritis. Pertama, teori ketidaksetaraan
gender berpendapat bahwa perempuan dan kontribusi mereka dalam masyarakat dinilai
kurang berharga. Dalam perspektif ini cocok dengan penelitian yang menemukan bahwa
kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan biasanya berorientasi pada instrumen
untuk melakukan kontrol, sedangkan kekerasan perempuan terhadap laki-laki bersifat
ekspresif dan mengindikasikan hilangnya kendali. Dalam hal respon hukum yang tepat,
undang-undang perlu direformasi untuk mengakomodasi berbagai alasan kekerasan yang
terjadi pada pasangan laki-laki dan perempuan. Kedua, teori penindasan gender feminis
berpendapat bahwa ketidaksetaraan perempuan adalah hasil dari proses penindasan aktif
atau patriarki. Pendekatan ini mendapat dukungan dari penelitian yang menunjukkan bahwa
sebagian besar korban kekerasan serius dalam pasangan adalah perempuan. Reformasi
hukum harus berorientasi pada penerapan ketentuan wajib penangkapan bagi pelaku dan
penetapan ketentuan bagi perempuan korban, seperti tempat penampungan, untuk
membebaskan diri dari hubungan yang mengandung kekerasan. Ketiga, teori sosiologi tentang
perbedaan gender memandang perempuan memiliki posisi sosial dan pengalaman hidup yang
unik, dan selain itu, di antara perempuan pun terdapat perbedaan. Perspektif ini dapat
didasarkan pada penelitian yang menemukan bahwa kebijakan wajib penangkapan cenderung
lebih efektif pada kasus korban perempuan yang sudah menikah dan/atau mempunyai
pasangan yang bekerja, sedangkan metode penyelesaian konflik lebih efektif pada kasus lain.
Oleh karena itu, reformasi hukum harus mempertimbangkan perbedaan efek jera antara
penangkapan dan penyelesaian konflik, tergantung pada berbagai situasi korban kekerasan
dalam rumah tangga.

Penelitian mengenai hukum dan ketidaksetaraan berdasarkan ras dan etnis ternyata
masih baru. Seperti halnya kajian hukum dari perspektif postmodernisme dan dekonstruksi,
keilmuan tentang gender, ras, dan etnis cenderung melintasi batas-batas disiplin ilmu-ilmu
kemanusiaan dan sosial. Dibandingkan dengan studi gender, kajian mengenai hukum dan
ketidaksetaraan ras dan etnis masih kurang dikembangkan dalam sosiologi hukum, kecuali
penelitian yang relevan di bidang kontrol sosial dan peradilan pidana. Sebagaimana dibahas
dalam Bab 7, perspektif institusionalis telah dikembangkan dengan baik dalam penelitian
mengenai dampak undang-undang hak-hak sipil dan kebijakan tindakan afirmatif, namun
literatur ini tidak secara khusus berfokus pada ketidaksetaraan ras atau memperlakukan ras
dan diskriminasi rasial sebagai komponen utama penelitian. Alih-alih berkonsentrasi pada
penyaringan organisasi terhadap lingkungan peraturan dan berbagai implikasi terkait
ketenagakerjaan. Berbeda dengan sosiologi hukum, pekerjaan yurisprudensi yang menangani
kesenjangan hukum ras dan etnis telah berkembang lebih baik, khususnya dalam bidang
yurisprudensi yang populer, yaitu Teori Ras Kritis.

Sebagai bagian dari gerakan Studi Hukum Kritis yang lebih luas, Teori Ras Kritis adalah
sebuah perspektif dalam yurisprudensi Amerika yang berfokus pada ketidaksetaraan rasial di
dalam dan melalui hukum. Mengingat pola yang terus-menerus dan sifat diskriminasi
terhadap ras dan etnis minoritas yang ada di mana-mana di Amerika. Masyarakat Amerika,
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bahkan setelah periode hak-hak sipil pada tahun 1960-an, Para Ahli Teori Ras Kritis mengkritik
yurisprudensi liberal dan reformasi hukum yang didasarkan pada hal tersebut, seperti
tindakan afirmatif dan apa yang disebut kebijakan buta warna. Reformasi yang didasarkan
pada prinsip-prinsip doktrin hukum liberal dianggap menutupi dan, karenanya, memajukan
kepentingan dan hak istimewa mayoritas kulit putih. Alih-alih mengadopsi pandangan liberal
tradisional yang merupakan karakteristik dari pola pikir mayoritas, Teori Ras Kritis
mengungkap pengalaman populasi minoritas yang berbeda, unik, dan tertindas serta
tertindas, yang diungkapkan melalui strategi subversif dengan menarasikan cerita tandingan,
perumpamaan, dan anekdot dari masa lalu. sudut pandang minoritas. Pengalaman-
pengalaman ini sekaligus ditempatkan dalam konteks struktural dan budayanya, yang
dianalisis berdasarkan wawasan yang dikumpulkan dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.
Sebagai contoh dari orientasi aktivis yang kuat, para penganut Teori Ras Kritis menganjurkan
reorganisasi masyarakat dan hukum secara drastis, termasuk pemisahan dari arus utama
Amerika untuk menjaga keberagaman dan keterpisahan minoritas.

Berbeda dengan gerakan Studi Hukum Kritis yang lebih luas, Para Ahli Teori Ras Kritis
relatif berhasil dalam mengartikulasikan prinsip-prinsip dan metode-metode keilmuan yang
telah mempengaruhi perspektif sosiologi dan ilmu sosial lainnya mengenai hukum serta
ketidaksetaraan ras dan etnis. Alasan relatif mudahnya penerimaan ide-ide dari Teori Ras Kritis
dalam ilmu sosial setidaknya ada dua. Pertama, meskipun sosiologi dan ilmu-ilmu sosial
lainnya tidak perlu meminjam ide-ide dari Studi Hukum Kritis karena mereka sendiri telah
mengembangkan sejumlah besar perspektif teori konflik, tidak ada kekayaan pemikiran dan
penelitian yang sebanding dalam kasus ras dan etnis. Jika sosiologi arus utama dan ilmu sosial
tidak mau menerima setidaknya beberapa prinsip dan gagasan dari Teori Ras Kritis, mereka
mungkin akan dituduh melanggengkan kesenjangan yang ingin mereka atasi. Kedua, dalam
menekankan pengalaman unik ras dan etnis minoritas dalam konfrontasi mereka dengan
dinamika sistem hukum dominan (mayoritas) yang mengasingkan dan menindas, Teori Ras
Kritis selaras dengan skeptisisme terhadap kemungkinan metanarasi pemersatu yang telah
dikemukakan oleh perspektif postmodern dan dekonstruksi.

Sebuah ilustrasi yang berguna mengenai penerapan wawasan dari Teori Ras Kritis
dalam kerangka postmodern adalah karya Bruce Arrigo tentang reformasi hukum yang
berorientasi pada perlindungan populasi ras dan etnis minoritas (Arrigo, Milovanovic, dan
Schehr 2000; Arrigo dan Williams 2000). Arrigo berpendapat, dekonstruksi undang-undang
yang bertujuan melindungi kelompok minoritas, misalnya dalam bentuk program afirmatif
action, justru mengungkap bentuk undang-undang tersebut sebagai sebuah hadiah. Mayoritas
seolah-olah memberikan pemberdayaan sosio-politik kepada konstituen yang kurang
terwakili, namun hal ini dilakukan hanya dengan menegaskan kembali hegemoni dan kekuatan
mayoritas pemberi hibah dan narsisme mereka dalam memberi. Jadi, bahkan dengan adanya
program hukum seperti itu, atau, lebih tepatnya, karena adanya program tersebut, mayoritas
tetap mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, dekonstruksi ideologi hukum harus
mengarah pada terciptanya kesetaraan dalam hal sosial-politik dan merangkul keragaman ras,
kelompok etnis, dan gender di seluruh masyarakat. Agar keadilan dan kesetaraan dapat
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terwujud secara lebih baik, reformasi hukum harus diubah dan didesentralisasikan serta
kondisi hukum dan politik saat ini harus diubah secara mendalam. Kerangka postmodern yang
afirmatif harus dibangun secara eksplisit atas dasar politik perbedaan, ketidakpastian, dan
pelanggaran batas-batas konvensional untuk merangkul pertemuan berbagai bahasa dan
pengalaman.

Beralih ke literatur modernis mengenai hukum dan ketidaksetaraan ras dan etnis,
penelitian terbaru John Skrentny mengenai kebijakan tindakan afirmatif di Amerika Serikat
dapat menjadi studi kasus yang mencerahkan tentang potensi penelitian sosiologis mengenai
hukum dan ketidaksetaraan rasial. Tindakan afirmatif telah telah lama menjadi isu yang
hangat diperdebatkan dalam politik dan budaya AS, namun hingga saat ini isu ini hanya
mendapat sedikit perhatian ilmiah, terutama dalam hal sejarah perkembangannya.
Berdasarkan perspektif institusionalis, Skrentny menganalisis asal-usul dan transformasi
kebijakan dan undang-undang tindakan afirmasi dalam kaitannya dengan peran yang
dimainkan oleh elit pembuat kebijakan. Persepsi elite terhadap kelompok tertentu
mempengaruhi kemungkinan kelompok tersebut mendapat perlindungan khusus dalam
bentuk program tindakan afirmatif. Persepsi tersebut mencakup aspek definisi mengenai
kelompok tertentu, permasalahan moral mengenai tingkat penderitaan yang mereka rasakan,
dan aspek pengendalian dalam kaitannya dengan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh
suatu kelompok jika tidak ada program khusus yang dirancang untuk melindungi partisipasi
mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, warga Amerika keturunan Afrika, perempuan,
kelompok etnis kulit putih, dan komunitas imigran lainnya diterima secara berbeda di
kalangan elit kebijakan. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap
pengembangan program tindakan afirmatif adalah akses terhadap kelompok elit dan tingkat
persaingan yang ada di antara mereka. Akses terhadap kelompok elit pada gilirannya
dipengaruhi oleh tingkat aktivitas gerakan sosial yang ada di antara kelompok yang mencari
perlindungan.

Menariknya, terdapat beberapa ironi yang terungkap dalam pembuatan kebijakan
tindakan afirmatif. Meskipun kebijakan tindakan afirmatif ditujukan untuk menjamin
persamaan kesempatan dan hak bagi orang Amerika keturunan Afrika, kebijakan tersebut
sebagian besar merupakan hasil upaya laki-laki kulit putih. Meskipun biasanya ditentang oleh
kelompok sayap kanan dan didukung oleh kelompok kiri, tindakan afirmatif mendapat
manfaat besar pada masa pemerintahan Richard Nixon dari Partai Republik pada paruh
pertama tahun 1970an. Upaya-upaya ini kemungkinan besar dilakukan, menurut Skrentny,
dalam upaya untuk menetralisir protes orang Afrika-Amerika dan mencegah kebijakan yang
lebih radikal yang dihasut oleh gerakan hak-hak sipil dan politik kiri. Mungkin yang paling ironis
dari semuanya adalah kenyataan bahwa program tindakan afirmatif mempunyai dampak yang
jauh melampaui tujuan awalnya, yang sebagian besar berpusat pada penyediaan kesetaraan
ras (dalam kesempatan kerja) bagi orang Amerika keturunan Afrika. Namun, banyak kelompok
lain, mulai dari warga Amerika Latin dan Asia hingga perempuan dan penyandang disabilitas,
juga mendapat manfaat dari revolusi hak-hak minoritas.
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10.5 HUKUM TUBUH DAN DIRI: PENGATURAN KESEHATAN DAN KEINTIMAN

Sejak Durkheim, para sosiolog telah mengamati bahwa sistem nilai budaya dalam
masyarakat maju ditandai dengan meningkatnya keragaman karena individualisme yang
semakin meningkat. Budaya diri telah memungkinkan terciptanya ruang keintiman pribadi dan
legalisasi ruang ekspresi diri sebagai zona non-intervensi. Akan tetapi, pada saat yang sama,
sistem hukum modern telah membentuk diri individu dengan mengatur cara
pengorganisasian tindakan-tindakan pribadi, yang terkadang bersifat sangat intim. Karena
dengan pembentukan diri dan individualitas muncul pertanyaan hukum penting seputar
hubungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab publik. Dengan adanya undang-
undang yang mengatur kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, beberapa aspek
kehidupan yang paling intim telah diatur secara hukum. Yang paling relevan dalam konteks ini
adalah pengaturan berbagai urusan pribadi yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan.
Para sosiolog telah mengembangkan penelitian di bidang ini dari sudut pandang keterkaitan
hukum dengan kedokteran dan keluarga. Studi kasus mengenai euthanasia, pernikahan
sesama jenis, dan aborsi dapat menjadi indikasi cara sosiologi hukum menangani
permasalahan ini.

Euthanasia mengacu pada akhir hidup seseorang, dengan cara medis, berdasarkan
keadaan penderitaan yang dianggap tidak dapat ditoleransi di mana orang tersebut hidup.
Perdebatan moral yang mendalam mengenai euthanasia mudah terungkap dalam terminologi
yang menggambarkan praktik tersebut, yang secara bervariasi disebut sebagai kematian yang
dibantu dokter, bunuh diri yang dibantu dokter, dan pembunuhan karena belas kasihan. John
Griffiths dan rekan-rekannya telah meneliti aspek-aspek sosial dari euthanasia di Belanda
sejak praktik tersebut dilegalkan secara bertahap yang dimulai pada tahun 1980-an. Belanda
saat ini merupakan salah satu dari sedikit yurisdiksi, selain Belgia dan negara bagian Oregon
di AS, yang menerapkan euthanasia. sah dalam keadaan tertentu. Legalisasi euthanasia di
Belanda tidak terjadi dalam semalam, namun terjadi dalam keadaan sosio-historis tertentu.

Selama tahun 1970an dan awal 1980an, sikap Belanda terhadap euthanasia menjadi
lebih toleran di bawah pengaruh meningkatnya individualisme, sekularisasi, dan eksperimen
sosial, yang menciptakan iklim legalisasi de facto. Penerimaan awal euthanasia melalui rezim
toleransi tidak diprakarsai oleh undang-undang, namun merupakan hasil dari proses interaksi
yang kompleks antara profesi medis, pengadilan, jaksa, pemerintah dan legislatif, serta
laporan resmi mengenai euthanasia. Sebuah laporan dari Asosiasi Medis Belanda pada tahun
1984 menetapkan persyaratan tertentu agar euthanasia dapat dilakukan secara sah, termasuk
sifat sukarela dari permintaan pasien, keinginan yang dipertimbangkan dengan baik dan
bertahan lama untuk melakukan prosedur tersebut, penderitaan yang dianggap tidak dapat
diterima oleh pasien, dan konsultasi dengan dokter kedua. Setelah laporan medis tersebut,
sebuah rancangan undang-undang diperkenalkan di parlemen Belanda untuk mengubah
hukum pidana, sehingga menghasilkan penunjukan sebuah Komisi untuk menyelidiki masalah
ini lebih lanjut. Komisi mengeluarkan laporan pada tahun 1991 yang tidak menghasilkan
perubahan legislatif apa pun namun semakin menumbuhkan iklim penerimaan faktual
terhadap euthanasia.
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Griffiths dan rekan-rekannya berpendapat bahwa hambatan dalam pengembangan
undang-undang yang tepat mengenai euthanasia adalah adanya konflik dalam arti dan
penggunaan istilah-istilah kunci tertentu mengenai euthanasia di institusi kedokteran dan
hukum. Konsep-konsep seperti kausalitas dan intensionalitas yang merupakan inti dalam
persoalan hukum pertanggungjawaban pidana tidak selaras dengan istilah serupa yang
digunakan dalam praktik kedokteran. Meskipun demikian, legalisasi euthanasia baru-baru ini
dikodifikasikan dalam hukum Belanda. Undang-Undang Pengakhiran Kehidupan atas
Permintaan dan Bunuh Diri dengan Bantuan (Prosedur Tinjauan) yang mulai berlaku pada
bulan April 2002 menetapkan di antara kondisi legalitas bahwa penderitaan pasien dinilai
tidak dapat ditanggung dan tidak memiliki prospek perbaikan, bahwa pasien secara sukarela
dan terus-menerus meminta prosedur tersebut, dan bahwa prosedur tersebut dilakukan
dengan cara yang sesuai secara medis oleh atau di hadapan dokter.

Menelaah dampak legalisasi euthanasia terhadap terjadinya praktik tersebut, Griffiths
menemukan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa jumlah kasus penghentian
hidup tanpa permintaan pasien akan meningkat di Belanda sejak tahun 1980an. Namun,
jumlah kasus euthanasia yang sah telah meningkat, sehingga menimbulkan konflik penafsiran
di pihak pendukung dan penentang perdebatan mengenai euthanasia. Griffiths (1998: 103)
berargumentasi bahwa argumen lereng licin salah memahami arah perkembangan hukum,
karena mengasumsikan “kecenderungan ke arah pelonggaran kontrol hukum atas perilaku
medis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah peningkatan kontrol yang cukup besar.”
Sebagai contoh yuridifikasi, legalisasi euthanasia di Belanda telah menghasilkan seperangkat
norma baru yang mengatur perilaku yang sampai sekarang tidak diatur. Dengan demikian,
praktik medis yang menangani kematian dan, implikasinya, kehidupan, telah didomestikasi
secara hukum.

Mengenai pengaturan keintiman dan keluarga, penelitian Kathleen Hull telah
mengatasi isu kontroversial mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis.11 Saat ini,
pernikahan sesama jenis hanya legal di beberapa negara (Belgia, Belanda, Spanyol, Kanada
dan Afrika Selatan) dan di negara bagian Massachusetts, AS. Banyak negara lain dan beberapa
negara bagian AS mengakui pasangan sesama jenis secara hukum hanya dalam bentuk
perkawinan sipil palsu. Dalam perdebatan sengit mengenai pernikahan sesama jenis, berbagai
argumen dan proses budaya dan hukum saling bertabrakan untuk membentuk dinamika
perlakuan hukum terhadap pasangan sesama jenis. Dalam kasus Amerika Serikat,
permasalahan ini muncul pada pertengahan tahun 1990an setelah gugatan pasangan sesama
jenis terhadap penolakan surat nikah mereka dikuatkan di pengadilan di negara bagian Hawaii.

Badan legislatif negara bagian Hawaii kemudian mengesahkan undang-undang yang
secara efektif melarang pernikahan sesama jenis, sehingga memicu perdebatan publik yang
semakin intensif mengenai masalah ini di seluruh Amerika Serikat. Di beberapa negara bagian,
undang-undang pernikahan sesama jenis dikembangkan, tetapi, kecuali negara bagian
Massachusetts, undang-undang tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Di
tingkat federal, ada upaya untuk melarang pernikahan sesama jenis melalui amandemen
konstitusi. Pada tahun 1996, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Pembelaan
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Perkawinan Federal (Federal Defence of Marriage Act) yang menyatakan bahwa suatu negara
bagian dapat memilih untuk tidak mengakui pernikahan sesama jenis meskipun pernikahan
tersebut diakui di negara bagian AS lainnya dan pemerintah federal tidak diperbolehkan untuk
mengakui pernikahan sesama jenis.

Berdasarkan wawancara dengan anggota dalam hubungan sesama jenis, penelitian
Hull menunjukkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki sikap berbeda mengenai makna dan
dampak yang diinginkan dari legalisasi pernikahan sesama jenis. Beberapa pasangan sesama
jenis mendukung pengakuan pernikahan karena hak dan manfaat praktis yang akan diperoleh,
sementara yang lain memandang legalisasi pernikahan sesama jenis sebagai elemen menuju
penerimaan hubungan homoseksual di masyarakat secara luas. Hak dan manfaat perkawinan
yang sah mencakup ketentuan-ketentuan praktis yang berkaitan dengan hal-hal penting
seperti pelayanan kesehatan dan pajak. Dampak yang lebih luas dari pernikahan sesama jenis
yang dilegalkan berkaitan dengan legitimasi hubungan sesama jenis, yang setara dengan
pernikahan lainnya, yang dapat membawa normalisasi budaya dan sosial terhadap
homoseksualitas. Meskipun sebagian besar pasangan sesama jenis ingin hubungan mereka
diakui secara hukum dan dengan demikian menerima kategori legalitas yang ada, mereka
berbeda dalam praktiknya dalam mengadopsi praktik pernikahan alternatif atau budaya,
seperti ritual komitmen. Beberapa pasangan menggunakan terminologi yang berkaitan
dengan pernikahan, misalnya istri, suami, atau pasangan, sementara pasangan lainnya
menerapkan ritual komitmen publik untuk meresmikan hubungan mereka. Ritual-ritual ini
bersifat kuasi-hukum dalam perkawinan, menegaskan keseriusan komitmen, memastikan
identitas pasangan, dan membangun kemiripan dengan perkawinan yang sah. Ritual semacam
itu ditolak oleh pasangan sesama jenis yang menganggapnya tidak bermakna mengingat
status non-hukum mereka.

Mengakhiri tinjauan ini, penelitian mengenai legalitas aborsi menyentuh inti keintiman
dan kehidupan manusia. Penelitian sosiologi mengenai peraturan hukum aborsi ternyata
sangat sedikit. Sebagian besar penelitian yang dilakukan oleh sosiolog dan ilmuwan sosial
lainnya berfokus pada perdebatan moral aborsi dan gerakan sosial yang mengkristal
berdasarkan pendapat (kutub) tentang aborsi dibandingkan menyelidiki legalitas aborsi dalam
konteks sosio-historis yang konkret. Dalam analisis berdasarkan uji komparatif teori Parsons,
Luhmann, dan Habermas, saya telah menganalisis dinamika dan determinan regulasi
konstitusional aborsi di Amerika Serikat (Deflem 1998a). Di AS, aborsi diatur oleh undang-
undang negara bagian. Namun, berdasarkan prinsip peninjauan kembali, undang-undang
aborsi tunduk pada keputusan konstitusional Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang
merupakan pengadilan banding federal tertinggi di AS. Mahkamah Agung baru memutuskan
legalitas aborsi pada tahun 1973 ketika undang-undang aborsi di seluruh Amerika mulai lebih
beragam. Aborsi secara historis telah dikriminalisasi sejak pertengahan tahun 1800-an, namun
selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an beberapa negara bagian AS mengesahkan
undang-undang aborsi yang semakin tidak liberal sementara undang-undang lainnya masih
sangat membatasi.
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Pada tahun 1973, dalam keputusan Roe v. Wade yang sekarang terkenal, Mahkamah
Agung membatalkan undang-undang Texas tahun 1857 yang melarang aborsi pada setiap
tahap kehamilan kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pengadilan memutuskan bahwa
keputusan untuk melakukan aborsi adalah masalah hak privasi perempuan hamil. Namun juga
diputuskan bahwa hak privasi tidak bersifat mutlak dan negara mempunyai hak untuk
melindungi potensi kehidupan. Berdasarkan data medis mengenai perkembangan janin,
khususnya kemampuan janin untuk hidup mandiri di luar kandungan, ditetapkan kerangka
trimester dimana aborsi diperbolehkan pada trimester pertama, dapat diatur pada trimester
kedua terkait dengan masalah kesehatan ibu, dan dapat dilarang selama tiga bulan terakhir
kehamilan “kecuali jika diperlukan menurut pertimbangan medis yang tepat untuk menjaga
kehidupan atau kesehatan ibu” (Roe v. Wade, hal. 705).

Keputusan Roe tidak hanya mengarah pada liberalisasi undang-undang aborsi di
seluruh negara bagian AS. Berbagai negara bagian memberlakukan berbagai pembatasan
terhadap legalitas aborsi, seperti persyaratan persetujuan pasangan dan orang tua yang
menetapkan persetujuan suami dalam hal keputusan aborsi oleh perempuan yang sudah
menikah, persetujuan orang tua dalam hal anak di bawah umur yang mencari aborsi, aborsi,
dan informasi rinci tentang perkembangan janin dan alternatif aborsi, seperti adopsi, dari
pihak penyedia layanan aborsi. Sebagai tanggapannya, Mahkamah Agung seringkali diminta
untuk memutuskan konstitusionalitas pembatasan tersebut. Dalam dekade setelah keputusan
Roe, Pengadilan biasanya membatalkan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh negara.
Namun pada tahun 1989, dalam kasus Webster v. Layanan Kesehatan Reproduksi, Pengadilan
memutuskan beberapa pembatasan, seperti larangan pendanaan publik untuk aborsi dan
larangan tes kelayakan pada janin berusia dua puluh minggu atau lebih, sebagai hal yang
konstitusional. Pada tahun 1992, Pengadilan melangkah lebih jauh dan, dalam kasus Planned
Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, memutuskan untuk membuang kerangka
trimester. Negara-negara kini dapat membangun minat terhadap potensi kehidupan dengan
menentukan kelangsungan hidup janin yang tidak terikat pada jangka waktu selama
kehamilan. Pembatasan-pembatasan lain terhadap legalitas aborsi juga ditetapkan secara
konstitusional selama pembatasan-pembatasan tersebut tidak menimbulkan beban yang
tidak semestinya terhadap hak perempuan untuk melakukan aborsi sebelum janinnya dapat
bertahan hidup.

Sejak tahun 1992, peraturan mendasar mengenai aborsi di Amerika Serikat tidak
berubah. Salah satu permasalahan penting yang baru-baru ini sampai ke Mahkamah Agung
adalah permasalahan yang disebut dengan aborsi parsial atau aborsi jangka panjang. Aborsi
ini dilakukan melalui prosedur bedah pelebaran dan ekstraksi utuh dimana janin dikeluarkan
dari rahim setelah dibuat sayatan di dasar tengkorak janin dan kateter penghisap dimasukkan
sehingga menyebabkan tengkorak roboh dan memungkinkan janin untuk dilahirkan. untuk
melewati jalan lahir. Larangan federal terhadap prosedur tersebut disahkan oleh DPR dan
Senat AS pada pertengahan tahun 1990an, namun larangan tersebut diveto oleh Presiden Bill
Clinton saat itu. Pada tahun 2003, Undang-Undang Larangan Aborsi Kelahiran Sebagian, yang
melarang prosedur pelebaran dan ekstraksi kecuali untuk menyelamatkan nyawa perempuan,
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ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush. Berbagai negara
bagian AS juga mengeluarkan larangan serupa. Mahkamah Agung Amerika Serikat pertama
kali membahas konstitusionalitas prosedur ini dalam keputusan Stenberg v. Carhart pada
tahun 2000, ketika Pengadilan membatalkan (dengan suara 5 berbanding 4) undang-undang
Nebraska karena dampak pelarangan tersebut tidak menentukan secara spesifik. suatu titik
selama kehamilan ketika prosedur tersebut dilarang dan juga tidak mengandung pengecualian
untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Namun pada tahun 2007, dalam kasus
Gonzales v. Carhart (2007), Pengadilan memutuskan (dalam putusan 5 sampai 4 lainnya)
bahwa Undang-Undang Larangan Aborsi Kelahiran Sebagian bersifat konstitusional.
Pengadilan menganggap undang-undang federal tersebut konstitusional karena dianggap
lebih sempit dibandingkan undang-undang Nebraska, meskipun terdapat pengecualian hanya
untuk kasus-kasus yang membahayakan nyawa perempuan hamil, namun tidak, secara lebih
luas, terhadap kesehatannya. Ketentuan sempit dalam UU ini berkaitan dengan fakta bahwa
UU tersebut hanya melarang jenis prosedur aborsi tertentu, yaitu janin yang utuh diambil
sebagian dari ibunya sebelum dibunuh.

Aborsi kelahiran sebagian atau aborsi cukup bulan relatif jarang terjadi. Yang
menjelaskan intensitas perdebatan dan aktivitas hukum dan politik terkait adalah dinamika
budaya yang melingkupi moralitasnya. Oleh karena itu, saat ini masih belum ada kepastian
apakah debat mengenai aborsi di Amerika sudah bisa diredam. Di satu sisi, Mahkamah Agung
sejak tahun 1992 belum mempertimbangkan kembali konstitusionalitas aborsi. Dalam salah
satu dari beberapa kasus baru-baru ini yang melibatkan legalitas aborsi, dalam putusan Ayotte
v. Planned Parenthood tahun 2006 mengenai persyaratan pemberitahuan orang tua dalam
undang-undang aborsi negara bagian New Hampshire, Pengadilan mengembalikan kasus
tersebut dengan alasan formal. Di sisi lain, seperti yang terlihat dalam perdebatan mengenai
aborsi parsial, sentimen dapat muncul dengan cepat dan, seperti dalam kasus Roe v. Wade,
Mahkamah Agung juga dapat tiba-tiba mengeluarkan keputusan yang berdampak besar pada
perdebatan aborsi.

10.6 KESIMPULAN

Kepedulian sosiologis terhadap integrasi mengingat bangkitnya individualisme dan
keberagaman dalam budaya modern telah memunculkan beragam perspektif teoritis, mulai
dari pendekatan modernis fungsionalis dan teori konflik hingga perspektif postmodernis dan
dekonstruksi. Dalam studi sosiologi hukum dan kesenjangan, baik perspektif modernis
maupun postmodern terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun teori-teori
modernis telah mampu menahan serbuan postmodernisme dan dekonstruksi dalam upaya
mengatasi kesenjangan berdasarkan kelas, yang bisa dibilang merupakan pendekatan
sosiologi yang paling tradisional. bidang ketimpangan. Bergerak secara progresif menuju
bidang-bidang ketidaksetaraan yang secara historis kurang dikenal dalam sosiologi, khususnya
gender dan, selanjutnya, ras dan etnis, postmodernisme dan dekonstruksi telah lebih berhasil
dalam menemukan lahan subur untuk penerapannya. Dengan meningkatnya kompleksitas
kehidupan sosial dalam hal budaya, analisis mengenai kelas dan kesenjangan secara umum
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telah menurun dan digantikan dengan penelitian mengenai kesenjangan dan hukum dalam
kaitannya dengan gender, ras, dan etnis.

Dibandingkan dengan penelitian mengenai kelas dan gender, gagasan tentang
universalitas hukum telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perbedaan hukum
berdasarkan ras dan etnis. Hal ini merupakan hal yang luar biasa mengingat adanya contoh-
contoh penting dalam sejarah mengenai ketidaksetaraan hukum. yang menimpa ras dan etnis
minoritas sudah banyak diketahui. Di antara contoh-contoh yang sangat jelas adalah
pengalaman kolonial negara-negara Eropa yang membangun dominasi mereka di seluruh
dunia, pelembagaan perbudakan secara hukum di Amerika Serikat dan negara-negara lain,
pencabutan kewarganegaraan secara formal dari orang-orang Yahudi dan “non-Arya” lainnya
di era Nazi. Jerman, beragamnya manifestasi legalisasi kebijakan diskriminatif berdasarkan
latar belakang ras dan etnis, dan, yang sangat penting di era sekarang, perdebatan seputar
kebijakan suaka, kewarganegaraan, dan imigrasi. Pengabaian ras dan etnis yang relatif namun
mencolok dalam sosiologi hukum mungkin disebabkan oleh rendahnya keterwakilan
kelompok minoritas dalam kajian sosiologi. Namun, sebaliknya, ilmu hukum, yang memiliki
karakteristik serupa dalam hal komposisi ras dan etnis, mampu fokus pada kesenjangan
hukum ras dan etnis melalui kontribusi Teori Ras Kritis. Terlepas dari pencapaiannya yang tidak
dapat disangkal, sosiologi hukum jelas memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan
dalam mengatasi permasalahan kesenjangan, terutama dalam hal ras dan etnis, agar dapat
memberikan kontribusi yang berguna dalam perdebatan akademis mengenai permasalahan
ini.

Fungsi utama hukum adalah integrasi. Namun, sebagai bukti betapa pentingnya
pembedaan antara fungsi yang diharapkan dan konsekuensi yang dicapai, banyak kesenjangan
sosial yang masih ada meskipun terdapat jaminan hukum yang jelas mengenai kesetaraan bagi
semua orang. Meningkatnya keragaman masyarakat modern dalam kondisi nilai-nilai budaya
individualis semakin memperkuat kesulitan-kesulitan hukum modern. Jurgen Habermas
(1991: 91) dengan tajam merumuskan masalah ini dengan menyatakan bahwa “lingkup
pertanyaan yang dapat dijawab secara rasional dari sudut pandang moral menyusut seiring
dengan perkembangan menuju multikulturalisme.” Dalam kondisi keberagaman yang semakin
meningkat, fungsi utama hukum menjadi semakin penting dan semakin sulit untuk
dilaksanakan. Keberagaman dan individualisme yang menjadi ciri budaya modern khususnya
menimbulkan permasalahan dalam pengaturan aspek intim kehidupan yang berhubungan
dengan kesehatan, keluarga, dan diri sendiri. Sejarah peraturan pernikahan sesama jenis dan
undang-undang aborsi di Amerika Serikat dan kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai
perlakuan Belanda terhadap euthanasia, misalnya, menunjukkan bagaimana undang-undang
terkadang memperburuk, bukannya menyelesaikan, perselisihan baik di bidang hukum
maupun budaya. Perdebatan yang memanas dan intens memicu aktivitas di bidang hukum
dan politik. Konfrontasi budaya dan mobilisasi gerakan sosial, pada gilirannya, sering kali
semakin cepat seiring dengan diambilnya keputusan hukum dan kebijakan yang penting.
Mengingat interaksi yang kompleks antara budaya dan hukum, batas-batas kapasitas
integratif hukum terungkap, dan ironisnya, hukum terbukti mempercepat perdebatan dan
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konflik budaya mengenai pertanyaan-pertanyaan moral yang penting. Oleh karena itu,
meskipun hal ini berlaku pada masa Durkheim, hukum modern tetap menjadi indikator
penting mengenai kapasitas suatu masyarakat dalam mempertahankan integrasi sosial dan
menjaga hidup berdampingan secara damai di berbagai dunia kehidupan.
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BAGIAN IV Masalah-Masalah Khusus Hukum

BAB 11
KONTROL SOSIAL: PENEGAKAN HUKUM

Terlepas dari apakah hukum didefinisikan dalam arti yang lebih atau kurang terbatas
sebagai mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan secara formal atau juga melibatkan
tatanan normatif lainnya, agar hukum menjadi valid secara sosial, maka hukum tersebut harus
diterima di antara komunitas subjek hukum (legitimasi) dan hukum tersebut harus diterima
oleh masyarakat. harus diberlakukan dan diadministrasikan dengan cara tertentu (legalitas).
Relevansi legalitas diungkapkan dengan paling jelas oleh Max Weber dalam definisinya
tentang hukum. Namun bahkan dalam kasus sistem normativitas di luar hukum, yang disebut
Weber sebagai adat dan konvensi, harus ada kekuatan kepatuhan. Dengan kata lain, tatanan
normatif harus selalu disertai dengan mekanisme dan sistem kontrol yang menjamin ketaatan
melalui penegakan norma. Sistem pengendalian tersebut berkisar dari respons yang sangat
informal dan ekspektasi normatif, seperti ketidaksetujuan publik atau rasa malu pribadi,
hingga sistem penegakan hukum yang sangat formal oleh institusi kepolisian serta sistem
pengawasan dan penghukuman. Penegakan hukum merupakan permasalahan hukum yang
khusus dan tidak dapat dihindari.

Dalam sosiologi modern, penegakan hukum terutama ditangani dalam konteks
sosiologi kontrol sosial, yang, dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak diasosiasikan
dengan sosiologi kejahatan dan penyimpangan dibandingkan dengan sosiologi hukum.
Namun, seperti yang akan diungkapkan dalam bab ini, konsep kontrol sosial pada awalnya
memiliki makna yang lebih luas dibandingkan penggunaannya saat ini dalam kaitannya dengan
kejahatan dan/atau penyimpangan, yang dari sudut pandang sosiologi lebih erat kaitannya
dengan sosiologi hukum. Alasan-alasan relatif dikeluarkannya kejahatan dan penyimpangan
serta pengendaliannya, termasuk peradilan pidana dan hukum pidana, dari sosiologi hukum
sebagian besar tidak bersifat teoritis melainkan historis, berkaitan dengan asal usul
kriminologi sebagai teknologi pengendalian kejahatan dalam peradilan pidana. sistem. Oleh
karena itu, sosiologi kontrol sosial kontemporer tidak bisa tanpa syarat ditempatkan secara
institusional dalam sosiologi hukum, meskipun sosiologi hukum secara konseptual juga harus
mencakup sosiologi kontrol sosial. Bab ini akan memperdalam fokus sosiologi hukum dengan
berpusat pada mekanisme penegakan hukum yang menyertai sistem hukum. Meskipun
diperlukan buku terpisah untuk membahas berbagai kontribusi teoritis dan substantif dalam
sosiologi kontrol sosial, diskusi ini akan fokus pada dimensi kontrol sosial yang mempunyai
hubungan khusus dengan hukum dan berkonsentrasi pada perspektif dan studi yang
melampaui hukum. batas-batas studi kejahatan dan penyimpangan dengan memperlakukan
kontrol sosial sebagai topik yang layak untuk diselidiki.

Setelah meninjau transformasi konsep kontrol sosial dalam sosiologi modern, bab ini
akan memperkenalkan karya Michel Foucault tentang disiplin dan pemerintahan sebagai salah
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satu perkembangan teoretis terkini yang paling berpengaruh tentang hukuman dan
kekuasaan yang telah berhasil diterapkan dalam studi sosiologi. kontrol sosial dan hukum.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai manfaat dan keterbatasan karya Foucault, namun,
mengingat ruang lingkup dan pengaruhnya, tidak ada sosiologi kontrol sosial yang dapat
dianggap serius saat ini jika sosiologi tersebut tidak menempatkan dirinya dalam kaitannya
dengan Foucault. Entri teoretis ini akan memungkinkan terjadinya diskusi studi sosiologis
mengenai berbagai dimensi dan mekanisme kontrol sosial di bidang kepolisian, teknologi
pengawasan, penghukuman, dan penghukuman.

11.1 KONSEP KONTROL SOSIAL

Di antara konsep tertua dalam sosiologi, kontrol sosial secara historis telah mengalami
transformasi teoretis yang penting. Sejak akhir abad kesembilan belas dan seterusnya, kontrol
sosial terutama digunakan dalam sosiologi Amerika untuk merujuk secara luas pada kapasitas
masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri tanpa menggunakan kekerasan. Konsep kontrol
sosial yang luas ini dipahami dalam pengertian tata kelola mandiri yang menekankan perlunya
integrasi sosial melalui sosialisasi yang berkelanjutan meskipun terdapat kecenderungan
peningkatan individualisme. Kontrol sosial inilah yang menjadi ciri integrasi dalam masyarakat
sejauh memerlukan pemaksaan. Konsep kontrol sosial ini, yang menyiratkan harmoni dan
progresivisme, masih populer hingga Perang Dunia Il, khususnya dalam sosiologi AS.

Gagasan konsensual yang dipahami secara luas mengenai kontrol sosial terungkap
paling tajam dalam karya George Herbert Mead (1934) dan Edward Alsworth Ross (1926).
Berdasarkan psikologi perilaku manusia, Mead memahami kontrol sosial dalam istilah
sukarela sebagai kemampuan individu untuk mengubah perilaku mereka dengan
mempertimbangkan harapan orang lain, sehingga menyelaraskan pengendalian diri dan
kontrol sosial. dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 5, Ross
mengartikulasikan peran lembaga-lembaga masyarakat dalam mendorong kontrol sosial dan
mengidentifikasi hukum sebagai salah satu dimensi kontrol sosial, di samping lembaga-
lembaga lain seperti pendidikan, opini publik, dan agama. Sebagai fungsi yang konstan dalam
masyarakat, konsepsi kontrol sosial ini berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, tidak hanya
bagi mereka yang melanggar ekspektasi normatif.

Pergeseran teoritis penting dalam sosiologi kontrol sosial terjadi pada periode setelah
Perang Dunia ll, ketika model masyarakat konsensual tidak lagi dapat diterima dengan mudah
mengingat bangkitnya fasisme dan Nazisme, kekejaman perang, dan pembangunan. -
Menjelang Perang Dingin dan perlombaan senjata nuklir. Konsep kontrol sosial kini digunakan
untuk merujuk pada bentuk kontrol yang lebih represif dan koersif yang dilembagakan, bukan
melalui sosialisasi ke dalam norma, namun berdasarkan kekuasaan dan paksaan. Dari sudut
pandang konsepsi yang bersifat memaksa ini, fungsi kontrol sosial dikaitkan dengan institusi
sosial yang biasanya dipahami dalam istilah fungsional yang lebih ramah. Dari perspektif ini,
misalnya, sosiolog Francis Fox Piven dan Richard Cloward berargumentasi dalam studi penting
mereka, Reguring the Poor (Piven dan Cloward 1971), bahwa kesejahteraan mewakili upaya
untuk melakukan kontrol terhadap kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok miskin
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dan kelompok miskin. pengangguran, untuk menenangkan kelas-kelas yang kurang beruntung
secara ekonomi dan mencegah pemberontakan sosial. Lebih jauh lagi, perspektif kontrol sosial
ini dapat diterapkan pada orang yang sakit fisik dan mental, orang muda dan orang tua, dan,
pada akhirnya, orang yang menyimpang.

Sejak tahun 1950an dan seterusnya, kontrol sosial dipahami secara lebih jelas sebagai
mekanisme dan institusi yang mendefinisikan dan merespons kejahatan dan/atau
penyimpangan. Sesuai dengan kelompok teori dominan dalam sosiologi kriminologi, kontrol
sosial kini dikonseptualisasikan sebagai respons fungsional terhadap kejahatan, reaksi
masyarakat terhadap penyimpangan, atau reproduksi tatanan sosial yang lebih dari sekedar
fokus pada kejahatan. Pertama, dari perspektif teori penyebab kejahatan, seperti teori
asosiasi diferensial Edwin Sutherland (1973) dan perspektif perjalanan hidup Robert Sampson
dan John Laub (1993), kontrol sosial dipahami sebagai variabel terikat yang disebabkan oleh
kejahatan, fungsi, dalam respons terhadap kejahatan, sebagai mekanisme ganti rugi.
Kejahatan menjadi pusat perhatian dalam perspektif bahwa perilaku kriminal perlu dideteksi
dan dihukum oleh kekuatan kontrol sosial untuk mencegah disintegrasi masyarakat.

Kedua, dari sudut pandang teori pelabelan atau reaksi masyarakat, yang dipopulerkan
oleh Howard S. Becker (1963) dan Edwin Schur (1971) dan saat ini diwakili oleh Erich Goode
(1996) dan Ross Matsueda (1992), kejahatan dipandang sebagai konstruksi masyarakat. atas
dasar proses kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpang. Meskipun tindakan
penyimpangan pada awalnya dimotivasi oleh pelakunya, kriminalisasi selanjutnya adalah
fungsi masyarakat yang mendefinisikan dan merespons penyimpangan. Kontrol sosial
dipandang sebagai bentuk kejahatan melalui proses pelabelan, yang biasanya tidak
mempertimbangkan kebutuhan dan motif pelaku yang melakukan penyimpangan, melainkan
menerapkan sistem kontrol yang sesuai dengan tujuan masyarakat.

Ketiga dan terakhir, dari sudut pandang teori konflik, fokus interaksionis dalam teori
pelabelan dilampaui oleh perspektif yang lebih berorientasi struktural yang menempatkan
proses kontrol sosial dalam masyarakat yang lebih luas di mana proses tersebut terjadi. Alih-
alih menganalisis tatanan interaksionis antara pelanggar aturan dan penegak aturan, sosiologi
kritis berfokus pada kontrol sosial dalam kaitannya dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat
yang berkembang secara historis serta mekanisme dan institusi yang dimobilisasi untuk
menjaga ketertiban. Yang paling patut diperhatikan di antara teori-teori kritis mengenai
kontrol sosial adalah apa yang disebut perspektif revisionis. Perspektif revisionis berpendapat
bahwa perubahan historis dalam kontrol sosial yang secara formal dibenarkan sebagai lebih
rasional dan lebih manusiawi dibandingkan dengan ukuran kontrol sebelumnya, pada
kenyataannya lebih efisien dan lebih manusiawi. lebih tajam dibandingkan metode-metode
lama. Sehubungan dengan itu, alternatif bentuk-bentuk kontrol sosial tradisional, seperti
program pengobatan dan re-sosialisasi, yang dimaksudkan untuk menggantikan tindakan
hukuman, pada kenyataannya, berfungsi untuk melengkapi bentuk-bentuk kontrol sosial yang
sudah ada, sehingga menghasilkan perluasan (atau perluasan jaringan) kendali. Selain itu,
bentuk-bentuk kontrol sosial alternatif tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa
setiap pelanggaran peraturan, betapapun kecil atau remehnya, tidak akan luput dari
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perhatian, karena sifat kontrol yang semakin rinci (atau semakin tipisnya jaring pengaman).
Teori-teori revisionis tentang kontrol sosial secara teoritis mendapat manfaat paling besar dari
karya Michel Foucault.

11.2 DISIPLIN DAN BERPEMERINTAHAN

Filsuf Perancis Michel Foucault (1926-1984) telah mempengaruhi sosiologi kontrol
sosial kontemporer, dan sosiologi hukum secara lebih luas, dengan cara yang sangat
menentukan melalui karyanya yang inovatif mengenai transformasi dan hakikat kekuasaan
dan hukuman.3 Perhatian utama yang menempati Foucault dalam karyanya tentang
kekuasaan adalah transformasi kualitatif hukuman sepanjang sejarah, khususnya hilangnya
hukuman sebagai tontonan publik dan kekerasan yang berpusat pada penderitaan tubuh
hingga munculnya pengawasan jiwa, dan khususnya pengembangan sistem penjara modern.
Bertentangan dengan ekonomi politik kekuasaan, karya Foucault menawarkan mikro-fisika
kekuasaan yang berpusat pada strategi, taktik, teknik, dan fungsi kekuasaan yang konkrit.

Antara pertengahan abad ke-18 dan ke-19, Foucault menunjukkan, eksekusi di depan
umum perlahan-lahan menghilang dan hukuman menjadi tersembunyi, terperinci, dan
terselubung. Ekspresi hukuman yang lazim pada abad ke-18 adalah tontonan publik mengenai
penyiksaan yang lambat dan lama, namun, sekitar delapan puluh tahun kemudian, ini adalah
jadwal yang mengatur kehidupan penjara dengan sangat rinci. Foucault berpendapat bahwa
hilangnya penyiksaan secara historis, jauh dari humanisasi hukuman, melainkan mewakili
perubahan kualitatif dalam tujuan dan sarana kekuasaan. Sifat penyiksaan yang kejam dan
bersifat publik dijelaskan berdasarkan sentralitas kekuasaan kedaulatan, raja, dalam
pembenaran hukum dan, karenanya, hukuman atas pelanggarannya. Penyiksaan, yang
merupakan urusan peradilan dan politik, menunjukkan adanya asimetri antara badan yang
divonis bersalah dan badan yang berdaulat. Penyiksaan berangsur-angsur hilang dan
digantikan dengan pengawasan jiwa secara rinci dan transparan setelah adanya usulan
reformasi, yang dikembangkan sejak paruh kedua abad kedelapan belas dan seterusnya, yang
merekomendasikan keringanan hukuman, namun hanya dalam bentuk teknologi yang lebih
efisien. kendali yang memungkinkan pelaksanaan kekuasaan atas jiwa secara bijaksana namun
dapat diperhitungkan. Bentuk-bentuk hukuman baru harus bersifat non-sewenang-wenang
dengan jenis respons khusus terhadap setiap kejahatan agar dapat dipertahankan atau
dikurangi dampak positifnya terhadap pendidikan ulang dan reintegrasi pelaku kejahatan.
Sistem penjara modern sesuai dengan usulan reformasi, bukan sebagai tempat penahanan,
namun sebagai tempat penyesalan dan koreksi.

Bentuk kekuasaan baru yang muncul bersamaan dengan transformasi dari penyiksaan
ke penjara inilah yang disebut Foucault sebagai disiplin. Dalam tujuannya untuk menghasilkan
tubuh yang patuh, disiplin diwujudkan dalam sebuah mesin kekuasaan di mana tubuh
dimanipulasi, dibentuk, dilatih, dan dibuat untuk patuh. Efek disiplin dicapai melalui
setidaknya empat teknik. Pertama, setiap jenazah didistribusikan dalam ruang sesuai dengan
prinsip-prinsip seperti kandang (di balik tembok penjara, pabrik, dan rumah sakit), pembagian
jenazah ke dalam sel-sel individual, dan alokasi jenazah ke tempat-tempat fungsional dan
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dalam barisan. Kedua, kegiatan dikontrol secara cermat melalui jadwal yang menentukan dan
mengoordinasikan berbagai jenis tindakan. Ketiga, kegiatan disusun secara hati-hati dari
waktu ke waktu ke dalam sub-sub kegiatan yang berurutan. Dan keempat, melalui komposisi
kekuatan, masing-masing benda ditempatkan dalam keseluruhan yang lebih besar yang
berfungsi sebagai mesin dengan efisiensi maksimum. Dari sudut pandang sarana, disiplin
bergantung pada tiga teknik pelatihan yang benar:
(1) Melalui observasi hierarkis, individu menjadi terlihat dan transparan untuk
memungkinkan pengendalian terperinci dan transformasi perilaku yang sesuai;
(2) Melalui penilaian normalisasi, orang yang menyimpang tidak dihukum dengan hukuman
yang menyakitkan tetapi dikoreksi dengan latihan; dan
(3) Atas dasar ujian, disiplin menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan secara
produktif menuju transformasi diri.
Foucault berpendapat bahwa ekspresi tertinggi dari disiplin dapat ditemukan dalam prinsip
Panopticon. Sebuah sistem pengawasan yang membuat segalanya terlihat, Panopticon adalah
model yang awalnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham untuk desain penjara yang secara
ekonomis mampu mengawasi narapidana. Panopticon terdiri dari sebuah bangunan
berbentuk bulat dengan sel-sel tersendiri yang dipisahkan satu sama lain oleh dinding beton
dan mempunyai palang di bagian depannya sehingga setiap narapidana dapat dilihat oleh
pengamat yang berada di tengah-tengah bangunan. Setiap narapidana dapat dilihat oleh
pengamat, sementara pengawasan itu sendiri tidak dapat diverifikasi karena narapidana tidak
pernah dapat melihat apakah atau kapan seseorang sedang mengawasi mereka. Dalam sistem
modern, disiplin menemukan manifestasi utamanya melalui institusi sistem koreksi untuk
menghasilkan tubuh yang patuh dan berguna melaluiisolasi, kerja, dan penyesuaian hukuman
tergantung pada pencapaiannya secara bertahap.

Di antara wawasan teoritis yang relevan yang diperoleh dari Foucault adalah bahwa
disiplin tidak terbatas pada penjara tetapi mekanismenya bekerja di seluruh masyarakat.
Sistem Panopticon menjadi fungsi umum panoptisisme yang menghasilkan masyarakat yang
disiplin. Perwujudan lain dari kekuasaan disiplin adalah rumah sakit, sebagai tempat interniran
dan penyakit, pabrik, untuk konsentrasi kerja, dan rumah sakit jiwa, tempat tinggal para
pengemis dan orang-orang yang tidak produktif secara ekonomi. lImu-ilmu kemanusiaan,
seperti psikiatri, kedokteran, dan kriminologi, berkembang sesuai untuk membenarkan dan
mempertahankan disiplin. Kekuasaan disiplin yang tersebar di seluruh masyarakat juga tidak
dapat diartikan sebagai dikotomi antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan mereka
yang tunduk pada kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan disipliner adalah sebuah fungsi yang
buta, sebuah mesin yang tidak membeda-bedakan di mana setiap orang menjadi terlihat.

Mungkin yang paling penting bagi sosiologi kontrol sosial dan hukum adalah gagasan
Foucault bahwa kekuasaan disipliner itu produktif dan berguna. Konsep ini sangat
bertentangan dengan gagasan tradisional tentang kekuasaan yang bersifat penghalang dan
berorientasi negatif dalam menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Disiplin berbenturan dengan
visi hukum sebagai aturan yang melarang dan penegakan hukum sebagai kekuatan reaktif
yang dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum. Kekuatan disiplin malah berupaya
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untuk secara positif mempengaruhi jiwa individu agar taat. Pada saat yang sama, Foucault
berpendapat, sifat disiplin masyarakat modern tidak menjelaskan semua bentuk kekuasaan,
karena masih terdapat jejak penyiksaan dan bentuk kekuasaan tradisional lainnya. Selain itu,
karena adanya keterbatasan penting dalam dampak kekuasaan disipliner, selalu ada
penolakan terhadap disiplin. Masyarakat modern bersifat disiplin tetapi tidak disiplin.

Dalam karyanya yang kurang berkembang namun sangat berpengaruh mengenai
pemerintahan (sebuah neologisme untuk rasionalitas pemerintahan), Foucault memperluas
kualitas positif dari kekuasaan dengan menyatakan bahwa perilaku anggota suatu masyarakat
tidak tunduk pada, namun terimplikasi dalam, pelaksanaan kekuasaan kedaulatan. . Dengan
kata lain, perilaku masyarakat diperhitungkan secara positif agar kekuasaan pemerintahan
dapat terpusat pada penduduk dan kebenarannya dengan mengandaikan individu sebagai
subjek hidup guna meningkatkan kesuburan wilayah, kesehatan, dan pergerakan penduduk.
Governmentality bermula dari arus pemikiran politik Eropa pada abad keenam belas dimana
berkembang anggapan bahwa kekuasaan menyangkut segala sesuatu yang ada dan terjadi,
segala peristiwa, tindakan, perilaku, dan pendapat, karena kekayaan dan kekuatan negara
dipersepsikan bergantung pada kondisi. dari populasi. Di Eropa pada abad ke-19, gagasan
mengenai pemerintahan ditemukan kembali dalam istilah ekonomi kekuasaan yang efisien
yang ditargetkan, bukan pada negara-bangsa dan warga negaranya yang dibatasi
yurisdiksinya, namun pada kesuburan suatu wilayah dan kesehatan serta pergerakan
masyarakat. populasi. Dengan objek kekuasaan pemerintahan yang terkonsentrasi pada
subjek dan objek yang dikelolanya, maka pemerintahan bertentangan dengan konsepsi
kekuasaan yang legalistik. Alih-alih hukum raja atau negara, norma pemerintahan mewakili
apa yang bermanfaat dan, sebaliknya, apa yang merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan bentuk kekuasaan pemerintahan, sistem pengetahuan
dikembangkan di wilayah dan populasi masyarakat, termasuk pengetahuan kriminologi yang
berpusat pada kehidupan dan spesies penjahat. Kriminologi dapat mengandalkan
perkembangan statistik kriminal untuk mengungkapkan kebenaran umum masyarakat seperti
yang diungkapkan dalam keteraturan tentang siapa yang lebih mungkin terlibat dalam
kegiatan kriminal dalam keadaan apa. Yang terakhir, untuk melengkapi tiga aliansi dalam
rangka memajukan pemerintahan, sistem kepolisian dikembangkan untuk menegakkan
norma-norma pemerintahan berdasarkan program ketertiban dan keamanan yang luas.
Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, konsep polisi dari sudut pandang
kekuasaan pemerintahan lebih luas dibandingkan dengan perspektif polisi sebagai penegak
hukum yang muncul secara historis.

11.3 POLISI DAN KEPOLISIAN

Di antara banyak topik yang mendapat perhatian khusus dari para sosiolog yang
mempelajari kepolisian adalah sejarah transformasi kepolisian dan berbagai bentuknya di
seluruh dunia, berbagai isu yang diangkat oleh teknologi yang diadopsi dalam pekerjaan
kepolisian, dan implikasi dari struktur organisasi kepolisian dan sistem kepolisian.
profesionalisasi peran polisi. Secara historis, polisi tidak selalu mengacu pada penegakan
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hukum pidana. Selaras dengan gagasan Foucauldian tentang pemerintahan, fungsi polisi pada
awalnya, sejak abad keenam belas, tidak dipahami secara terbatas sebagai penegakan hukum
pidana, namun dipahami secara luas dalam istilah-istilah. dari program umum (pemerintah)
yang berorientasi pada kesejahteraan, kesejahteraan, dan kebahagiaan individu berdasarkan
sistem pemerintahan yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Alih-alih
sekadar merespons pelanggaran hukum, sistem pemerintahan kepolisian ini (sebagai
kebijakan) secara proaktif dan positif berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban dan
kesejahteraan. Dalam hal ini, polisi memperhatikan berbagai hal seperti pendidikan,
kesehatan, pembunuhan, agama, kebakaran, ladang, hutan, dan perdagangan, dan bukan
hanya sekedar instrumen penegakan hukum. Seiring dengan berkembangnya negara-negara,
institusi-institusi kepolisian mengembangkan institusi-institusi tersebut, yang melengkapi
kekuatan militer yang diarahkan secara eksternal, dan mengkhususkan diri pada masalah-
masalah keamanan dalam negeri. Dengan demikian terjadilah penggambaran bertahap
tentang polisi (sebagai penegak hukum) dalam kaitannya dengan aturan-aturan yang secara
formal ditetapkan dalam hal pemeliharaan ketertiban dan pengendalian kejahatan.

Bahkan dengan adanya transformasi umum pada fungsi kepolisian dalam hal
penegakan hukum, variasi masih tetap ada di antara sistem kepolisian di berbagai negara. Di
beberapa masyarakat, khususnya di benua Eropa, tugas polisi didefinisikan secara luas. Di
Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19, misalnya, fungsi polisi dipahami secara
komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan seperti pembunuhan, merokok di
tempat umum, dan lalu lintas. Di negara-negara lain yang lebih liberal, kekuasaan polisi lebih
terbatas pada hak konstitusional dan terbatas pada pelanggaran hukum pidana yang bersifat
sempit. Rezim kolonial kembali mengambil jalan yang berbeda, yang berkaitan erat dengan
tujuan ekonomi dan politik dari penerapan pemerintahan kolonial.

Seiring dengan transformasi historis fungsi kepolisian, bentuk sistem kepolisian di
berbagai masyarakat sangat bervariasi, dan implikasinya masih bertahan hingga saat ini.
Secara historis, sistem kepolisian di Eropa kontinental bersifat militeristik dan sangat
tersentralisasi, sedangkan penegakan hukum di Inggris dan Amerika cenderung bersifat sipil
dan terorganisir secara lokal. Sistem Inggris diawasi oleh pemerintah nasional sejak awal abad
kesembilan belas dan seterusnya, namun masih banyak variasi lokal dalam hal tingkat
profesionalisme dan struktur angkatan. Di Amerika Serikat, pengawasan federal dan
pengorganisasian fungsi kepolisian berkembang secara bertahap dan kepolisian masih
merupakan urusan lokal yang diselenggarakan di kota-kota. Bertentangan dengan model
Eropa, lembaga kepolisian negara bagian dan federal AS berkembang dengan lambat dan tidak
diperluas secara berarti hingga awal abad ke-20.

Terkait erat dengan kondisi sosio-historis kepolisian, strategi dan teknologi yang
digunakan polisi tidak stabil dalam ruang dan waktu. Keragaman dalam praktik kepolisian ini
berkaitan dengan aspek teknis seperti apakah petugas polisi berseragam dan bersenjata atau
tidak, serta gaya dan strategi yang digunakan dalam pekerjaan kepolisian. Di antara banyak
inovasi kepolisian yang menjadi perhatian para sosiolog adalah munculnya perpolisian
komunitas (Fielding 2002, 2005; Manning 2002), internasionalisasi kepolisian (lihat Bab 12),
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peran polisi dalam pembangunan bangsa yang demokratis (Bayley 2005), dan pengembangan
strategi polisi khusus, seperti teknik rahasia dalam pekerjaan polisi yang menyamar (G. Marx
1981, 1988). Dengan menggunakan contoh kasus pemolisian yang menyamar, kualitas-
kualitas problematis dan ironis terungkap dalam dinamika dan dampak kepolisian sebagai
mekanisme utama kontrol sosial.

Pemolisian yang menyamar adalah bentuk pemolisian tersembunyi yang melibatkan
penipuan dan provokasi. Strategi ini semakin banyak diterapkan, terutama di masyarakat,
seperti Amerika Serikat, di mana perilaku polisi yang terang-terangan diatur secara ketat oleh
undang-undang. Meningkatnya kejahatan yang bersifat lebih terselubung, seruan masyarakat
dan dukungan terhadap program anti-kejahatan, serta tersedianya sarana teknis canggih
untuk mendeteksi dan mengawasi kejahatan juga berkontribusi pada meningkatnya
popularitas kepolisian yang menyamar. Pekerjaan polisi yang menyamar merupakan suatu hal
yang ironis karena merupakan bentuk pekerjaan polisi yang bertentangan dengan persepsi
umum tentang polisi sebagai agen berseragam yang mencegah atau merespons kejahatan.
Terlebih lagi, dari segi dampaknya, kebijakan yang menyamar telah digunakan untuk berbagai
alasan yang tidak terkait dengan pengendalian kejahatan, terutama pengawasan politik,
sehingga menunjukkan bahwa pekerjaan polisi tidak dapat dipahami semata-mata dalam
kaitannya dengan pengendalian kejahatan. Selain konsekuensi yang tidak diinginkan dari
viktimisasi orang-orang yang tidak bersalah dan beban psikologis dan sosial yang ditimbulkan
pada para agen, kepolisian yang menyamar dapat menyebabkan agen-agen tersebut
menargetkan satu sama lain atau menjadi sasaran warga yang tidak menaruh curiga. Yang
paling ironis adalah situasi dimana agen yang menyamar ditemukan memalsukan bukti dan
meningkatkan aktivitas kriminal.

Kasus pemolisian yang menyamar menunjukkan relevansi kerja sosiologi yang terfokus
pada dinamika dan determinan permasalahan khusus yang terkait dengan kepolisian.
Konsekuensi ironis dari kerja polisi dan kesalahan yang dilakukan oleh polisi sangat patut
diperhatikan karena status khusus yang diberikan kepada polisi sebagai wakil dari penggunaan
kekuatan yang sah. Dalam literatur mengenai kepolisian, banyak dari permasalahan ini dirinci
dalam istilah kebijaksanaan polisi dan peran yang dimainkan oleh budaya polisi dan struktur
organisasi kepolisian. Diskresi polisi mengacu pada fakta bahwa polisi tidak mampu
menegakkan setiap pelanggaran hukum karena keterbatasan sumber daya dan mengingat
implikasi penegakan hukum yang berlebihan di pihak masyarakat. Oleh karena itu, petugas
polisi harus mengambil keputusan mengenai apakah dan kapan penegakan hukum dapat
dilakukan. Namun, di luar pertimbangan administratif, perilaku polisi ternyata sangat selektif
(sebagai masalah penegakan hukum yang berbeda-beda) berdasarkan sejumlah faktor yang
bersifat intrinsik dan ekstrinsik dalam pekerjaannya. Kemungkinan penangkapan, misalnya,
meningkat tidak hanya seiring dengan tingkat keparahan kejahatan dan kuatnya bukti yang
tersedia, namun juga sebagai akibat dari persepsi perilaku tidak sopan terhadap polisi dan
jarak antara pelanggar aturan dan penegak aturan (Black 1980).

Penegakan hukum yang berbeda dan permasalahan lain yang terkait dengan peran
polisi dapat dikontekstualisasikan dalam karakteristik budaya polisi dan struktur organisasi
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kepolisian. Sehubungan dengan budaya, polisi dapat dianalisis dalam kaitannya dengan proses
profesionalisasi yang, seperti halnya profesi hukum, menuntut otonomi pekerjaan dan
memperoleh kendali atas akses terhadap profesi tersebut dan pengawasan terhadap
organisasi dan aktivitasnya (Manning 1977; Reiner 1985). Sejalan dengan gambaran ini,
organisasi kepolisian cenderung menunjukkan identitas diri yang kuat sebagai pelindung
moral masyarakat, “garis biru tipis” yang memisahkan keteraturan dan kekacauan. Citra diri
ini juga disertai dengan persepsi terhadap dunia luar dalam istilah yang sangat moralistik yang
memperkuat moralitas dan perlunya tindakan polisi, yang mengarah pada kategorisasi warga
negara berdasarkan persepsi kemungkinan mereka untuk bekerja sama atau melawan polisi
dalam pelaksanaan tindakan mereka. tugas. Kepribadian polisi yang kompleks, cenderung
otoriter dan agresif, namun juga berfluktuasi antara idealisme dan sinisme merupakan
korelasi sosio-psikologis dengan budaya ini.

Dari segi struktur, penting untuk mengamati bentuk dominan institusi kepolisian
sebagai organisasi birokrasi (Deflem 2002). Konsisten dengan perspektif Max Weber, birokrasi
dipahami sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan, memiliki struktur
hierarki, aktivitasnya berdasarkan aturan umum, menggunakan metode standar, dan tidak
bersifat pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, organisasi kepolisian yang
terbirokratisasi secara hierarki tersusun dalam rantai komando yang kaku dan memiliki
prosedur operasi yang formal dan terstandarisasi. Mengungkap adanya impersonalitas teknis
dalam perilakunya, lembaga kepolisian birokrasi menangani kasus berdasarkan aturan umum
yang memandu pengumpulan dan pemrosesan bukti tanpa memperhatikan orangnya dan
semata-mata berdasarkan tujuan pengendalian kejahatan dan pemeliharaan ketertiban.
Dalam model birokrasi, pekerjaan polisi dirutinkan berdasarkan metode investigasi yang
terstandarisasi, seringkali sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ilmiah teknik kepolisian,
seperti metode identifikasi kriminal yang secara teknis lebih maju.

Birokratisasi kepolisian yang berlebihan merupakan salah satu faktor penentu yang
menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pekerjaan kepolisian dan penegakan hukum
yang berbeda-beda. Dari sudut pandang normatif reformasi kepolisian, kekhawatiran
terhadap birokratisasi kepolisian telah mendorong upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip
keadilan restoratif dan perpolisian masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan
antara polisi dan masyarakat. Dari sudut pandang analitis, birokratisasi kepolisian dikaji dalam
kaitannya dengan otonomi yang diperoleh lembaga-lembaga kepolisian sehubungan dengan
posisi mereka relatif terhadap pemerintah (otonomi formal) dan kemampuan polisi untuk
secara independen menentukan cara-cara yang tepat dan menentukan tujuan-tujuan lembaga
mereka. kegiatan (otonomi operasional). Dalam proses birokratisasi kepolisian, kemajuan
teknologi di bidang komunikasi, transportasi, dan deteksi kriminal terbukti sangat signifikan
dalam mempengaruhi jalannya pekerjaan kepolisian, termasuk internasionalisasi fungsi
kepolisian (lihat Bab 12 ).
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11.4 TEKNOLOGI PENGAWASAN

Peran sistem teknologi canggih dalam transformasi kontrol sosial tidak hanya sekedar
digunakan oleh polisi sebagai agen kontrol formal. Sejalan dengan pengamatan Foucault
tentang penyebaran Panopticon ke dalam fungsi umum dalam masyarakat, teknologi kontrol
juga menyebar ke dalam masyarakat untuk menjadi bagian normal dari kehidupan sosial
modern. Secara teoritis, sosiologi pengawasan meluas dari karya Foucault untuk menyelidiki
dimensi kontemporer dari bentuk-bentuk kontrol sosial baru yang berteknologi tinggi yang
secara proaktif diterapkan pada semua orang, mensurvei suatu negara yang dicurigai, dengan
cara yang sangat rinci. Secara selektif meminjam dari dan memindahkan Selain Foucault,
pengawasan modern dianggap tidak memiliki pusat kekuasaan, melainkan mengaburkan
perbedaan antara kehidupan privat dan publik serta melintasi kelas sosial. Melalui sistem
pengawasan yang canggih, seperti kamera video dan televisi sirkuit tertutup, serta sistem
penyimpanan data yang terkomputerisasi, masing-masing dan semua orang terjebak dalam
sistem kendali yang sangat mendalam dan luas. Sistem seperti ini diorientasikan untuk
membuat masyarakat bertindak dengan cara tertentu, bahkan sampai mereka berpartisipasi
dalam pengawasan mereka sendiri. Sistem pengawasan modern mempunyai kekuatan untuk
melintasi batas-batas ruang dan waktu dan dalam hal ini bersifat universal, namun sistem ini
khususnya diterapkan dalam masyarakat demokratis terbuka sebagai konsekuensi ironis dari
relatif tidak adanya represi terbuka dan kekerasan. Pengawasan adalah ancaman terhadap
masyarakat bebas yang hanya dapat dihasilkan oleh masyarakat bebas.

Saat berteori tentang implikasi pengawasan teknologi tinggi, beberapa pakar
berpendapat bahwa penafsiran modernis sejalan dengan teori kontrol sosial revisionis. Gary
Marx (1988, 1995), yang paling terkenal, telah menyarankan gambaran masyarakat
pengawasan untuk menangkap munculnya sistem kontrol yang terselubung dan intens yang
menembus jauh ke dalam hubungan sosial. Dalam upaya membuat setiap pemikiran dan
tindakan terlihat, teknologi kontrol, seperti kamera video dan database informasi, sebagian
besar tidak terlihat. Teknologi pengawasan baru ini terutama mengekstraksi informasi pribadi.
Karena jumlah informasi yang dikumpulkan berpotensi tidak terbatas, masyarakat menjadi
transparan dan keropos. Strategi rekayasa pengendalian dapat menghilangkan potensi
sasaran kejahatan, seperti melalui penggunaan kartu kredit untuk menggantikan uang tunai
atau mengisolasi target dari calon penyusup, seperti melalui penguncian pintu terpusat yang
dikendalikan dari jarak jauh. Pelanggar potensial dapat dilumpuhkan dengan rekayasa
langsung pada tubuh mereka, seperti dalam kasus kebiri kimia, dan, dengan cara yang lebih
luas dari sebelumnya, pelanggar dapat dikucilkan dari masyarakat melalui strategi panoptik di
masyarakat, seperti melalui pemantauan elektronik di rumah. merobek. Meningkatnya
penggunaan strategi rekayasa dalam pengendalian sosial menunjukkan berkembangnya
masyarakat dengan keamanan maksimum di mana teknologi mengambil alih sebagai lokus
kendali dan di mana setiap tindakan setiap orang diawasi, didengarkan, dicatat, dan disimpan,
sehingga menghasilkan keseluruhan masyarakat yang curiga dan bersalah sampai terbukti
tidak bersalah.
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Perspektif pengawasan postmodern yang alternatif dipertahankan oleh William
Staples (2000, 2003). Mengacu pada meningkatnya penggunaan mekanisme kontrol
berteknologi tinggi, dikemukakan bahwa strategi kontrol sosial kontemporer melampaui
sistem formal yang disetujui oleh pemerintah dan merupakan serangkaian ritual kekuasaan
yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam bentuk basis data yang terkomputerisasi dan
teknologi audio-visual, pengawasan modern dilakukan di mana-mana dan secara tidak
langsung menyasar semua orang. Sistem deteksi elektronik yang dipasang pada gelang kaki
dalam tahanan rumah, misalnya, mengubah rumah menjadi penjara tanpa tontonan yang
disertai dengan hukuman publik. Teknologi audio-visual yang canggih, seperti kamera video
yang terpasang pada telepon seluler, tidak mahal dan tersedia di mana-mana. Pengawasan
postmodern berlaku di seluruh rangkaian ruang teknologi, termasuk rumah dengan sistem
alarm elektronik, sekolah yang telah menjadi gedung keamanan yang diperkuat, tempat kerja
di mana pengumpulan informasi karyawan dirutinkan, dan tempat konsumsi dan hiburan di
mana selera dan selera dipantau dan diawasi. dikendalikan. Salah satu perubahan yang paling
berpengaruh saat ini adalah perkembangan internet, yang selain sebagai sarana untuk
mendistribusikan dan mengambil informasi, juga digunakan untuk mengekstrak informasi dan
mengubah perilaku, misalnya melalui periklanan dan modifikasi halaman web secara
individual. dasar informasi yang dikumpulkan. Staples menafsirkan perkembangan ini sebagai
postmodern karena menunjukkan hilangnya pusat kendali. Seiring dengan semakin
menurunnya pengaruh dan pentingnya negara-bangsa serta sistem formal hukum dan
penegakan hukum, kehidupan sosial secara keseluruhan telah menjadi semakin
terdesentralisasi menjadi beragam dunia kehidupan, yang tidak dapat ditangkap oleh narasi
besar apa pun. Pengawasan dilakukan setiap hari.

Dari sudut pandang yang juga mempertimbangkan implikasi normatif dari munculnya
pengawasan baru, privasi dan kebebasan sipil telah beralih ke analisis sosiologis. Di antara
implikasi problematis dari strategi pengawasan yang direkayasa adalah ketidakmampuan
untuk melihat konteks yang lebih luas dari pengawasan. alternatif dan konsekuensi jangka
panjang serta perpindahan daripada perlakuan terhadap aktivitas yang tidak diinginkan. Selain
pertanyaan mengenai validitas dan reliabilitas, penggunaan teknologi pengendalian secara
ekstensif, meskipun biaya ekonominya relatif rendah, dapat membuat masyarakat menjadi
kaku dan tidak mampu menyesuaikan diri ketika keadaan berubah. Masyarakat yang
transparan secara sosial mungkin lebih tertib, namun kurang kreatif dan bebas. Privasi adalah
inti dari banyak kekhawatiran yang muncul akibat teknologi pengawasan baru. Dari sudut
pandang individu, privasi penting untuk dilindungi karena kemampuan untuk mengontrol
informasi tentang diri terkait dengan martabat individu serta harga diri dan kesejahteraan
mereka. Anonimitas juga dapat berguna dalam mendorong kejujuran dan pengambilan risiko.
Dari sudut pandang masyarakat, kerahasiaan dalam hubungan sosial dapat meningkatkan arus
komunikasi dalam hubungan profesional yang bertumpu pada kepercayaan, seperti antara
dokter dan pasien. Selain hak untuk menahan informasi, privasi juga mencakup hak untuk
berbagi informasi dengan orang lain, yang dapat menjadi sumber penting dalam menjalin
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hubungan sosial. Secara lebih luas, penghormatan terhadap privasi yang diakui secara sosial
merupakan indikasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh suatu negara.

11.5 PROSES HUKUMAN

Dalam sebuah buku berpengaruh mengenai cara kerja pengadilan pidana tingkat
rendah, Malcolm Feeley (1979) memperkenalkan gagasan provokatif mengenai administrasi
hukum pidana bahwa proses itu sendiri adalah hukuman. Jika diterapkan pada berbagai
komponen yang terlibat dalam pemidanaan kejahatan, dinamika kontrol sosial dapat
diidentifikasi mulai dari kriminalisasi melalui legislasi mengenai penjatuhan hukuman hingga
penjatuhan hukuman. Komponen-komponen proses hukuman ini secara empiris seringkali
saling berhubungan dengan cara yang lebih kompleks daripada gerakan linier sederhana.
Penelitian kriminalisasi telah mengungkap, misalnya, bahwa aktivitas legislatif kadang-kadang
mengikuti tindakan agen kontrol dibandingkan memberikan landasan bagi aktivitas
penegakan hukum mereka. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa pembuatan undang-
undang, penyampaian undang-undang di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman harus
dibedakan hanya untuk tujuan analitis.

Dalam kaitannya dengan fase kriminalisasi melalui pembuatan undang-undang,
perhatian sosiologis tertuju pada faktor-faktor penentu dan proses tindakan legislatif
terhadap berbagai tindak pidana. Awalnya diperkenalkan oleh para ahli teori pelabelan,
kriminalisasi biasanya diteliti dalam konteks cara berperilaku yang menimbulkan keraguan,
berdasarkan pemahaman normatif, mengenai kesesuaian perlakuan terhadap mereka dalam
sistem peradilan pidana, seperti dalam kasus kriminalisasi aborsi dan homoseksualitas (Clarke
1987; Schur 1965), alkohol (Gusfield 1963), perjudian dan prostitusi (Galliher dan Cross 1983),
penjambretan (Waddington 1986), “pembiaran” (Welch, Price, dan Yankey 2004), dan bentuk-
bentuk penyimpangan lainnya yang didekati dari perspektif kepanikan moral (lihat Bab 8).
Para ahli teori konflik telah memperluas penelitian ini dengan menawarkan kontekstualisasi
sosio-historis dan ekonomi mengenai kriminalisasi yang menawarkan kritik yang lebih luas
terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat (kapitalis) secara keseluruhan. Kasus-kasus
kriminalisasi yang spesifik terjadi dalam konteks dominasi kelas bawah dan kelompok
minoritas yang lebih luas (misalnya, Chambliss 1964; Ferrell 1993; Hall dkk. 1978; Scraton
2004; Scheerer 1978).

Dalam beberapa tahun terakhir, ada dua perkembangan penting yang terjadi dalam
literatur kriminalisasi (Jenness 2004). Pertama, pada tingkat teoretis, upaya telah dilakukan
untuk melampaui pandangan tradisional mengenai kriminalisasi yang bertumpu pada
pertentangan antara model konsensus dan konflik. Model teoritis yang lebih kompleks telah
diusulkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi asal muasal kriminalisasi
tertentu. Faktor-faktor ini berkisar dari aktivitas individu wirausaha moral atas aktivitas
gerakan sosial hingga berbagai kondisi struktural yang lebih luas. Model pelembagaan dan
modernisasi diajukan untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana
berbagai faktor saling mempengaruhi. Penelitian mengenai undang-undang kejahatan rasial
di Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan bahwa keterkaitan antar negara bagian telah
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mempengaruhi penyebaran undang-undang tersebut, sebuah proses yang akan diabaikan jika
fokusnya sempit pada kasus-kasus tertentu (Grattet, Jenness, dan Curry 1998; Jenness 1999;
Raja 2007). Proses difusi peraturan perundang-undangan juga terjadi di berbagai negara.
Kedua, dari sudut pandang empiris, penelitian kriminalisasi telah menjamur dalam berbagai
kasus. Beralih dari keasyikan dengan kejahatan tanpa korban, yang biasanya dieksplorasi dari
sudut pandang pelabelan, penelitian terbaru telah mengungkap kriminalisasi dalam berbagai
situasi seperti kriminalisasi kebencian (Jenness dan Grattet 1996; Savelsberg dan King 2005),
penguntitan (Lowney dan Best 1995), anak-anak dan anak-anak. penyalahgunaan (Jenkins
1998), imigrasi (Lee 2005; Welch 2002), dan kejahatan dunia maya (Hollinger dan Lanza-
Kaduce 1988). Dalam orientasinya yang luas, penelitian mengenai kriminalisasi melengkapi
wawasan literatur pengawasan mengenai penyebaran kontrol sosial di seluruh masyarakat.

Beralih ke tahap kriminalisasi hukum ketika berbicara di pengadilan, penelitian
sosiologis yang menarik telah dilakukan di bidang penjatuhan hukuman, khususnya mengenai
pengaruh pedoman penjatuhan hukuman. Penelitan menemukan bahwa keputusan
penjatuhan hukuman tidak semata-mata didasarkan pada “fakta-fakta kasus”. Namun
dipengaruhi oleh sejumlah faktor, beberapa di antaranya berada di luar sistem hukum. Kisaran
pilihan hukuman yang tersedia bagi pengadilan dibatasi oleh persyaratan undang-undang
untuk setiap jenis pelanggaran serta pedoman tambahan. Dalam kasus Amerika Serikat,
pedoman hukuman telah dikembangkan di tingkat negara bagian sejak tahun 1980an dan di
tingkat federal sejak tahun 1985 ketika Kongres AS membentuk Komisi Hukuman Federal.
Pedoman ini secara eksplisit bertujuan untuk mengurangi disparitas yang ditemukan dalam
praktik pemberian hukuman, seperti hukuman yang relatif berlebihan terhadap kelompok
minoritas, namun pedoman ini juga merupakan upaya pemerintah federal untuk membatasi
diskresi peradilan. Dalam hal ini, pedoman hukuman federal dapat dilihat sebagai gangguan
politik terhadap otonomi hukum, mirip dengan hukuman minimum wajib yang disahkan
sebagai bagian dari perang melawan narkoba dan apa yang disebut “tiga pemogokan dan
Anda keluar” undang-undang yang berlaku di negara bagian California dan menetapkan
hukuman seumur hidup bagi siapa pun yang melakukan tiga tindak pidana berat.

Hal yang paling mencolok dalam penelitian sosiologi mengenai dampak pedoman
hukuman federal adalah temuan bahwa variabilitas yang cukup besar masih tetap ada
meskipun pedoman tersebut secara eksplisit bermaksud untuk mengurangi disparitas
hukuman. Hal ini menegaskan betapa pentingnya ras dalam sistem peradilan pidana AS.
Perbedaan rasial dalam hukuman merupakan hal yang paling sering diamati dan juga
ditemukan berbeda-beda tergantung karakteristik pelanggar dan pelanggaran lainnya. Latar
belakang sosio-ekonomi dan jenis kelamin terdakwa juga mempengaruhi hasil hukuman.
Terdakwa yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam sistem stratifikasi, seperti mereka yang
berpendidikan lebih tinggi, dan mereka yang berjenis kelamin laki-laki cenderung menerima
hukuman yang lebih ringan. Disparitas hukuman juga terjadi antar yurisdiksi, misalnya antara
pengadilan besar di kota dan pengadilan kecil di pedesaan. Dengan mempertimbangkan
kesenjangan ini, para ahli berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk
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mempertimbangkan faktor-faktor substantif, termasuk kriteria di luar hukum seperti ras dan
gender seseorang, dibandingkan mengandalkan kriteria formal.

Terakhir, dalam hal tahap akhir penerapan hukuman, transformasi penting telah
terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan data statistik yang paling sederhana mengenai
realitas hukuman dan penahanan dapat menunjukkan sifat spektakuler dari perkembangan
ini. Dalam kasus Amerika Serikat, tingkat pemenjaraan telah meningkat secara eksponensial
sejak dua dekade terakhir abad ke-20.10 Pada tahun 2005, lebih dari tujuh juta orang, yang
mewakili satu dari setiap tiga puluh dua orang dewasa, berada dalam bentuk hukuman
tertentu. pengawasan pemasyarakatan, termasuk masa percobaan, penjara, penjara, dan
pembebasan bersyarat. Sebagai perbandingan, pada tahun 1980, jumlah total orang yang
berada di bawah pengawasan pemasyarakatan kurang dari 2 juta orang, jumlah ini meningkat
menjadi lebih dari 4,3 juta orang pada tahun 1990. Penjara negara bagian dan federal, yang
menjadi tempat penahanan orang-orang yang dihukum karena pelanggaran berat, ditahan.
1.446.269 narapidana pada akhir tahun 2005, naik dari 743.382 pada tahun 1990 dan 319.598
pada tahun 1980.

Peningkatan luar biasa dalam jumlah pemenjaraan di Amerika Serikat tidak dapat
dijelaskan oleh pertumbuhan populasi (dari sekitar 226 juta pada tahun 1980 menjadi 281 juta
pada tahun 2000) seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan angka pemenjaraan. Pada tahun
1980, 139 orang per 100.000 penduduk dipenjarakan, jumlah ini meningkat menjadi 297 pada
tahun 1990, dan 491 pada tahun 2005. Meningkatnya jumlah pemenjaraan juga bukan
disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari
separuh populasi yang dipenjarakan di penjara-penjara negara terdiri dari orang-orang yang
ditahan karena pelanggaran kekerasan, sementara tingkat kejahatan dengan kekerasan telah
menurun sejak akhir tahun 1980an. Namun, sejak awal tahun 1990-an, semakin banyak
kejahatan kekerasan dan kejahatan properti yang dilaporkan ke polisi dan semakin banyak
orang yang ditangkap karena pelanggaran terkait narkoba. Di antara semua pelanggaran yang
terdakwanya diadili, sebagian besar diajukan ke pengadilan karena pelanggaran narkoba. Di
pengadilan, jumlah orang yang diproses, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara terus
meningkat sejak awal tahun 1980an.

Peningkatan luar biasa dalam jumlah pemenjaraan di Amerika Serikat tidak dapat
dijelaskan oleh pertumbuhan populasi (dari sekitar 226 juta pada tahun 1980 menjadi 281 juta
pada tahun 2000) seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan angka pemenjaraan. Pada tahun
1980, 139 orang per 100.000 penduduk dipenjarakan, jumlah ini meningkat menjadi 297 pada
tahun 1990, dan 491 pada tahun 2005. Meningkatnya jumlah pemenjaraan juga bukan
disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari
separuh populasi yang dipenjarakan di penjara-penjara negara terdiri dari orang-orang yang
ditahan karena pelanggaran kekerasan, sementara tingkat kejahatan dengan kekerasan telah
menurun sejak akhir tahun 1980an. Namun, sejak awal tahun 1990-an, semakin banyak
kejahatan kekerasan dan kejahatan properti yang dilaporkan ke polisi dan semakin banyak
orang yang ditangkap karena pelanggaran terkait narkoba. Di antara semua pelanggaran yang
terdakwanya diadili, sebagian besar diajukan ke pengadilan karena pelanggaran narkoba. Di
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pengadilan, jumlah orang yang diproses, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara terus
meningkat sejak awal tahun 1980an.

Meningkatnya jumlah pemenjaraan khususnya berdampak pada komunitas minoritas
Amerika. Berdasarkan statistik terbaru yang tersedia, jumlah total tahanan keturunan Afrika-
Amerika melebihi jumlah total tahanan kulit putih, meskipun jumlah penduduk Afrika-Amerika
hanya sekitar 12 persen dari total populasi, 75 persen di antaranya berkulit putih. Pada tahun
2004, 40 persen dari seluruh narapidana di penjara negara bagian dan federal adalah orang
Afrika-Amerika, 34 persen berkulit putih, dan 19 persen adalah keturunan Hispanik. Pada akhir
tahun 2005, terdapat 3.145 tahanan pria Afrika-Amerika, 1.244 Hispanik, dan 471 pria kulit
putih per 100.000 pria dari kelompok etnisnya masing-masing. Kesenjangan gender pun
semakin terlihat. Pada akhir tahun 2004, misalnya, 1.391.781 laki-laki dibandingkan dengan
104.848 perempuan dipenjarakan di penjara negara bagian atau federal.

Meningkatnya hukuman secara umum dan kesenjangan ras yang ada dapat dilihat dari
statistik hukuman mati. Sejak Mahkamah Agung AS pada tahun 1976 memutuskan hukuman
mati bersifat konstitusional dan 38 negara bagian serta pemerintah federal menerapkan
kembali undang-undang ibu kota, jumlah terpidana mati terus meningkat.

Pada akhir tahun 2005, total 3.254 narapidana, 1.805 diantaranya berkulit putih dan
1.372 orang Afrika-Amerika, berada di bawah hukuman mati. Semua kecuali lima puluh dua
orang adalah laki-laki. Yang termuda di antara narapidana ini berusia dua puluh tahun dan
yang tertua berusia sembilan puluh tahun. Hukuman mati diterapkan secara berbeda antara
satu negara bagian AS dengan negara bagian lainnya. Dari lima puluh tiga orang yang
dieksekusi di empat belas negara bagian pada tahun 2006, dua puluh empat orang dieksekusi
di Texas.

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara demokrasi Barat yang mengalami
peningkatan jumlah pemenjaraan, meskipun trennya tidak sedramatis di Amerika Serikat dan
terdapat variasi yang cukup besar di antara tingkat pemenjaraan di berbagai negara. Inggris,
misalnya, mengalami peningkatan populasi penjara yang lebih konsisten dan tidak terlalu
eksponensial. Namun negara demokrasi lainnya hanya mengalami pertumbuhan yang kecil.
Banyak studi sosiologi berfokus pada beberapa komponen hukuman dan penahanan, namun
penelitian lain  mulai menawarkan penyelidikan vyang lebih komprehensif yang
mempertimbangkan konteks sosio-historis yang lebih luas di mana perkembangan hukuman
terjadi. Perspektif yang terakhir ini patut mendapat perhatian khusus. adalah karya terbaru
David Garland (2002) tentang budaya pengendalian kejahatan. Garland berpendapat bahwa
periode saat ini merupakan pembalikan yang luar biasa dari periode kesejahteraan pidana
pada tahun 1970an ketika program pengobatan dan metode peradilan alternatif
dikembangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, cita-cita rehabilitatif telah hilang dan
digantikan dengan keadilan yang bersifat menghukum dan ekspresif. Ketakutan akan
kejahatan dan hak-hak korban dan masyarakat pada umumnya mendominasi kebijakan
kejahatan dibandingkan kekhawatiran akan perlakuan dan reintegrasi pelaku. Seiring dengan
perluasan sistem penjara, pengetahuan kriminologi kembali mulai mengadopsi prinsip-prinsip
klasik tentang rasa bersalah dan fokus pada karakteristik pelaku individu daripada kondisi
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kejahatan sosio-struktural. Dua kekuatan sejarah, menurut Garland, berkontribusi pada
transformasi kebijakan kriminal. Pertama, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang
penting terjadi di masyarakat Barat.

Kapitalisme pasar semakin meluas, namun kesenjangan masih terus terjadi dan angka
pengangguran masih tinggi. Pada tingkat budaya, struktur keluarga modern telah berubah
sehingga mengikis peran keluarga sebagai bentuk kontrol tradisional. Secara politis, negara
sedang menghadapi krisis keuangan karena terlalu terbebani dengan tuntutan terkait
kesejahteraan dan tidak mampu memenuhi ekspektasi yang meningkat. Kedua, perubahan
politik dan kebijakan tertentu terjadi sebagai respons terhadap perkembangan ini, terutama
di Amerika Serikat dan Inggris, di mana pemerintahan konservatif sejak awal tahun 1980an
berkomitmen untuk membatalkan kebijakan sosial yang didasarkan pada kebutuhan
masyarakat. Kebijakan-kebijakan baru dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tanggung
jawab individu, yang menyiratkan peralihan ke kebebasan ekonomi yang dibarengi dengan
peningkatan kontrol masyarakat. Dalam konstelasi kendali baru ini, negara saja tidak lagi
mampu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, sistem pengendalian
yang dikomersialkan dan berbasis komunitas dikembangkan untuk membentuk campuran
sistem pengendalian swasta dan publik yang bertujuan untuk merekayasa dampak kejahatan
dan bukan menyelesaikan akar permasalahannya.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang disebutkan di atas, terdapat
peningkatan umum dalam hal hukuman dalam pengendalian kejahatan kontemporer, dengan
semakin banyaknya kebijakan yang melibatkan hukuman berat yang secara politis disesuaikan
dengan istilah populis (misalnya, tiga kali mogok kerja, tanpa toleransi). Kelas menengah
kurang bersedia mendukung program kesejahteraan yang mereka anggap tidak layak bagi
masyarakat kurang mampu yang akan menerima program tersebut. Rehabilitasi dan
reintegrasi merupakan cita-cita masa lalu yang terlupakan. Kejahatan adalah fakta kehidupan
yang normal, dan pengendalian situasional dan teknologi dapat mengelola risiko,
memprediksi terjadinya, dan mengurangi dampak kejahatan. Namun, ketegangan yang belum
terselesaikan muncul dalam budaya kontrol baru ini karena, di satu sisi, model biaya-manfaat
ekonomi mendominasi kebijakan kejahatan, sementara, di sisi lain, terdapat tekanan politik
dan kerakyatan yang kuat untuk menghukum pelaku kejahatan dan melindungi pelaku
kejahatan. publik berapa pun biayanya.

11.6 KESIMPULAN

Berkembang dari gagasan luas mengenai tatanan sosial, dalam sosiologi modern
kontrol sosial dipahami sebagai keseluruhan praktik dan institusi yang terlibat dalam respons
terhadap kejahatan dan/atau penyimpangan, termasuk definisinya. Teori-teori penyebab
kejahatan sangat tegas dalam konsepsinya mengenai kontrol sosial sebagai respon fungsional
terhadap kejahatan dan dengan demikian tetap terserap dalam studi tentang penyebab
kejahatan sebagai perilaku kriminal. Yang lebih bermanfaat dari sudut pandang sosiologi
hukum adalah perkembangan yang terkait dengan perspektif konstruksionis dan kritis yang
menjadikan kontrol sosial sebagai studi yang layak untuk dilakukan analisis reflektif
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independen. Yang paling berpengaruh adalah karya Michel Foucault dalam memicu
perdebatan baru mengenai berbagai struktur dan proses kontrol sosial dalam masyarakat
kontemporer. Perspektif sosiologis dalam kerangka Foucauldian berpaling dari pemahaman
hukum dalam peraturan perundang-undangan dan administrasi hukum untuk fokus pada
praktik konkrit dan teknologi pengendalian. Dengan demikian, perspektif revisionis mengenai
kontrol sosial sekali lagi menunjukkan pentingnya sosiologi hukum untuk melampaui
formalitas hukum, atau melampaui — dalam kata-kata Weber — konsepsi hukum tentang
hukum, untuk menunjukkan bahwa terdapat banyak komponen hukum yang layak secara
sosiologis. dapat ditemukan di luar ranah formal hukum pengacara.

Penelitian sosiologis mengenai kepolisian menunjukkan bahwa penegakan hukum
lebih dari sekadar penegakan hukum. Mungkin karena kuatnya nilai analitis dan kekuatan
kontra-intuitif dari penelitian sosiologi mengenai kepolisian, pergerakan sosiologi hukum
menuju studi kontrol sosial tidaklah semudah yang dilakukan dalam kasus kepolisian. Namun
pengabaian studi sosiologis mengenai kepolisian ini sangat mencolok bukan hanya karena
institusi penegakan hukum formal merupakan komponen yang erat dengan hukum, namun
juga terutama karena hubungan antara hukum dan penegakannya secara sosiologis telah
dikenal dengan baik, setidaknya dalam konteks hukum. tingkat konseptual. Definisi Weber
tentang hukum dan negara merupakan contoh nyata. Namun hingga saat ini, sosiologi hukum
masih belum mampu mengungkap pola dan dinamika fungsi dan institusi kepolisian.
Setidaknya salah satu alasan terjadinya perkembangan ini adalah mundurnya upaya kepolisian
dari sosiologi ke bidang teknis peradilan pidana dan studi kepolisian. Pengamatan serupa
dapat dilakukan mengenai upaya pengawasan dan penghukuman, yang juga telah disesuaikan
dengan peradilan pidana dan kriminologi yang dipahami secara teknis. Pergerakan
kemunduran dari sosiologi hukum ini tidak hanya memecah-mecah tetapi juga
menginstrumentasikan pengetahuan tentang kepolisian, pengawasan, dan penghukuman
demi kepentingan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermanfaat bagi penyelenggaraan
peradilan pidana dibandingkan analisisnya.

Meskipun demikian, meskipun terdapat marginalisasi kontrol sosial dalam sosiologi
hukum, saat ini telah berkembang literatur komprehensif yang secara kolektif dapat diklaim
memberikan kontribusi yang berarti terhadap disiplin ilmu tersebut. Di bidang kepolisian, yang
patut mendapat perhatian khusus adalah penelitian-penelitian yang telah mengungkap
banyak dimensi penting fungsi kepolisian dari sudut pandang sosiologis yang komprehensif.
Sosiologi pengawasan juga telah mempertimbangkan peningkatan ketergantungan pada
teknologi di luar kerangka teknis dan pragmatis semata, dan mencakup penelitian empiris
yang berdasarkan teori serta penyelidikan mengenai dampak sosial dari teknologi
pengawasan dalam kaitannya dengan kebebasan sipil dan hak privasi. Demikian pula dengan
upaya sosiologis dalam pemberian hukuman dan hukuman, yang telah berkontribusi dalam
mengembangkan kerangka analitis yang secara kokoh memposisikan perkembangan dan
praktik yang relevan dalam konteks sosial dan sosio-historis yang luas. Pekerjaan semacam ini
juga mulai mencakup pekerjaan komparatif dan fokus pada perkembangan internasional dan
global.
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BAB 12
GLOBALISASI HUKUM

Konsep globalisasi bisa dibilang lebih sering digunakan dibandingkan label lainnya
untuk menggambarkan perkembangan sentral di zaman sekarang. Setelah abad ke-19
disibukkan dengan industrialisasi dan fokus abad ke-20 pada modernisasi dan pembangunan,
wacana globalisasi kini mengambil peran kontemporer dalam menggambarkan pola utama
perkembangan masyarakat saat ini dan yang sedang berlangsung dalam istilah tunggal. Secara
formal dipahami mencakup struktur dan proses peningkatan saling ketergantungan melintasi
batas-batas negara dan batas-batas yang telah ditetapkan, globalisasi baru memasuki leksikon
ilmu sosial baru-baru ini, namun globalisasi telah diadopsi dan diterapkan dalam teori dan
penelitian dengan kecepatan yang meningkat selama dua dekade terakhir.

Sebagai bukti kebangkitan pesat globalisasi dalam sosiologi, penelusuran terhadap
sumber akademis tentang globalisasi yang terdapat dalam database elektronik Abstrak
Sosiologis, menunjukkan bahwa hanya sembilan belas artikel yang menyebutkan globalisasi
dalam judul atau abstrak yang diterbitkan hingga tahun 1985, sembilan di antaranya muncul
antara tahun 1980 dan 1985. Sejak itu, tidak kurang dari 9.216 artikel serupa telah diterbitkan,
8.462 di antaranya muncul sejak tahun 1996, dan 5.439 sejak tahun 2001 (tanggal berakhir:
Mei 2007). Meskipun sebagian besar penelitian ilmu sosial masih bersifat nasional atau lokal,
globalisasi, tidak seperti perkembangan lainnya, telah mempengaruhi pandangan dan
pemikiran kita tentang masyarakat dalam berbagai bidang penelitian substantif.

Setelah beberapa saat ragu-ragu, globalisasi juga telah dianut oleh para sosiolog
hukum, yang semakin menyadari upaya akademis satu sama lain di berbagai belahan dunia.
Dengan mengandalkan kembali sejumlah sumber yang terdapat dalam Abstrak Sosiologis,
Telah muncul 413 artikel dengan istilah globalisasi dan hukum atau hukum secara abstrak,
hanya 15 artikel yang diterbitkan sebelum tahun 1985, 38 artikel sebelum tahun 1996, dan
259 artikel sejak tahun 2001. Tentu saja, meningkatnya perhatian sosiologi hukum terhadap
globalisasi masih belum ada artinya. dibandingkan dengan studi tentang perkembangan global
di bidang sosial lainnya, khususnya ekonomi. Dari 8.108 sumber yang disebutkan dalam
Abstrak Sosiologis dengan istilah globalisasi secara abstrak, tidak kurang dari 3.529 juga
menyebutkan economic atau ekonomi. Kurangnya perhatian dan awalnya ragu-ragu dalam
mengadopsi globalisasi dalam sosiologi hukum bukanlah suatu hal yang mengherankan dan
tidak berarti adanya kepicikan intelektual. Dibandingkan dengan studi ekonomi, khususnya
pasar bebas dan penyebaran serta dampaknya melintasi batas-batas negara, globalisasi secara
teoritis lebih menantang bagi sosiologi hukum karena pada dasarnya membingungkan bahwa
hukum tunduk pada tren globalisasi ketika sistem hukum modern pada dasarnya tunduk pada
tren globalisasi. bergantung pada undang-undang dalam konteks negara nasional yang
mengklaim kedaulatan. Pemahaman hukum yang dibingkai secara geografis paling jelas
tercakup dalam pengertian yurisdiksi.

Bab ini akan mengulas bagaimana globalisasi ditangani oleh para sosiolog hukum. Dua
pertanyaan yang saling terkait dibahas dalam karya sosiologi mengenai globalisasi hukum.
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Penelitian berfokus pada dampak hukum globalisasi di bidang non-hukum, sedangkan
globalisasi hukum dan dampaknya terhadap institusi sosial lainnya juga telah dipelajari.
Globalisasi hukum sendirilah yang menawarkan kontribusi yang lebih berbeda dari bidang
khusus sosiologi hukum, namun penelitian semacam itu sering kali juga mencakup, setidaknya
secara implisit, refleksi mengenai konsekuensi hukum dari struktur dan proses globalisasi di
luar bidang hukum. hukum.

Seperti halnya gerakan apa pun dalam pemikiran ilmiah, globalisasi kini telah mencapai
popularitas sedemikian rupa sehingga dalam beberapa tulisan juga telah didevaluasi dan
hanya dijadikan sekedar kata kunci. Tanpa memperhatikan kontribusi tersebut, tinjauan ini
akan menganalisis perlakuan sosiologis terhadap globalisasi dalam bidang penciptaan norma-
norma hukum dan administrasi hukum, termasuk peran yang dimainkan oleh profesi hukum,
dan dalam masalah-masalah kontrol sosial, khususnya kepolisian. Seperti pada bab-bab
sebelumnya, alih-alih berusaha menyajikan gambaran utuh karya sosiologi mengenai
globalisasi hukum, kami akan mengulas beberapa karya teladan untuk mengungkap
pentingnya wacana ini dalam sosiologi hukum. Penjelasan konseptual singkat akan
memperjelas beberapa isu utama dalam literatur ini.

12.1 BERTEORI HUKUM DAN GLOBALISASI

Karena kerangka yurisdiksi sistem hukum, sosiolog dan sarjana hukum lainnya, hingga
munculnya pendekatan globalisasi, telah mengembangkan tradisi penelitian yang melampaui
batas-batas manifestasi hukum nasional dan lokal hanya dalam bentuk studi komparatif dan
internasional. Meskipun juga melampaui batas-batas manifestasi hukum nasional dan lokal,
perspektif hukum komparatif dan bidang hukum internasional tidak boleh disamakan dengan
studi hukum globalisasi. Studi perbandingan hukum menganalisis perbedaan dan persamaan
yang ada antara sistem hukum di berbagai negara dan wilayah lain, sedangkan hukum
internasional mengacu pada keseluruhan hukum yang dihasilkan oleh perjanjian antar
pemerintah antar negara dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral. perjanjian. Kajian
hukum komparatif dan internasional menegaskan batas-batas dan pembatasan yurisdiksi
yang terkait dengan sistem hukum nasional, sedangkan perspektif globalisasi
memperhitungkan sejauh mana perkembangan hukum melampaui batas-batas tersebut
melalui keterkaitan yang ada di seluruh ruang. Globalisasi hukum menghadirkan tantangan
khusus bagi keilmuan di bidang hukum karena tingkat keterkaitan antara struktur dan proses
nasional atau lokal dan global atau yang melampaui batas terus meningkat dalam beberapa
tahun terakhir. Lalu apa arti kedaulatan yurisdiksi dalam desa global?

Globalisasi hukum menimbulkan sejumlah tantangan teoritis dan empiris. Pada tingkat
yang paling umum, globalisasi mengubah tingkat analisis dari hubungan antar warga negara
dan antara warga negara dengan negara ke tingkat keterkaitan antar negara dalam bidang
horizontal. Dalam hal konflik atau kerja sama, serta dalam bidang vertikal karena hubungan
antar negara juga mempengaruhi warga negara, terutama ketika mereka melintasi batas
negara, seperti dalam kasus imigrasi dan pariwisata. Karena globalisasi menurut definisinya
melampaui batas-batas spasial, tidak ada batas wilayah yang jelas dalam kajian globalisasi.
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Globalisasi terjadi di mana-mana atau setidaknya di banyak tempat sekaligus, sehingga
menimbulkan permasalahan besar terhadap konsepsi sosiologi konvensional mengenai desain
penelitian dan pemilihan subjek.

Karena globalisasi memiliki bentuk yang unik, kajian mengenai dimensi hukum global
tidak hanya harus mempertimbangkan pergerakan hukum menuju globalisasi, namun juga
menyelidiki bagaimana proses dan struktur global ini pada gilirannya berdampak pada
perkembangan hukum lokal dan nasional. Oleh karena itu, kajian globalisasi secara
metodologis selalu menyiratkan pendekatan komparatif di mana kasus-kasus dipilih, bukan
berdasarkan kriteria yang dipilih karena alasan teoritis oleh peneliti, namun berdasarkan
keterkaitan aktual yang ada di antara kasus-kasus tersebut. Pengumpulan informasi statistik
internasional dan informasi empiris relevan lainnya merupakan perhatian metodologis
khusus.

Sebagaimana dikemukakan oleh Terence Halliday dan Pavel Osinsky (2006), setidaknya
ada empat teori yang dapat diidentifikasi dalam globalisasi literatur hukum. Yang pertama
adalah dua teori yang saling bersaing yang berfokus pada globalisasi terutama sebagai realitas
ekonomi. Kelompok ini termasuk dalam perspektif sosiologi teori sistem dunia yang terkenal
yang dikaitkan dengan karya Immanuel Wallerstein (2004). Fokus utamanya adalah pada
penyebaran pasar kapitalis di seluruh dunia dari inti masyarakat dunia ke pinggirannya.
Perspektif ini memberikan sedikit perhatian pada hukum karena, sejalan dengan orientasi
umum Marxis, perspektif ini berasumsi bahwa hukum global tidak cukup dilembagakan untuk
memainkan peran penting dalam mekanisme yang menggerakkan sistem dunia. Sebaliknya,
fokusnya adalah pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan dan negara
multinasional (misalnya, penyebaran kapitalisme neoliberal yang dipimpin oleh Amerika
Serikat). Bertentangan dengan perspektif ini adalah pendekatan hukum dan pembangunan
ekonomi yang, setelah jatuhnya komunisme di Eropa Timur, menekankan peran yang
dimainkan oleh aktor swasta dalam membangun tatanan global baru dengan mengandalkan
hukum sebagai instrumen pembangunan. perubahan, khususnya dalam bentuk deregulasi.
Logika di balik teori ini adalah bahwa hukum pembebasan dan stimulasi ekonomi
menghasilkan pertumbuhan ekonomi antar negara. Perspektif hukum dan pembangunan
ekonomi bergantung pada pendekatan Weberian untuk menunjukkan peran sentral hukum
dalam membentuk proses ekonomi global. Sebagai perpanjangan dari tradisi kerja sosiologi
yang sudah lama ada dalam hubungan antara hukum dan ekonomi, ilmu pengetahuan di
bidang ini secara khusus berfokus pada pembentukan rezim pemerintahan global baru, yang
biasanya melibatkan berbagai lembaga publik dan swasta yang dibentuk sebagai respons
terhadap permasalahan tersebut. Terhadap defisit peraturan yang tercipta karena
penyebaran pasar global jauh melebihi jangkauan mekanisme peraturan yang ada di tingkat
negara bagian. Penelitian sosiologi hukum dari perspektif ini berfokus pada perkembangan
global dalam regulasi praktik bisnis, seperti reformasi kebangkrutan (lihat di bawah).

Rangkaian teori kedua mengenai globalisasi dan hukum, yang juga terbagi antara
perspektif teori konflik dan perspektif berorientasi konsensus, berfokus pada globalisasi
terutama dalam kaitannya dengan budaya. Pertama, teori-teori pascakolonial memahami
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globalisasi hukum dalam kaitannya dengan penyebaran supremasi hukum yang hegemonik
yang mereproduksi penjajaran antara dunia yang disebut dunia beradab dan dunia tidak
beradab. Universalitas dan transferabilitas sistem hukum (Barat) modern dianggap bertumpu
pada klaim wacana modernisasi global yang terus mengutamakan gagasan hukum Barat
meskipun telah tercipta garis demarkasi baru seperti antara (orang kaya dan beradab) di
Utara. dan (orang miskin dan belum beradab) Selatan. Berbeda dengan perspektif ekonomi
dalam teori sistem dunia, perspektif pascakolonial kurang tertarik pada sumber-sumber
hukum global dan malah berfokus pada dampak pengalihan logika hukum Barat ke negara-
negara pinggiran. Kedua, perspektif budaya yang kontras ditawarkan oleh para ahli teori
pemerintahan dunia yang berpendapat bahwa evolusi sistem hukum modern di seluruh dunia
ditandai dengan konvergensi yang kuat yang mengindikasikan terbentuknya pemerintahan
dunia, yang (sejalan dengan teori neo-institusionalis) berfungsi. sebagai reservoir skema
kognitif. Skema pemerintahan dunia mencakup konsepsi kedaulatan dan prinsip-prinsip
universalistik yang disalurkan ke dalam sistem hukum nasional yang berbeda melalui aktivitas
organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional yang berorientasi pada penegakan
kepatuhan terhadap standar normatif global. Penelitian sosiologis mengenai penyebaran
undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan memberikan kasus yang
menarik dalam pendekatan pemerintahan dunia (lihat di bawah).

12.2 LEGALITAS GLOBAL: DARI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG HINGGA PEMBICARAAN
HUKUM

Beralih ke penelitian sosiologis mengenai globalisasi hukum, studi empiris telah
dikhususkan untuk seluruh rangkaian proses hukum, mulai dari penciptaan norma-norma
global mengenai administrasinya di pengadilan dan melalui cara-cara penyelesaian lainnya,
termasuk aktivitas para profesional hukum, dengan dimensi global penegakan hukum dan
kontrol sosial. Tinjauan ini berkonsentrasi pada studi kasus teladan dalam sosiologi hukum,
khususnya yang berhubungan dengan rezim global mengenai pemotongan alat kelamin
perempuan, penyebaran reformasi kebangkrutan hukum, dinamika pengacara internasional,
dan pembentukan pengadilan pidana internasional.

Penelitian mengenai penciptaan norma-norma yang melarang praktik pemotongan
alat kelamin perempuan segera memunculkan banyak kekhawatiran khusus yang terkait
dengan penelitian globalisasi, karena tidak hanya sistem hukum di seluruh dunia memberikan
respons yang berbeda dan dengan dampak yang tidak setara terhadap fenomena budaya ini,
namun hanya menyebutkan praktiknya saja. itu sendiri sudah bermasalah. Juga dikenal
sebagai sunat perempuan dan mutilasi alat kelamin perempuan, pemotongan alat kelamin
perempuan adalah praktik yang sudah tertanam dalam tradisi budaya yang sudah lama ada.
Sejak akhir tahun 1970an dan dengan semangat yang semakin meningkat pada tahun 1990an,
terjadi gerakan menuju pembentukan rezim pelarangan global terhadap pemotongan alat
kelamin perempuan. Sosiolog Elizabeth Heger Boyle telah mengungkap dinamika dan hasil
dari gerakan ini berdasarkan perspektif globalisasi neo-institusionalis (pemerintahan dunia).

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



176

Pemotongan alat kelamin perempuan dilakukan di berbagai wilayah Afrika dan, pada
tingkat lebih rendah, di beberapa wilayah Timur Tengah dan Asia serta di antara beberapa
kelompok imigran di seluruh dunia. Sejak beberapa ribu tahun yang lalu, praktik ini tidak
memiliki pembenaran yang jelas. Hal ini pada dasarnya bukan merupakan adat istiadat agama,
meskipun perwakilan dari beberapa kelompok agama bersuara mendukung tradisi tersebut,
namun sebagian besar berakar pada konsepsi budaya tentang peran seksual dan seksualitas
perempuan. Di beberapa masyarakat, pemotongan alat kelamin perempuan telah menjadi
bagian dari budaya sehingga kegagalan melakukan prosedur tersebut dipandang sebagai
tanda pola asuh yang buruk yang menimbulkan rasa terkejut dan jijik. Upaya untuk
memberantas pemotongan alat kelamin perempuan sudah ada sejak bertahun-tahun yang
lalu, namun mulai menjadi lebih terorganisir dan global sejak tahun 1970an ketika kelompok
internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menentang praktik tersebut,
sebagian besar atas dasar pertimbangan medis. Gerakan untuk melarang pemotongan alat
kelamin perempuan juga dimotivasi oleh keprihatinan atas kesetaraan gender, kekerasan
terhadap perempuan dan anak-anak, dan hak asasi manusia.

Sejak tahun 1980-an dan seterusnya, kampanye global menentang pemotongan alat
kelamin perempuan mulai efektif dalam mempengaruhi pengesahan undang-undang yang
melarang praktik tersebut. Hampir semua negara saat ini, baik negara yang jarang melakukan
pemotongan alat kelamin perempuan maupun negara yang umum melakukan pemotongan
alat kelamin, mempunyai undang-undang yang melarang praktik tersebut. Namun, meskipun
terdapat isomorfisme global yang terlihat dalam larangan pemotongan alat kelamin
perempuan, penelitian juga menemukan bahwa terdapat variasi lokal yang penting mengenai
bagaimana norma-norma ini muncul dan dampak apa yang ditimbulkannya. Kasus Mesir dan
Tanzania memperjelas beberapa kontekstualisasi hukum global.

Mesir bukanlah pemain utama dalam kancah politik internasional, namun negara ini
memiliki reputasi yang kuat di antara negara-negara Arab, relatif makmur, dan memiliki
hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Praktek pemotongan
alat kelamin perempuan sangat umum terjadi di Mesir, dimana sebanyak 97 persen
perempuan telah disunat. Sejak tahun 1980an dan seterusnya, pihak berwenang Mesir
awalnya enggan menanggapi tekanan internasional yang semakin besar untuk melarang
praktik tersebut. Pada pertengahan tahun 1990-an, laporan media yang dipublikasikan secara
luas mengenai meluasnya pemotongan alat kelamin perempuan di Mesir menimbulkan
kecaman dari masyarakat dunia, setelah itu pemerintah Mesir berjanji untuk membuat
undang-undang baru yang melarang praktik tersebut. Parlemen Mesir, bagaimanapun,
menolak untuk mengesahkan undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin
perempuan, dan sebaliknya sebuah keputusan kesehatan menetapkan bahwa prosedur
tersebut hanya dapat dilakukan satu hari dalam seminggu di rumah sakit umum. Akhirnya,
hanya setelah tekanan tambahan dilancarkan terhadap Mesir, undang-undang yang sesuai
dapat disahkan. Kasus Mesir menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menolak
keinginan masyarakat internasional, sebagian besar disebabkan oleh kondisi ekonomi dan
kemampuan relatifnya untuk menjalankan otonomi.
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Kasus di Mesir sangat kontras dengan pengalaman di Tanzania. Tanzania adalah negara
yang sangat miskin dengan utang internasional yang sangat besar. Negara ini memiliki agama
yang beragam dan telah mengalami banyak perselisihan politik terkait hal ini. Praktek
pemotongan alat kelamin perempuan di Tanzania terbatas pada kelompok etnis tertentu, dan
mempengaruhi sekitar 19 persen populasi perempuan. Karena ketergantungan
internasionalnya, Tanzania tidak mampu menolak penerapan norma hukum yang melarang
pemotongan alat kelamin perempuan. Tanzania tidak hanya bergantung pada bantuan
keuangan dari lembaga-lembaga asing, yang membuat pinjaman dan bantuan bergantung
pada terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu, Amerika Serikat sejak tahun 1996 juga
terlibat dalam strategi reformasi yang bersifat memaksa dengan memberikan pinjamannya
kepada negara-negara asing secara eksplisit bergantung pada penerapan kebijakan-kebijakan
tersebut. undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan. Tanzania
tidak memiliki pengaruh internasional maupun kekuatan ekonomi untuk melawan tekanan
internasional dan cukup cepat dalam memberlakukan dan menegakkan undang-undang yang
melarang pemotongan alat kelamin perempuan.

Kasus pemotongan alat kelamin perempuan mengungkapkan bahwa penerapan
undang-undang yang secara formal sangat mirip di seluruh dunia bisa sangat bervariasi dalam
hal asal usul dan dampaknya, tergantung pada kelemahan atau kekuatan relatif dari posisi
struktural negara-negara di kancah internasional. pemandangan. Yang juga relevan adalah
bagaimana faktor-faktor internasional dan nasional berinteraksi, khususnya bagaimana
pelembagaan sentimen budaya terhadap praktik seperti pemotongan alat kelamin
perempuan di tingkat nasional bertentangan atau selaras dengan pelembagaan norma-norma
hukum di tingkat pemerintahan dunia.

Interaksi antara pembuatan norma global, di satu sisi, dan pembuatan undang-undang
nasional, di sisi lain, juga menjadi pusat globalisasi hukum di bidang penelitian lain selain
pemotongan alat kelamin perempuan. Mengingat bahwa hukum dalam konteks masa kini
pada dasarnya masih merupakan fungsi undang-undang negara-bangsa, namun hukum juga
semakin tunduk pada tren globalisasi, maka masuk akal untuk berhipotesis bahwa globalisasi
hukum pada dasarnya melibatkan keterkaitan hukum-hukum global. dan perkembangan
nasional dalam bidang pembuatan undang-undang dan administrasi hukum. Konsepsi
globalisasi ini menegaskan gagasan teoritis utama yang dirumuskan oleh para sarjana
globalisasi seperti Roland Robertson (1992, 1995) bahwa globalisasi menyiratkan peningkatan
keterkaitan antara proses dan peristiwa lintas batas negara, yang melibatkan proses
interpenetrasi yang kompleks antara universalisme dan partikularisme.

Dalam serangkaian proyek penelitian yang rumit mengenai hukum kebangkrutan
perusahaan, sosiolog Terence Halliday dan Bruce Carruthers mengadopsi pendekatan hukum
dan pembangunan ekonomi untuk menjelaskan penyebaran reformasi kebangkrutan hukum
secara global. Secara teoritis, penulis berpendapat adanya rekursif dalam globalisasi hukum
untuk menyatakan bahwa pembuatan norma global dan pembuatan undang-undang nasional
melalui serangkaian siklus. Proses ini melibatkan siklus pembuatan undang-undang dan
penerapan undang-undang yang bergantian di tingkat nasional, siklus pembuatan norma yang
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berkelanjutan di tingkat global, dan siklus saling ketergantungan yang saling menguntungkan
namun tidak merata di persimpangan antara pembangunan nasional dan global, tergantung
pada kekuatan dan jarak antara keduanya. negara-bangsa relatif terhadap institusi dan aktor
global yang relevan.

Secara empiris berfokus pada perkembangan undang-undang kebangkrutan
internasional, Halliday dan Carruthers mempelajari rezim hukum yang menentukan apakah
dan bagaimana suatu entitas perusahaan yang bangkrut dapat dilikuidasi atau direorganisasi.
Sebagai bagian dari lingkungan hukum bisnis, undang-undang kebangkrutan menetapkan
standar penting yang mempengaruhi perilaku organisasi dan aktivitas berbagai profesional.
Dilihat dari dimensi profesinya, kasus kebangkrutan di Amerika ditangani oleh pengacara,
sedangkan akuntan ditangani di Inggris. Dalam penanganan kasus kebangkrutan, para
profesional ini dihadapkan dengan para profesional pasar di bidang ekonomi, seperti kreditur
dan pemegang saham. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keahlian ekonomi tidak
selalu berarti keahlian di bidang hukum. Menunjukkan otonomi relatif antara hukum dan
ekonomi, kebangkrutan menghadirkan medan konfrontasi antara profesional hukum dan
ekonomi.

Banyak negara di dunia yang mempunyai undang-undang kebangkrutan dan telah
mengesahkan undang-undang ini dengan cara yang semakin saling bergantung. Di Inggris dan
Amerika Serikat, reformasi kebangkrutan dilakukan masing-masing pada tahun 1986 dan
1978. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara lain di dunia telah mengadopsi langkah-
langkah tersebut, sebagian sebagai respons terhadap semakin berkembangnya gerakan
menuju penciptaan standar global. Proses globalisasi ini sendiri bersifat dinamis dan
melibatkan banyak organisasi internasional yang bersaing satu sama lain dan/atau
membentuk aliansi. Dapat diamati adanya kecenderungan menuju standar global umum yang
secara substantif melibatkan transisi dari undang-undang kebangkrutan yang berfokus pada
likuidasi ke undang-undang yang memfasilitasi likuidasi dan reorganisasi bisnis. Proses
penyebaran undang-undang kebangkrutan secara global ini dilakukan oleh sejumlah aktor dan
institusi global, termasuk organisasi negara-negara kaya seperti Kelompok Tujuh (G7,
sekarang G8), lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank
Dunia, asosiasi profesional pengacara dan praktisi kebangkrutan, organisasi pemerintahan
internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-bangsa yang kuat, khususnya
Amerika Serikat.

Norma-norma global tidak ada artinya jika tidak tertanam dalam konteks lokal yang
konkrit di tingkat nasional dan regional. Dalam lokalisasi perkembangan global ini, solusi
spesifik nasional ditawarkan melalui proses negosiasi yang dipengaruhi oleh kondisi struktural
dan budaya. Dalam kasus kebangkrutan, reformasi di tingkat nasional merupakan hasil
negosiasi kekuatan lokal dan global yang bergantung pada kekuatan relatif suatu negara
dibandingkan aktor global dan jarak relatif negara tersebut dari proses dan institusi global
yang relevan. Meskipun negosiasi semacam ini selalu terjadi, bahkan dalam kasus di mana
negara-negara relatif tidak berdaya dan ketika para pemimpin dan ahli tidak terlibat dalam
pembangunan global, negara-negara yang kuat dan dekat dengan arena global akan lebih
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berhasil menegosiasikan rezim-rezim hukum. yang memenuhi kepentingan yang ditetapkan
secara nasional. Dengan demikian, kasus rezim insolvensi global menegaskan arena hukum
global sebagai arena persaingan di mana berbagai negara dan organisasi dapat
mempertaruhkan klaimnya masing-masing dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.

Seperti yang ditunjukkan dalam kasus pemotongan alat kelamin perempuan dan
reformasi kebangkrutan perusahaan, rezim hukum global dan konstituen nasionalnya
bergantung pada tindakan dari beragam institusi dan profesional dengan latar belakang
politik, ekonomi, gerakan sosial, dan hukum. Dalam urusan pembuatan undang-undang di
tingkat internasional dan nasional, pekerjaan yang dilakukan oleh para profesional hukum
sangatlah penting. Mengingat meningkatnya globalisasi di dunia kontemporer, para
pengacara (terutama mereka yang bekerja dalam tradisi sistem hukum Anglo-Saxon) semakin
terdidik untuk menangani hukum di tingkat internasional (Flood 2002). Sekolah hukum elit di
Inggris dan Amerika Serikat saat ini menawarkan lebih banyak program studi yang berorientasi
internasional. Akibatnya, dunia hukum global dibanjiri oleh para pengacara yang akan
membawa serta dan menanamkan prinsip-prinsip hukum Amerika dan Inggris ke dalam arena
hukum global. Dalam hal ini, profesi hukum sendiri telah mengglobal menjadi sebuah arena
supra-nasional baru yang hidup berdampingan, dalam bidang hukum yang tidak terlalu
terpengaruh oleh tekanan global, dengan kelanjutan dari profesi hukum yang terikat secara
nasional (Dingwall 1999).

Peran yang dimainkan oleh pengacara di bidang hukum internasional terungkap
dengan baik dalam penelitian terbaru Yves Dezalay dan Bryant Garth.6 Menganalisis
mekanisme arbitrase dalam sengketa komersial internasional, Dezalay dan Garth
menunjukkan bahwa globalisasi bidang hukum dimungkinkan oleh kegiatan para profesional
hukum sebagai “pedagang” hukum. Meluas dari konsep lapangan yang dikembangkan oleh
Pierre Bourdieu (1987; lihat Garcia-Vellegas 2006; Madsen dan Dezalay 2002), penulis fokus
pada bidang hukum arbitrase komersial internasional sebagai ruang virtual di mana aktor
nasional diberikan kesempatan untuk ambil bagian. di pasar hukum yang menguntungkan ini.
Bisnis yang terlibat dalam hubungan kontrak internasional untuk mengatur keputusan
mengenai hal-hal seperti penjualan barang transnasional, kesepakatan distribusi, dan usaha
patungan sering kali menggunakan prosedur arbitrase untuk menghindari penyerahan ke
yurisdiksi pengadilan asing dan untuk dapat melakukan tindakan. urusan hukum mereka
secara pribadi. Para arbiter cenderung merupakan individu swasta, biasanya tiga orang per
kasus, yang sebagian besar berasal dari kalangan pengacara bergaji tinggi yang jumlahnya
cukup kecil namun terus berkembang. Dengan perluasan pasar global dan besarnya
pertaruhan moneter yang terlibat, penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui
arbitrase telah menjadi bisnis internasional yang besar.

Dezalay dan Garth menemukan faktor internal dan eksternal yang penting berperan
dalam transformasi arbitrase komersial internasional. Secara internal, dua generasi arbiter
internasional selama beberapa dekade terakhir semakin terlibat dalam perang institusional di
istana. Generasi senior “orang tua yang agung”, yang sebagian besar berasal dari elit hukum
Eropa, menciptakan dunia arbitrase bisnis berdasarkan nilai-nilai tradisional yang berkaitan
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dengan kebajikan dan kewajiban. Dalam beberapa dekade terakhir, generasi teknokrat baru,
yang biasanya bekerja di firma hukum besar di AS, tampaknya bersaing dengan para pendiri
arbitrase komersial internasional. Bagi para profesional arbitrase muda dan giat ini, kualitas
karismatik yang terkait dengan pemikiran hukum terbaik Eropa dapat menjadi sumber
kesalahan dan perlu digantikan oleh keterampilan teknis baru dalam hal prosedur dan
substansi yang dapat diperoleh di kalangan sekolah hukum elit.

Dalam kaitannya dengan kondisi eksternal di mana arbitrase komersial internasional
berlangsung, perlu diperhatikan adanya transformasi ekonomi dan politik yang penting. Yang
paling signifikan adalah perselisihan yang terkait dengan perdagangan minyak internasional
dan konfrontasi antara dunia Barat dan Arab. Perpecahan internasional lainnya adalah Utara
versus Selatan dan Barat versus Timur. Yang mengejutkan, praktik hukum gaya AS telah
menjadi model dominan dalam dunia hukum internasional. Demikian pula, model politik dan
ekonomi negara-negara liberal Barat telah menyebar ke seluruh dunia. Dalam kondisi ini,
struktur peraturan dapat dibangun pada skala regional dan internasional untuk secara
bertahap menggantikan mekanisme swasta dalam penyelesaian sengketa internasional.
Karena bisnis arbitrase komersial internasional itu sendiri tunduk pada kekuatan pasar,
Dezalay dan Garth berpendapat, rezim peraturan di tingkat negara bagian dan supranegara
dapat menjadi pesaing sengit arbitrase swasta.

Kasus arbitrase komersial internasional menunjukkan bahwa aktivitas pengacara
internasional dibingkai dalam lingkungan nasional tertentu, sehingga globalisasi hukum
menunjukkan adanya interaksi yang semakin dinamis antara proses nasional dan
ekstranasional. Interaksi ini mencakup sisi ekspor dan impor. Di sisi ekspor, meningkatnya
jumlah teknokrat arbitrase internasional yang dipekerjakan oleh firma hukum AS baru-baru
ini telah membantu membentuk dunia baru peradilan swasta yang mentransfer gagasan
hukum Amerika. Di wilayah pengimpor, para elit lokal bekerja sama dalam proses difusi hukum
untuk mempertahankan posisi mereka di komunitas lokal mereka sendiri. Dengan
menunjukkan kapasitas globalisasi hukum dalam memberikan dampak yang berbeda-beda
pada wilayah lokal, ekspor keahlian dan cita-cita hukum dari Amerika Serikat ke belahan dunia
lain juga telah membentuk iklim politik dan situasi ekonomi di negara-negara pengimpor. Pada
saat yang sama, keadaan lokal, khususnya perebutan kekuasaan dalam negeri, menentukan
peluang dan arah masuknya prinsip-prinsip ekonomi neoliberal dan konsepsi hukum Barat.

Seperti halnya di tingkat nasional, penciptaan norma-norma hukum di tingkat
internasional tidak sama dengan penerapannya di pengadilan. Di arena global, masalah ini
mungkin menjadi lebih parah karena tidak adanya badan internasional yang memadai untuk
melakukan keputusan formal. Oleh karena itu, kasus pembentukan pengadilan pidana
internasional merupakan kasus yang menarik untuk dikaji dalam administrasi hukum
internasional. Penelitian John Hagan mengenai administrasi kriminalisasi internasional telah
banyak membantu mengungkap dinamika praktik penuntutan dan peradilan dalam
pembentukan pengadilan pidana internasional.

Secara historis, pengadilan pidana internasional telah menerima beragam dukungan
dari komunitas internasional. Pada akhir Perang Dunia Il, keseimbangan hubungan kekuasaan
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internasional yang tidak stabil antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara lain
memfasilitasi pembentukan pengadilan pidana internasional untuk pertama kalinya yang
menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. kejahatan perang, dan genosida yang dilakukan
oleh rezim Nazi dan Kekaisaran Jepang. Pengadilan kejahatan perang di Nuremberg dan Tokyo
merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya namun juga merupakan realisasi
jangka pendek dari keinginan internasional untuk menegakkan hukum internasional dan
meminta pertanggungjawaban rezim politik serta pesertanya di bawah bendera hukum dan
keadilan dunia. Dengan dimulainya Perang Dingin antara negara-negara adidaya politik di
dunia, konsensus internasional tidak lagi ada untuk organisasi permanen pengadilan pidana
internasional. Namun baru-baru ini, dengan runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur,
terdapat pembaruan dukungan terhadap peradilan internasional, yang paling jelas
dicontohkan dalam kasus Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia.

Terletak di kota Den Haag di Belanda, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas
Yugoslavia dibentuk berdasarkan resolusi PBB pada tahun 1993 untuk mengadili kejahatan
yang dilakukan oleh individu sejak runtuhnya Yugoslavia dan meletusnya konflik etnis dan
peperangan. di antara berbagai republik konstituen bekas negara sosialis. Sampai saat ini,
Pengadilan telah mendakwa sekitar 161 orang, mulai dari tentara biasa dan petugas polisi
hingga kepala pemerintahan, termasuk Slobodan Milosevic, mantan Presiden Serbia (1989—
1997) dan Republik Federal Yugoslavia (1997-2000), yang pada tahun 1999 menjadi kepala
negara pertama yang didakwa melakukan kejahatan perang. Milosevic diekstradisi ke
Pengadilan setahun setelah dia dipaksa mengundurkan diri dari jabatan presiden menyusul
pemberontakan rakyat. Dia meninggal di penjara pada tahun 2006 sebelum persidangannya
selesai.

Pembentukan Pengadilan Yugoslavia tidak terjadi dengan mudah dan menghadapi
banyak kendala, bukan hanya karena penolakan Serbia untuk menyerahkan kedaulatannya
dan bekerja sama dengan pengadilan internasional. Pembentukan dan aktivitas pengadilan
internasional itu sendiri melibatkan perebutan kekuasaan atas berbagai model administrasi
kriminal internasional dan pembentukan aliansi antara berbagai badan internasional,
organisasi non-pemerintah, pemerintah nasional, dan media. Penelitian Hagan
mengungkapkan bahwa alasan utama keberhasilan Pengadilan terletak pada kerja para
profesional yang terlibat dalam menjaga operasional pengadilan, terutama Louise Arbour,
kepala jaksa penuntut pengadilan dari tahun 1996 hingga 1999. Bertentangan dengan prospek
yang tersebar luas bahwa Pengadilan tidak akan pernah berhasil. Untuk mencapai status
pengadilan yang benar-benar berfungsi, Arbor memimpin rekan-rekannya dalam memajukan
pekerjaan Pengadilan dan mengamankan penangkapan dan penuntutan penjahat perang
besar, termasuk, yang paling terkenal, Milosevic. Arbor mengungkapkan karisma pribadi yang
kuat yang dalam lingkungan sosial yang ramah dapat berkembang dan secara efektif
membantu mendorong perkembangan Pengadilan. Tindakan Arbour menunjukkan
pentingnya wirausaha institusional dalam upaya mengefektifkan hukum. Kasus Pengadilan
Yugoslavia juga menegaskan saling ketergantungan pembangunan global dan nasional,
khususnya dalam hal perlunya pembangunan hukum global diakui sebagai sah di tingkat lokal.
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Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa warga negara bekas Yugoslavia menganggap
Pengadilan ini sebagai invasi asing dan, oleh karena itu, merasa bahwa para penjahat perang
yang diadili oleh Pengadilan tersebut harus secara bertahap dipindahkan ke pengadilan lokal
di negara-negara bekas republik Yugoslavia. Jalur perkembangan globalisasi hukum pidana
juga dipandang mengarah kembali pada lokalisasi hukum pidana.

Sulit untuk memprediksi sejauh mana pengadilan pidana internasional menjadi
kenyataan yang lebih permanen. Meskipun konsensus global baru mungkin sedang muncul,
terutama seputar wacana hak asasi manusia yang semakin tidak dapat dihindari,
ketidakmampuan (atau penolakan) komunitas internasional untuk melakukan intervensi
dalam konflik yang melibatkan genosida dan kejahatan perang, seperti di Darfur, tidak
menunjukkan kemajuan yang mulus. jalan menuju pembentukan komunitas hukum global.
Yang juga mencolok adalah penolakan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam penjabaran
Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk pada tahun 2002 sebagai pengadilan
permanen untuk mengadili individu atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan
kejahatan perang. Tentu saja, persoalan kedaulatan nasional bukanlah hal yang ketinggalan
jaman. Pada saat yang sama, keberhasilan operasional Pengadilan Kriminal Internasional
untuk Bekas Yugoslavia menunjukkan bahwa kemajuan dalam penyebaran supremasi hukum
secara global mungkin dapat dicapai sebagai bagian dari perkembangan yang lebih luas
menuju penyebaran norma-norma demokrasi secara global.

12.3 KONTROL GLOBAL: DINAMIKA KEPOLISIAN DUNIA

Seperti halnya dimensi hukum lainnya, globalisasi berbagai aspek kontrol sosial juga
semakin menarik perhatian para ilmuwan sosial. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk
menggambarkan bidang globalisasi kontrol sosial, yang sering kali diartikan sebagai kepolisian
internasional atau penegakan hukum internasional, karena adanya kebingungan terminologis
yang mungkin ada antara administrasi atau penegakan hukum internasional ( hukum pidana,
di satu sisi, dan dimensi internasional atau global dalam pengendalian kejahatan dan
penyimpangan, di sisi lain. Persoalan pertama berada dalam lingkup hukum internasional,
yang penegakan hukumnya bergantung pada administrasi (seperti pada Pengadilan Kriminal
Internasional). Namun, globalisasi kontrol sosial dalam masalah kejahatan dan penyimpangan
mencakup banyak perkembangan global yang tidak terkait dengan pelanggaran norma-norma
internasional namun melibatkan kontrol terhadap dimensi pelanggaran rezim hukum nasional
yang melintasi batas negara, seperti kontrol terhadap negara. skema pencucian uang
internasional, pengawasan kegiatan kriminal terorganisir, pengendalian perdagangan narkoba
dan penyelundupan barang dan manusia, serta penyebaran gagasan dan praktik kepolisian
dan penghukuman ke seluruh dunia (McDonald 1997; Reichel 2005). Berikut ini, karya saya di
bidang internasionalisasi kepolisian akan menggambarkan nilai kerja dalam globalisasi kontrol
sosial dari sudut pandang sosiologis yang berakar pada perspektif birokratisasi Weberian.

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, organisasi kepolisian di dunia modern
semakin berbentuk birokrasi. Secara formal dan operasional, birokratisasi kepolisian
mempunyai konsekuensi penting terhadap kemungkinan dan bentuk kerjasama internasional
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antar kepolisian. Secara formal, birokratisasi kepolisian berkaitan dengan independensi relatif
institusi kepolisian dari pemerintah negara bagian masing-masing. Dari segi operasional,
birokratisasi kepolisian menyiratkan bahwa institusi kepolisian memperoleh otonomi untuk
menentukan cara serta spesifikasi tujuan tugas mereka. Sepanjang sejarah, perkembangan ini
telah mempengaruhi globalisasi kepolisian dalam berbagai konteks.

Bentuk paling awal dari kepolisian internasional sebagian besar berkaitan dengan
aktivitas yang ditujukan terhadap lawan politik rezim otokratis yang sudah mapan. Salah satu
contoh yang terjadi pada paruh pertama abad kesembilan belas adalah kegiatan polisi
internasional yang direncanakan secara sepihak yang diorganisir oleh pemerintah Perancis,
Hungaria-Austria, dan Rusia, dimana agen-agennya akan ditempatkan secara diam-diam di
luar negeri. Sebuah organisasi kepolisian internasional didirikan pada tahun 1851, ketika
Persatuan Polisi Negara-negara Jerman dibentuk. Aktif hingga tahun 1866, Serikat Polisi
beranggotakan perwakilan dari tujuh negara berdaulat berbahasa Jerman untuk bertukar
informasi, melalui pertemuan rutin dan buletin cetak, guna menekan lawan politik dari rezim
konservatif masing-masing. Mengingat keterbatasan kerja sama polisi untuk tujuan politik,
Persatuan Polisi tidak dapat meminta dukungan polisi dari negara-negara Eropa lainnya.
Organisasi tersebut dibubarkan ketika perang pecah antara Prusia dan Austria, dua anggota
dominan Persatuan tersebut.

Dari pertengahan hingga paruh kedua abad kesembilan belas, sebagian besar kegiatan
kepolisian internasional dilakukan secara sepihak, biasanya dengan menempatkan agen di luar
negeri sebagai atase kedutaan, atau terbatas pada kerja sama ad hoc untuk penyelidikan
tertentu dan dibatasi dalam lingkup penyelidikan internasional. partisipasi dalam kerja sama
bilateral atau multilateral terbatas. Ada kecenderungan bertahap menuju pembentukan
organisasi kepolisian internasional yang memungkinkan kerja sama dalam skala multilateral
yang luas. Di bawah pengaruh proses birokratisasi, dimana organisasi kepolisian mulai
menjalankan kegiatannya berdasarkan standar profesional dalam pengendalian kejahatan,
gagasan kerja sama kepolisian internasional didasarkan pada gagasan bahwa lembaga
kepolisian tidak lagi mewakili rezim politik, melainkan mewakili rezim politik. lembaga ahli
yang mengkhususkan diri dalam memerangi kejahatan sebagai ancaman sosial yang
mempengaruhi semua masyarakat. Upaya pemerintah nasional untuk mengatur upaya
internasional melawan kejahatan politik, khususnya anarkisme, pada akhir abad kesembilan
belas gagal karena kurangnya dukungan polisi.

Pada awal abad ke-20, berbagai upaya dilakukan untuk membentuk organisasi
kepolisian internasional yang permanen. Salah satu upaya paling awal adalah Asosiasi Kepala
Polisi Internasional (International Association of Chiefs of Police) yang dibentuk di Washington,
DC pada tahun 1901. Namun, bermula dari upaya untuk meningkatkan standar penegakan
hukum di Amerika Serikat, Asosiasi ini merupakan kelompok profesional yang hanya
mendapat sedikit dukungan internasional. Di Eropa, upaya pertama pada abad ke-20 untuk
mendirikan organisasi kepolisian internasional juga gagal. Pada bulan April 1914, Kongres
Polisi Kriminal Internasional Pertama di Monaco secara eksplisit berorientasi pada
pelanggaran kriminal (bukan politik), namun yang hadir di Kongres tersebut tidak melibatkan

Teori Sosiologi Hukum — Dr. Agus Wibowo & Dr Methodius Kossay



184

pejabat polisi dan diskusi-diskusinya hanya dibingkai dalam konteks hukum dan politik. Perang
Dunia | pecah segera setelah pertemuan tersebut, namun bahkan setelah gencatan senjata
berakhir, inisiatif ini tidak dilanjutkan.

Berakhirnya Perang Dunia | membawa dua upaya penting untuk mendirikan organisasi
kepolisian internasional. Di New York, Konferensi Kepolisian Internasional didirikan pada
tahun 1922 dan tetap aktif hingga tahun 1930-an. Terlepas dari namanya, organisasi ini
sebagian besar merupakan organisasi Amerika yang sebagian besar mementingkan diri sendiri
dalam membina hubungan polisi profesional. Yang jauh lebih sukses adalah Komisi Polisi
Kriminal Internasional (ICPC), yang didirikan di Wina, Austria, pada tahun 1923, yang masih
berdiri dengan nama Organisasi Polisi Kriminal Internasional atau Interpol. ICPC dibentuk oleh
pejabat kepolisian untuk mengatur kerja sama secara independen dalam masalah kejahatan
internasional. Secara eksplisit tidak termasuk pelanggaran politik, berbagai lembaga dibentuk
untuk bertukar informasi dengan cepat di antara lembaga-lembaga anggota, termasuk sistem
komunikasi internasional, pertemuan yang diadakan secara rutin, dan kantor pusat di mana
informasi dapat disalurkan ke semua anggota. Aneksasi Jerman atas Austria pada tahun 1938
menyebabkan pengambilalihan markas ICPC oleh Nazi dan selanjutnya dipindahkan ke Berlin
selama Perang Dunia Il. Tak lama setelah perang, pada tahun 1946, organisasi kepolisian
internasional dihidupkan kembali dan markas besarnya dipindahkan ke Prancis, tempat
mereka masih tinggal. Saat ini, Interpol terdiri dari lembaga kepolisian dari 186 negara.

Mengingat bentuk-bentuk globalisasi kepolisian, kegigihan kebangsaan dapat diamati
dalam pekerjaan kepolisian internasional setidaknya dalam tiga hal. Pertama, institusi
kepolisian lebih memilih untuk terlibat secara sepihak dalam kegiatan internasional tanpa
kerjasama dengan kepolisian negara lain. Mengingat investasi yang diperlukan untuk
menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut, institusi kepolisian di negara-negara kuat
mempunyai keuntungan besar dalam hal ini. Biro Investigasi Federal dan Administrasi
Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat adalah contoh prototipikalnya. Masing-masing
lembaga ini memiliki beberapa ratus agen yang ditempatkan secara permanen di luar negeri
di banyak negara. Kedua, bila memungkinkan, kerja sama polisi akan dibatasi pada tugas
tertentu dan dibatasi dalam hal jumlah lembaga yang berpartisipasi. Ketiga, tujuan yang
ditetapkan secara nasional tetap penting bahkan ketika institusi kepolisian berpartisipasi
dalam operasi dan organisasi koperasi yang lebih besar. Kerja sama hanya dapat dilakukan jika
kerjasama tersebut dipahami mempunyai tujuan yang berkaitan dengan tujuan penegakan
hukum yang ditetapkan secara nasional atau lokal.

Di antara kondisi yang membentuk globalisasi kepolisian adalah perkembangan
kejahatan dan pengendaliannya. Dalam hal kejahatan, meningkatnya saling ketergantungan
masyarakat telah meningkatkan peluang untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang
mempunyai implikasi internasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi,
terdapat pula peluang bagi kegiatan kriminal untuk menyebar melintasi batas negara dan
menghindari penegakan hukum vyang dibatasi oleh vyurisdiksi. Perubahan dalam
perkembangan kriminal membawa fluktuasi penting dalam globalisasi kepolisian. Jika operasi
kepolisian internasional pada paruh pertama abad ke-20 sebagian besar berfokus pada
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buronan pengadilan yang melakukan kejahatan kekerasan dan properti, penekanannya
kemudian beralih ke kepolisian atas kejahatan narkoba dan pengendalian imigrasi ilegal.
Perjuangan melawan perdagangan narkoba bisa dibilang merupakan motivator utama dalam
upaya kepolisian internasional pada tahun 1970an dan 1980an. Sejak akhir abad kedua puluh
dan seterusnya dan dengan kekuatan yang luar biasa sejak peristiwa 11 September 2001,
terorisme internasional dan kejahatan berteknologi maju, seperti kejahatan dunia maya dan
skema pencucian uang internasional, telah menjadi fokus utama kegiatan kepolisian
internasional. diprakarsai oleh kepolisian banyak negara serta di tingkat organisasi kepolisian
internasional, seperti Interpol dan Kantor Polisi Eropa (Europol).

Selain variasi dalam perkembangan kriminal, organisasi kepolisian sendiri juga terkena
tekanan globalisasi, terutama karena perkembangan di bidang teknologi. Kemajuan sistem
teknologi komunikasi, transportasi, dan identifikasi kriminal, khususnya, secara langsung
mempengaruhi globalisasi kepolisian. Teknologi lintas batas seperti radio, telegraf, dan
internet, mobil, dan lalu lintas udara, serta data yang dapat dipertukarkan secara internasional
dari analisis sidik jari dan DNA telah berkontribusi langsung terhadap globalisasi kepolisian.
Selain itu, tren ekonomi telah mempengaruhi globalisasi industri kepolisian swasta yang
semakin meningkat, yang sebagian besar mengikuti logika pasar kapitalis untuk menawarkan
keamanan sebagai komoditas yang tersedia di seluruh dunia. Penyebaran kepolisian swasta
secara global juga telah melahirkan kemitraan baru dengan kepolisian publik, terutama di
bidang kejahatan finansial dan teknologi maju, seperti kejahatan dunia maya dan pencucian
uang.

Globalisasi fungsi kepolisian kini semakin nyata. Mengingat tingginya tingkat inter-
penetrasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang melintasi batas-batas negara, kemungkinan
besar globalisasi kepolisian akan terus menjadi semakin penting seiring dengan
berkembangnya abad ke-21. Khususnya keasyikan dengan terorisme internasional yang terus
berlanjut dapat mendorong proses globalisasi di bidang kepolisian, dan dengan demikian juga
menyebabkan terjadinya rekonfigurasi penting antara institusi kepolisian dan pemerintah
masing-masing. Meskipun organisasi kepolisian saat ini telah mencapai tingkat keahlian
profesional yang tinggi dalam hal pengendalian kejahatan, mereka kini juga kembali menjadi
sasaran tekanan politik untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dengan tujuan pemerintah
yang menganggap kejahatan internasional dan terorisme sebagai urusan keamanan nasional.
Dinamika penting dalam globalisasi kepolisian dalam waktu dekat adalah memperkirakan
bagaimana upaya untuk mempolitisasi kepolisian akan berdampak terhadap perlawanan
birokrasi yang dapat ditawarkan oleh institusi kepolisian.

12.4 KESIMPULAN

Sebagaimana diperlihatkan dalam diskusi-diskusi dalam bab ini, perkembangan hukum
global terjadi di berbagai lembaga, dengan mekanisme yang beragam, di banyak arena, dan
dengan hasil yang beragam. Secara analitis, berbagai pertentangan kutub dapat dibedakan
yang dicontohkan oleh kasus-kasus empiris dalam derajat yang berbeda-beda. Globalisasi
dapat berarti universalisasi dan homogenisasi versus partikularisasi dan diferensiasi dalam hal
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sejauh mana perkembangan global menciptakan persamaan atau memperkuat perbedaan di
seluruh unit sosial. Integrasi dan sentralisasi versus fragmentasi dan desentralisasi
menentukan dampak globalisasi. Berfokus pada globalisasi hukum dalam kaitannya dengan
proses mulai dari penciptaan norma-norma hukum hingga penerapannya, penelitian
mengenai pemotongan alat kelamin perempuan, penyebaran rezim kebangkrutan, praktik
pengacara internasional, aktivitas pengadilan pidana internasional, dan dinamika hukum.
Perpolisian internasional mengungkap keluasan substantif dan perbedaan teoritis yang ada
dalam penelitian sosiologi mengenai globalisasi hukum.

Apa yang ditunjukkan oleh penelitian mengenai globalisasi hukum (dan juga lembaga-
lembaga lainnya) adalah bahwa globalisasi tidak bisa begitu saja dilihat sebagai sebuah proses
satu dimensi menuju perkembangan dunia yang homogen. Sebaliknya, yang dimaksud dengan
globalisasi adalah konfigurasi ulang hubungan timbal balik antara pembangunan nasional dan
internasional. Misalnya saja, perkembangan norma-norma hukum global tidak menghentikan
penjabaran atau memperlunak dampak dari kewenangan yurisdiksi lokal dan nasional. Selain
itu, globalisasi hukum tidak hanya harus dipahami dalam kaitannya dengan penciptaan kode
atau perjanjian hukum internasional yang dicapai berdasarkan perjanjian bilateral dan
multilateral, tetapi juga mencakup impor dan ekspor (sengaja atau tidak, diarahkan atau
tidak). norma dan praktik hukum di seluruh unit sosial yang tersebar secara geografis. Oleh
karena itu, lebih tepat untuk memahami globalisasi sebagai meningkatnya interpenetrasi
pembangunan lokal/nasional dan antarlokal/internasional. Oleh karena itu, kajian globalisasi
hukum tidak boleh membuat para sarjana mengabaikan pembangunan lokal dan nasional.
Pemolisian kejahatan, misalnya, akan selalu menjadi perhatian utama masyarakat lokal,
karena dimensi dari sebagian besar kejahatan tidak melampaui batas-batas komunitas lokal.
Bahkan di era global, gagasan tentang otoritas yurisdiksi masih tetap bermakna.

Dimensi khusus dalam studi globalisasi, dalam sosiologi hukum dan bidang lainnya,
adalah bahwa banyak diskusi berkaitan dengan permasalahan yang memiliki resonansi
normatif yang kuat. Oleh karena itu, beberapa karya mengenai globalisasi hukum dibingkai
dalam konteks yang sangat normatif, dimana globalisasi tidak hanya dipahami sebagai sesuatu
yang harus dianalisis, namun juga sesuatu yang harus ditentang, suatu alur pemikiran yang
selaras dengan tindakan gerakan-gerakan sosial tertentu. , seperti kelompok hak asasi
manusia dan apa yang disebut gerakan anti-globalisasi. Meskipun sosiologi hukum seperti
yang dipahami dalam buku ini memahami globalisasi dalam istilah-istilah analitis yang jelas,
beberapa pakar globalisasi di bidang hukum mempunyai pemahaman yang sama, karena
hubungan hukum yang sangat erat dengan persoalan-persoalan normatif (yang terkristal
dalam masalah legitimasi legalitas). ), juga secara eksplisit merujuk pada wacana keadilan dan
hak, khususnya hak asasi manusia (Klug 2005). Globalisasi hukum sebagai pembentukan
budaya satu dunia kemudian sering terungkap sebagai perebutan kekuasaan dimana

I "

penerapan gaya hukum yang dianggap universal “satu untuk semua” dikritik karena
merugikan pemenuhan keadilan. dalam skala lokal (Silbey 1997).
Yang terakhir, perlu dicatat bahwa para sosiolog dan mahasiswa hukum lainnya tidak

hanya mulai mengenali relevansi globalisasi dalam pokok bahasan mereka, namun para pakar
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globalisasi di bidang penelitian lain juga mulai mengenali relevansi hukum. Meskipun
demikian, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam hal ini. Karena pengakuan akan
relevansi hukum dalam globalisasi juga merupakan fungsi dari popularitas relatif dan
penerimaan bidang khusus sosiologi hukum, upaya tambahan mengenai globalisasi hukum
dan upaya eksplisit untuk menghubungkan pekerjaan ini dengan wacana globalisasi di dunia.
sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya akan berkontribusi untuk memupuk kontribusi sinergis
tersebut.
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KESIMPULAN: VISI SOSIOLOGI HUKUM

Tujuan utama buku ini adalah meninjau dan mendiskusikan kontribusi teoritis dan
substantif dalam sosiologi hukum untuk menyajikan spesialisasi disiplin ini sebagai upaya
akademis yang unik dan berharga. Buku ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian
terhadap upaya teoritis dan substantif yang dibahas dalam studi sosiologi hukum di luar
manfaatnya sebagai kontribusi terhadap bidang hukum secara keseluruhan. Yang pasti,
penelitian ini telah didasari oleh orientasi teoritis yang memandu kerangka analitis yang
digunakan untuk meninjau sejarah dan sistematika sosiologi hukum. Namun model yang
digunakan memungkinkan, dan secara eksplisit dirancang untuk memunculkan beragam
perspektif. Dalam pembahasan tema teori dan penelitian, penelitian ini bersifat selektif,
namun tetap fokus pada kontribusi yang patut dicontoh dalam mewakili dan memajukan
sosiologi hukum.

Mungkin berguna untuk menyimpulkannya dengan mengidentifikasi beberapa tema
dan isu sentral yang ada dalam sosiologi hukum sebagaimana yang telah terungkap sepanjang
perkembangan historis dan intelektualnya. Mengidentifikasi keuntungan dan kerugian
sosiologi hukum ini juga dapat memandu pemahaman kita tentang bidang khusus yang
mungkin dan harus dituju dalam waktu dekat. Sejumlah permasalahan analitis dapat
diidentifikasi yang membingkai sosiologi hukum dalam bidang studi hukum yang lebih luas,
khususnya mengenai pendekatan sosiologis dan konsepsi hukum, standar keilmuan yang
digunakan dalam teori dan penelitian, tingkat kesatuan dan keragaman kontribusi sosiologi
hukum, dan kemungkinan interdisipliner dalam studi hukum. Untuk menempatkan isu-isu
analitis ini dalam konteks kelembagaan yang luas, perhatian khusus pertama-tama diberikan
pada pengembangan sosiologi hukum lintas budaya nasional. Buku ini terutama membahas
perkembangan sosiologi hukum Barat, terutama karena sosiologi hukum ini berkembang dari
akarnya yang sebagian besar berasal dari Eropa dan juga dipraktikkan di Amerika Serikat dan
negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Meskipun sosiologi hukum di banyak negara
dibangun di atas landasan Eropa, berbagai perkembangan nasional dalam bidang khusus
tersebut tetap berbeda.

Budaya sosiologi hukum

Meninjau perkembangan dan keadaan sosiologi hukum di seluruh dunia, setidaknya
ada dua tema sentral yang dapat diamati dalam sejarah nasional yang berbeda-beda dalam
bidang khusus tersebut. Pertama, sosiologi hukum di berbagai negara mendapat manfaat dari
aktivitas para sarjana karismatik tertentu. yang berfungsi sebagai “pengusaha moral” untuk
melembagakan kekhususan sosiologis. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika mengetahui
bahwa sosiologi hukum berkembang pesat di Jerman, negara Max Weber dan sarjana klasik
penting lainnya, seperti Simmel, Tonnies, Ehrlich, dan Geiger. Perkembangan normal sosiologi
Jerman terganggu dengan bangkitnya Nazisme. Namun setelah Perang Dunia Il, sosiologi
hukum di Jerman dapat melanjutkan perkembangan intelektualnya, yang mengarah pada
pengembangan karya-karya besar sosiologi dunia kontemporer seperti Niklas Luhmann dan
Jurgen Habermas serta banyak sosiolog hukum kontemporer.
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Karakteristik penting kedua dari perkembangan sosiologi hukum adalah bahwa
spesialisasinya biasanya tidak berkembang secara independen dari dalam sosiologi saja,
namun juga tumbuh dari ilmu-ilmu hukum. Akibat sejarah yang aneh ini, sosiologi hukum,
hingga saat ini, mengalami kesulitan dalam mengukuhkan dirinya sebagai suatu spesialisasi
akademis. Di Jerman, misalnya, para ahli memperdebatkan apakah sosiologi hukum harus
berkontribusi terhadap kebijakan hukum (sejalan dengan Ehrlich) atau apakah sosiologi
hukum harus menjadi sebuah usaha akademis (diperluas dari Weber). Demikian pula di
Amerika Serikat, terdapat arus kontemporer dalam bidang yurisprudensi yang, dengan
mengikuti perkembangan dari Holmes hingga Pound dan Llewellyn, berupaya menyerap
sosiologi hukum ke dalam ilmu hukum. Pada gilirannya, sosiologi hukum Amerika berusaha
untuk menegaskan dan memposisikan dirinya, dengan segala perlawanannya terhadap
tarikan yurisprudensi, sebagai suatu aktivitas disipliner. Ketegangan antara hukum dan
sosiologi hukum juga tercermin pada tingkat organisasi. Asosiasi Hukum dan Masyarakat,
misalnya, didirikan pada tahun 1964 oleh sekelompok sosiolog AS, namun dalam perjalanan
sejarahnya, Asosiasi ini telah menjadi rumah utama bagi para sarjana sosio-hukum dan hukum
dan kehilangan banyak fokus sosiologisnya. Konsekuensinya baru disadari sepenuhnya pada
tahun 1992, ketika bagian Sosiologi Hukum dibentuk dalam American Sociological Association.

Di banyak negara, terdapat pengaruh ganda antara kepemimpinan karismatik dan
organisasi kelembagaan, seperti yang digambarkan oleh gambaran singkat budaya nasional
dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum di Polandia berkembang dengan baik berkat upaya
Adam Podgo’ recki, seorang pengikut Perazycki. Podgo” recki juga berpengaruh dalam
melembagakan sosiologi hukum secara nasional maupun internasional. Pada tahun 1962, ia
mendirikan Bagian Sosiologi Hukum Polandia dan pada tahun yang sama ia ikut mendirikan
Komite Penelitian Sosiologi Hukum di Asosiasi Sosiologi Internasional bersama William Evan.
Presiden pertama Komite Penelitian adalah Renato Treves dari Italia, sebuah negara yang juga
memiliki tradisi sosiologi hukum yang kaya. Filsuf hukum Italia Dionisio Anzilotti adalah orang
pertama pada tahun 1892 yang secara eksplisit menggunakan istilah sosiologi hukum. Setelah
periode fasis, aktivitas sosiologi normal dihidupkan kembali dan sosiologi hukum ltalia dapat
membedakan dirinya dari hukum dengan baik, misalnya dengan didirikannya jurnal khusus,
Sociologia del diritto, pada awal tahun 1974.

Negara-negara lain juga mengalami perkembangan yang sama dalam sosiologi hukum
karena pengaruh para sosiolog teladan. Sosiologi hukum Prancis dapat mengandalkan jalur
perkembangan yang membentang dari de Montesquieu dan Durkheim hingga Gurvitch dan
Le’vy-Bruhl hingga para sarjana modern, seperti Jean Carbonnier dan Andre’-Jean Arnaud, di
samping beberapa tokoh besar kontemporer Prancis di bidang hukum. pemikiran sosial,
termasuk Bourdieu dan Derrida. Meskipun kehadiran Durkheim sangat banyak, sosiologi
hukum Perancis terjebak di antara hukum dan sosiologi, sebagaimana dinyatakan dalam dua
label spesialisasi yaitu sosiologi yuridis (sociologie juridique) dan sosiologi hukum (sociologie
du droit).

Negara-negara lain kurang beruntung dalam mengorganisasikan sosiologi hukum
sebagai kegiatan akademis. Di Brazil, misalnya, studi hukum yang berorientasi sosiologis
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dilakukan di bidang hukum, dimana studi tersebut mengalami kesulitan yang besar jika
dibandingkan dengan studi hukum yang dilakukan oleh para sosiolog. Demikian pula, di
beberapa negara Eropa, seperti Belgia dan Finlandia, sosiologi hukum secara institusional dan,
sebagai akibatnya, seringkali juga secara intelektual menjadi bagian dari studi hukum di
sekolah-sekolah hukum. Di Inggris, sosiologi hukum hidup berdampingan dengan penelitian
sosio-hukum, sehingga penelitian sosio-hukum dipahami tidak hanya sebagai bidang
multidisiplin tetapi juga sebagai aktivitas yang berorientasi pada kebijakan. Sosiologi hukum
akademis di Inggris relatif terpinggirkan dibandingkan dengan sosiologi pada umumnya,
sehingga menimbulkan konsekuensi ironis bahwa beberapa sosiolog hukum terbaik di Inggris
lebih betah berkutat dengan dunia sosiologi hukum di Amerika Serikat, meskipun di sana juga
terdapat spesialisasi dalam bidang sosiologi hukum. kedudukannya tidak selalu diakui dengan
jelas di antara sesama pendisiplin. Secara lebih luas, para sosiolog hukum dari seluruh dunia
sering kali lebih mengenal satu sama lain dibandingkan dengan sosiolog dari bidang
spesialisasi lain dalam disiplin ilmu yang mereka kelola secara nasional.

Sosiologi hukum di beberapa negara kurang dikenal dalam skala global meskipun
sejarahnya terkadang sudah lama ada. Di Jepang, misalnya, Asosiasi Sosiologi Hukum Jepang
dibentuk sejak tahun 1948. Marginalisasi budaya nasional tertentu berkaitan dengan
kekuatan budaya, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Hambatan linguistik saja akan
menghalangi beberapa karya yang relevan untuk diketahui secara luas. Selain itu, negara-
negara yang tidak terlalu peduli dengan urusan dunia dan/atau mengalami transisi sulit
menuju masyarakat terbuka dan demokratis cenderung menjadi pengimpor dibandingkan
pengekspor gagasan sosiologis. Ironisnya, marginalitas relatif di beberapa negara dapat
menghasilkan sosiologi hukum yang didasarkan pada banyak kontribusi relevan dari seluruh
dunia.

Batasan sosiologi hukum

Karakteristik yang paling menentukan dari sosiologi hukum adalah cara spesifik
pendekatannya terhadap hukum dari segi disiplin ilmu. Tidak ada yang mengejutkan mengenai
anggapan bahwa sosiologi hukum selalu merupakan bagian dari sosiologi, kalau bukan karena
kajian hukum berkaitan erat dengan salah satu ciri khas hukum itu sendiri. Karena hukum juga
selalu melibatkan kajian hukum dan dicirikan oleh upaya yang umumnya berhasil untuk
memonopoli pengamatannya sendiri. Perlawanan keras kepala terhadap hukum yang tidak
mengizinkan observasi eksternal dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku telah diakui oleh Max
Weber dan membawanya untuk membedakan pendekatan internal, eksternal, dan moral
dalam studi hukum. Kalau bukan karena ciri-ciri khusus tertentu dari hukum itu sendiri,
demarkasi seperti itu akan menjadi mubazir.

Terlebih lagi, secara historis, ilmu-ilmu sosial berkembang secara institusional dan
intelektual dari tradisi-tradisi ilmiah yang secara tepat menempatkan persoalan kebijakan dan
normativitas dalam ranah kajian. Akibatnya, pembelajaran penting yang dapat dipetik dari
konseptualisasi Weber sangat lambat terjadi sepanjang sejarah studi hukum pada umumnya,
dan perkembangan sosiologi hukum pada khususnya. Di Eropa, studi sosiologi hukum tidak
hanya harus melepaskan diri dari akar yuridis tertentu, namun juga harus membatasi realitas
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hukum yang bersifat sosial dan bukan psikologis sebagai bidang studi yang sesuai. Di Amerika
Serikat, sosiologi hukum secara ironis ditempatkan dalam konfrontasi dengan perkembangan
yurisprudensi yang meminjam wawasan dari disiplin ilmu tersebut, namun menempatkannya
dalam konteks keilmuan hukum dan menjadikannya tunduk pada tujuannya. Dibutuhkan
pengembangan independen dari dalam disiplin ilmu secara luas, bukan dari dalam bidang
studi hukum yang berbasis sosiologi, untuk menemukan tempat bagi sosiologi hukum dan,
dengan melakukan hal tersebut, menangkap kembali dan mengembangkan lebih lanjut
kontribusi-kontribusi yang relevan dari ilmu-ilmu hukum. klasik sosiologi. Hanya sejak saat
itulah para sosiolog hukum dapat menepati janji Weberian untuk menciptakan ruang bagi
sosiologi hukum dan mengartikulasikan programnya berdasarkan garis disiplin ilmu.

Di antara kontribusi paling nyata yang ditawarkan sosiologi hukum adalah
konseptualisasi hukum yang berbeda dan melampaui pemahaman yuridisnya. Dimulai dengan
definisi Weber mengenai penegakan hukum dan konsepsi Durkheim tentang hukum sebagai
indikator solidaritas moral, para sosiolog tidak membatasi hukum pada ranah peraturan yang
secara formal ditetapkan dalam konteks perundang-undangan. Sebaliknya, hukum secara
sosiologis diperluas menjadi sebuah institusi yang juga mencakup seluruh praktik, aktor, dan
lembaga di berbagai tingkat analisis di berbagai bidang hukum. Yang penting, definisi
sosiologis tentang hukum tidak hanya mencakup perluasan bidang studi yang sesuai, namun
juga menyiratkan pemikiran ulang secara keseluruhan tentang hukum itu sendiri. Dalam hal
ini, transformasi umum dapat diamati dari perspektif hukum yang lebih tradisional dalam hal
fungsi utama integrasi (hukum sebagai kontrol sosial) ke konsepsi kritis tentang hukum dalam
masyarakat yang pada dasarnya tidak setara (hukum sebagai kekuasaan) dan posisi hukum
yang lebih baru dalam bidang praktik peraturan yang luas (hukum sebagai tata kelola).
Terlepas dari kualitas spesifik dari konseptualisasi tersebut, konfrontasi antara cita-cita hukum
dan berbagai aspek realitasnya merupakan salah satu kontribusi paling menonjol dalam
sosiologi hukum. Dinyatakan dalam perbedaan konseptual seperti antara hukum intuitif dan
hukum positif resmi, hukum hukum dan hukum yang hidup, hukum resmi dan tidak resmi, dan
hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan, apa yang paling sering ingin diungkapkan oleh
sosiologi hukum adalah perbedaan-perbedaan yang ada. antara tujuan yang dinyatakan dan
pemahaman diri tentang hukum dan realitas hukum ditinjau dari asal usulnya, jalannya, dan
dampaknya pada tingkat sosial.

Upaya mendasar dalam sosiologi hukum untuk mengungkap batas-batas cita-cita
hukum yang diproklamirkan sendiri tidak berarti kembali pada landasan normatif pendekatan
pra-sosiologis dalam kajian hukum, juga tidak berarti menyerah pada tujuan-tujuan
instrumental hukum. beasiswa. Karena yang membedakan sosiologi hukum dengan evaluasi
hukum yang bersifat normatif atau berpedoman pada yurisprudensial adalah bahwa berbagai
pemahamannya mengenai realitas sosial hukum didasarkan pada temuan-temuan penelitian
yang diambil dari penyelidikan yang didasari teori dan dipandu secara metodologis. Dalam hal
ini, perkembangan sosiologi hukum menjadi bidang yang berbeda dan beragam, yang
mengandung banyak perspektif teoritis dan orientasi metodologis, membuktikan tidak hanya
kematangan intelektual sosiologi hukum sebagai spesialisasi disiplin ilmu, namun juga
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memberikan sosiologi hukum. hukum dengan landasan keilmuan yang kuat dibandingkan
dengan perspektif lain dalam bidang studi sosio-hukum serta bidang khusus lain dalam disiplin
sosiologi. Kesatuan dan keberagaman pemikiran dalam sosiologi hukum dengan demikian
mengkhianati relevansi sosiologi klasik dan pluralisme teoretis yang dihasilkan oleh
pendekatan mereka masing-masing, mulai dari perspektif konflik dan konsensus hingga variasi
makro-sosiologis dan mikro-teoretis serta obyektivis. dan orientasi yang didasarkan pada
norma. Kekayaan teoritis sosiologi hukum diimbangi secara substantif dengan menjamurnya
penelitian di berbagai bidang penelitian, mulai dari pertanyaan mengenai hubungan antara
hukum, ekonomi, politik, integrasi sosial, dan budaya, hingga masalah kontrol sosial dan
hukum. dimensi global hukum. Dalam berbagai bidang khusus ini, sosiologi hukum juga telah
menyaksikan perkembangan banyak perspektif teoretis kontemporer baru yang bermula dari
akar pemikiran klasik dan modern.

Sulitnya hubungan antara sosiologi hukum dan ilmu-ilmu hukum, yang dialami di
banyak kebudayaan nasional, juga berkaitan dengan tempat dan peran sosiologi relatif
terhadap kontribusi ilmu-ilmu sosial lainnya dalam studi hukum dan, terkait dengan,
pencarian hukum. interdisipliner. Pelajaran paling penting yang dapat diambil dari buku ini
adalah bahwa sosiologi hukum menawarkan sesuatu yang unik dan berharga di samping
bidang-bidang khusus lain dalam disiplin ilmu tersebut, sama seperti halnya dengan perspektif
hukum ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun hal yang serupa tentu saja adalah bahwa ambisi ini
tidak berarti pernyataan apa pun yang bertentangan dengan pendekatan-pendekatan non-
sosiologis lainnya dalam studi hukum, baik pendekatan-pendekatan tersebut berasal dari
dalam hukum atau dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku lainnya. Oleh karena itu, buku ini juga
tidak dapat dipahami sebagai suatu posisi yang menentang interdisipliner. Dengan Weber,
ilmu hukum dapat dibedakan dari keseluruhan ilmu hukum sosial dan perilaku dalam hal
perbedaan tajam yang ada di antara tujuannya masing-masing. Namun, karena berbagi
perspektif yang berorientasi pada analisis hukum, alih-alih berupaya mempertahankan
efisiensinya, ilmu-ilmu sosial dan perilaku berbeda satu sama lain hanya dalam hal pendekatan
dan dimensi relevan hukum yang menjadi fokus perhatian mereka. Dalam perspektif ini,
interdisipliner selalu berimplikasi pada penguatan batas-batas dan landasan disiplin. Oleh
karena itu, saya berharap buku ini dapat berkontribusi dalam membangun pendekatan
interdisipliner terhadap analisis hukum dalam beragam manifestasinya dengan memperjelas,
dan dengan demikian mengungkap nilai, kontur disiplin sosiologi hukum.
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